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Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,

Para tamu undangan dari negara-negara sahabat,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas
rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan, untuk melanjutkan
ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita, kepada bangsa dan negara tercinta. Saya ingin
menggunakan kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, untuk
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya,
untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun 2009,
beserta Nota Keuangannya.

Insya Allah, dua hari lagi, kita akan memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa
Indonesia yang ke-63. Marilah kita bersama memberikan penghormatan yang tinggi, kepada segenap
pejuang dan pahlawan bangsa, serta para pendahulu kita. Jasa-jasa dan pengorbanan mereka harus
kita balas dengan menjaga kedaulatan dan keutuhan kita sebagai bangsa, serta bekerja keras bersama
untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Saudara-saudara,

Tahun 2008 ini merupakan tahun yang sangat bermakna bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Tahun ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63, bertepatan dengan
peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional; 80 tahun Sumpah Pemuda; dan 10 tahun Reformasi.
Tonggak-tonggak sejarah ini, membuktikan jati-diri Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang
tangguh, bangsa yang selalu mampu mengatasi tantangan zaman. Setiap cobaan yang kita alami,
membuat kita lebih tegar. Setiap krisis yang kita hadapi, membuat kita lebih kuat. Setiap tantangan yang
silih berganti, membuat kita lebih bersatu.



Dalam 10 tahun terakhir semenjak bergulirnya reformasi, bangsa Indonesia telah menjalani salah satu
era yang paling transformasional dalam sejarah Indonesia modern. Kita tahu, hanya segelintir bangsa-
bangsa di dunia yang menghadapi badai dan gejolak bertubi-tubi sebagaimana yang kita alami. Dan
hanya segelintir kecil bangsa-bangsa yang mampu bertahan, bahkan bangkit menjadi lebih tegar akibat
dari cobaan-cobaan sejarah tersebut.

Dari kondisi yang terpuruk 10 tahun yang lalu, Indonesia kini telah berubah menjadi bangsa yang
dinamis dan penuh harapan. Kita sudah pulih dari krisis moneter yang dulu melumpuhkan Indonesia.
Kita telah melaksanakan reformasi yang menyeluruh di berbagai sektor. Kita sudah berhasil menjalani
transisi demokrasi yang penuh tantangan, yang kini menjadikan Indonesia negara demokrasi ketiga
terbesar di dunia. Kita juga berhasil mengembangkan budaya politik baru yang demokratis, yang
mengedepankan keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas pada rakyat, di mana
sekarang hukumlah yang menjadi panglima. Kita juga berhasil, dalam tahun-tahun terakhir ini,
memperkokoh integritas NKRI : Aceh yang damai, Papua yang stabil, serta Maluku, Poso, dan Sampit
yang tenteram. Kita berhasil mengatasi bencana alam paling dahsyat di dunia, yaitu tragedi tsunami
tahun 2004, dengan semangat solidaritas dan gotong-royong. Dan kita telah kembali menempatkan
Indonesia di garis terdepan dalam percaturan regional dan internasional. Semua ini bukanlah prestasi
individu atau kelompok, namun prestasi dan kerja keras seluruh bangsa Indonesia.

Dengan segala perubahan mendasar ini, kita tetap melestarikan jati-diri bangsa kita, yang tercermin
dalam empat pilar: yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Apapun yang terjadi, kita harus terus berpegang teguh pada
keempat pilar itu, sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun dengan semuanya ini, kita harus menyadari bahwa bangsa kita masih terus diterpa oleh
berbagai cobaan yang berat. Karena itulah, kita tidak punya alasan, dan tidak ada waktu, untuk
mengeluh dan berpangku tangan. Kita tidak bisa tenggelam dalam budaya sinisme dan sifat gamang
yang tak kunjung habis. Dan kita tidak boleh lengah membaca zaman yang telah dan terus berubah.

Inilah masanya kita mengubah mentalitas mudah menyerah menjadi semangat yang berorientasi pada
peluang. Saya sungguh yakin bahwa setiap masalah, setiap krisis, betapapun beratnya, selalu
mengandung benih-benih peluang dan selalu ada jalan keluarnya. Percayalah, masalah-masalah yang
kita hadapi dewasa ini juga dihadapi bangsa-bangsa lain. Sejarahlah yang kelak akan membedakan
antara mereka yang hanya bisa meratapi nasib, dan mereka yang tak pernah menyerah mencari solusi.
Sejarah kebangkitan dan perubahan Indonesia, dari 1908, 1928, 1945, sampai 1998, semuanya diukir
oleh pejuang-pejuang yang bermental Harus Bisa! Apapun masalahnya, kapanpun masanya,
seberapapun keterbatasannya, kalau kita bermental BISA, kita semua BISA, dan Indonesia pasti BISA!

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,

Terus terang tahun 2008 ini adalah tahun yang sulit dan sarat dengan tantangan. Harga minyak dunia
mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Harga pangan di berbagai penjuru dunia melonjak drastis.
Ekonomi dunia terancam resesi. Bank Dunia memprediksi bahwa situasi energi dan pangan ini
berpotensi memicu krisis sosial, ekonomi dan politik di 33 negara, dan mengakibatkan 100 juta orang di
seluruh dunia kembali jatuh di bawah garis kemiskinan.

Kenaikan harga minyak dan pangan dunia yang sangat tinggi, dengan cepat berdampak kepada
melambungnya subsidi energi dan pangan dalam anggaran kita. Tentu saja Pemerintah akan terus
berusaha untuk menekan dampak negatifnya bagi masyarakat.

Masalah yang kita hadapi sungguh tidak ringan. Beban subsidi minyak dan listrik diperkirakan akan naik
tiga kali lipat sampai akhir tahun, dibanding anggaran subsidi energi pada APBN tahun 2008. Dan kita
tidak bisa memungkiri bahwa subsidi energi ini lebih banyak dinikmati oleh mereka yang memiliki mobil,
dan mereka yang memiliki rumah dengan daya listrik yang besar. Dana ini seharusnya dimanfaatkan
untuk membantu jutaan rakyat kita yang masih miskin, yang jauh lebih membutuhkan bantuan dari
Pemerintah.

Namun, di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu ini, sesungguhnya kita patut bersyukur,
karena kondisi pangan negara kita relatif lebih baik dari banyak negara lain. Mungkin fakta ini belum
banyak diketahui masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada
Sidang Dewan yang terhormat, dan kepada seluruh rakyat Indonesia, insya Allah, pada tahun ini kita
kembali mencapai swa sembada beras. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak masa Orde Baru,
produksi beras nasional lebih tinggi daripada konsumsi beras kita. Itulah sebabnya, juga untuk pertama



kali sejak masa Orde Baru, harga beras di dalam negeri lebih rendah daripada harga beras
internasional.

Surplus beras ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dalam suasana krisis pangan global ini,
kita harus memperkuat stok pangan nasional kita. Pemerintah telah menetapkan bahwa stok beras
nasional ditingkatkan hingga mencapai 3 juta ton, dari sebelumnya hanya 1 juta ton. Barulah setelah itu,
kita berbicara tentang kemungkinan ekspor beras. Stok beras yang kuat ini, akan menjamin ketahanan
pangan kita, sekaligus stabilitas harga beras pada tingkatan yang terjangkau oleh masyarakat luas.

Yang penting, dalam kondisi yang sulit, kita harus menghindari sikap saling menyalahkan, saling
menyerang dan saling menjatuhkan. Sebaliknya, kita justru harus tetap optimis, terus bekerja-sama,
bahu membahu untuk mengubah krisis menjadi peluang, demi kebaikan rakyat Indonesia.

Saudara-saudara

Saat ini, kita telah memasuki tahun politik, bahkan tahun kampanye. Tahun depan kita akan
mengadakan Pemilihan Umum Legislatif yang ketiga dalam era reformasi, dan Pemilihan Presiden
secara langsung yang kedua dalam sejarah demokrasi kita .

Demokrasi kita kembali diuji. Apakah kita bisa melampaui tahun pemilu dengan baik dan damai? Saya
rasa kita sepakat untuk menjawabnya : Bisa ! Kita Bisa!

Saudara-saudara,

Marilah kita kembali menjawab tantangan sejarah ini, dengan menjadikan Indonesia sebagai demokrasi
yang pantas dicontoh oleh dunia.

Kita telah mampu menunjukkan pada dunia, prestasi gemilang penyelenggaraan pesta demokrasi yang
begitu aman, tertib, damai, jujur dan adil pada tahun 2004. Kita harus mampu menjaga prestasi itu, dan
bahkan meningkatkannya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, misi kita bersama.

Pemilu 2009 harus kita sukseskan, sehingga amanah rakyat benar-benar dapat diwujudkan, yaitu
terbentuknya parlemen dan pemerintahan yang bersih dan efektif. Tentu saja, untuk mewujudkan hal
itu, kita semua harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat, termasuk
berpolitik, tetapi tetap dengan landasan etika dan aturan main, serta atas dasar kepentingan bersama.
Berani menerima kemenangan dan berani pula menerima kekalahan secara kesatria.

Dalam hal berdemokrasi ini, mari kita jalankan hak-hak demokrasi kita, kebebasan kita, dengan
menghargai hak-hak dan kebebasan orang lain, serta dengan menghargai ketertiban dan pranata
hukum (the rule of law). Kemampuan kita untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung
jawab, antara kebebasan dan ketertiban, akan menentukan kemajuan demokrasi kita. Dalam hal ini,
tidak ada tempat bagi anarki. Karena demokrasi terlalu berharga untuk dirusak oleh anarki. Pada
kesempatan yang terhormat ini, saya tegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dan tidak akan kalah
terhadap anarkisme dan kekerasan.

Saudara- saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.

Pembangunan ekonomi, kita laksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan
merata. Oleh karena itu, strategi yang saya gariskan adalah strategi "pertumbuhan disertai pemerataan”
atau "growth with equity”. Percepatan pembangunan ekonomi, telah memberikan dampak yang positif
baik pada percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat kemiskinan. Tingkat
pengangguran terbuka pada Februari 2006 mencapai 10,5 persen, kini telah berhasil diturunkan
menjadi 8,5 persen pada Februari 2008. Begitu pula, tingkat kemiskinan, mengalami penurunan dari
17,7 persen pada tahun 2006 menjadi 15,4 pesen pada Maret 2008. Angka kemiskinan tahun 2008 ini,
adalah angka kemiskinan terendah, baik besaran maupun prosentasenya, selama 10 tahun terakhir.
Tren penurunan angka kemiskinan ini juga terjadi, walaupun kita menggunakan kriteria angka
kemiskinan dari Bank Dunia. Ini merupakan suatu kemajuan yang nyata dan patut kita syukuri. Dan
saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk para Gubernur, Bupati dan Walikota di
seluruh tanah air, yang telah bekerja keras untuk itu.

Dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, pemerintah telah melakukan harmonisasi
dan sinergi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat, yang implemetasinya
dijalankan secara nyata di seluruh Indonesia. Harmonisasi dan sinergi program dan anggaran
kemiskinan ini, kita terjemahkan dalam tiga klaster program penanggulangan kemiskinan.



Pada klaster pertama, kita berikan bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu,
atau yang kita sebut dengan kelompok sasaran. Kita berikan bantuan melalui penyediaan Beras Untuk
Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Juga termasuk dalam klaster ini adalah
Bantuan bagi Lanjut Usia dan Cacat Ganda terlantar, Bantuan Bencana Alam, Bantuan Langsung Tunai
sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dan Beasiswa untuk anak dari rumah tangga sasaran,

Pada klaster kedua, kita gulirkan program dan anggaran berbasis masyarakat, yang diwadahi dalam
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Desa-desa yang masih memiliki
kelompok masyarakat miskin, terus kita dampingi. Mereka kita berdayakan agar dapat memanfaatkan
berbagai program yang telah kita sediakan. Dalam PNPM Mandiri ini, masyarakat desa dan
kelurahanlah yang menentukan sendiri penggunaan anggaran yang dialokasikan, baik untuk
membangun infrastruktur fisik maupun sosial, sehingga diharapkan benar-benar tepat sasaran dan
berhasil dengan baik.

Pada klaster ketiga, kita tingkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),
termasuk perbaikan iklim berusaha dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Animo dan ekspansi
Kredit Usaha Rakyat dalam kurun waktu singkat, menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi
masyarakat kita. Hingga tanggal 31 Juli 2008, telah direalisasikan KUR sejumlah Rp. 8,9 Triliun, dengan
jumlah debitur lebih dari 950 ribu orang di seluruh tanah air. KUR ini diutamakan untuk kredit di bawah
Rp. 5 juta, dan tanpa agunan tambahan.

Pemerintah bertekad akan terus memberikan perhatian yang konsisten dan nyata bagi perbaikan
kesempatan dan akses usaha, terutama bagi kelompok usaha kecil, menengah, dan koperasi.

( +respons terhadap sambutan Ketua DPR)

Jika diibaratkan, klaster pertama merupakan pemberian ikan bagi rakyat miskin dan hampir miskin,
yang memang membutuhkan bantuan perlindungan sosial. Klaster kedua, dapat diibaratkan sebagai
pemberian kail agar masyarakat lebih mandiri. Dan klaster ketiga, ibarat memberikan perahu, kita
berharap masyarakat kecil bisa mengembangkan usahanya sendiri, bahkan menciptakan lapangan
kerja bagi dirinya dan bagi orang lain.

Anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dalam APBN kita, telah meningkat sekitar tiga
kali lipat dalam kurun waktu 2005-2008. Ini menunjukkan adanya pemihakan nyata kepada masyarakat
kurang mampu dalam kebijakan kita. Selain itu, peningkatan ini juga membantah anggapan, bahwa
pemerintah hanya melakukan retorika dan hanya berwacana. Kita telah berbuat, dan terus berbuat
saudara-saudara, untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,

Bidang pendidikan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi
anggaran Departemen Pendidikan Nasional, merupakan alokasi anggaran tertinggi dibandingkan
dengan departemen lainnya. Anggaran pendidikan telah meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 78,5
triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 154,2 triliun pada tahun 2008. Bahkan, alhamdulillah, untuk tahun
anggaran 2009, di tengah-tengah krisis harga minyak dan pangan dunia yang berdampak pada
perekono-mian kita, kita telah bisa memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN
sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Kenaikan anggaran tersebut, digunakan antara lain untuk melakukan rehabilitasi gedung sekolah dan
membangun puluhan ribu kelas dan ribuan sekolah baru. Sejalan dengan semangat desentralisasi,
pemerintah sejak tahun 2005 memberikan hibah dalam bentuk bantuan operasional langsung ke
sekolah yang dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kita berharap, melalui program
BOS ditambah dengan partisipasi pemerintah daerah, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun, dapat dilakukan secara efektif dengan biaya yang rendah dan terjangkau oleh
masyarakat.

Saya menyadari pula, walaupun biaya sekolah telah diturunkan, masih ada keluarga Indonesia yang
tidak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah. Pemerintah mengatasi masalah ini dengan memberikan
bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin, dengan syarat anak-anak mereka tetap harus masuk
sekolah. BLT bersyarat ini, dikenal juga sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah
dilaksanakan di 73 kabupaten / kota. Ke depan, program ini, akan diperluas karena berpotensi memutus
rantai kemiskinan antar generasi. Di samping PKH, pemerintah menyediakan beasiswa untuk lebih dari
satu juta siswa SD / MI, lebih dari 600 ribu siswa SMP / MTs, 900 ribu siswa SMA/SMK/MA, dan lebih
dari 200 ribu mahasiswa PT / PTA. Sebagian besar siswa dan mahasiswa tersebut, berasal dari
keluarga tidak mampu.



Khusus untuk anak-anak kita yang berprestasi cemerlang, yang telah mengharumkan nama bangsa dan
negara dengan meraih medali emas dalam olimpiade berbagai cabang ilmu pengetahuan tingkat
internasional, Pemerintah akan memberikan beasiswa, untuk menuntut ilmu di universitas manapun di
seluruh dunia, sampai mencapai gelar doktor. Kita berharap di masa depan, akan ada putra-putri
bangsa Indonesia yang berada di garis depan kemajuan ilmu dan teknologi dunia, bahkan kalau bisa
meraih hadiah Nobel. Kita patut bersyukur, pada tahun 2007, kontingen Indonesia berhasil memperoleh
51 medali emas dari berbagai olimpiade sains internasional. Suatu prestasi yang cemerlang dan
membanggakan.

Di sisi lain, pendidikan sangat bergantung pula pada kompetensi dan profesionalisme guru dan dosen.
Pemerintah terus memperhatikan perbaikan kesejahteraan dan kualitas kompetensi guru, antara lain
dengan menaikkan penghasilan mereka. Pada tahun 2004 penghasilan yang diterima guru golongan
terendah masih Rp 842,6 ribu per bulan, pada tahun 2008 telah mencapai Rp1,854 juta, atau naik lebih
dari dua kali lipat. Langkah lain, kita lakukan dengan meningkatkan kualitas guru dan dosen melalui
program peningkatan kualifikasi akademik S1 dan D4 bagi guru, dan pendidikan S2 dan S3 bagi dosen.

Dengan dipenuhinya amanat konstitusi untuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari
APBN ini, maka lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di
semua aspek. Ini termasuk gedung sekolah, perpustakaan dan laboratorium sekolah, bea siswa,
kompetensi dan kesejahteraan guru, dan sebagainya. Ini semua adalah investasi kita, untuk
meningkatkan daya saing bangsa, demi masa depan bangsa yang gemilang.

Saudara-saudara,

Anggaran fungsi kesehatan pun meningkat tajam, hampir tiga kali lipat, dari Rp 5,8 triliun pada tahun
2005, menjadi sekitar Rp16 triliun pada tahun 2008. Sebagian besar tambahan anggaran, digunakan
untuk menggulirkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Posyandu, atau melalui Jamkesmas. Program
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, kini melayani 76,4 juta jiwa. Untuk
lebih meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, Pemerintah telah menurunkan harga
obat generik secara substansial, terus menerus dari tahun ke tahun.

Pemerintah, juga melakukan revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) yang sempat terbengkalai
setelah krisis yang lalu. Selama tiga tahun terakhir, sudah terlihat pencapaian positif program KB. Dari
4,2 juta peserta KB baru pada tahun 2005, menjadi 5,7 juta peserta pada tahun 2007. Program KB
harus terus kita giatkan dan kita tingkatkan, untuk menjaga agar kecenderungan laju pertumbuhan
penduduk semakin rendah. Untuk itu, kerjasama dan keterpaduan upaya dengan pemerintah daerah
mutlak diperlukan. Dalam era otonomi daerah ini, pemerintah daerah berada di garis depan, dalam
sosialisasi dan implementasi program Keluarga Berencana.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kita telah melakukan peningkatan akses dan
partisipasi perempuan dalam pembangunan. Pemerintah juga terus meningkatkan perlindungan
perempuan dan anak, dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten / kota.

Peranan kaum perempuan di sektor publik pun semakin meningkat. Saat ini di seluruh Indonesia
terdapat 27 orang Gubenur, Bupati, Walikota atau para Wakilnya yang perempuan. Ini merupakan
peningkatan 125 persen jika dibandingkan 4 tahun yang lalu. Di luar pemerintahan, di dunia usaha dan
organisasi sosial, semakin banyak pula kaum perempuan yang tampil dan memimpin. Pemerintah terus
mendorong dan mendukung kaum perempuan untuk berkontribusi di sektor publik sesuai dengan
kemampuannya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,

Kita bersyukur, walaupun ditengah tekanan eksternal yang bertubi-tubi, kita telah berhasil menjaga
tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, selama tujuh triwulan berturut-turut. Bahkan Produk
Domestik Bruto Non Migas, telah tumbuh mendekati 7 persen pada tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi
kita, meningkat dari 5,5 persen pada tahun 2006 menjadi 6,3 persen pada tahun 2007. Tingkat
pertumbuhan ini dicapai ditengah tekanan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan melonjaknya
harga pangan dan energi. Bahkan pada Semester | Tahun 2008 ini, kita tetap bisa menjaga momentum
perekonomian kita dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,4 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan
tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998.

Kita juga bergembira bahwa sumber pertumbuhanpun makin berimbang. Investasi telah pulih, ekspor
telah tumbuh secara signifikan, dan konsumsi masyarakat tetap tumbuh sehat. Dengan serangkaian
reformasi ekonomi, seperti perbaikan iklim investasi dan amandemen Undang-Undang Perpajakan,
saya yakin, momentum ini akan terus berlanjut. Insya Allah, dalam waktu dekat, laju pertumbuhan



ekonomi kita akan kembali pada prestasi yang pernah kita alami selama 30 tahun sebelum krisis
ekonomi.

Dalam pada itu, alhamdulillah, di samping utang luar negeri kita kepada IMF telah kita bayar lunas,
cadangan devisa kita pun terus meningkat. Bahkan pada bulan Juli 2008 yang lalu, cadangan devisa
kita untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia mencapai lebih dari US $ 60 miliar. Hal ini
semakin memperkokoh dasar-dasar perekonomian kita, dan menambah kepercayaan dunia usaha pada
khususnya, dan publik pada umumnya, akan kuatnya perekonomian kita.

Dari sisi sektor riel, pertumbuhan yang terjadi disumbang oleh berbagai sektor ekonomi. Program
revitalisasi pertanian selama tiga tahun terakhir, telah berhasil mendorong sektor pertanian mengalami
pertumbuhan tinggi. Prestasi ini, berhasil mengamankan ketahanan pangan kita, pada saat dunia
mengalami tekanan harga pangan yang sangat tinggi, dan munculnya kecenderungan proteksionisme
global dalam bentuk larangan ekspor komoditas pangan.

Keberhasilan mendorong sektor pertanian dan industri, tentunya tidak terlepas dari percepatan
penyediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, mempunyai peran yang penting dalam
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu
kawasan. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke; dari Sangihe Talaud
sampai ke Pulau Rote, misalnya, merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Jaringan ini, juga menjadi tulang punggung distribusi, baik barang, penumpang maupun jasa,
serta penting dalam peningkatan produksi.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menempuh beberapa jalur utama.
Pertama, anggaran pemerintah untuk infrastruktur ditingkatkan dari Rp21,9 triliun pada tahun 2005
menjadi Rp 58 triliun pada tahun 2008, atau naik 165 persen. Peningkatan tersebut memungkinkan
penyelesaian beberapa proyek besar seperti Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Bandara Kuala
Namu di Sumatera Utara, dan Bandara Hasanudin di Sulawesi Selatan. Bahkan disain dan
pembangunan kedua bandara tersebut menggunakan sumber dana dalam negeri dan tenaga ahli
bangsa Indonesia sendiri.

Jalur kedua, dilakukan dengan memberikan jaminan kepada BUMN, khususnya PLN untuk
meningkatkan kapasitas pembangkit listrik di seluruh Indonesia. Program 10 ribu MW diharapkan
secara bertahap akan menghilangkan krisis pasokan listrik di semua belahan Nusantara. Insya Allah,
mulai pertengahan 2009, krisis listrik di Jawa - Bali, akan mulai teratasi. Program ini, juga diharapkan
akan mengurangi ketergantungan PLN terhadap BBM. Rasio elektrifikasi pun dapat meningkat.
Alhamdulillah, saat ini, rasio desa berlistrik telah mencapai 91,9 persen.

Kita sadar, tidak mungkin semua beban pembangunan infrastruktur harus dipikul pemerintah. Oleh
karena itu, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan swasta untuk ikut
membangun dan mengusahakan kegiatan infrastruktur secara adil, kompetitif, dan transparan.

Saudara-saudara,

Di bidang energi, kenaikan harga minyak dunia selama 6 tahun terakhir, mengingatkan kita akan
pentingnya menjaga keamanan energi (energy security) di tanah air. Pembangunan energi sepanjang
tahun 2007 hingga pertengahan tahun 2008, antara lain difokuskan untuk meningkatkan kemampuan
pasokan energi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi. Peningkatan kemampuan pasokan
energi, kita lakukan melalui upaya percepatan diversifikasi energi, dengan pemanfaatan energi alternatif
non-BBM, termasuk energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro, panasbumi, dan bahan bakar
nabati), pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, dan pembangunan infrastruktur energi, seperti
fasilitas transmisi dan distribusi gas. Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki transparansi,
akuntabilitas, dan tata kelola sektor energi dalam rangka memanfaatkan hasilnya semaksimal mungkin
untuk kemakmuran rakyat.

Itulah sebabnya, saya membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan kepada anggota Dewan, untuk
menggunakan hak angket, baik menyangkut kebijakan energi, kenaikan harga BBM, manajemen usaha
minyak dan gas negara, ataupun penyelidikan yang menyangkut prosedur dan keputusan harga jual
gas maupun BBM. Termasuk juga tentang ekspor impor minyak mentah dan BBM yang kesemuanya
menjadi perhatian anggota Dewan dan masyarakat luas. Karena memang kita ingin adanya
transparansi dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam di tanah air kita. Saya juga ingin agar
transparansi dan akuntabilitas sebagai ciri-ciri good governance makin tumbuh di negeri ini. Saya
berharap, semua pihak memberikan dukungan bagi dilaksanakannya hak angket tersebut dengan
sebaik-baiknya.

Di samping itu, kita juga harus melakukan penghematan energi secara efektif. Selama ini kita masih
menjadi bangsa yang boros dalam penggunaan energi. Saya telah mengeluarkan Inpres Nomor 10
Tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Bahkan untuk bisa memberi contoh, saya telah
menginstruksikan pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi di Kompleks Istana Kepresidenan,
termasuk Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Hasilnya, penghematan energi bisa dilakukan



hingga 31,7 persen, selama periode bulan Mei hingga Juli 2008, yang dibuktikan dengan tagihan listrik
bulanan yang menurun. Jika Istana Kepresidenan bisa melakukannya, maka semua unit pemerintahan
pun seharusnya bisa melakukannya. Untuk itu, saya telah menginstruksikan agar seluruh jajaran
pemerintahan, memberikan laporan tentang upaya penghematan energi di lingkungannya masing-
masing setiap bulannya.

Tentu saja, yang kita perlukan adalah penghematan total dari penggunaan energi nasional. Karena itu
tidak cukup penghematan di kantor-kantor pemerintahan semata. Instansi lembaga-lembaga negara
juga harus melakukan hal yang sama. Seluruh masyarakat juga diharapkan melakukan penghematan,
baik itu di kantor-kantor swasta, maupun di rumah tangga tangga-rumah tangga. Jika kita semua bisa
menghemat listrik sampai 20 persen saja, artinya akan ada penghematan lebih dari Rp. 17,6 triliun. Ini
adalah jumlah yang sangat berarti, yang bisa kita pakai untuk pembangunan pendidikan, kesehatan,
infrastruktur atau bahkan pertahanan kita.

Saudara-saudara,

Dalam upaya melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah pasca bencana alam, hingga tahun 2008,
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah menunjukkan hasil yang optimal. Program rehabilitasi
dan rekonstruksi fisik, terutama perumahan, telah selesai di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di
Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih menyeluruh di Aceh dan
Nias, akan terus dilanjutkan, meskipun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, akan
berakhir pada bulan April 2009. Sedangkan proses penanganan terhadap korban semburan lumpur
panas Sidoarjo, terus kita upayakan. Biaya ganti rugi sebesar 20 persen bagi korban semburan lumpur
pada wilayah terdampak, serta rencana penyaluran sisa biaya ganti rugi sebesar 80 persen, diharapkan
dapat selesai pada tahun 2008 ini juga.

Berbagai upaya pembangunan yang kita lakukan, memang telah membawa kita ke arah yang lebih baik.
Namun, kita juga harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap dampak
pembangunan, antara lain, ancaman bagi kelestarian lingkungan. Laju penurunan deforestasi yang
telah membaik, perlu ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak lingkungan terus
kita lakukan, seiring dengan aktivitas pembangunan.

Rehabilitasi dan gerakan penanaman, juga dilakukan untuk mengurangi lahan kritis. Bahkan, pada
tahun 2007 yang lalu, dilakukan kegiatan penanaman 86 juta pohon, secara serentak di seluruh tanah
air, ditambah dengan penanaman 14 juta pohon oleh Kaum Perempuan Indonesia, melalui Gerakan
Tanam dan Pelihara Pohon. Gerakan ini, telah mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-
Bangsa, karena selain berperan untuk menahan laju deforestasi, kita juga dinilai serius dalam
mengantisipasi perubahan iklim. Gerakan Nasional ini harus terus kita lanjutkan di masa depan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.

Dalam menjalankan amanat rakyat, sejak awal, saya telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. Dalam
RPJM Nasional, tercantum tiga agenda pembangunan nasional kita, yaitu agenda menciptakan
Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ketiga agenda utama itu, tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) yang menjadi landasan penyusunan APBN setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, melalui kerja keras dan
upaya yang sinergis, kita berhasil mempertahankan stabilitas sosial, politk dan keamanan dalam
kehidupan masyarakat. Wilayah-wilayah rawan konflik seperti Aceh, Papua, Poso, dan Maluku,
alhamdulillah, terus memperlihatkan kemajuan secara nyata, terutama dalam proses pemulihan
keamanan dan perbaikan kesejahteraan. Situasi yang semakin stabil, selain memulihkan rasa percaya
antar kelompok untuk saling berinteraksi, juga makin meningkatkan kepercayaan dan wibawa aparatur
pemerintah dan aparat keamanan di mata masyarakat. Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif,
proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah
solusi terbaik untuk menyele-saikan masalah.

Negara kita sudah semakin aman. Kondisi ini makin kita rasakan mulai dari Sabang sampai Merauke,
dari Miangas sampai Pulau Rote, di manapun dan kapanpun di negeri ini. Ini merupakan kemajuan
yang amat penting, sehingga kita bisa meluncurkan program Visit Indonesia Year 2008, untuk
mengembangkan pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata, tahun 2007 menyumbangkan penerimaan
negara sebesar US $ 5,3 milyar. Dan berbeda dengan sektor lainnya, sektor pariwisata melibatkan
jutaan tenaga kerja, di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, sampai industri
kerajinan. Menurut laporan, jumlah wisatawan manca negara yang berkunjung ke Bali, sebagai



barometer pariwisata Indonesia, terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2007 yang lalu,
wisatawan yang berkunjung ke Bali mencapai angka yang tertinggi sejak krisis 1998, bahkan lebih tinggi
dari sebelum terjadinya pemboman di Bali akhir 2002 yang lalu. Oleh karena itu, agenda mewujudkan
Indonesia yang aman dan damai, terus kita tingkatkan dan kita jaga bersama.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi-aksi kejahatan transnasional dan terorisme,
juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Aparat keamanan telah berhasil menangkap,
mengadili, dan memvonis para pelakunya. Terakhir, aparat kepolisian berhasil menemukan sejumlah
bahan peledak dan bom rakitan di Palembang. Di satu sisi, berbagai keberhasilan itu sangat
menggembirakan kita semua. Namun, di sisi lain, kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Negara
kita, belum aman benar dari aksi-aksi terorisme. Demikian pula, kita masih harus terus melakukan
pemberantasan pembalakan liar, pencurian ikan, dan peredaran gelap narkoba.

Khusus untuk kejahatan narkoba, pemerintah bertekad untuk memberantas sampai ke akar-akarnya.
Pemerintah melalui Kepolisian dan Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan dan penuntutan untuk
memberikan hukuman yang seberat-beratnya, bagi pengedar narkoba. Mereka ini secara langsung
membahayakan generasi muda bangsa, membahayakan masa depan dan kelangsungan hidup anak-
anak kita.

Dalam menegakkan kedaulatan negara, kebijakan pertahanan negara kita arahkan pada peningkatan
profesionalisme dan kemampuan TNI. Kemampuan pertahanan negara, juga terus kita tingkatkan,
antara lain dengan pemeliharaan kekuatan pokok minimum (minimum essential force), kesiapan
alutsista, dan terselenggaranya latihan secara teratur. Pada bulan Juli lalu, telah dilaksanakan Latihan
Gabungan TNI yang pertama sejak tahun 1996. Latihan gabungan ini, perlu dilakukan secara berkala,
agar Prajurit dan Satuan TNI tetap siaga, profesional, dan berkemampuan tinggi, untuk
mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI.

Khusus pembangunan wilayah perbatasan, kita lakukan melalui pendekatan beberapa aspek, terutama
aspek demarkasi dan delimitasi garis batas Negara, disamping melalui pendekatan pembangunan
kesejahteraan, politik, hukum, dan keamanan. Prinsipnya adalah, wilayah perbatasan kita harus
dianggap sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukannya halaman
belakang negara kita.

Saudara-saudara,

Kesejahteraan dan keamanan Indonesia semakin erat berkaitan dengan situasi internasional. Karena
itu, Pemerintah terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan
nasional kita. Postur diplomasi Indonesia yang semakin tampil mengemuka, tidak terlepas dari
perkembangan demokrasi kita yang semakin mapan, stabilitas politik yang semakin mantap, situasi hak
asasi manusia yang terus membaik, serta ekonomi yang terus tumbuh.

Bulan Desember tahun lalu, Indonesia mengukir sejarah diplomasi, dengan keberhasilan kita menjadi
tuan rumah Konferensi PBB mengenai Perubahan lklim (UN Conference on Climate Change) di Bali,
yang berhasil melahirkan kesepakatan historis “Bali Road Map”. Kita akan terus berjuang agar Bali
Roadmap tersebut dapat menghasilkan suatu kesepakatan global mengenai perubahan iklim, yang
diharapkan dapat dituntaskan dalam Conference of Parties ke-15 di Kopenhagen akhir tahun 2009.

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia juga sukses merampungkan kepemimpinan dalam kelompok
Developing Eight (D-8), yaitu kelompok negara-negara berpenduduk muslim, yang aktif melakukan
kerjasama ekonomi dan pembangunan. Bulan Juli lalu, saya menyerahkan tongkat kepemimpinan D-8
kepada Malaysia.

Indonesia juga diundang, untuk pertama kalinya, menghadiri KTT G-8 plus 8 di Hokkaido, Jepang, bulan
Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia, bersama ekonomi-ekonomi besar dunia lainnya,
membahas isu-isu global dari perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan.
Sementara itu, Indonesia juga terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian internasional sebagai
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia juga berperan aktif dalam merumuskan Piagam Organisasi Konferensi Islam yang baru.
Sebagai hasil Pertemuan Puncak negara-negara OKI di Senegal pada tahun ini, Piagam OKI yang baru
telah memuat enam hal penting, yaitu : demokrasi, hukum (the rule of law), tatanan pemerintahan yang
baik, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hak-hak kaum perempuan. Piagam OKI yang baru ini,
membawa angin segar dan sejarah baru dalam pembangunan dunia Islam di masa depan.

Indonesia juga telah memprakarsai dan mendorong ASEAN untuk melakukan transformasi. Melalui
Piagam ini, ASEAN tidak lagi menjadi organisasi yang hanya didasarkan atas deklarasi atau komunike,
tetapi menjadi organisasi yang mempunyai status dan kerangka hukum (legal personality) yang jelas.
Dengan demikian, ASEAN dapat beradaptasi agar terus relevan menghadapi perubahan lingkungan
strategis internasional.



Hubungan kita dengan Timor Leste juga mengalami perkembangan penting. Tanggal 15 Juli lalu,
Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), telah menyerahkan laporan akhir kepada Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Timor Leste. Kita menyambut baik laporan itu, dan akan menindaklanjutinya.
Kita telah menutup lembaran lama, dan membuka lembaran baru. Membangun semangat baru, penuh
kedamaian, kemanusiaan, dan persaudaran di antara kedua negara.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.

Mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, merupakan agenda yang sangat penting. Salah
satu aspek yang strategis adalah pemberantasan korupsi. Sejak awal saya telah menegaskan, bahwa
pemberantasan korupsi memiliki prioritas yang tinggi bagi embanan tugas pemerintah. Penindakan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah dilakukan tanpa pandang bulu. Tak ada yang kebal hukum
di negeri ini. Termasuk juga aparat penegak hukum. Kita bersyukur, sikap tegas Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), telah berhasil mengungkap dan mengusut kasus-kasus tindak pidana, yang merugikan
keuangan Negara. Perwujudan Indonesia yang bersih dari korupsi, harus didukung oleh kita semua,
baik dengan menyusun perundangan-undangan yang baik dan kuat, maupun dengan pelaksanaan yang
konsisten dan tanpa kompromi. Hanya dengan langkah itu, Indonesia dapat membangun martabatnya
di mata dunia.

Di sisi lain kita tidak bisa hanya terus memasukkan orang ke penjara karena korupsi. Keberhasilan
pemberantasan korupsi justru harus juga dilihat dari pencegahan perilaku korupsi. Lagipula
keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas tata pemerintahan yang bersih dan
berwibawa. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan
terencana. Reformasi birokrasi, bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik, karena jajaran birokrasi
adalah pelayan masyarakat. Langkah yang telah dan terus kita lakukan, mencakup perbaikan sistem
dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, dan remunerasi yang memadai. Termasuk di
dalamnya transparansi dalam proses pemerintahan. Inilah esensi dari penerapan tata pemerintahan
yang baik (good governance).

Sementara itu, upaya kita untuk terus memperkokoh dan mematangkan sistem demokrasi, telah
berjalan dengan baik. Pilkada langsung di berbagai daerah, secara umum, telah berada pada arah yang
benar. Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Rata-rata pada angka 74%. Sampai bulan April
2008, Pilkada sudah dilaksanakan di 355 Daerah, yakni di 22 Provinsi, 272 Kabupaten, dan 61 Kota di
seluruh Indonesia. Dari keseluruhan pelaksanaan Pilkada tersebut, terdapat 176 gugatan terhadap hasil
Pilkada. Namun, yang menarik, ketika pengadilan telah mengambil putusan terhadap gugatan tersebut,
hampir semua persoalan, kecuali 6 daerah, selesai dengan keluarnya putusan pengadilan. Ini
merupakan wujud dari kedewasaan kita dalam menjalankan demokrasi.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan.

Pemerintah terus melanjutkan tekadnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita akui, tantangan
ke depan masih sangat besar. Untuk itu, sebagai rangkaian pembangunan jangka menengah 2004-
2009, pemerintah telah menetapkan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun
2009, vyaitu ; “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”. Tema itu
diterjemahkan kedalam tiga prioritas pembangunan nasional. Pertama, peningkatan pelayanan dasar
dan pembangunan perdesaan; Kedua, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat
daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan ketiga,
peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan
dalam negeri.

Dengan prioritas itu, maka kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2009
diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (pro growth),
menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (pro job), serta mengurangi kemiskinan (pro poor).
Ketiga prioritas pembangunan nasional tersebut, kemudian dicerminkan di dalam arah dan postur
RAPBN 2009.

Dalam tahun anggaran 2009 Pemerintah bertekad untuk memenuhi amanat konstitusi dalam
pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, meskipun dalam kondisi anggaran yang masih
sangat terbatas. Dalam rangka memenuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008,
tentang alokasi dana pendidikan yang harus kita hormati, maka postur RAPBN 2009 dilakukan
perubahan dan pemutakhiran. Buku Nota Keuangan 2009 yang telah diterima oleh anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang terhormat, disusun berdasarkan postur RAPBN 2009 yang masih



menggunakan asumsi harga minyak sebelum dimutakhirkan dengan perkembangan yang terkini. Dalam
dokumen tambahan Nota Keuangan yang disampaikan hari ini, dilakukan perubahan asumsi harga
minyak sesuai penurunan harga minyak dunia terakhir. Dengan demikian anggaran subsidi BBM dan
listrik juga mengalami penurunan. Sehingga akhirnya, alhamdulillah, anggaran pendidikan sebesar 20
persen dapat dipenuhi, meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp. 20 triliun, menjadi 1,9
persen dari PDB.

Sebagai basis perhitungan RAPBN 2009, dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global dan
domestik, pemerintah telah menyusun asumsi indikator ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi
diperkirakan sekitar 6,2 persen, tingkat inflasi 6,5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp 9.100 per dolar
Amerika Serikat, suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 8,5 persen.

Harga minyak dunia masih mengalami pergolakan dan sangat sulit diprediksi. Dalam semester pertama
tahun 2008, harga minyak melonjak di atas 40 persen mencapai US $ 147 per barelnya. Namun, pada
bulan Juli dan awal Agustus ini, harga minyak merosot hingga 20 persen, menjadi dibawah US $ 115
per barelnya. Pemerintah mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia untuk tahun
2009, adalah sebesar US$100 per barel. Harga ini masih dalam cakupan harga yang disepakati DPR
yaitu antara US$ 95-120 per barel.

Pilihan harga minyak rata-rata US$ 100 pada tahun 2009, mencerminkan perkembangan terakhir
pergerakan harga minyak dunia dan berbagai proyeksi yang paling mutakhir. Meskipun demikian,
pemerintah memandang perlu untuk tetap menjaga APBN dari risiko gejolak harga minyak ke atas yang
dapat terjadi seperti yang terlihat dalam kurun 18 bulan terakhir. Tingkat harga minyak tersebut, juga
akan disertai penutupan risiko harga minyak ke atas pada tingkat US $ 130. Hal ini disebabkan karena
APBN kita jauh lebih rawan terhadap tekanan jika harga minyak yang lebih tinggi, dibanding jika harga
minyak turun. Dengan demikian, kepercayaan terhadap RAPBN 2009 dapat terus terjaga sepanjang
tahun 2009, ketika bangsa kita sedang melakukan serangkaian pemilihan umum. Sementara itu, lifting
minyak mentah Indonesia pada tahun 2009 diharapkan dapat mencapai 950 ribu barel per hari.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanabh air,
Hadirin yang saya muliakan.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2009 serta sejalan dengan RKP tahun 2009, maka saya
mengajukan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2009 sebagai berikut. Pendapatan negara dan hibah
direncanakan Rp 1.022,6 triliun, atau meningkat Rp 127,6 triliun atau setara 14,3 persen dari APBN-P
tahun 2008. Belanja negara mencapai Rp 1.122,2 triliun, atau naik Rp 132,7 triliun setara dengan 13,4
persen dari APBN-P 2008. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun 2009, diharapkan mencapai
Rp 99,6 triliun atau setara dengan 1,9 persen PDB.

Dengan besaran RAPBN tahun 2009 seperti ini, maka untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka,
pendapatan negara serta belanja negara dapat mencapai angka di atas Rp1.000 triliun. Hal ini
menunjukkan, semakin jauh meningkatnya volume APBN bila dibandingkan di tahun 2005 yang masih
sekitar Rp 500 triliun. Ini juga menunjukan semakin pentingnya APBN dalam perekono-mian dan
pembangunan nasional.

Untuk peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan perdesaan,
dianggarkan Rp 142,8 triliun. Untuk program penanggulangan kemiskinan dianggarkan sebesar Rp 66,2
triliun. Khusus untuk pembangunan perdesaan dianggarkan sebesar Rp17,0 triliun.

Sasaran yang hendak dicapai adalah:

Pertama, penurunan angka kemiskinan menuju ke angka 12-14 persen;

Kedua, peningkatan partisipasi jenjang pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi;

Ketiga, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma
di kelas Il Rumah Sakit, dan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas; dan

Keempat, peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan
masyarakat.



Dalam rangka mencapai sasaran percepatan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi, yang
didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, Pemerintah mengusulkan alokasi
anggaran Rp 77,7 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pembiayaan bagi
berbagai kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 37,2 triliun, menjaga stabilisasi
ekonomi sebesar Rp 978,2 miliar, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur dan energi sebesar
Rp 39,5 triliun.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tingkat pertumbuhan investasi sebesar 12,1 persen dan
pertumbuhan ekspor non-migas sekitar 13,5 persen. Dari sisi produksi, sasaran yang akan dicapai pada
tahun 2009 adalah pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,7 persen, dan industri pengolahan
nonmigas sebesar 6 persen. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat
diturunkan menuju angka 7-8 persen dari angkatan kerja.

Selanjutnya, guna mendukung upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta penyelenggaraan Pemilu
2009 secara jujur, adil, dan aman, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 16,7 triliun.

Saudara-saudara,

Dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2009 sebagaimana saya kemukakan tadi,
sekitar 36 persen atau Rp312,6 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian negara/lembaga.
Anggaran tersebut belum termasuk tambahan anggaran pendidikan untuk memenuhi amanat konstitusi
sebesar Rp 46,1 triliun yang kami usulkan dalam Nota Keuangan tambahan. Kemudian, sekitar 27,8
persen atau Rp 227,2 triliun untuk subsidi. Anggaran subsidi dalam RAPBN tahun 2009 tersebut akan
dialokasikan terutama untuk subsidi BBM sebesar Rp 101,4 triliun, subsidi listrik sebesar Rp 60,4 triliun,
serta subsidi pangan, pupuk dan benih sebesar Rp32 triliun. Pemerintah bertekad untuk menjaga
stabilitas perekonomian melalui pengendalian harga BBM dan tarif dasar listrik. Namun demikian,
Pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan subsidi agar makin tepat dan tidak terjadi salah sasaran,
serta mengevaluasi anggaran subsidi berdasarkan perkembangan harga minyak di pasar dunia.

Dalam upaya mengendalikan beban subsidi BBM, Pemerintah akan semakin mempercepat program
konversi bahan bakar minyak tanah rumah tangga ke LPG, dan melanjutkan pengendalian konsumsi
BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal. Dalam kaitan dengan upaya penghematan
subsidi listrik, saya sangat menghargai pengertian masyarakat dan dunia usaha, terkait dengan
kebijakan pergeseran jam kerja sektor industri untuk mengurangi beban puncak pemakaian listrik. Insya
Allah, dalam beberapa waktu ke depan, penyediaan energi listrik akan dapat bertambah melalui
pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt yang sepenuhnya didukung oleh Pemerintah.

( + respons sambutan Ketua DPR).

Di sisi lain, di sektor pertanian, pengalokasian subsidi pupuk dan benih yang lebih besar dalam tahun
2009, diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian, utamanya padi, jagung, dan
kedele, pada tahun 2009. Sementara itu, peningkatan subsidi pangan direncanakan untuk membantu
penyediaan beras dengan harga yang lebih murah bagi sekitar 19 juta rumah tangga sasaran.

Dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam RAPBN
tahun 2009 Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp143,8 triliun atau naik
sekitar Rp20,2 triliun (16,4 persen) dari perkiraannya dalam tahun 2008. Kenaikan anggaran tersebut
antara lain, untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok
dan pensiun pokok rata-rata 15 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, serta perbaikan sistim
pembayaran pensiun. Selama empat tahun masa pemerintahan ini, pendapatan PNS golongan
terendah telah kita tingkatkan 2,5 kali dari Rp 674,0 ribu per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp1,721
juta pada tahun 2009.

Tambahan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun, yang kami usulkan untuk memenubhi
amanat konstitusi, digunakan antara lain untuk meningkatkan penghasilan guru, dan peneliti. Dengan
demikian pendapatan guru golongan terendah dapat dinaikkan menjadi di atas Rp 2 juta.

Saudara-saudara,

Berdasarkan prioritas RKP 2009 dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara /
Lembaga dalam RAPBN tahun 2009, terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang mendapat
alokasi anggaran cukup besar.

Dalam tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional direncana-kan memperoleh anggaran Rp 52,0
triliun. Alokasi ini belum mencakup tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun yang kami
usulkan pada Nota Keuangan Tambahan. Departemen Pekerjaan Umum Rp 35,7 triliun, Departemen
Pertahanan Rp35,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp25,7 triliun, Departemen Agama
Rp20,7 triliun, Departemen Kesehatan Rp19,3 triliun, dan Departemen Perhubungan Rp16,1 triliun.



Alokasi yang besar pada anggaran pendidikan untuk Departemen Pendidikan Nasional dan
Departemen Agama adalah guna menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun. Anggaran itu juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru secara signifikan.
Dengan anggaran pendidikan yang alhamdulillah sudah mencapai 20 persen dari APBN kita, kita
berharap untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, guna membangun keunggulan dan
daya saing bangsa di abad - 21 ini.

Anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan terutama untuk peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana moda transportasi, serta rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan
jembatan. Sementara itu, prioritas alokasi anggaran Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia ditujukan untuk menjaga kedaulatan NKRI, serta pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat. Prioritas alokasi anggaran Departemen Kesehatan ditujukan untuk peningkatan
pelayanan kesehatan masyarakat.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam tahun 2009 direncanakan anggaran transfer
ke daerah sebesar Rp 303,9 triliun atau naik sebesar Rp 11,5 triliun setara dengan 3,9 persen dari
APBN-P 2008. Anggaran tersebut, direncanakan dalam bentuk dana bagi hasil Rp 89,9 triliun, dana
alokasi umum Rp 183,4 triliun, dana alokasi khusus Rp 22,3 triliun, serta dana otonomi khusus Rp 8,3
triliun.

Kebijakan pokok anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009, yang perlu saya garis bawahi,
diantaranya adalah DAU direncanakan sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto dengan
memperhitungkan subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi pupuk sebagai bentuk berbagi beban (sharing
the pain) antara pemerintah dan daerah.

Dengan semakin besarnya anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009, maka sejalan dengan
semangat otonomi daerah, saya berharap agar para pimpinan daerah dapat betul-betul memanfaatkan
setiap rupiah dana yang diperoleh, untuk dialokasikan secara maksimal bagi kepentingan rakyat.
Pimpinan daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
yang lebih baik, pembangunan infrastruktur di daerah, serta mendukung program-program pengentasan
kemiskinan dan penyerapan pengangguran yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Saudara-saudara,

Untuk mendanai anggaran belanja negara dalam tahun 2009, dalam RAPBN tahun 2009, pendapatan
negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 1.022,6 triliun, yang berarti mengalami peningkatan
sebesar Rp 127,6 triliun atau 14,3 persen dari APBN-P 2008. Jumlah tersebut direncanakan berasal
dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp
295,3 triliun, dan hibah sekitar Rp 0,9 triliun.

Rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun dalam tahun 2009, berarti naik sekitar Rp 117
triliun atau 19,2 persen dari APBN- P 2008. Peningkatan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009
tetap ditargetkan meskipun tarif pajak diturunkan dari 30 persen menjadi 28 persen untuk PPh Badan,
dan dari 35 persen menjadi 30 persen untuk PPh Orang Pribadi sesuai UU PPh baru. Bahkan untuk
Usaha Kecil dan Menengah tarif pajak hanya sebesar 15 persen atau diberikan keringanan sebesar 50
persen lebih rendah dari tarif PPh Badan. Selain itu, ditetapkan kenaikan batas penghasilan tidak kena
pajak (PTKP) dari saat ini, sebesar Rp 13,2 juta menjadi sebesar Rp 15,8 juta untuk wajib pajak Orang
Pribadi, sehingga dapat meringankan wajib pajak menengah ke bawah. Ini semua, saudara-saudara,
adalah bentuk keadilan dalam kebijakan perpajakan kita, keadilan yang disertai tanggung jawab. Kami
akan terus melakukan langkah-langkah perluasan basis pajak dan perbaikan sistem administrasi
perpajakan untuk mencapai target yang terus meningkat tersebut.

Di bidang kepabeanan dan cukai, dalam tahun 2009 akan diberlakukan secara penuh penerapan
kerjasama perdagangan antara Indonesia-Jepang dengan skema penurunan tarif bea masuk, serta
pemberlakuan free trade zone (FTZ) di kawasan pulau Batam, Bintan, dan kepulauan Karimun.

Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam RAPBN tahun 2009 yang
direncanakan mencapai Rp 295,3 triliun, berarti naik Rp 12,5 triliun dari APBN-P 2008. Untuk
mengamankan sasaran PNBP Migas yang saat ini sedang menjadi sorotan anggota Dewan dan
masyarakat, dalam tahun 2009 akan dilakukan optimalisasi produksi minyak dan gas yang didukung
dengan fasilitas fiskal dan nonfiskal. Kemudian, juga ditempuh upaya pengendalian cost recovery
melalui pengendalian alokasi biaya, evaluasi komponen biaya produksi yang dapat dibiayakan, serta
evaluasi standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh KPS.



Saudara-saudara,

Defisit anggaran sebesar Rp 99,6 triliun atau setara 1,9 persen PDB dalam RAPBN tahun 2009,
direncanakan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp 110,7 triliun, dan
pembiayaan luar negeri neto minus Rp 11,1 triliun. Dengan demikian pembayaran cicilan pokok utang
luar negeri yang kita lakukan, lebih besar dari pada jumlah utang luar negeri baru. Hal ini sesuai dengan
tujuan untuk terus mengurangi porsi utang luar negeri dalam pembiayaan defisit kita.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2009 tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat
kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan
untuk mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati. Sumber pembiayaan anggaran dari dalam
negeri, terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara, termasuk Surat Berharga Syariah
Negara. Hal ini selain akan memberikan komitmen pengembangan surat berharga berdasarkan prinsip
syariah di Indonesia, juga akan menciptakan alternatif surat berharga negara yang lebih bervariasi.

Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri
sebagaimana saya kemukakan tadi, maka rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam tahun 2009
diperkirakan akan menurun dari sekitar 54 persen pada tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen. Tingkat
rasio utang ini, membuktikan tekad yang kita canangkan bahwa Indonesia harus bisa dibangun dengan
semaksimal mungkin menggunakan sumber daya kita sendiri. Dengan demikian, suatu saat nanti kita
dapat bangga menyampaikan pada generasi penerus, anak cucu kita, bahwa kita mewariskan Negara
dengan kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang merata, dan utang yang makin kecil atau
bahkan tidak ada.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,

Demikianlah, pokok-pokok Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun
2009, beserta Nota Keuangannya. Sebelum mengakhiri pidato ini, sekali lagi, saya mengajak kepada
segenap komponen bangsa, marilah di hari ulang tahun Proklamasi kita yang ke-63 ini, dan ke depan,
kita bangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat, dan menjalin hubungan kelembagaan
lebih erat lagi. Sebagai kepala negara, sekali lagi, saya mengajak MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, BPK, dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk bersinergi membangun
bangsa yang kita tercinta ini. Pemerintah selalu terbuka untuk bekerjasama lebih baik dan menampung
munculnya gagasan-gagasan baru, untuk penyempurnaan tata hubungan kelembagaan kita.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional di tahun 2009, meskipun merupakan tahun pemilu, saya
tetap berharap kita semua memiliki komitmen untuk menjalankan tugas pemerintahan secara maksimal
dan fokus pada hasil yang nyata. Kita tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat, dan jangan
biarkan pula rakyat kita menunggu. Seluruh sumber daya yang kita miliki, harus kita kelola secara
efisien dan efektif, agar hasil-hasil pembangunan nasional benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh
rakyat.

Saudara-saudara,

Pada tahun 1928 di depan pengadilan Belanda di Den Haag, Bung Hatta yang diadili karena
perjuangannya dalam menuntut kemerdekaan menyatakan “Hanya satu negeri yang menjadi negeriku.
la tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku.” Negeri yang dikatakan Sang Proklamator
itu adalah Republik Indonesia, dan usaha yang dimaksudkannya adalah usaha Bangsa Indonesia.

Saudara-saudara, kemajuan bangsa ini ada di tangan kita sendiri, Bangsa Indonesia. Kalau kita semua
bersatu padu, bahu membahu, seiring sepenanggungan, dalam membangun bangsa, maka tak ada
gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, tak ada ngarai yang terlalu dalam untuk dilalui, dan tak ada
samudera yang terlalu luas untuk diseberangi. Insya Allah, di abad ke-21 ini Indonesia akan menjadi
salah satu negara yang maju dan bermartabat di dunia. Maju di segala bidang. Karena kita adalah
bangsa yang besar, yang bangkit dengan usaha kita sendiri.

Kepada para teladan yang datang dari seluruh penjuru tanah air yang hadir di tengah-tengah kita pada
hari ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang tinggi atas keteladanan
saudara-saudara. Semoga jejak langkah saudara-saudara diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia di tanah
air tercinta.

Atas segala pengertian dan dukungan seluruh anggota Dewan dan seluruh rakyat, saya ucapkan terima
kasih.



Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Mari kita kokohkan persatuan,
kebersamaan dan kerja keras dari segenap komponen bangsa untuk membangun bangsa dan negara
Republik Indonesia yang besar, maju, jaya, dan gemilang.

Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia!

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 15 Agustus 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



LAMPIRAN
PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
SERTA
KETERANGAN
PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
TAHUN
ANGGARAN 2009
BESERTA NOTA
KEUANGANNYA

DI DEPAN RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
15 AGUSTUS 2008

SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SERTA
KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2009
BESERTA NOTA KEUANGANNYA

DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
15 AGUSTUS 2008

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA




DAFTAR ISI

DAFTAR ISI s i

BAGIAN PERTAMA  UMUM

BAB 1 UMUM Lo 01-1
BAGIAN KEDUA AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA
YANG AMAN DAN DAMAI
BAB 2 PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN
HARMONISASI ANTARKELOMPOK MASYARAKAT ..... 02-1
1. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccovevviviiieneicnicecnenn 02-2
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAI - vevveeeiieieeiirie st . 02-4
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccooorveniinininenens 02-13
BAB 3 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG
BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR................. 03-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccocevevviiiennienciic 03-2
II.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAL . .cvvcvevietiiere e 1eae 03-3
I, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............cccceevevviiienerinnenenn, 03-9
BAB 4 PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN
PENANGGULANGAN KRIMINALITAS ..ot 04-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccoccoeieiiiencicnceic 04-2
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
(Do o - LTSRS 04 -6
I, Tindak Lanjut yang Diperlukan...........c.ccccocvrievierieiviiniiennens 04-14
BAB 5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
SEPARATISME ..ottt 05-1
l. Permasalahan yang Dihadapi..........cccoceoeieiiieneicncc 05-2
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAT 1.vevevvenieieiieeie ettt 05-4
111, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccooveveiiiienennnnnnnn. 05-6
BAB 6 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

TERORISME ...ttt
l. Permasalahan yang Dihadapi
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAI - venveveeneeeerieeie ettt e 06-4
I, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............cccceoveiviiiienennnnnenn 06-7




BAB 7

BAB 8

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN
NEGARA ...

l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccoccoeiiiienciciceic
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAIL « veuveveeniereiiecie ettt
111, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccoourvvnerinivninnnnnnns
PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN
PENINGKATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL ...........
1. Permasalahan yang Dihadapi...........ccoccovevviviiieneicnicecnenn,
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAIL - vttt
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccocrvenninininiencns

BAGIAN KETIGA AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA

BAB 9

BAB 10

BAB 11

BAB 12

YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM..............
1. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccevevviviiienincnicecnenn
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAL .+ +ouveveeeieieiieite e s
I, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............cccceoroiiiiennnnccnnenn

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM

BERBAGAI BENTUK .....coooviiiriiisiee e

l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccoccovevviiiieniienicecnnn,

II.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAIL - vt

111, Tindak Lanjut yang Diperlukan...........c.cccceoviiinenennnnnenn

PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN

PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ........

l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccocevvevviiiienenencecce

II.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAI « vevevievieieeiecie et

111, Tindak Lanjut yang Diperlukan...........c.cccceovoiininennnnenn

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN

PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN

DAN PELINDUNGAN ANAK ..ot

l. Permasalahan yang Dihadapi.........ccccocevveviiieneiencic

Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAI 1.vevevieeieieiieite ettt e

IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccoovviererieiiiiiiennens

07-5
07-14

08-5



BAB 13

BAB 14

BAB 15

REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN
OTONOMI DAERAH ...

l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccoccoeveiiiencicicecc
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAL « cveuveveeniereiieeie sttt
111, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccoovvvvnnriniiiinnnnne
PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN BERWIBAWA.........ccoiiiinicctenienns
l. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccovininincneiciinn
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAI - veuveneeneeieeie ettt e
111, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccoovrvvnerniiniinennnns

PEWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG

MAKIN KUKUH ..o

l. Permasalahan yang Dihadapi

Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAI - veuveveeneeierie ettt e

IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............cccccooeroiniiiiniiniennne

BAGIAN KEEMPAT  AGENDA MENINGKATKAN

BAB 16

BAB 17

BAB 18

KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENANGGULANGAN KEMISKINAN .......ccooceoeiirininiiiinns
l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccoccoeininincncnciinn
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

[ Tor: o - TSRS
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccoceioeneinieninienens

PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR
NONMIGAS. ...

l. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccovevviiiiienivenicicnenn,
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAL .+ weuveveeiieieiierte et
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccooeroineininiiniennns
DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR......ccccoovviririnnnn
l. Permasalahan yang Dihadapi..........cccoceveviiiienninncic
II.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
DICAPAI . cvevevieereieciece et
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccoorviniinininienens

13-8

14-4

14 - 24

15-6



BAB 19

BAB 20

BAB 21

BAB 22

BAB 23

BAB 24

BAB 25

REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN

KEHUTANAN ..ot 19-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccoccoeiiiiiencicncicc 19-3
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAIL « veuveveenieiesiecie et e 19-4
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccocvriereriniininnennns 19-17
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH ........ccccoeitiiiniiiiiinseeceeeens 20-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccoeinininciiicienn 20-1
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAI - veuveneeneeierie ettt e 20-3
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccoovvoenerininniinnnnens 20-13
PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN........ccovviiiiinnn 21-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccovevviiiiieniienicicnenn, 21-2
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAI - vttt 21-2
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............cccceoroiiiiennnncnnnenn 21-7
PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ..ot 22-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccovevviviiieniienicecnnn 22-2
II.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAI . vovvevveeierieiecie et 22-2
111, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccoorennininiinienens 22 -16
PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN .......ccccccvurunnn. 23-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccoccoeviiiienciciccic 23-1
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAIL . veveveenieiesieeie sttt 23-4
111, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccocoviineriniiniinnnnnns 23-11
PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO............. 24-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccoeininenciciceicnnn 24 -3
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAI - vttt 24 -10
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccoooroeneinieniinnnnns 24 -23
PEMBANGUNAN PERDESAAN .....ccccootriniinneeenenresisieieens 25-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccocevveviiiiieneiencicce 25-3
II.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAI « vevevievieieciece et 25-4
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccocrviniinininnncns 25-13



BAB 26

BAB 27

BAB 28

BAB 29

BAB 30

BAB 31

BAB 32

PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

WILAYAH oot 26-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccoccoeiiiiiencicncicc 26 -3
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAT 1.veveveeniereeiieie ettt 26-9
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccocvriereriniininnennns 26 - 30
PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP
PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS.........cccccovune. 27-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccoeinininciiicienn 27-4
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAI - veuvereeneeieeieete ettt 27 -10
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccoovvoenerininniinnnnens 27 -28

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP
KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccoccoeininencicncicnn
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAL -+ +evereeueererieete ettt e 28-7
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............cccccooeroiniiiiniiniennne 28 -15
PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL ....coocciiiiiiiiieseeeeeas 29-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccovevviiiiieniienicicnenn, 29-2
II.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAL ettt 29-4
111, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccocrveniinininienens 29-12

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA

PEMUDA DAN OLAH RAGA ...ttt 30-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccovevviiiieniienieecnenn, 30-3
II.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAT .+ veuveveeieeieiieite et s 30-6
111, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccooreniinininienens 30-13
PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA. 31-1
l. Permasalahan yang Dihadapi...........ccocevveiviiieneinncic 31-3
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DiCAPAI .+ ovveverierieieiesese et
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............cc.ccocvvienerieiviiniiennens
PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP ...... 32-1
1. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccovevviiiiienevcicecnenn, 32-2
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAL .+ +oveveeiieieiieite et 32-4



BAB 33

BAB 34

111, Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccocoveniinininencns 32-21

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ...... 33-1
1. Permasalahan yang Dihadapi...........cccccovevviviiiencicniciinenn 33-3
Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAI - vttt 33-15
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccooeroeneininiinnnnne 33-56

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH
PROVINSI NAD, KEPULAUAN NIAS (PROVINSI
SUMUT), DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
JAWA TENGAH, DAN DAERAH PASCABENCANA
LAINNY A st
l. Permasalahan yang Dihadapi
II.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang

DICAPAL . vevevieeieiecie ettt 34-6
IIl.  Tindak Lanjut yang Diperlukan.............ccccoorinniniininenens 34-16

BAGIAN KELIMA PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

BAB 35

Vi

DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN .......cooiiiiiieeereeneeeae 35-1



BAB |
UMUM

Tahun 2008, merupakan tahun keempat, pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-
2009 yang menjabarkan 3(tiga) agenda pembangunan. Pelaksanaan
ketiga agenda pembangunan tersebut dijabarkan dalam berbagai
prioritas dan program pembangunan. Secara ringkas hasil
pembangunan yang dicapai adalah sebagai berikut.

1.  Peningkatan Rasa Percaya dan Harmonisasi Antar-
Kelompok Masyarakat

Melalui kerja keras dan upaya yang terkoordinasi, stabilitas
sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat terus terjaga. Wilayah
rawan konflik seperti Aceh, Papua, Poso, Maluku, dan Maluku Utara
terus memperlihatkan kemajuan dalam proses pemulihan kehidupan
masyarakat.

Dalam tahun 2007 dan 2008, Aceh terus berkembang sebagai
provinsi yang stabil, damai, dan terbuka. Kemajuan ini merupakan
hasil dari fondasi perdamaian yang disepakati sejak penandatanganan
MoU antara pemerintah dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005,
yang kemudian berlanjut dengan pemberlakuan UU No. 11 Tahun



2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah juga sudah
menerbitkan PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di
Aceh.

Dalam rangka penanganan masalah di Provinsi Papua dan
Papua Barat telah diterbitkan PP No. 24 Tahun 2007 tentang
Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua
Barat. Pada tahun 2008 diterbitkan Perpu No.1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua, yang menjadi dasar hukum keberadaan Provinsi
Papua Barat. Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Inpres No.
5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat yang sering disebut sebagai New Deal Policy
for Papua. Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan menjadi agenda
yang efektif dan didukung penuh oleh para gubernur terpilih hasil
pilkada.

Kemajuan juga terjadi di Maluku dan Maluku Utara pada
tahun 2007, yang merupakan tahun terakhir dari pemberlakuan
Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan
Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pascakonflik.
Setiap pemerintah daerah diharapkan segera mempersiapkan dan
melaksanakan exit strategy suntuk menjamin keberlanjutan hasil
yang telah dicapai.

Dalam hal perselisihan hasil pilkada di Maluku Utara, dengan
mempertimbangkan aspek politik dan hukum, Pemerintah telah
menetapkan pemenang pilkada Gubernur Maluku. Diharapkan semua
pihak berbesar hati untuk menerima keputusan Pemerintah sehingga
gubernur yang baru dapat segera melaksanakan tugasnya secara
saksama untuk kepentingan seluruh masyarakat Maluku Utara.

Pada tahun 2007—2008, pemulihan konflik Poso
mendapatkan respons yang baik dan konsisten dari pemerintah
daerah dan kelompok masyarakat lokal. Sampai dengan tahun 2008
ini Inpres No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah
Komprehensif Penanganan Masalah Poso telah berhasil menciptakan
kondisi keamanan yang kondusif bagi upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat serta menjadi dasar yang mantap bagi
keberhasilan  pengungkapan berbagai kasus terorisme dan
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penangkapan para pelaku tindak kekerasan dan kriminal yang
meresahkan masyarakat.

Dalam upaya memelihara harmonisasi di dalam masyarakat
diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri,
Menteri Agama, dan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2008, KEP-
033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan
dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus
Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat, pada 9 Juni
2008 yang lalu. SKB tentang Ahmadiyah ini diharapkan menjadi
pedoman bersama seluruh anggota masyarakat Indonesia untuk
menyelesaikan persoalan Ahmadiyah secara damai, jauh dari
kekerasan, dan dalam semangat persaudaraan.

Pemerintah terus melakukan pembinaan ideologi dan
pengawasan pembangunan dengan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
dan Cinta Tanah Air bekerja sama dengan ormas, LSM dan lembaga
nirlaba lainnya. Dalam penanganan pascakonflik di beberapa daerah
seperti Papua, NAD, Poso, Maluku, dan Kalimantan telah dilakukan
upaya-upaya fasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),
Forum Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), serta Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) di Provinsi NAD dan Lampung.

Simbol-simbol yang ada dalam kegiatan masyarakat
memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman tentang pentingnya
persatuan dan pemahaman yang baik terhadap perjalanan sejarah
kebangsaan kita. Hal itu ditandai dengan meningkatnya kualitas
perayaan berbagai peringatan hari nasional, seperti peringatan hari
Kebangkitan Nasional 20 Mei 2007 atau Lahirnya Pancasila pada
tanggal 1 Juni 2007 yang dirayakan, baik di kampung-kampung
maupun di perguruan tinggi. Pada tanggal 1 Juni 2006 dalam
peringatan hari Lahirnya Pancasila, Presiden telah mengingatkan
kembali adanya empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Dalam meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi dalam
kehidupan masyarakat, empat konsensus bangsa yakni, Pancasila,
UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika akan tetap dijadikan
pedoman tertinggi kehidupan sosial politik seluruh bangsa. Kualitas,
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kapasitas dan kredibilitas semua instansi pemerintah akan
ditingkatkan serta penegakan supremasi hukum akan didorong.
Peningkatan kesadaran dan pemahaman warga negara untuk
berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan kebangsaan yang
harmonis dan toleran dan penguatan ruang publik tetap menjadi
prioritas yang dilaksanakan. Koordinasi antarlembaga dalam
memelihara suasana damai di daerahkonflik terus ditingkatkan.

2. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada
Nilai-Nilai Luhur

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa. Dalam
memasuki milenium ketiga, bangsa Indonesia menghadapi tantangan
yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan. Upaya
pembangunan karakter dilakukan oleh segenap komponen bangsa
dalam mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, dan berdaya
saing, serta mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap
identitas nasional yang dimiliki seperti nilai budaya dan bahasa. Di
sisi  lain, pengembangan kebudayaan masih  menghadapi
permasalahan yang disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan
kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada
terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kaitan itu, telah dilakukan langkah kebijakan antara
lain pengembangan modal sosial untuk mengaktualisasikan nilai-
nilai luhur budaya bangsa dalam menghadapi derasnya arus budaya
global; reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal; pengembangan Kkerja
sama yang sinergis antarpihak terkait dalam upaya pengelolaan
kekayaan budaya dan perwujudan masyarakat Indonesia yang
berkepribadian, berbudi luhur, dan mencintai kebudayaan Indonesia
dan produk dalam negeri. Untuk meningkatkan apresiasi terhadap
kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan
budaya, termasuk sistem pembiayaannya agar aset budaya dapat
berfungsi secara optimal, telah dilakukan pengelolaan dan
penyelamatan peninggalan kepurbakalaan dan peninggalan pusaka
bawah air; pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno; dan
pemberian dukungan terhadap pengelolaan dan pengembangan
museum dan kekayaan budaya daerah.
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Hasil yang dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai
budaya dan pranata sosial kemasyarakatan cukup menggembirakan
yang ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap
pentingnya kesadaran multikultural dan menurunnya eskalasi konflik
horizontal pascareformasi. Dalam pengelolaan kekayaan budaya
telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain pelestarian peninggalan
purbakala, pemberian bantuan permuseuman, advokasi terhadap
penanggulangan kasus pelanggaran benda cagar budaya, dan
penanganan perlindungan benda cagar budaya bawah air;

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dari
interaksi budaya yang semakin terbuka antara tataran nilai lokal dan
global, ditempuh beberapa langkah pokok antara lain:
penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan;
pengembangan pendidikan mulitikultural melalui pengembangan
kesenian dan perfilman; peningkatan sensor film dalam rangka
menjaga nilai-nilai adat, agama, kearifan lokal mewujudkan ikatan
kebangsaan; fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah; dan
pendukungan pengelolaan taman budaya daerah; optimalisasi
koordinasi pengembangan nilai budaya, seni dan film; pengelolaan
peninggalan kepurbakalaan; dan fasilitasi penyelamatan pusaka
bawah air; serta pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan
pengelolaan koleksi deposit nasional.

3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan
Kriminalitas

Dalam empat tahun terakhir, kondisi aman dan tertib semakin
dirasakan oleh masyarakat. Di Poso dan NAD telah terwujud rasa
keadilan, kepastian hukum, aman dan kondusif, terciptanya harmoni,
serta pulihnya sarana sosial. Dalam hal penindakan kejahatan
narkoba, aparat keamanan telah berhasil mengungkap sejumlah
jaringan produksi dan peredaran gelap berskala besar, mempercepat
pelaksanaan eksekusi mati penjahat narkoba, serta melaksanakan
sosialisasi tentang bahaya narkoba, baik melalui media cetak,
elektronik, maupun mengambil momen Hari Anti Narkoba
Internasional yang diselenggarakan setiap tanggal 26 Juni. Dengan
ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, efektivitas
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dan efisiensi pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan peredaran
gelap narkoba akan semakin meningkat.

Dari tahun 2005 sampai dengan semester | tahun 2008, paling
tidak terdapat 4.382 kasus illegal logging yang berhasil diungkap,
Kasus illegal fishing dalam rentang tahun yang sama, sebanyak 100
kasus berhasil diungkap. Guna mencegah kejahatan illegal logging,
telah dilaksanakan perekrutan dan pelatihan Satuan Tugas Khusus
Polisi Hutan (Polhut) sebanyak 298 orang di 13 provinsi. Langkah
kerja sama internasional secara intens juga terus dilakukan dalam
rangka pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal,
baik secara bilateral maupun multilateral. Untuk mencegah kejahatan
illegal fishing dan illegal mining, pemerintah telah berhasil
mengembangkan vessel monitoring system yang sampai sekarang
sudah terpasang 1.444 buah transmitter, pembentukan pengadilan
khusus perikanan di lima lokasi dan menata sistem perizinan.

Peningkatan kemampuan Polri selain diupayakan melalui
percepatan penambahan kuantitas personel dengan sasaran mencapai
ratio mendekati ideal 1 : 500, yang akan dicapai pada tahun 2009,
juga ditempuh dengan upaya peningkatan kualitas personel, baik
melalui proses intake personel Polri maupun peningkatan intensitas
pendidikan dan pelatihan di dalam dan ke luar negeri. Untuk
menunjang keberhasilan tugas operasional, pemeliharaan keamanan,
dan penanggulangan kejahatan transnasional, pelatihan bersama dan
kerja sama operasional di lapangan juga dilaksanakan dengan negara
yang berbatasan langsung, khususnya Malaysia, Filipina, Timor
Leste, Australia, dan Selandia Baru.

Upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
dihadapkan pada tingginya angka kriminalitas seperti pencurian,
penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan
susila, sampai dengan pembunuhan. Secara internal aparat keamanan
khususnya Polri masih menghadapi dinamika tata hubungan
antaranggota Polri, seperti kasus penembakan sesama anggota Polri,
keterlibatan dalam tindak kriminal, atau terdeteksinya aspek
ketidaklayakan psikologis dalam memegang senjata. Secara
eksternal, tingkat kepercayaan masyarakat mengalami dinamika yang
terkait dengan berbagai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
anggota Polri.
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Di bidang pemberantasan narkoba, angka kematian akibat
penyalahgunaan narkoba diperkirakan masih berkisar pada tingkat
1,5 % dari seluruh pecandu narkoba, yang berarti setiap tahun
terdapat 15.000 orang meninggal dunia. Berbagai upaya penindakan
tegas terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara
intensif terus dilakukan, termasuk percepatan pelaksanaan vonis
hukuman mati.

Berdasarkan perkiraan, seluruh aktivitas illegal di laut seperti
illegal logging, illegal fishing, illegal mining, penyelundupan barang
dan manusia dan sebagainya telah merugikan negara sebesar USD 16
miliar setiap tahun. Keberhasilan operasi terpadu Bakorkamla yang
digelar pada tahun 2007 dan awal 2008 melalui Operasi Gurita I-1V
masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi kerugian negara akibat
aktivitas legal di laut.

Dalam meningkatkan kondisi keamanan, ketertiban, dan
pencegahan tindak kriminalitas, langkah pokok akan ditempuh dan
ditingkatkan antara lain: pembimbingan dan penyuluhan keamanan
pada wilayah permukiman dan lokasi kegiatan perekonomian;
pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat;
pemantapan community policing dan tokoh masyarakat serta
komponen masyarakat lainnya; melanjutkan upaya pemulihan
keamanan pada daerah rawan konflik guna terciptanya masyarakat
tertib hukum; penyelenggaraan kerja sama internasional, baik secara
bilateral maupun multilateral dalam pencegahan kejahatan
transnasional, terutama di wilayah perbatasan; terapi dan rehabilitasi
korban penyalahgunaan narkoba; pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba melalui kampanye nasional dan sosialisasi
antinarkoba; pengembangan pilot  project  pencegahan,
pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba
dengan sebaran di wilayah rawan penyalahgunaan narkoba;
peningkatan operasi pengamanan hutan; dan pembentukan
pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) untuk pengendalian
dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme

Permasalahan separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) telah berhasil diselesaikan. Hal tersebut ditandai oleh
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terwujudnya pelaksanaan butir-butir kesepahaman Helsinki tahun
2005 dengan kerangka dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Melalui repatriasi mantan anggota GAM, kemudian
pemberlakuan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11
Tahun 2006, masyarakat Aceh dapat menjalankan sistem
kepemerintahan dan sistem politik. Pilkada di NAD berhasil
mengukuhkan pimpinan daerah sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh.
Proses tersebut berperan cukup besar bagi pemulihan situasi dan
kondisi NAD menjadi wilayah yang kondusif. Keberhasilan
rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang signifikan telah memberikan
dampak positif dalam peningkatan pembangunan dan kepercayaan
serta kebersamaan masyarakat Aceh sebagai bagian dari bangsa
Indonesia sekaligus mengukuhkan NKRI.

Penyelesaian kasus separatisme di Papua terus dilakukan
dengan intensif. Upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang
signifikan dengan semakin menurunnya intensitas peristiwa konflik
bersenjata. Pada sisi lain, diplomasi pada tingkat internasional telah
berhasil mengubah pandangan kelompok separatis Papua di Papua
New Ginea (PNG) menjadi mendukung penyelesaian masalah Papua
melalui kebijakan otonomi khusus. Demikian pula puluhan anggota
OPM vyang ada di Papua secara berkelompok menyatakan setia
terhadap NKRI dan berjanji akan kembali ke masyarakat dengan
damai. Kasus pengibaran bendera separatis Papua yang terjadi pada
tahun 2007 dan pembawa selebaran dan spanduk gerakan separatis
Papua awal 2008 ditangani oleh aparat keamanan dengan
penangkapan terhadap para pelaku untuk menjalani proses hukum.

Di Maluku para pelaku peristiwa gerakan separatisme telah
berhasil diselesaikan melalui proses hukum. Penyelesaian peristiwa
ini dilakukan melalui penangkapan tokoh di balik peristiwa dan
pelakunya disidik. Pada bulan April 2008, 3 tersangka pelaku
gerakan separatisme telah divonis oleh Pengadilan Ambon dengan
hukuman penjara 9-10 tahun. Vonis hukuman sepuluh tahun penjara
diberikan kepada Perdinan Was, mantan Kepala Desa Hatumuri yang
terbukti menjadi dalang dengan menggelar rapat di rumahnya
bersama 33 penari cakalele yang membentangkan bendera RMS di
hadapan Presiden, sedangkan terhadap 2 tersangka pelaku
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pengibaran bendera separatis, yaitu Peter Saiya dan Peter
Latumahina divonis hukuman sembilan tahun penjara.

Tantangan utama di NAD adalah menjaga konsistensi
pelaksanaan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 sebagai payung hukum
sistem pemerintahan dan sistem politik. Masih adanya perbedaan
yang muncul dalam penafsiran UUPA antara masyarakat Aceh,
pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, dan partai politik di NAD,
khususnya menyangkut pembagian kewenangan, pengelolaan sumber
daya alam dan pembentukan pengadilan HAM akan mendapat
perhatian dan dicarikan penyelesaiannya. Meskipun secara
konstitusional pembentukan partai lokal di NAD diperbolehkan,
dalam pelaksanaannya harus ada lembaga yang berwenang
mengawasi agar tidak lahir partai lokal yang visi dan misinya
mengarah pada idiologi separatisme atau gerakan-gerakan yang tidak
sesuai dengan hukum dan konstitusi NKRI.

Munculnya beberapa peristiwa separatisme di Papua dan
Maluku beberapa waktu yang lalu secara tidak langsung dapat
mengindikasikan menurunnya tingkat pengawasan pemerintah
terhadap gerakan separatis. Otonomi khusus Papua belum mampu
menghilangkan secara tuntas keinginan sekelompok masyarakat atau
golongan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Beberapa
aktivitas OPM, baik yang dilaksanakan secara terang-terangan
terhadap Pemerintah NKRI maupun kegiatan politik terselubung
tetap berpotensi muncul ke permukaan dan dapat mendorong simpati
dunia internasional. Dalam kaitan itu pelaksanaan otonomi khusus
Papua secara konsisten akan disertai dengan peningkatan sistem
keamanan, penguatan sistem intelijen dan diplomasi luar negeri
untuk meng-counter aktivitas propaganda negatif OPM di luar
negeri.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan separatisme
akan ditingkatkan beberapa program, antara lain, program
pengembangan sistem ketahanan nasional melalui pembentukan
pemimpin negara Yyang berkualitas; program pengembangan
penyelidikan pengamanan dan penggalangan keamanan negara
melalui koordinasi dan pengembangan intelijen negara yang
didukung intelijen teritorial dan sektoral/fungsional untuk melakukan
deteksi dini terhadap gerakan separatis dan penanggulangan perang
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urat syaraf dari berbagai anasir separatisme yang sudah memasuki
berbagai aspek kehidupan (melalui counter opinion, peperangan
informasi, dan pengawasan wilayah); program penegakan kedaulatan
dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI melalui antisipasi dan
pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan
separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, terutama
gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan
keutuhan wilayah Indonesia; program pemantapan keamanan dalam
negeri melalui penggelaran kekuatan dan kemampuan aparat pada
pos-pos terdepan dengan penerapan model pemolisian masyarakat
(Polmas) dalam melakukan operasi keamanan dan penegakan hukum
penindakan awal separatis di wilayah kedaulatan NKRI; program
peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional melalui
sosialisasi wawasan kebangsaan, pelaksanaan dan pengembangan
sistem kewaspadaan dini sosial di Papua, serta fasilitasi koordinasi
dan komunikasi berbagai pihak dalam penanganan konflik; serta
program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna lebih
mengefektifkan upaya penyelesaian pencegahan dan penanggulangan
separatisme di Indonesia.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

Pencegahan dan penanggulangan terorisme telah menunjukkan
kemajuan yang berarti selama tiga tahun terakhir, ditandai dengan
tidak adanya lagi peristiwa peledakan besar seperti tahun 2002—
2005. Hasil operasi intelijen dan kontra intelijen Badan Intelijen
Negara telah berhasil mengungkapkan jaringan pelaku terorisme
lanjutan, pemutusan mata rantai dukungan dana dari dalam dan luar
negeri, dan mempersempit ruang gerak jaringan terorisme. Sejak
semester 2 tahun 2006 hingga semester 1 tahun 2008 tidak ada aksi
peledakan bom terorisme.

Pada bulan Juli 2008 Polri telah berhasil menangkap sepuluh
tersangka jaringan terorisme dan menemukan dua puluh bom serta
bahan peledak di Palembang. Keberhasilan tersebut merupakan
kelanjutan penangkapan Abu Dujana dan Zarkasi pada bulan Juni
2007 di Desa Kebarongan, Banyumas, dan Sarwo Edi beserta
kelompoknya (delapan orang) di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada
bulan Maret 2007. Pada pertengahan 2006 Polri menangkap
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kelompok Abdul Hadi di Wonosobo dan bulan November 2005
menewaskan tokoh kunci terorisme, Dr. Azahari Husin, di daerah
Batu, Malang. Terkait kasus terorisme di Poso dan Palu telah
berhasil ditangkap kelompok Basri pada tanggal 11 Januari 2007.
Penyidikan dan penyelidikan pelaku terorisme sepanjang periode
2005-2008 telah melakukan proses hukum dan hasilnya 420
tersangka ditangkap, 260 tersangka di antaranya diadili dan divonis
oleh pengadilan, 5 orang dikenai hukuman mati, 4 orang hukuman
seumur hidup, 14 orang dalam proses pengadilan, dan 13 orang
masih dalam proses penyidikan.

Lembaga Sandi Negara melaksanakan penyelenggaraan
persandian dalam rangka antiterorisme melalui gelar Jaring
Komunikasi Sandi (JKS) yang meliputi JKS VVIP, JKS Intern
Instansi Pemerintah, JKS Antarinstansi Pemerintah, dan JKS Khusus.
Penggelaran JKS nasional yang dilaksanakan pada tahun 2005-2008
sebanyak 36 %. Mulai tahun 2008 Lemsaneg meningkatkan skala
operasi analisis sinyal komunikasi dalam rangka pengumpulan
informasi keamanan nasional menghadapi jaringan terorisme.
Kemampuan pencegahan dan penanggulangan terorisme yang
mumpuni dari satuan khusus antiteror TNI serta kemampuan intelijen
strategis TNI memberi andil dalam menciptakan efek penggentar
kepada jaringan terorisme dan memberian bantuan teknis kepada
institusi keamanan nasional lainnya. Satuan khusus tersebut secara
aktif berlatih bersama satuan antiteror pilihan internasional dalam
pengembangan kemampuan dan pertukaran pengalaman.

Belum tertangkapnya beberapa tokoh kunci aksi terorisme di
Indonesia, seperti, Dulmatin, Umar Patek, dan Noordin M. Top
hingga semester | 2008, membuktikan bahwa kekuatan berbaur,
militansi, mobilitas, dan adapatasi para tokoh terorisme sangat kuat.
Sisa jaringan masih berkembang dengan perekrutan dan penambahan
anggota jaringan baru dalam kerangka kaderisasi organisasi. Jaringan
tersebut juga diindikasikan masih memiliki sejumlah senjata api,
amunisi, dan bahan peledak yang sangat berbahaya.

Dari segi payung hukum, keberadaan UU No. 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum cukup
memayungi operasi pencegahan. Keberadaan unit dan satuan
pencegahan dan penanggulangan terorisme yang tersebar di beberapa
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institusi juga menjadikan kendala rantai koordinasi. Meskipun
institusi keamanan nasional secara kemampuan represif telah
mempunyai keunggulan dibandingkan jaringan terorisme, sulit untuk
menjangkau pembangunan ideologi dan perkembangan dinamik
jaringan terorisme sehingga pemberantasan terorisme belum
sepenuhnya berhasil.

Dalam meningkatkan pencegahan dan penanggulangan
terorisme, langkah pokok yang akan ditempuh, antara lain,
melanjutkan kegiatan penanggulangan dan pencegahan terorisme,
terutama secara preventif dengan didukung upaya pemantapan
kerangka hukum; meningkatkan kerja sama intelijen di dalam negeri
dan bekerja sama dengan jaringan intelijen internasional;
meningkatkan upaya penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas
orang, barang, dana di bandara, pelabuhan laut, wilayah perbatasan,
dan lalu-lintas alirannya; meningkatkan penertiban dan pengawasan
terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia,
senjata api, dan amunisi; melanjutkan pengkajian mendalam dengan
akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam rangka
mengidentifikasi akar permasalahan terorisme; melanjutkan upaya
aktif mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap langkah-
langkah  penggalangan  memerangi  terorisme;  melanjutkan
pemberdayaan potensi masyarakat untuk mempersempit ruang gerak
jaringan terorisme dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini;
melanjutkan upaya pengamanan tempat-tempat keramaian umum,
sarana ibadah, dan objek lainnya yang diperikirakan rawan terhadap
aksi terorisme; melanjutkan pembangunan bertahap pusat analisis
sinyal komunikasi untuk membantu peringatan dini rencana aksi
jaringan terorisme; meningkatkan gelar peralatan sandi sebagai
sistem proteksi komunikasi terhadap ancaman keamanan nasional
termasuk terorisme; meningkatkan kerja sama penanggulangan
terorisme dengan unsur TNI, khususnya tugas bantuan taktis
penindakan; dan melanjutkan upaya pemeliharaan dan peningkatan
kemampuan satuan antiteror yang telah ada, yaitu Detasemen Khusus
88 Antiteror Markas Besar Polri, Detasemen 88 Antiteror yang
terdapat di kepolisian daerah, Detasemen 81 Kopassus, Denjaka
Korps-Marinir, dan Den Bravo Kopaskhas.
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6. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara

Kebijakan pembangunan pertahanan negara diarahkan kepada
peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang
diwujudkan melalui pemeliharaan alutsista, penggantian dan
pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tidak
layak pakai, dan pengadaan baru guna mencapai kekuatan pokok
minimum (minimum essential force) serta peningkatan kesejahteraan
prajurit TNI.

Dalam mencapai minimun essential force, pemenuhan
kebutuhan alutsista Dephan/TNI diupayakan sejalan dengan
komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemampuan industri
strategis nasional dengan memanfaatkan  sebesar-besarnya
kemampuan industri pertahanan nasional. Langkah tersebut juga
merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan alusista
Dephan/TNI terhadap produksi industri militer luar negeri yang
rawan terhadap embargo.

Secara umum kemampuan pertahanan negara pada saat ini
telah mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan meningkatnya
kesiapan alutsista dan terselenggaranya pelatihan gabungan TNI
sesuai dengan rencana. Pada saat ini kesiapan alutsista matra darat
rata-rata mencapai 68,85 %, matra laut rata-rata mencapai 46,85 %,
dan matra udara rata-rata 78,93 %.

Peningkatan kesejahteraan personel terus diupayakan sejak
tahun 2005 sampai dengan sekarang. Salah satu peningkatan
kesejahteraan prajurit adalah dengan kenaikan ULP rutin prajurit dari
Rp17.500,00 per hari menjadi Rp25.000,00 ribu per hari pada tahun
2005 hingga mencapai Rp35.000,00 per hari pada awal tahun 2008.
Pegawai negeri sipil di lingkungan Dephan dan TNI, uang makan
juga dinaikkan dari Rp10.000,00 menjadi Rp15.000,00 mulai tahun
anggaran 2008. Demikian pula dalam hal pemberian Dana
Kehormatan Veteran RI kepada anggota Veteran RI telah dikeluarkanya
Perpres Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran RI
yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Meningkatnya pemberdayaan industri strategis dalam negeri
yang ditunjukkan pula dengan rencana pengadaan 150 panser produksi
PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI. Demikian pula
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pengadaan alutisista TNI produksi PT PAL, PT DI, PT LEN, dan PT
Dahana di antaranya kapal patroli, helikopter, senapan ringan dan
munisi  kaliber kecil juga ditingkatkan. Di samping itu,
diselenggarakan Indo Defence Expo dan Round Table Discussion,
program Kkorvet nasional, pembuatan prototipe rantis, rompi tahan peluru
dan hovercraft, serta penelitian dan pengembangan pertahanan
bekerja sama dengan pelaku industri strategis dalam negeri, perguruan
tinggi dan lembaga terkait lainnya.

Secara keseluruhan pembangunan pertahanan negara baru
menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih
terbatas di bawah standar tingkat kemampuan penangkalan bila
dihadapkan dengan tugas, jumlah penduduk, dan luas wilayah beserta
kekayaan yang terkandung di dalamnya yang harus dijaga integritas
dan keutuhan wilayah yuridiksinya. Kondisi alutsista TNI sebagian
besar usia pakainya antara 25 sampai dengan 40 tahun yang
masih terus dipelihara dan diperbaiki agar siap dioperasionalkan.
Kondisi alutsista tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan
kemampuan negara dalam menyediakan anggaran pertahanan dan
keamanan.

Penanganan permasalahan di daerah perbatasan dan pulau-
pulau terluar, serta penanganan permasalahan maritim yang
mencakup keamanan di laut belum dapat dilaksanakan secara
optimal. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh belum memadainya
kondisi dan jumlah alutsista, sarana, dan prasarana pertahanan di
pos-pos perbatasan, serta belum kuatnya perangkat hukum dan
keterbatasan diplomasi militer.

Dalam meningkatkan hasil yang telah dicapai serta mengatasi
permasalahan yang dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan dalam
meningkatkan kemampuan dan pertahanan negara meliputi
pembangunan  dan  pengembangan  pertahanan integratif,
pengembangan pertahanan matra darat, laut, pengembangan industri
pertahanan nasional, pogram pengembangan bela negara, operasi
bhakti TNI, peningkatkan kerja sama militer internasional,
pengembangan penelitian dan pengembangan pertahanan dan
program penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah
NKRI.
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Mempertimbangkan keterbatasan kemampuan negara dalam
menyediaan anggaran pertahanan dan keamanan pemerintah, salah
satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara
adalah dengan mengoptimalkan peran industri pertahanan dalam
negeri. Upaya Pemerintah untuk mengurangi porsi pinjaman luar
negeri, dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI adalah
memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri melalui pengalihan
sebagian pinjaman luar negeri, menjadi pinjaman dalam negeri
terutama terhadap penyediaan alusista yang selama ini dibiayai
menggunakan fasilitas kredit ekspor.

Pembangunan komponen utama TNI didasarkan pada konsep
pertahanan berbasis kemampuan anggaran (capability-based
defence) dengan tetap mempertimbangkan ancaman yang dihadapi
serta  kecenderungan  perkembangan lingkungan  strategik.
Peningkatan kemampuan alutsista TNI diarahkan pada pembentukan
minimum essential force, yaitu melalui pemeliharaan alutsista,
repowering/retrofiting terhadap alutsista yang secara ekonomis dapat
dipertahankan dan pengadaan alutsista baru. Penambahan alutsista
baru didasarkan atas kebutuhan yang mendesak dan diperlukan untuk
menggantikan alutsista yang sudah tidak layak pakai.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan
nasional dilakukan upaya meningkatkan pengembangan riset dan
teknologi industri militer secara terpadu di antara badan usaha milik
negara industri strategis (BUMNIS), lembaga pemerintah dan non-
pemerintah, serta membangun kerja sama industri strategis dengan
negara sahabat.

Untuk mendukung pemberdayaan industri pertahanan
nasional, saat ini Pemerintah sedang menyusun peraturan mengenai
skema pembiayaan dalam negeri. Apabila pada tahun ini peraturan
tersebut dapat ditetapkan, diharapkan mulai tahun 2009 skema
pinjaman dalam negeri tersebut dapat berlaku efektif. Selain itu,
pemerintah juga sedang merumuskan rencana jalan keluar (road
map) industri pertahanan nasional untuk mewujudkan kemandirian
alutsista TNI.
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7. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerja
sama Internasional

Berbagai langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai dalam
penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri Indonesia
mencerminkan peran Indonesia yang semakin meningkat. Peranan
Indonesia yang terus membaik mencerminkan tekad bersama untuk
mengembangkan politik dan hubungan luar negeri yang sepenuhnya
berlandaskan pada kepentingan nasional. Sejumlah capaian yang
berhasil diwujudkan antara lain terkait dengan penyelesaian masalah
perbatasan, meningkatnya kualitas dan jangkauan wilayah
perlindungan dan pelayanan WNI/BHI, serta peningkatan kerja sama
bilateral dan multilateral untuk mendukung kepentingan nasional,
termasuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai negara.

Indonesia terus konsisten memainkan kepemimpinan di
ASEAN melalui ide, konsep dan berbagai prakarsa. Peran Indonesia
dalam sejumlah organisasi internasional antara lain sebagai Anggota
Tidak Tetap Dewan Keamanan-PBB, Dewan HAM PBB,
International Law Commission, International Maritime Organization
(IMO) Council, International Telecommunication Union (ITU), UN
World Tourism Organization, International Civil Aviation
Organization, maupun dalam kesuksesan Indonesia sebagai tuan
rumah penyelenggaraan forum internasional seperti Pertemuan ke-13
Konferensi Negara Pihak Conference of Parties(COP) Konvensi
Perubahan Iklim (UNFCCC) dan UN Convention Against Corruption
(UNCAC) mencerminkan dukungan dan kepercayaan internasional
kepada Indonesia.

Komitmen Indonesia dalam perdamaian dunia ditandai dengan
peran aktifnya dalam mendukung penyelesaian isu konflik di
kawasan Timur Tengah. Dalam isu Palestina, Indonesia konsisten
menyerukan dan mendukung pihak terkait untuk meneruskan
negosiasi dalam kerangka Konferensi Annapolis, dan memberikan
dukungan konkret dengan menjadi tuan rumah Konferensi Asia-
Afrika untuk Pembangunan Kapasitas Palestina. Dalam kasus nuklir
Iran, Indonesia terus berupaya untuk menjembatani perbedaan posisi
khususnya antara Iran dan AS dan UE-3 dalam rangka membantu
mencapai  penyelesaian diplomatik. Dalam kerangka Operasi
Pemeliharaan Perdamaian (OPP) PBB, Indonesia berpartisipasi
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dalam enam misi, yaitu Mission des Nations Unies en République
Démocratique du Congo (MONUC), United Nations Mission in
Liberia (UNMIL), United Nations Mission in Sudan (UNMIS),
United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG), United
Nations Mission in Nepal (UNMIN), dan United Nations Interim
Force in Lebanon (UNIFIL).

Terkait dengan isu terorisme terus dilakukan kerja sama
pemberantasan terorisme dengan berbagai pihak. Di sisi lain,
Indonesia tetap konsisten dalam mencari penyelesaian alternatif atas
akar permasalahan terorisme sehingga Pemerintah Indonesia terus
melanjutkan prakarsanya atas berbagai dialog antaragama/budaya
(interfaith dialogue) dengan berbagai negara dan berbagai kerangka
regional atau multilateral.

Di samping mengintensifkan kerja sama bilateral dalam
berbagai bidang dengan berbagai negara, Indonesia terus berupaya
memainkan peran aktif dan memberikan inisiatifnya di berbagai
forum multilateral seperti Forum Ekonomi Asia Pasifik (APEC),
Organisasi Perdagangan Dunia (WTQO) dan organisasi negara
berkembang D-8, yang dalam hal ini Indonesia berperan sebagai
ketua. Upaya tersebut memberikan dampak positif pada
meningkatnya kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara,
terlaksananya berbagai kerja sama pembangunan, terbukanya potensi
pasar baru, dan lahirnya kerangka kerja sama yang lebih kondusif
bagi kepentingan Indonesia sehingga memberi sumbangan penting
bagi upaya menggerakkan roda pembangunan dalam rangka
menyejahterakan rakyat.

Dalam masa mendatang, penyelenggaraan hubungan dan
politik luar negeri akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan
permasalahan. Fragmentasi penyelenggaraan hubungan dan
pelaksanaan politik luar negeri saat ini diwarnai reposisi krusial
sejumlah perilaku dan orientasi negara-negara besar yang telah
mendominasi hubungan internasional. Situasi tersebut disadari atau
tidak ternyata menciptakan perubahan mendasar dalam dinamika
hubungan internasional yang tentunya berdampak pada tataran
nasional, regional, dan internasional.
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Dalam kerja sama internasional, Indonesia masih memiliki
beberapa kendala dalam mengembangkan hubungan dan kerja sama
bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata.
Dalam masalah HAM, terdapat tuntutan dan harapan besar kepada
Indonesia untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM
pada masa lalu. Pada tataran domestik, permasalahan yang terkait
dengan isu perlindungan dan pelayanan WNI dan BHI diperkirakan
masih akan mengemuka. Dalam bidang keamanan, aksi kekerasan
terorisme internasional masih merupakan salah satu permasalahan
yang dihadapi oleh Indonesia meskipun dengan intensitas kasus yang
lebih rendah dari tahun sebelumnya

Untuk lebih memantapkan politik luar negeri dan semakin
meningkatkan kerja sama internasional, ke depan, kebijakan luar
negeri akan terus menindaklanjuti kegiatan dalam hal optimalisasi
diplomasi Indonesia, penegasan komitmen perdamaian dunia,
maupun peningkatan kerja sama ekonomi internasional. Selain untuk
mencapai sasaran pembangunan di bidang hubungan luar negeri,
yakni menguatnya dan meluasnya identitas nasional sebagai negara
demokratis dalam tatanan masyarakat internasional, upaya tersebut
juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Kerjasama bilateral dan multilateral di segala bidang akan
terus ditingkatkan, termasuk diplomasi penyelesaian masalah
perbatasan serta pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau
terluar, diplomasi ekonomi sebagai upaya meningkatkan kerja sama
perdagangan dan investasi sebagai sumber pendanaan bagi
pembangunan, upaya menghadapi berbagai ancaman separatisme, isu
pembentukan ASEAN Community, upaya perlindungan dan
pelayanan WNI/BHI, upaya menjaga perdamaian dunia, upaya
memajukan dan melindungi HAM, masalah lingkungan hidup
perdagangan multilateral, serta dialog antar agama dan budaya. Peran
Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia juga ditingkatkan
dengan terus menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan,
multilateralisme, saling pengertian, dan perdamaian dalam politik
dan hubungan internasional.
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8. Pembenahan Sistem dan Politik Hukum

Upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis terus
dilakukan sampai bangsa Indonesia seluruhnya benar-benar
merasakan keadilan dan iklim demokrasi yang memihak kepada
rakyat. Salah satu strategi yang dilakukan sejak tiga tahun lebih
adalah dengan melakukan pembenahan sistem dan politik hukum.
Sistem dan politik hukum merupakan satu kesatuan yang saling
mendukung untuk mempercepat perwujudan Indonesia yang adil dan
demokratis.

Permasalahan pokok yang terkait dengan inkonsistensi
peraturan perundang-undangan terutama adalah masih terjadinya
tumpang tindih dan pertentangan antara peraturan perundang-
undangan di tingkat Pusat dan daerah. Adanya pembatalan perda
dengan pertimbangan tersebut, antara lain karena dinilai melanggar
ketentuan umum. Peraturan daerah yang semula dibuat untuk
kepentingan daerah namun dalam pelaksanaannya seringkali bersifat
diskriminatif dan tidak berperspektif gender, tidak ramah investasi,
tidak ramah lingkungan serta tidak berperspektif hak asasi manusia.
Hal ini mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan
kewajiban dari subjek yang diatur sehingga belum dapat memberikan
perlindungan serta menjamin hak-hak dari setiap warga negara untuk
setara dan adil di hadapan hukum.

Terkait dengan  hubungan antarkelembagaan  dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan daerah,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 2004,
Departemen Hukum dan HAM mempunyai fungsi koordinasi dalam
penyusunan program legislasi nasional. Dalam pelaksanaannya,
koordinasi dan komunikasi untuk pembentukan peraturan daerah
tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi disharmoni peraturan
perundang-undangan karena egoisme sektoral kementerian/lembaga
dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum

Terkait dengan kualitas peran lembaga penegak hukum,
walaupun berbagai langkah perbaikan terus dilakukan, masih kurang
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dukungan
anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana serta kesejahteraan
bagi lembaga penegak hukum dan lembaga pengadilan masih
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dilakukan secara bertahap sehingga akses masyarakat untuk
memperoleh keadilan juga belum optimal.

Hasil yang dicapai khususnya di bidang peraturan perundang-
undangan berdasarkan Keputusan DPR Nomor 02/DPR RI/11/2007-
2008 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-
Undang Prioritas Tahun 2008 menetapkan rancangan undang-undang
prioritas tahun 2008 sebanyak 31 buah; daftar rancangan undang-
undang kumulatif terbuka yang terdiri dari ratifikasi perjanjian
internasional 4 buah, akibat putusan Mahkamah Konstitusi 7 buah
dan reformasi agraria 9 buah. Selain itu terdapat 48 buah daftar
rancangan undang-undang yang diluncurkan pembahasannya dalam
tahun 2007—2008.

Dalam mendukung program legislasi daerah (prolegda) selama
kurun waktu 2006—2007 telah dilakukan beberapa kegiatan berupa
kajian dan inventarisasi peraturan daerah. Dari kegiatan tersebut,
berhasil dihimpun 498 perda dan telah selesai dilakukan pengkajian,
pelaksanaan analisis dan evaluasi perda, dan bimbingan teknis perda.

Dalam meningkatkan perumusan kebijakan khususnya
harmonisasi perundang-undangan menjadi berperspektif HAM juga
telah dilakukan antara lain menyusun konsep Pedoman Evaluasi dan
Harmonisasi Perda dan melakukan Rapat Koordinasi Harmonisasi
Raperda dan Evaluasi Perda dengan tujuan untuk menyamakan
persepsi pelaksanaan Harmonisasi Raperda dan Evaluasi Perda.

Untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum,
khususnya di lingkup bidang peradilan (Mahkamah Agung sampai
tingkat peradilan di bawahnya), dilakukan melalui peningkatan
kesejahteraan yang diterima oleh para aparatur penegak hukum
sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja
aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal perbaikan penataan substansi hukum yang masih
tumpang tindih dan tidak konsisten atau bahkan bertentangan
dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi perlu dukungan
dalam melakukan perumusan peraturan yang mengarah serta
memperhatikan proses partisipasi dari masyarakat dan transparansi
sehingga diharapkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk tersebut tidak terdapat ketentuan yang
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mengarah kepada diskriminasi terhadap golongan atau subjek
tertentu. Upaya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan akan dilakukan secara terus menerus sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan dihasilkannya Pedoman Praktis Memahami
Perancangan Peraturan Daerah oleh Departemen Hukum dan HAM,
diharapkan menjadi langkah awal agar perda-perda yang lahir akan
mempunyai nuansa yang berperspektif gender dan HAM serta
ramah investasi maupun ramah lingkungan dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam bidang pemberantasan korupsi, penyusunan peraturan
perundang-undangan akan difokuskan dan didorong serta
disesuaikan dengan ketentuan Konvensi UNCAC sebagai dasar
hukum pemberantasan korupsi.

Penguatan kelembagaan hukum akan ditingkatkan terutama
dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta
penguatan etika dan profesionalisme aparatur di bidang hukum, agar
dapat mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan.

Upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum
terus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan
keuangan negara. Diharapkan dengan adanya peningkatan
kesejahteraan yang memadai bagi aparatur penegak hukum, tindakan
yang mengarah dan berpotensi koruptif akan dapat diminimalkan.

Budaya taat hukum, baik di lingkungan aparatur penegak
hukum maupun penyelenggara negara serta masyarakat secara umum
melalui peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum pada
aparatur penegak hukum serta masyarakat, juga ditingkatkan.

9. Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk

Diskriminasi mencakup perilaku yang berdasarkan perbedaan
dibuat berdasarkan alamiah atau pengategorian masyarakat, yang
tidak ada hubungannya secara kemampuan individu atau jasa.
Sebagai bangsa yang terdiri atas beragam budaya, suku, etnik dan
agama, peluang adanya diskriminasi tersebut dalam penyelenggaraan
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pemerintahan sampai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat
sangat potensial menimbulkan permasalahan di berbagai sektor, baik
dilakukan oleh aparatur negara maupun individu-individu di
masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain
melalui proses legislasi yang diarahkan untuk memberikan
perlindungan kepada masyarakat terhadap perlakuan yang
diskriminatif yang masih mencerminkan pada tahapan politik hak
asasi manusia di tingkat legislasi. Pada tahapan implementasi
peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia, masih
banyak kasus hak asasi manusia yang proses hukumnya belum
terselesaikan sehingga tersangka pelaku banyak yang lolos dari jerat
hukum. Keberpihakan dan masih adanya perbedaan persepsi
terhadap hak asasi manusia oleh penyelenggara negara masih
menjadi titik persoalan mendasar. Komitmen negara yang menjamin
perlakuan yang tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan
masyarakat belum dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum
dan masyarakat umum lainnya.

Dalam perkembangan proses legislasi di daerah, banyak
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersifat
diskriminatif, misalnya peraturan yang mengatur masalah perempuan
terkait dengan upaya penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam
rumah tangga. Masih banyak kasus yang belum dapat diselesaikan
karena minimnya pengetahuan dan pemahaman dari aparat penegak
hukum mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Di
bidang pelayanan umum, seperti pelayanan kesehatan, terutama
untuk masyarakat miskin, berbagai bentuk diskriminasi juga masih
terjadi di antara masyarakat miskin sehingga makin terpinggirkan.

Di lain pihak, eskalasi kriminalitas terhadap anak belum
banyak menunjukkan perlindungan yang maksimal, anak masih
dijadikan objek sasaran perlakuan yang tidak seharusnya atau
menjurus ke bentuk kriminalitas oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab, dan oleh oknum pelaku anak.

Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia dalam upaya penghapusan diskriminasi antara
lain adalah memperkuat perlindungan kepada masyarakat
penyandang cacat melalui penandatanganan Konvensi Internasional
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mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak dan Martabat
Penyandang Cacat pada 30 Maret 2007. Masalah perdagangan warga
negara Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak masih sering
terjadi terutama di wilayah konflik, daerah-daerah yang terkena
bencana dan daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain atas
alasan kondisi perekonomian maupun merupakan tindak kriminal,
Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai
Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menindaklanjuti
pengesahan UU mengenai Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Untuk melindungi saksi dan korban, juga telah
dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diikuti
dengan pengesahan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2008
tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi
dan Korban.Terkait dengan hal tersebut, juga telah diselenggarakan
kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
dengan sejumlah lembaga di lingkungan pemerintahan untuk
memudahkan perempuan korban mengakses keadilan. Masalah
kewarganegaraan juga telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah,
termasuk tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk
melindungi perempuan yang bermasalah dengan hukum, telah
diupayakan konsep sistem penangan peradilan pidana terpadu
(SPPT) terkait dengan penanganan tindakan kekerasan terhadap
perempuan dari tingkat penyidikan sampai peradilan yang akan
diintegrasikan ke dalam amendemen KUHAP. Akses masyarakat
yang masih minim di beberapa sektor tertentu telah dipetakan dan
menjadi masukan dalam upaya penyusunan konsep akses kepada
keadilan (access to justice) yang mengacu pada sebuah keadaan dan
proses sehingga warga negara mampu mencari dan memperoleh
pemulihan hak-haknya melalui lembaga keadilan formal dan
informal sesuai dengan standar hak asasi manusia. Konsep ini akan
menjadi masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 5 tahun mendatang (2010—2014). Pemerintah Indonesia
untuk pertama kalinya menyerahkan Universal Periodic Review
kepada Dewan HAM PBB pada bulan April 2008 yang diikuti
dengan penyerahan laporan Indonesia mengenai pelaksanaan
Convention Against Torture (CAT) kepada Komite CAT yang telah
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dilaksanakan pada bulan Mei 2008 sebagai laporan perkembangan
pelaksanaan konvensi internasional.

Untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia,
peningkatan pemahaman mengenai konsep hak asasi manusia yang
universal perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sosialisasi pemahaman tentang keberagaman budaya, suku, etnik dan
agama melalui sektor pendidikan dan sektor-sektor penunjang
lainnya ditingkatkan untuk mendukung pemahaman konsep hak asasi
manusia di Indonesia. Sebagai tindak lanjut yang konstruktif dan
sistematis, penegakan hak asasi manusia perlu dilakukan mekanisme
pembentukan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan yang ditunjang dengan pengawasan terhadap pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang eksis tidak hanya
dalam rangka pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai negara
peserta konvensi internasional terkait hak asasi manusia saja, tetapi
juga sebagai langkah implementatif untuk mengakui dan
melaksanakan hak asasi manusia secara komprehensif di Indonesia.
Konsep pelanggaran terhadap hak asasi manusia ditekankan sebagai
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan konstitusi.

Perbaikan pelayanan publik merupakan salah satu indikator
keberhasilan penghapusan diskriminasi hak asasi manusia dalam
berbagai bentuk. Pelayanan publik yang optimal di berbagai sektor
seperti kepada pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) akan
ditingkatkan. Konsep pendekatan akses masyarakat terhadap hukum
dan keadilan sangat penting dikedepankan sehingga hak-hak seluruh
warganegara, khususnya yang miskin dan terpinggirkan dapat
terpenuhi dan terlayani dengan baik oleh penyelenggara negara.

10. Penghormatan Pengakuan dan Penegakan Atas Hukum
dan HAM

KPK sebagai instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan korupsi telah menjalankan fungsi penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Penanganan
perkara yang dilakukan termasuk beberapa perkara yang menyita
perhatian masyarakat dan melibatkan pejabat publik.
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Penanganan tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh
Kejaksaan Agung, dan telah berhasil menyelamatkan keuangan
negara sebesar Rp2.842.941.733.409,21 (dua triliun delapan ratus
empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh
ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah dua puluh satu
sen). Di samping itu, kejaksaan tinggi seluruh indonesia juga telah
berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar
Rp54.703.810.517,42 (lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga juta
delapan ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah empat puluh
dua sen).

Dalam sisi pencegahan tindak pidana Kkorupsi, terjadi
peningkatan kesadaran dari wajib lapor, yakni mengisi dan
menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Upaya preventif juga telah dilakukan melalui sosialisasi RAN
PK dan penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi
(RAD PK), yang sejauh ini telah dilakukan di 24 provinsi. Untuk
melihat seberapa jauh pengaruh keberadaan dokumen RAD PK
terhadap peningkatan pelayanan publik pada beberapa pemerintah
daerah, pada tahun 2008 sedang dilakukan survey persepsi
masyarakat dengan menggunakan metode Citizen Report Card
(CRC) dengan mengambil contoh beberapa di wilayah pemda kota.

Pada tingkat penanganan perkara di Mahkamah Agung, pada
tahun 2007 jumlah perkara yang diterima termasuk di dalamnya
perkara korupsi sebesar 9.516 perkara. Jumlah tersebut mengalami
penurunan sebesar 0,09% dibandingkan dengan tahun 2006. Dari
jumlah perkara yang masuk ditambah dengan perkara pada periode
sebelumnya, Mahkamah Agung pada tahun 2007 telah memutus
10.714 perkara dan dari jumlah tersebut 10.554 perkara
dikembalikan kepada pengajunya.

Indonesia secara aktif bekerja sama dengan negara lain dan
termasuk organisasi internasional dalam mendorong upaya
pemberantasan korupsi. Kerja sama itu antara lain melalui
penyelenggaraan Konferensi dan Pertemuan IAACA (The
International Association of Anti-Corruption Authorities) kedua di
Bali, di samping juga menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan
CoSP (Conference of the State Parties), United Nations Conference
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Against Corruption (UNCAC)), dan menandatangani perjanjian
mutual legal assistance (MLA) dengan Pemerintah Hong Kong.

Kejaksaan Agung sebagai instansi yang berwenang melakukan
penyidikan dan penuntutan atas adanya pelanggaran HAM berat,
sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 telah menyelesaikan 18
perkara pelanggaran HAM berat, di samping juga saat ini masih
menangani 4 kasus pelanggaran HAM berat.

Dalam mengungkap kebenaran dan penyebab terjadinya
pelanggaran berat HAM sebelum dan setelah penentuan pendapat di
Timor Leste pada September 1999, pada bulan Agustus 2005 telah
dibentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau
Commission of Truth and Friendship Indonesia-Timor Leste. Komisi
ini pada tanggal 15 Juli 2008 menyerahkan hasil temuannya, baik
kepada Pemerintah Indonesia maupun kepada Pemerintah Timor
Leste. Dalam penegakkan HAM atas kasus pembunuhan aktivis
HAM, Munir, saat ini Kejaksaan telah mengajukan peninjauan
kembali, dengan mengajukan bukti baru (novum).

Sebagai salah satu negara anggota PBB dan penandatangan
beberapa konvensi internasional terkait dengan perlindungan HAM,
Indonesia juga telah menyampaikan laporan kondisi penghormatan
dan pelaksanaan HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB pada
bulan April 2008, dan bulan Mei 2008 menyampaikan laporan
pelaksanaan Convention Against Torture (CAT). Hasil lainnya
adalah pelaksanaan rencana aksi nasional (RAN) HAM saat ini telah
terbentuk 436 komisi yang bertanggung jawab atas implementasi
RAN-HAM di tingkat provinsi dan kota.

Meskipun upaya pemberantasan Kkorupsi telah banyak
dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak praktik
korupsi terjadi di dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan
pelayanan publik. Upaya melakukan perbaikan pelayanan publik
melalui reformasi birokrasi dan pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
terus dilakukan. Namun tantangannya adalah tindak lanjut dokumen
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) dari
kementrian/lembaga Pemerintah Pusat.  Tantangan lain terkait
dengan peraturan perundang-undangan anti korupsi belum
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sepenuhnya dapat disesuaikan dengan Konvensi PBB United Nation
Convention Againts Corruption (UNCAC) vyang telah diratifikasi
oleh Indonesia.

Permasalahan mendasar dalam rangka pemberantasan korupsi
adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan
substansi dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang sangat mempengaruhi eksistensi dari
pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan perlindungan dan pengakuan HAM di
Indonesia, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah belum
selesainya penanganan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat,
meskipun penyelidikannya telah lama diselesaikan oleh Komisi
Nasional HAM. Beberapa permasalahan HAM vyang ada di
masyarakat juga terjadi seperti adanya kekerasaan antara kelompok
masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya karena adanya
perbedaan pandangan dalam hal keagamaan maupun keyakinan
politik tertentu.

Dalam menunjang penghormatan, pengakuan dan penegakan
atas hukum dan HAM, arah pembangunanan adalah melanjutkan
upaya prefentif dan tindakan represif penanganan perkara untuk
meningkatkan penegakkan hukum dan perlindungan serta penegakan
HAM, melanjutkan pelaksanaan RAN PK dan mendorong
pemerintah daerah untuk menyusun RAD PK, melanjutkan
pelaksanaan RAN HAM, memperbaiki sistem perekrutan, seleksi,
promosi, pelatihan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan,
memperbaiki sistem penggajian, jaminan sosial bagi aparat penegak
hukum, meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kejujuran
dalam rangka penegakan hukum.

11. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan
Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan hak perempuan
dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik dalam
mengakses, menerima  manfaat, mengendalikan,  maupun
berpartisipasi dalam pembangunan. pada saat ini masih terdapat

01-27



kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses
pendidikan, berpartisipasi di bidang politik, menduduki jabatan
publik, ketenagakerjaan, dan pendapatan. Untuk mengurangi
kesenjangan tersebut, upaya meningkatkan kualitas hidup dan peran
perempuan terus dilakukan.

Perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap kekerasan,
eksploitasi, dan diskriminasi semakin menjadi perhatian pemerintah.
Dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat dalam
melaporkan tindak kekerasan di rumah tangga (KDRT), perdagangan
perempuan dan anak, serta tindakan diskriminatif, telah terjadi
peningkatan pencatatan dan penanganan. Hal lain yang perlu menjadi
perhatian adalah banyaknya hukum dan peraturan perundang-
undangan yang masih bias gender, diskriminatif terhadap
perempuan, dan belum peduli anak. Selain itu, kelembagaan di
daerah yang menangani pembangunan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak juga belum sepenuhnya baik dan belum menjadi
prioritas. Keterbatasan data gender dan anak, serta masih rendahnya
partisipasi  masyarakat dalam  mendukung  pembangunan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, turut
mempengaruhi belum optimalnya keberhasilan pembangunan.

Dalam kesejahteraan anak, hal yang perlu diperhatikan adalah
pengembangan anak usia dini (PAUD). Akses anak-anak dengan
kebutuhan khusus, baik secara fisik, emosional, maupun inteligensia
terhadap fasilitas dan layanan khusus juga masih sangat terbatas. Di
bidang kesehatan anak, angka kematian bayi, angka kematian balita,
prevalensi gizi kurang pada anak balita, dan prevalensi gangguan
akibat kekurangan yodium pada anak, terutama anak SD, juga masih
tinggi.

Langkah kebijakan yang dilakukan adalah: meningkatkan
kualitas hidup perempuan; meningkatkan kampanye antikekerasan
terhadap perempuan dan anak; menyempurnakan perangkat
perlindungan hukum bagi perempuan dan anak; meningkatkan
kesejahteraan dan perlindungan anak; memperkuat kelembagaan,
koordinasi, dan jaringan dalam perencanaan pembangunan; dan
melanjutkan penyusunan data dan statistik gender dan anak di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota.
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Hasil pembangunan yang telah dicapai dalam upaya
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan antara
tahun 2005 sampai dengan 2008 antara lain, penyusunan rencana
aksi nasional pemberantasan buta aksara perempuan (RAN-PBAP);
gerakan sayang ibu (GSI), di 29 provinsi dan revitalisasi GSI di 4
provinsi; Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)
dan penguatan Forum PPEP sebagai jejaring kerja instansi terkait,
LSM, dan dunia usaha; penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 4
Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan
Korban KDRT; pengesahan UU No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), sebagai
landasan hukum pencegahan dan pemberantasan perdagangan
perempuan dan anak; sosialisasi dan pelatihan pendidikan politik
bagi organisasi perempuan di daerah; pembentukan serta fasilitasi
pengelolaan sarana pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak (P2TP2A) di 17 provinsi dan 76
kabupaten/kota, pusat krisis terpadu (PKT) di 3 provinsi dan 5
kabupaten, dan Ruang Pelayanan Khusus di 26 kepolisian daerah.

Hasil yang dicapai dalam peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan anak, antara lain adalah: penyusunan rancangan
Rencana Aksi Nasional (RAN) PNBAI 2015 yang diharapkan dapat
diselesaikan pada akhir tahun 2008: pemberian akta kelahiran gratis
bagi sekitar 2,4 juta anak setiap tahun; penyusunan Rancangan PP
tentang Pembuatan Akta Kelahiran Gratis; pembentukan Pusat
Advokasi dan Fasilitasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di 20
provinsi, serta Forum Konsultasi Anak di Tingkat Nasional dan di 14
provinsi; dan penguatan kelembagaan anak di daerah melalui
pembentukan 16 Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID).

Dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak, hasil-hasil yang telah dicapai antara lain adalah:
sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender di 39
kementerian/lembaga, 33 provinsi dan 326 kabupaten/kota;
pembinaan 33 Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) sebagai mitra
kerja Pemerintah dalam advokasi kebijakan daerah yang responsif
gender; penyusunan rancangan Peraturan Presiden mengenai
Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN-PUG);
penyusunan profil statistik gender di 250 kabupaten/kota; dan kerja
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sama internasional dengan berbagai negara dan lembaga untuk
pemberdayaan ekonomi perempuan, penelitian, dan peningkatan
peran perempuan serta perlindungan perempuan.

Dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan peranan
perempuan serta kesejahteraan anak, tindak lanjut yang diperlukan
antara lain meliputi peningkatan partisipasi dan peran perempuan
dalam proses politik dan jabatan publik; peningkatan akses
perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan,
hukum, dan bidang pembangunan lainnya; penyempurnaan
perangkat hukum pidana serta peningkatan kampanye anti kekerasan,
diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk
pengembangan anak usia dini; penguatan kelembagaan, koordinasi,
dan jaringan pengarusutamaan gender serta penguatan strategi untuk
mewujudkan dunia yang layak bagi anak dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan, termasuk pemenuhan komitmen
internasional; penyediaan data dan statistik gender dan anak; dan
peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan media massa
dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan
hak-hak anak.

12. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan amanat
reformasi yang telah menjadi komitmen bersama. Untuk
melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut telah
diterbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan
UU No. 32 Tahun 2004 tersebut telah diterbitkan 21 PP, 1 perpres
dan 2 permendagri dari 27 PP, 2 perpres dan 2 permendagri yang
diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004, sedangkan untuk
melaksanakan UU No. 33 Tahun 2004 telah diterbitkan 6 PP dan 1
permendagri dari 7 PP dan 1 permendagri yang diamanatkan oleh
UU No. 33 Tahun 2004. Dalam perkembangannya saat ini muncul
permasalahan terkait ketidakharmonisan antara peraturan perundang-
undangan sektoral dan peraturan perundangan mengenai
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desentralisasi dan otonomi daerah. Untuk itu, pemerintah melakukan
harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan
peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi
daerah melalui fasilitasi penyesuaian NSPK (norma, standar,
prosedur dan Kkriteria) dari genap sektor.

Permasalahan lain terkait perundang-undangan mengenai
desentralisasi dan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah di daerah-daerah yang memiliki karakteristik
khusus dan istimewa masih belum optimal. Permasalahan tersebut
disebabkan  belum tersusun dan tersosialisasikannya peraturan
perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi di
daerah tersebut. Untuk menangani permasalahan tersebut, telah
dilakukan pemantapan kebijakan dan regulasi otonomi daerah dan
otonomi khusus seperti Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam),
Provinsi Papua, dan Provinsi Pupua Barat serta daerah berkarakter
khusus seperti Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta.

Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah
daerah, peningkatan profesionalisme aparatur pemda, peningkatan
kerja sama antarpemda, dan peningkatan kapasitas keuangan pemda.
Dalam Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2004—2009
diamanatkan program peningkatan kerja sama antarpemda; program
peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda; program peningkatan
profesionalisme aparat pemda; dan program peningkatan kapasitas
keuangan pemda.

Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pemda, telah
diterbitkan berbagai peraturan di antaranya PP No. 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah  Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabuapten/Kota; dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. Selain itu juga telah disusun Buku Pedoman
(Handbook) Penyelenggaraan Pemda Tahun 2007 dan 2008 sebagai
pegangan pemda dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah.
Hal lain dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pemda,
Pemerintah menempuh beberapa kebijakan, di antaranya upaya
mempercepat penyusunan RAN dalam pelayanan publik, khususnya
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bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi secara
konsisten; meningkatkan kapasitas kelembagaan pemda melalui
penataan kelembagaan daerah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007,
meningkatkan keserasian hubungan antara Pemerintah dan pemda
melalui Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah); serta
meningkatkan hubungan koordinasi antar-hierarki pemerintahan
dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan membina
keserasian hubungan antara pemerintah dan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dan hubungan antar pemerintahan daerah.

Kemampuan aparatur pemda masih belum memadai dalam
mendukung penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.
Oleh karena itu, meningkatkan profesionalisme aparat pemda
menjadi salah satu agenda penting yang harus ditempuh. Beberapa
upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme
aparat pemda adalah diselenggarakannya berbagai diklat
unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional seperti diklat
kepemimpinan pemerintahan daerah. Beberapa kebijakan yang
ditempuh, di antaranya meningkatkan kompetensi dan kapasitas
aparatur pemda pada bidang penanganan bencana dan pengurangan
resiko bencana, analisis kependudukan, perencanaan kesempatan
kerja, penyusunan strategi investasi, penanganan ketenteraman,
ketertiban dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta meningkatkan etika
kepemimpinan daerah bagi kepala daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah (DPRD).

Terkait kerja sama antarpemda, sampai saat ini belum ada
model/format ideal dan instrumen Kkerja sama yang potensial
dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh
karena itu, pemerintah telah melakukan sosialisasi regulasi dan
kebijakan mengenai kerja sama antardaerah, khususnya PP No. 50
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Antardaerah.
Dalam upaya peningkatan kerja sama antarpemda telah dilakukan
optimalisasi efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)
untuk memperkuat kerja sama antar pemda dan Pemerintah Pusat;
serta memfasilitasi pemerintahan daerah agar mampu berinisiatif
mengelola potensi yang ada di daerahnya melalui kerja sama
antardaerah maupun melalui kerja sama pemda dengan pihak ketiga.
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Terkait daerah otonom baru (DOB), sampai dengan bulan Juni
2008 telah terbentuk 179 daerah otonom yang terdiri 7 provinsi, 141
kabupaten, dan 31 kota. Dalam penataan DOB saat ini banyak timbul
konflik terkait pemekaran daerah, seperti pengelolaan aset daerah,
penyediaan aparatur pemerintah, dan batas wilayah yang
berpengaruh pada kinerja pembangunannya. Evaluasi sementara
antara Depdagri, Bappenas-UNDP, dan LAN pada tahun 2007,
menunjukkan bahwa sekitar 80 % daerah pemekaran yang sudah
mekar selama 5 tahun menunjukkan Kinerja yang masih rendah,
khususnya untuk aspek perekonomian daerah, keuangan daerah,
pelayanan publik dan kapasitas aparatur. Oleh karena itu, perlu
dilakukan evaluasi kebijakan pembentukan DOB. Pembentukan
DOB seharusnya memperhatikan berbagai pertimbangan seperti
kelayakan teknis, administratif, politis, dan potensi daerah, dalam
upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, telah dikembangkan skema alternatif dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu melalui kerja sama
antardaerah, yang mampu memberikan perubahan “image”, bahwa
tidak sepenuhnya benar peningkatan pelayanan publik dapat
dilakukan hanya melalui pemekaran daerah. Upaya lain dalam
penataan DOB adalah meningkatkan kinerja penataan dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan DOB.

Dalam peningkatan kapasitas keuangan pemda, upaya yang
dilakukan, antara lain mengarahkan penggunaan dana perimbangan
untuk menggali sumber potensi daerah di dalam meningkatkan
perekonomian dan menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha,
termasuk melaksanakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD) dan Sisten Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Selain itu, dilakukan revisi beberapa peraturan yaitu PP No. 105
Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan APBD, dan beberapa
kepmendagri/permendagri lainnya di bidang pengelolaan keuangan
daerah. Peningkatan kapasitas keuangan pemda juga dilakukan
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melalui peyusunan RUU BUMD sebagai revisi dari Undang-Undang
BUMD Tahun 1962 vyang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan saat ini; revisi UU No. 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; pembangunan dan pengembangan
Sistem Informasi BAKD dan SIPKD di 171 daerah terpilih;
penyusunan  panduan/pedoman  pengembangan corporate plan
BUMD vyang partisipatif dengan menerapkan prinsip pengelolaan
perusahaan yang sehat; serta fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis,
asistensi, penyusunan kebijakan bagi pemda di bidang: administrasi
anggaran daerah, administrasi pendapatan dan investasi daerah,
fasilitasi dana perimbangan serta fasilitasi pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.

13. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan
Berwibawa

Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap
pelaksanaan reformasi  birokrasi dalam mewujudkan tata
pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selama kurun waktu
tahun 2005-2008 (sampai dengan Juni 2008) telah dilaksanakan
berbagai kegiatan sejalan dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009.

Dalam meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik,
telah dilakukan, antara lain penyusunan modul sosialisasi prinsip
Good Public Governance dan pelaksanaan pilot project penerapan
model Island of Integrity di beberapa daerah. Selain itu, telah pula
dilakukan dan pengevaluasian atas pelaksanaan rencana aksi nasional
pemberantasan korupsi (RAN-PK) sesuai dengan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Dalam aspek legalitas, untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik telah disusun RUU tentang Administrasi Pemerintahan, dan
RUU tentang Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara. Dalam
percepatan reformasi birokrasi, telah dilakukan percontohan di
Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan
Mahkamah Agung (MA).

Untuk mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di
daerah, telah dilaksanakan, antara lain: penerapan kesepakatan
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kinerja (performance agreement) antara kepala daerah (gubernur,
bupati, dan walikota) dan pejabat eselon Il (dinas, badan, dan
kantor); penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang akan
dilantik untuk menduduki suatu jabatan; dan pelaksanaan reformasi
birokrasi serta penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
oleh beberapa pemerintah daerah.

Hasil yang telah dicapai dalam meningkatkan pengawasan dan
akuntabilitas aparatur, antara lain tersusunnya naskah akademik
RUU Sistem Pengawasan Nasional; tersusunnya konsep RPP tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); diterbitkannya PP
No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah; diterbitkannya Peraturan Menteri Negara PAN No.
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
tersusunnya draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi
dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, perbendaharaan,
dan sistem akuntansi pemerintahan; tersusunnya naskah akademik
RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara; dan
meningkatnya kualitas SDM pengawasan di Pusat dan di daerah.

Dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, hasil yang
dicapai antara lain tersusunnya RUU Tata Hubungan Kewenangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
tersusunnya RUU Kementerian Negara; ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah; tersusunnya RUU tentang Badan Layanan
Nirlaba; tersusunnya pedoman disain organisasi berbasis kinerja;
tersusunnya pedoman organisasi satuan kerja instansi pemerintah
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
tersusunnya pedoman evaluasi kelembagaan sebagai instrumen bagi
instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi organisasi secara self
assesment; dan telah dikembangkan sistem kearsipan dengan strategi
pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu Sistem Informasi
Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SiPATI),
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Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan Jaringan
Kearsipan Statis (JKS).

Di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur, hasil
yang telah dicapai antara lain penyusunan naskah akademik RUU
Kepegawaian Negara; perbaikan remunerasi yang adil dan layak bagi
SDM Aparatur Negara antara lain dengan pemberian gaji ke-13 baik
dan kenaikan gaji pokok pegawai pada tahun 2007; penataan
kepegawaian dan peningkatan fungsi pelayanan publik di Provinsi
NAD setelah tsunami; penyelenggaraan pusat penilaian pegawai
(assesment center) di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
tersusunnya pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan
struktural PNS dan pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan dalam
rangka penyusunan Kklasifikasi jabatan nasional PNS; pelaksanaan
tambahan formasi pengadaan CPNS nasional tahun 2006 sejumlah
275.000 yang diprioritaskan untuk menuntaskan pengangkatan
tenaga honorer dan guru bantu serta memenuhi kebutuhan mendesak;
penerbitan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP
Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
Menjadi CPNS dalam rangka penyelesaian pengangkatan tenaga
honorer dan guru bantu menjadi CPNS; penyempurnaan sistem
penyelenggaraan diklat bagi upaya peningkatan kompetensi SDM
Aparatur; dan telah dilakukan upaya penyempurnaan sistem
rekrutmen pegawai.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik, antara lain: penyusunan RUU Pelayanan
Publik; penerapan 1SO-9001:2000 pada unit-unit pelayanan publik;
sosialisasi indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan sosialisasi
pedoman penyusunan standar pelayanan publik di berbagai daerah;
penerapan metode benchmarking untuk pemerintah daerah yang
menjadi best practices; penerapan pelayanan satu pintu di berbagai
daerah dalam bidang perizinan; penyempurnaan pelayanan di bidang
perpajakan dan pertanahan; peningkatan penggunaan e-procurement
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta penerbitan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
selanjutnya dioperasionalisasikan melalui Permendagri Nomor 6
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Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal.

Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan
terus didorong melalui langkah-langkah pelaksanaan reformasi
birokrasi. Tantangan yang dihadapi semakin memantapkan peran
aparatur negara agar lebih mampu memberikan kontribusi dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta turut
mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di
berbagai bidang. Selanjutnya, dalam perspektif penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, profesional dan memihak kepada
kepentingan pelayanan publik, Pemerintah masih dihadapkan kepada
tantangan: perlunya membangun dan mewujudkan organisasi
birokrasi yang kaya fungsi, efektif, dan efisien; memiliki visi dan
misi untuk mendukung kemajuan bangsa dan negara, serta
kesejahteraan rakyat; memiliki sistem pembinaan SDM aparatur
berdasarkan merit; menerapkan manajemen yang berorientasi pada
kinerja dengan didukung kepemimpinan yang baik; perlunya
meningkatkan komitmen secara nyata dari para penyelenggara
negara untuk secara  sungguh-sungguh  mendukung dan
mengimplementasikan reformasi birokrasi secara berkelanjutan,
sesuai  dengan mandat berbagai  peraturan  perundang-
undangan/peraturan yang berlaku, baik untuk aspek kelembagaan,
ketatalaksanaan, SDM aparatur, dan pengawasan; perlunya
memperbaiki manajemen penyelenggaraan pemerintahan  di
lingkungan birokrasi pemerintah untuk mendukung terciptanya
penyelenggaraan negara yang akuntabel; dan perlunya memperluas
inisiatif yang telah berkembang di berbagai instansi pemerintah baik
di Pusat maupun daerah yang telah menerapkan reformasi birokrasi
dalam beberapa bidang.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah memiliki
komitmen yang kuat untuk terus melanjutkan reformasi birokrasi
guna menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Komitmen
tersebut  diwujudkan  melalui  upaya membangun  sistem
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang mampu mendukung
pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Untuk
itu, langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan
Pemerintah di antaranya: meningkatkan kualitas pelayanan publik
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dengan menekankan pada penyelesaian peraturan perundang-
undangan bidang pelayanan publik, dan penerapan sandar pelayanan
minimal (SPM) pada berbagai bidang pelayanan publik baik di pusat
dan daerah, serta mengembangkan sistem pelayanan berbasis
teknologi informasi (e-services); menyempurnakan pengelolaan
SDM aparatur melalui dua aspek: pertama; peningkatan kapasitas
sumber daya manusia (SDM) aparatur agar memiliki kompetensi
yang memadai, profesional dalam bekerja melalui perbaikan sistem
diklat, penempatan dalam jabatan sesuai bidang keahliannya, dan
penyempurnaan sistem Kkarir, kedua; menyempurnakan sistem
remunerasi secara adil, layak dan berbasis kinerja yang dapat
mendorong dan memotivasi pegawai bekerja secara profesional dan
optimal, serta menunjang kehidupannya secara layak; melakukan
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui perluasan
pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah,
penyempurnaan struktur organisasi yang ramping, tetapi kaya fungsi,
perbaikan sistem dan prosedur kerja yang jelas di lingkungan instansi
pemerintah, pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada
pelayanan, dan penerapan indikator kinerja yang terukur di instansi
pemerintah; memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas
instansi pemerintah yang dapat mendukung terselenggaranya
pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan tepat sasaran.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja
birokrasi pemerintah.

14. Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh

Dalam mewujudkan lembaga demokrasi yang makin kukuh
memasuki tahap yang sangat krusial sejak kuartal terakhir tahun
2007 dan semester pertama tahun 2008 berkaitan dengan makin
dekatnya waktu penyelenggaraan Pemilu 2009. Perhatian Pemerintah
yang utama pada tahun 2007-2008 adalah pemenuhan jadwal
penetapan perundang-undangan bidang politik serta pemenuhan
standar dan prosedur pelaksanaan teknis, berupa pemberian fasilitas
kepada Komisi Pemilihan Umum, KPU provinsi dan KPU
kabupaten/kota. Pada tahun 2007 telah diundangkan UU No. 22
tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan pada awal 2008 telah
diundangkan pula UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan
UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
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DPD, dan DPRD. RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta
RUU Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan
DPRD segera akan diselesaikan pada tahun 2008. Hasil lain yang
juga penting adalah telah terbentuknya struktur dan keanggotaan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru serta dibentuknya
bawaslu sebagai lembaga permanen dan telah terpilihnya anggota
bawaslu. Di samping itu, peningkatan kapasitas, kredibilitas, dan
akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu menjadi agenda
prioritas nasional yang dilaksanakan dalam dua tahun terakhir ini.

Pemerintah juga telah memberikan fasilitas dukungan kepada
KPU untuk mendeklarasikan gerakan nasional sosialisasi pemilu
pada bulan Juni 2008 lalu untuk menyukseskan Pemilu 2009.
Sosialisasi Pemilu 2009 ini juga berkaitan dengan upaya untuk
memperkenalkan berbagai ketentuan dan pedoman baru yang
tercantum dalam UU No0.10 Tahun 2008 tentang Pemilu, seperti
masa kampanye yang cukup panjang, perubahan tata cara
pencoblosan, serta proses verifikasi partai politik yang dijadwalkan
pada awal tahapan bersamaan dengan tahap pemutakhiran data
pemilih.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat,
pemerintah telah melaksanakan program pendidikan politik warga
negara yang tujuannya tidak hanya difokuskan pada hak dan
kewajiban sebagai warga negara, tetapi sekaligus ditujukan untuk
meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air; bahkan
pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan ormas, LSM, dan
lembaga nirlaba lainnya. Program ini sekaligus juga dapat
mengembangkan dan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil
tersebut. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 telah
dilaksanakan kerja sama Program Wawasan Kebangsaan dan Cinta
Tanah Air dengan 476 ormas, 180 ormas, dan 205 ormas masing-
masing untuk tahun 2005, 2006, dan 2007.

Keberhasilan masyarakat Indonesia dalam mendorong proses
demokratisasi ditandai pula dengan keberhasilan melaksanakan
pilkada langsung dengan aman dan damai. Sejak 1 Juni 2005 sampai
dengan 31 Juli 2008 telah dilaksanakan pilkada di 405 daerah, yang
terdiri dari 29 provinsi, 305 kabupaten, dan 71 kota. Berkaitan
dengan pilkada, ada satu tonggak penting dalam hal pelembagaan
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demokrasi, yaitu keikutsertaan calon independen nonparpol dalam
pilkada melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan
judicial review terhadap UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.

Pada bulan April 2008 telah ditetapkan UU No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan sebuah
produk penting untuk menjamin pelembagaan lebih lanjut atas hak-
hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi
tentang proses penyelenggaraan negara. UU No 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik ini akan mulai berlaku pada
tahun 2010.

Permasalahan dan tantangan yang masih akan dihadapi adalah
upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu
2009. Hal ini didasari fakta bahwa pelaksanaan pilkada di beberapa
daerah akhir-akhir ini menunjukkan tingkat partisipasi politik yang
cenderung menurun. Di samping itu, permasalahan di dalam proses
pelembagaan demokrasi pada tingkat penyelenggaraan negara, tetap
pada Kkualitas, kapasitas, dan kredibilitas lembaga penting
penyelenggara negara. H itu menjadi tantangan, khususnya dalam
rangka Pemilu 2009 dalam memberikan dukungan bagi lembaga
penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan penyelenggaraan
Pemilu 2009 agar berjalan demokratis, jujur, adil dan aman. Pada sisi
masyarakat, persoalan krusial lain adalah masih lemahnya
kemampuan masyarakat sipil untuk mengorganisasi diri secara baik
serta masih lemahnya kemampuan untuk mengartikulasikan pendapat
dan aspirasi politik rakyat. Padahal, masyarakat sipil ini ditantang
untuk menjadi pilar bagi perbaikan proses politik di tingkat akar
rumput (grass roots) dan pada gilirannya tentu bagi peningkatan
kualitas demokrasi di negeri ini. Permasalahan lain adalah adanya
potensi ancaman terhadap demokrasi melalui berbagai tindakan
ancaman, intimidasi, dan kekerasan.

Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan
Informasi  Publik (KIP) merupakan tantangan ke depan untuk
menjamin kebebasan informasi serta adanya akses terhadap
informasi. Hal lain yang masih menjadi masalah di dalam
masyarakat adalah masih belum meratanya perolehan informasi
terhadap seluruh anggota masyarakat di Indonesia karena, antara
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lain, masih terbatasnya infrastruktur informasi dan komunikasi yang
ada. Oleh karena itu, berbagai langkah tindak lanjut yang perlu
dilakukan adalah menyelesaikan dua paket undang-undang bidang
politik yang masih tersisa, yaitu RUU Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, DPD, DPRD, dan RUU Pemilu Presiden dan Wapres.
Hal lain adalah melaksanakan pendidikan politik warga terutama
untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu
2009. Kerja sama dengan berbagai pihak harus menjadi langkah dan
upaya bersama untuk menyukseskan Pemilu 2009. Langkah lain
adalah mendukung KPU dalam melaksanakan semua tahapan
penyelenggaraan pemilu agar berjalan tepat waktu dan efektif, yang
dimulai dari, antara lain, proses penyempurnaan dan perbaikan data
pemilih; verifikasi peserta pemilu, proses kampanye pemilu dan
penghitungan suara hasil pemilu, serta penyediaan logistik Pemilu
2009. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggara negara,
terutama penyelenggara dan pengawas pemilu perlu menjadi
perhatian utama. Hal ini semua bertujuan, meningkatkan kredibilitas
atau kepercayaan masyarakat kepada semua lembaga pemerintah dan
lembaga pengemban amanat demokrasi.

Upaya bersama untuk memberdayakan dan memperkuat
masyarakat sipil juga tetap perlu dilanjutkan, antara lain melalui
percepatan pembuatan RUU Keormasan yang baru sebagai pengganti
UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pemerintah memiliki komitmen yang jelas tentang keberadaan
masyarakat sipil sebagai salah satu prasyarat penting tercapainya
konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemerintah juga memiliki
komitmen yang jelas di bidang komunikasi dan informasi. Selain
akan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat tentang
proses penyelengggaraan negara dan pembuatan kebijakan,
Pemerintah juga tetap akan menjamin kebebasan lembaga pers dan
media massa serta lembaga penyiaran swasta sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.

15. Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan dan
menjadi prioritas utama pembangunan. Jumlah penduduk miskin di
Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta atau 15,42%.
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Jumlah penduduk miskin tersebut sudah berkurang sebesar 2,21 juta
dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret
2007 yang berjumlah 37,17 juta atau 16,58 %. Komitmen Pemerintah
yang dilaksanakan dalam berbagai program penanggulangan
kemiskinan mempunyai pengaruh positif dalam penurunan angka
kemiskinan. Upaya ini akan terus ditingkatkan agar angka
kemiskinan yang masih tinggi terus berkurang.

Adapun kegiatan yang dilakukan dan hasil yang telah dicapai
Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, diantaranya, adalah
sebagai berikut:

Pertama, peningkatan akses masyarakat miskin atas pelayanan
dasar. Untuk membantu siswa miskin dalam mengakses pendidikan,
pada tahun 2008 disediakan beasiswa bagi siswa miskin dari jenjang
pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Jumlah beasiswa
yang disediakan pada tahun 2008 menjangkau 1,06 juta siswa untuk
jenjang SD/MI, 679,3 ribu siswa untuk jenjang SMP/MTs, 930,8 ribu
siswa jenjang SMA/SMK/MA dan 214,0 ribu mahasiswa PT/PTA.
Sejak tahun 2005 Pemerintah menyediakan dana bantuan operasional
sekolah (BOS) untuk mendukung program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun. Alokasi dana BOS sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2008 terus meningkat, yaitu Rp5,1 triliun pada tahun
2005 menjadi Rp11,9 triliun pada tahun 2008. Selanjutnya, upaya
pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk miskin
adalah dengan memberikan kartu asuransi kesehatan bagi masyarakat
miskin (Askeskin). Kartu Askeskin dapat digunakan penduduk
miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapatkan
pelayanan rawat inap kelas 11l di RS. Pembiayaan untuk Askeskin
pada 2006 dan 2007 sebesar Rp3,6 triliun dan Rp4,6 triliun. Pada
saat yang sama, jumlah penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas
kartu Askeskin meningkat dari 60 juta menjadi 76,4 juta orang.
Untuk tahun 2008, upaya yang dilakukan untuk memberikan
kemudahan masyarakat miskin dalam mengakses kesehatan adalah
Program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
(Jamkesmas) yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Anggaran yang
dialokasikan untuk program jamkesmas tahun 2008 sebesar Rp4,6
triliun dengan rincian: untuk pelayanan RS Kelas 11l sebesar Rp3,6
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triliun dan untuk pelayanan di puskesmas sebesar Rp 1 triliun.
Program Pelayanan Jamkesmas tersebut diperuntukan bagi 76,4 juta
jiwa masyarakat miskin yang terdiri atas penduduk yang tergolong
miskin dan mendekati miskin.

Kedua, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dalam
rangka mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari
kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005, Pemerintah melaksanakan
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program ini berakhir
pada bulan September 2006. Pada tahun 2008 Pemerintah
meluncurkan kembali BLT kepada sebanyak 19,1 juta rumah tangga
sasaran (RTS). Pemberian BLT itu dilakukan dengan tujuan untuk
menjaga daya beli RTS yang terdiri atas rumah tangga sangat miskin
(RTSM), rumah tangga miskin (RTM), dan rumah tangga hampir
miskin (RTHM) akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada keluarga miskin
termasuk perempuan dan anak, pada tahun 2007 Pemerintah
melakukan uji coba PKH yang dipersiapkan sebagai cikal bakal
sistem penjaminan sosial pada masa depan. PKH adalah program
yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. RTSM mempunyai
kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan
dan kesehatan. Pada tahun 2007 Pemerintah melaksanakan PKH di
tujuh provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara)
kepada 387.947 Rumah Tangga dengan total nilai bantuan sebesar
Rp 495,6 miliar. Pada tahun 2008, uji coba PKH akan berlanjut
dengan tambahan 6 Provinsi (Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera
Utara, Banten, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan
Kalimanatan Selatan) dan 22 kab/kota, dengan sasaran tambahan
sebesar 244.941 RTSM. Dengan rencana anggaran sebesar Rpl,1
triliun, perluasan uji coba PKH masih akan dilakukan secara terbatas.

Ketiga, penanganan masalah gizi kurang dan kerawanan
pangan. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi
masyarakat miskin, Pemerintah melaksanakan program beras untuk
keluarga miskin (raskin). Pada tahun 2005 dan 2006 jumlah subsidi
raskin berturut-turut adalah sebesar Rp 4,68 triliun dan Rp 5,32
triliun. Anggaran subsidi untuk Raskin tahun 2007 dialokasikan
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sebesar Rp6,97 triliun dengan jumlah sasaran penerima manfaat
mencapai 15,8 juta KK. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan
tahun 2006 yang dialokasikan sebesar Rp5,32 triliun dengan jumlah
sasaran penerima sebanyak 10,8 juta KK  sedangkan sasaran
program raskin untuk tahun 2008 sebanyak 19,1 juta RTS dengan
total subsidi sebesar 7,8 triliun.

Keempat, perluasan kesempatan berusaha yang memihak
rakyat miskin. Pada tahun 2007 dan 2008 Pemerintah meluncurkan
kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan
UMKM, vyang salah satunya adalah dengan cara memberikan
kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha yang
sudah feasible, tetapi belum bankable melalui program Kredit Usaha
Rakyat (KUR). Adapun realisasi program KUR sampai dengan 31
Mei 2008 untuk seluruh bank pelaksana senilai Rp6.873,1 Triliun
untuk 672.860 debitur dengan rata-rata kredit senilai Rp10,2 juta.

Kelima, penyempurnaan dan perluasan cakupan program
pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengonsolidasi
program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan
masyarakat yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga ke dalam
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Total bantuan yang disalurkan untuk kegiatan PNPM tahun 2007
sebesar Rp3,8 triliun. Pada tahun 2008 PNPM Mandiri diprioritaskan
untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah tertinggal.
Dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp6,7 triliun, PNPM
inti ditargetkan akan mencakup 4.768 kecamatan pada tahun 2008.

Keenam, stabilisasi harga bahan pokok.  Program ini
dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam
memenuhi kebutuhan pangan pokok khususnya beras. Sampai
dengan pertengahan tahun 2008, pengadaan beras di Bulog telah
mencapai 1,8 juta ton beras dan cadangan beras pemerintah (CBP)
sebesar 354,7 ribu ton. Harga komoditas pangan hingga pertengahan
tahun 2008 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, tetapi
untuk beras sebagai komoditi pangan utama masyarakat Indonesia
harganya relatif stabil. Pada pertengahan tahun 2008 harga beras
umum berada pada kisaran Rp 6.411 dan harga beras termurah Rp
5.132 per kilogram.
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Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan
permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut
penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam
menurunkan jumlah penduduk miskin. Sehubungan dengan itu,
diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang
menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi Pemerintah Pusat
dan daerah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya.
Selanjutnya, dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas
penanggulangan kemiskinan akan dilakukan desain program
pembangunan lebih bersifat pro-poor (berpihak pada rakyat miskin);
mengkoordinasi dan menyinkronisasi program penanggulangan
kemiskinan; serta memonitoring dan mengevaluasi program
penanggulanagn kemiskinan. Tujuan monitoring dan evaluasi
diarahkan untuk menilai ketepatan target penerima manfaat program
dan efektivitas program dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

16. Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun
2007 didorong oleh investasi berupa pembentukan modal tetap bruto
(PMTB) yang tumbuh sebesar 9,2%, serta ekspor barang dan jasa
yang tumbuh sebesar 8,0%. Pada semester | tahun 2008
pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang jasa masing-
masing tumbuh sebesar 14,1% dan 15,8%.

Pada tahun 2007 nilai ekspor nonmigas Indonesia mencapai
USD 92,0 miliar atau naik sebesar 15,6% dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Pada periode Januari-Juni 2008, nilai ekspor
nonmigas tumbuh dengan cukup tinggi, vyaitu sebesar 23,2%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja pembangunan pariwisata juga semakin baik yang
ditunjukkan dengan meningkatnya perolehan devisa dari pariwisata
sekitar 20,18% menjadi USD 5,35 miliar pada tahun 2007 dibanding
tahun 2006 yang sebesar USD 4,45 miliar. Pada tahun 2007 jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia
meningkat sekitar 13,02% menjadi 5,50 juta orang dibandingkan
dengan tahun 2006 yang sebesar 4,87 juta orang. Selama bulan
Januari-Juni tahun 2008 jumlah wisman yang berkunjung ke
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Indonesia sebanyak 2,90 juta orang atau meningkat 11,66% dari 2,60
juta orang pada periode yang sama tahun 2007.

Peningkatan iklim investasi dan pengembangan bisnis di
Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan. Menurut hasil
survei dari JETRO (Japan External Trade Organization) dan IFC
(International Finance Corporation), para investor masih
mengeluhkan beberapa hal, antara lain, ketersediaan dan kualitas
infrastruktur yang kurang memadai, implementasi UU Nomor 25
tahun 2007 tentang penanaman modal masih berjalan belum optimal
oleh karena perlu harmonisasi peraturan Pusat-daerah, dan perlu
dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, belum berkembangnya
industri terkait; masih cukup panjangnya proses perizinan investasi
dibandingkan dengan negara sekawasan lainnya; belum efektifhya
proses reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan; serta
banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah sehingga
menambah beragamnya pungutan daerah.

Upaya peningkatan  ekspor nonmigas  menghadapi
permasalahan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal.
Faktor eksternal adalah adanya permasalahan global, seperti:
kenaikan harga minyak mentah dunia dan harga komoditas pangan
yang cukup tinggi, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan
ekonomi dunia. Secara internal permasalahan di bidang perdagangan
luar negeri adalah masih kurangnya upaya untuk meningkatkan akses
terhadap pasar ekspor; masih terdapatnya hambatan nontarif di pasar
tujuan ekspor, yang antara lain berupa isu lingkungan dan standar
mutu produk; masih belum optimalnya diversifikasi dan kualitas
produk ekspor; masih terbatasnya sarana infrastruktur pendukung
ekspor; serta masih lemahnya kapasitas kelembagaan mutu barang,
pengamanan perdagangan (safeguard), dan antidumping.

Beberapa permasalahan yang masih mempengaruhi kinerja
pembangunan pariwisata, antara lain belum optimalnya kesiapan
destinasi pariwisata; belum optimalnya pemasaran pariwisata; belum
mapannya kemitraan antarpemangku kepentingan pariwisata;
terjadinya krisis energi dunia yang diikuti dengan kenaikan harga
BBM di dalam dan luar negeri mengakibatkan menurunnya daya beli
masyarakat terhadap jasa pariwisata; pemanasan global (global
warming) dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kualitas
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destinasi dan objek pariwisata sehingga akan mempengaruhi minat
masyarakat untuk berwisata; dan peningkatan aksesibilitas dari
negara sumber wisman ke Indonesia belum sesuai dengan harapan
karena adanya larangan terbang pesawat Indonesia oleh Uni Eropa.

Langkah penting ke depan yang akan ditempuh dalam rangka
peningkatan Kinerja investasi adalah: membangun dan memperbaiki
infrastruktur; meningkatkan koordinasi antarlembaga, antara Pusat
dan daerah dalam peningkatan pelayanan investasi; melaksanakan
harmonisasi antarperaturan yang terkait dengan penanaman modal,
baik horisontal maupun vertikal, serta menerbitkan peraturan
implementasi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
melakukan upaya simplifikasi berbagai perangkat peraturan untuk
mengurangi birokrasi termasuk waktu dan biaya untuk memulai
usaha baru, menerapkan efisiensi perizinan dengan menggabungkan
berbagai izin, dan mengurangi persyaratan untuk memperoleh
perizinan; mendorong tumbuhnya industri penunjang dan terkait.

Langkah penting pada masa mendatang yang akan ditempuh
dalam rangka peningkatan Kinerja  perdagangan  adalah
mengoptimalkan upaya fasilitasi perdagangan dalam meningkatkan
efisiensi proses ekspor dan kelancaran arus barang; meningkatkan kerja
sama perdagangan internasional yang, antara lain, dengan:
menindaklanjuti kesepakatan IJ-EPA untuk memperbesar peluang pasar
ekspor Indonesia di Jepang, melaksanakan pelatihan standar dan mutu
produk yang sesuai dengan persyaratan Jepang, memanfaatkan kerja
sama perdagangan regional seperti Asean Economic Community (AEC)
dan percepatan pembentukannya dari tahun 2020 menjadi 2015;
mempercepat implementasi ASEAN-Korea FTA; dan mengoptimalkan
peluang ASEAN-China FTA; meningkatkan upaya penetrasi pasar
ekspor; meningkatkan upaya sosialisasi hasil kesepakatan perdagangan
internasional; menangani penyelesaian sengketa dagang terkait dengan
kasus tuduhan dumping, subsidi, dan tindakan pengamanan perdagangan
(safeguard).

Beberapa permasalahan yang masih mempengaruhi kinerja
pembangunan pariwisata, antara lain: belum optimalnya kesiapan
destinasi pariwisata; belum optimalnya pemasaran pariwisata; belum
mapannya kemitraan antar pemangku kepentingan pariwisata;
terjadinya krisis energi dunia yang diikuti dengan kenaikan harga
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BBM di dalam dan luar negeri mengakibatkan menurunnya daya beli
masyarakat terhadap jasa pariwisata; pemanasan global (global
warming) dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kualitas
destinasi dan obyek pariwisata, sehingga akan mempengaruhi minat
masyarakat untuk berwisata; dan peningkatan aksesibilitas dari
negara sumber wisman ke Indonesia belum sesuai dengan harapan
karena adanya larangan terbang pesawat Indonesia oleh Uni Eropa.

Langkah penting ke depan yang akan ditempuh dalam rangka
peningkatan Kinerja investasi adalah: membangun dan memperbaiki
infrastruktur; meningkatkan koordinasi antar lembaga, antar pusat
dan daerah dalam peningkatan pelayanan investasi; melaksanakan
harmonisasi antar peraturan yang terkait dengan penanaman modal
baik horisontal maupun vertikal serta menerbitkan peraturan-
peraturan implementasi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal; melakukan upaya simplifikasi berbagai perangkat peraturan
untuk mengurangi birokrasi termasuk waktu dan biaya untuk
memulai usaha baru, menerapkan efisiensi perijinan dengan
menggabungkan berbagai ijin, dan mengurangi persyaratan untuk
memperoleh perijinan; mendorong tumbuhnya industri penunjang
dan terkait.

Langkah penting pada masa mendatang yang akan ditempuh
dalam rangka peningkatan kinerja  perdagangan adalah:
mengoptimalkan  upaya fasilitasi perdagangan dalam rangka
meningkatkan efisiensi proses ekspor dan kelancaran arus barang;
meningkatkan kerjasama perdagangan internasional yang antara lain
dengan: menindaklanjuti kesepakatan I1J-EPA untuk memperbesar
peluang pasar ekspor Indonesia di Jepang, melaksanakan pelatinan
standar dan mutu produk yang sesuai dengan persyaratan Jepang,
memanfaatkan kerjasama perdagangan regional seperti Asean Economic
Community (AEC) dan percepatan pembentukannya dari tahun 2020
menjadi 2015; mempercepat implementasi ASEAN-Korea FTA; dan
mengoptimalkan peluang ASEAN-China FTA; meningkatkan upaya
penetrasi pasar ekspor; meningkatkan upaya sosialisasi hasil kesepakatan
perdagangan internasional; menangani penyelesaian sengketa dagang
terkait dengan kasus tuduhan dumping, subsidi, dan tindakan pengamanan
perdagangan (safeguard).
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Dalam rangka meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut
yang diperlukan terutama adalah peningkatan pemanfaatan media
elektronik, media cetak, dan teknologi informasi/web-site sebagai
sarana promosi di dalam dan luar negeri; pengembangan kerja sama
pemasaran dan promosi pariwisata dengan lembaga terkait di dalam
dan di luar negeri, termasuk dukungan penyelenggaraan pusat
promosi terpadu (Indonesian Promotion Office/IPO); pengembangan
destinasi berbasis budaya, alam, bahari, dan olahraga; penyebaran
dan pengembangan tujuan pariwisata unggulan di luar pulau Jawa
dan Bali, termasuk pengembangan tujuan pariwisata di pulau-pulau
terdepan, daerah perbatasan, dan terpencil; memfasilitasi
pendukungan pengembangan destinasi unggulan di sepuluh provinsi;
memfasilitasi kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya
meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses di
tujuan wisata; pengembangan sistem informasi pariwisata yang
terintegrasi  di  pusat dan daerah; serta mengembangkan
profesionalisme SDM di bidang pariwisata.

17. Daya Saing Industri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2004-2009 menegaskan bahwa pembangunan sektor industri
manufaktur difokuskan pada upaya peningkatan daya saing agar
tetap dapat berperan sebagai sektor strategis di dalam perekonomian
nasional. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan daya saing
industri nasional, antara lain keterbatasan infrastruktur (jaringan
jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas), arus barang impor
ilegal yang tinggi (penyelundupan), masalah perburuhan, masalah
kepastian hukum, dan suku bunga perbankan yang masih tinggi. Di
samping itu, juga ada berbagai masalah di internal sektor industri,
antara lain belum kukuhnya struktur industri, keterbatasan industri
dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong
industri sehingga ketergantungan impor tinggi, keterbatasan produksi
barang setengah jadi dan komponen, belum optimalnya kapasitas
produksi, penurunan kinerja di beberapa cabang industri,
penyelundupan, ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan
beberapa negara tujuan, serta belum kuatnya peranan industri kecil
dan menengah.
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Langkah-langkah kebijakan yang telah diambil antara lain
penetapan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai pedoman
pemberian fasilitas kepada industri prioritas, baik yang ditetapkan
secara top-down maupun hasil usulan bottom-up oleh pemerintahan
daerah provinsi/kabupaten/kota. Di samping itu, juga telah
ditetapkan pola pembinaan industri kecil dan menengah di daerah
melalui pendekatan one village one product (OVOP). Kebijakan
restrukturisasi permesinan industri tekstil dan produk tekstil tetap
dilaksanakan dengan cakupan yang lebih luas.

Berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi industri tetap dilakukan,
antara lain penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan
barang dan jasa oleh pemerintah, tarif dan bea masuk, kelangkaan
bahan baku, dan pemberantasan produk ilegal.

Pada tahun 2005 sektor ini tumbuh sebesar 5,9%, pada tahun
2006 tumbuh sebesar 5,3%, pada tahun 2007 tumbuh sebesar 5,2%
dan hingga semester pertama tahun 2008 tumbuh sebesar 4,49%.
Subsektor industri yang konsisten tumbuh tinggi adalah industri alat
angkut, mesin dan peralatan, industri pupuk, kimia dan barang karet,
serta industri kertas dan barang cetakan. Subsektor yang mengalami
pertumbuhan negatif adalah industri barang kayu dan hasil hutan.

Jumlah tenaga kerja yang diserap dalam periode Februari
2005—Februari 2008 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun
2005 yang tercatat dalam bulan Februari, sektor industri menyerap
11,65 juta orang, pada Februari tahun 2006 sebanyak 11,58 juta
orang, pada Februari 2007 sebanyak 12,09 juta orang, dan Februari
2008 tercatat 12,44 juta orang

Beberapa indikator menunjukkan bahwa sektor industri
mempunyai potensi untuk tumbuh lebih baik. Indikator tersebut
antara lain: nilai ekspor produk industri, perkembangan penanaman
modal baik penanaman modal dalam negeri ataupun modal asing
serta jumlah kredit yang disalurkan perbankan nasional ke sektor
industri.

Nilai ekspor produk industri meningkat dari USD 55,6 miliar
pada tahun 2005 menjadi USD 76,5 miliar pada tahun 2007 dan
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antara Januari—Juni 2008 telah mencapai USD 45,5 miliar. Potensi
akan tumbuhnya industri ditunjukkan oleh besarnya penanaman
modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing. Penanaman
modal asing di sektor industri dalam periode 2005 — 2008 terus
meningkat dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2005 sebanyak 336
izin usaha tetap (IUT) dengan nilai realisasi investasi sebesar USD
3,5 miliar, pada tahun 2006 sebanyak 361 IUT dengan nilai USD 3,6
miliar, pada tahun 2007 sebanyak 390 IUT dengan nilai USD 4,6
miliar, dan dalam periode Januari-Maret tahun 2008 telah mencapai
95 IUT dengan nilai USD 700 juta. Sejalan dengan itu, besarnya
kredit yang disalurkan perbankan nasional ke sektor industri juga
menunjukkan peningkatan dengan jumlah yang cukup berarti, yaitu
pada tahun 2005 sebesar Rp169,7 triliun, dalam tahun 2006 sebesar
Rp182,4 triliun, pada tahun 2007 sebesar Rp203,8 triliun, dan selama
periode Januari-Maret 2008 telah mencapai Rp. 211,6 triliun.

18. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJIMN)  2004-2009, diharapkan mampu  meningkatkan
kesejahteraan petani dan nelayan, mengurangi kemiskinan, dan
menyerap tenaga kerja nasional serta ikut dalam ekspor nonmigas.
Pembangunan sektor tersebut juga berperan besar terhadap
ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, termasuk sumber
protein hewani, pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi di
daerah, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada tahun 2007 sektor pertanian dalam arti luas telah
memberikan peran sekitar 13,8 % terhadap pembentukan produk
domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan sekitar 3,5 %, serta
menyumbang devisa negara dengan nilai ekspor sekitar US$ 19,1
miliar dan menampung tenaga kerja sebanyak 41,2 juta orang. Pada
akhir tahun 2008 produksi padi, jagung, dan kedelai diperkirakan
masing-masing mampu mencapai 60-61 juta ton gabah kering giling
(GKG), 15,9-16,5 juta ton, dan 1,0-1,3 juta ton. Sedangkan produksi
perikanan diperkirakan mampu mencapai sekitar 9,65 juta ton.

Pembangunan revitalisasi perikanan juga menghadapi
beberapa permasalahan, antara lain belum memadainya
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sarana/prasarana dan  dukungan permodalan;  ketimpangan
pemanfaatan stok ikan antarwilayah dan antarspesies; keamanan dan
kepastian hukum dalam berusaha; hasil perencanaan tata ruang laut,
pesisir dan pulau-pulau kecil belum seluruhnya ditindaklanjuti
dengan penetapan perda oleh pemerintah daerah; kelembagaan
nelayan dan pembudidaya ikan masih perlu ditingkatkan; belum
ikutnya Indonesia pada keanggotaan organisasi internasional,
semakin ketatnya persyaratan ekspor produk perikanan khususnya ke
Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang; masih rendahnya mutu
bahan baku dan tingginya losses; masih lemahnya sistem informasi
pemasaran; serta kondisi sarana dan prasarana pemasaran yang
minim dan belum memenuhi standar sanitasi dan higienis.

Permasalahan dalam revitalisasi industri kehutanan adalah
meningkatnya degradasi sumberdaya hutan; belum mampunya
industri kehutanan menjadi salah satu penggerak perekonomian
nasional dan menangkap peluang dari adanya peningkatan
permintaan pasar atas produk kehutanan; dan mempunyai tingkat
ketahanan (resiliensi) yang rendah dan umumnya hanya berbasiskan
keunggulan bahan baku.

Peningkatan ketahanan pangan akan dilaksanakan melalui
kegiatan prioritas, antara lain penyediaan dan perbaikan infrastruktur
di tingkat usaha tani; pengembangan pembibitan sapi; pelaksanaan
mekanisasi pertanian pra, pascapanen dan pemasaran; pemberian
bantuan benih/bibit, sarana produksi pertanian; pengendalian
organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina
dan keamanan pangan; penelitian dan diseminasi inovasi pertanian
(primatani dan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu/PTT);
dan peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian,
serta pengembangan kawasan.

Pengembangan agribisnis dilaksanakan dalam berbagai
kegiatan prioritas, antara lain: pengembangan agroindustri terpadu;
peremajaan tanaman perkebunan rakyat dan pengembangan
perkebunan komersial; dan pengembangan pertanian organik dan
pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan
petani akan dilaksanakan dalam kegiatan prioritas: penguatan
kelembagaan petani melalui LM3 (Ilembaga mandiri yang mengakar
di masyarakat); pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP);

01-52



magang sekolah lapang dan pelatihan, pendidikan pertanian dan
kewirausahaan agribisnis; peningkatan sistem penyuluhan SDM
pertanian dan pengembangan kelompok tani; dan penanganan
kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dan diprioritaskan adalah
mempercepat pengelolaan kawasan hutan produksi yang tidak
dibebani hak/izin, meningkatkan pembangunan hutan tanaman
industri dan hutan tanaman rakyat (HTI dan HTR), mendorong
sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) terutama pada
hutan alam (secara mandatory maupun voluntary), dan mempercepat
revitalisasi industri kehutanan.

Sebagai tindak lanjut dari Conference of Partities (COP) ke-13
tentang Reducing Emission from Deforestation and Degradation
(REDD) di Bali, telah disusun road map dan kegiatan pokok REDD
Indonesia yang terbagi ke dalam tiga fase, vyaitu fase
persiapan/readiness tahun 2007; fase pilot/transisi tahun 2008-2012;
dan fase implementasi penuh dari tahun 2012 atau lebih awal.
Sebagai tahap awal dari fase persiapan telah disusun draf Tata Cara
Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi
Hutan.

19. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan Kkoperasi
memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan
aktivitas ekonomi nasional, dan juga dalam mendorong pemerataan
pendapatan yang lebih baik. Hal itu bisa dilakukan mengingat jumlah
populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau
99,9 % dari jumlah unit usaha di Indonesia. Jumlah tenaga kerjanya
mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 % dari seluruh tenaga kerja
Indonesia. Pada tahun yang sama jumlah koperasi sebanyak 149,3
ribu unit, dengan jumlah anggota mencapai sekitar 29,1 juta orang.
Demikian pula, produktivitas per tenaga kerja UMKM pada tahun
2007 menunjukkan peningkatan sebesar 3,8 %, sedangkan pada
tahun 2005 dan tahun 2006 masing-masing meningkat sebesar 3,1 %
dan 2,7 % (berdasarkan harga konstan tahun 2000).
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Potensi UMKM dalam mendorong ekonomi nasional dan
sekaligus dalam rangka pemerataan perlu didukung oleh upaya
pemberdayaan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif,
memperlancar dan memperluas akses permodalan dan pemasaran,
menumbuhkan usaha dan wirausaha baru, meningkatkan pendapatan,
dan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha dan sumberdaya
produktif lainnya.

Dalam memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang
kondusif bagi kelangsungan usaha dan peningkatan kinerja UMKM,
salah satu langkah pokok yang dilakukan adalah menyempurnakan
peraturan perundang-undangan untuk membangun landasan legalitas
usaha yang kuat bagi UMKM serta menyederhanakan birokrasi dan
perizinan. Sehubungan dengan itu, rancangan undang-undang (RUU)
tentang usaha mikro, Kkecil, dan menengah sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil telah
disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bersamaan dengan itu,
rancangan undang-undang (RUU) tentang perkoperasian telah
disusun untuk pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Rl (DPR-RI), Nomor 02/DPR-RI/I1/2007—2008 tentang
Program Legislasi Nasional Tahun 2008, RUU tentang Koperasi
masuk dalam Prolegnas RUU Periode 2008. RUU tersebut akan
disampaikan Pemerintah kepada DPR-RI setelah terlebih dahulu
dipaparkan dalam Sidang Kabinet Terbatas.

Dalam rangka pengembangan sistem pendukung usaha bagi
UMKM, langkah-langkah yang dilakukan adalah mempermudah,
memperlancar, dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya
produktif sehingga mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka
dan potensi sumber daya lokal yang ada, serta menyesuaikan skala
usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung yang
dibangun, di antaranya melalui perluasan sumber pembiayaan bagi
koperasi dan UMKM, termasuk peningkatan kualitas dan kapasitas
atau jangkauan layanan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit
simpan pinjam (USP) koperasi; dan pengembangan peningkatan
pasar bagi produk koperasi dan UMKM, termasuk melalui kemitraan
usaha.
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Untuk meningkatkan kualitas sarana pemasaran bagi KUKM,
Pemerintah telah melakukan revitalisasi pada 80 unit pasar
tradisional untuk meningkatkan daya saing pedagang pasar
tradisional yang pada umumnya merupakan kelompok usaha mikro
dan kecil, sekaligus meningkatkan peran operasi pasar sebagai
wadah ekonomi para pedagang pasar; penataan sarana usaha PKL
pada 16 koperasi dan 16 lokasi sehingga dapat memberikan
kepastian lokasi berusaha bagi pedagang kaki lima, sekaligus
merevitalisasi koperasi PKL dalam mengelola usaha PKL; dan
memodernisasi dan meningkatkan daya saing waserda atau toko
koperasi sekaligus memperkuat jaringan usaha koperasi dan UKM
secara terintegrasi melalui pendirian 92 unit Minimarket Koperasi
(SME’sCo Mart).

Dalam rangka mendorong penumbuhan unit usaha baru
melalui koperasi, sejak tahun 2007, Pemerintah melaksanakan pola
pemberdayaan para sarjana untuk menjadi wirausaha yang tangguh,
mandiri dan berdaya saing melalui penyelenggaraan kegiatan
Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri).
Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dengan
pemerintah provinsi/DI dan kabupaten/ kota dan diperluas dengan
pihak lain seperti perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi
kemasyarakatan. Kegiatan ini juga diwujudkan melalui perberdayaan
sumberdaya manusia di berbagai sektor atau bidang usaha dalam
rangka menumbuhkan usaha baru dengan melibatkan para sarjana
dalam wadah koperasi. Pada tahun 2007 kegiatan telah dilaksanakan
melalui dukungan dana perkuatan usaha kepada 32 koperasi yang
tersebar di 25 kabupaten pada 6 provinsi.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak
dalam kegiatan usaha ekonomi, khususnya usaha skala mikro pada
sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro
sebagai berikut: pengembangan usaha mikro, termasuk yang
tradisional; penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas
layanan lembaga keuangan mikro; penyediaan insentif dan
pembinaan usaha mikro; serta peningkatan kualitas koperasi untuk
berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun
efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil.
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Dalam meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro,
Pemerintah telah memfasilitasi dukungan perkuatan permodalan
melalui pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM),
yang dilakukan dengan pola konvensional dan syariah. Perkuatan
permodalan P3KUM ditujukan untuk memberdayakan usaha skala
mikro melalui koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi
(KSP/USP-Koperasi). Kegiatan ini untuk memfasilitasi keperluan
modal kerja bagi anggota yang memiliki kegiatan usaha produktif.
Sejak tahun 2005 sampai dengan 2007, telah difasilitasi sebanyak
1.976 KSP/ USP dan 1.634 koperasi jasa keuangan syariah/unit jasa
keuangan syariah (KIKS/ UJKS) yang tersebar di 33 ropinsi/DI yang
dikelola dengan pola perguliran. Selanjutnya, dengan adanya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/
Lembaga yang diterbitkan pada bulan Juli 2008, pelaksanaan
kegiatan dana bergulir ini akan dilakukan melalui Lembaga
Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Untuk mempercepat peningkatan akses pembiayaan
UMKM dan Koperasi, telah diluncurkan Program Kredit Usaha
Rakyat (KUR) pada November 2007. Program KUR ini adalah
kredit/pembiayaan dengan pola penjaminan bagi UMKM dan
koperasi yang usahanya layak, tetapi tidak mempunyai agunan
yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan perbankan.
Banyak KUKM yang sesungguhnya memiliki potensi usaha yang
layak, tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan.
Untuk itu, pada tahun 2007, Pemerintah telah meningkatkan
kapasitas  perusahaan penjaminan dengan  menambahkan
penyertaan modal negara sebesar Rp1,45 triliun, dengan perincian
Rp850 miliar untuk PT. Askrindo dan Rp600 miliar untuk
Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Jamkrindo).
Dengan adanya peningkatan modal tersebut, kapasitas
perusahaan penjaminan dalam menjamin Program KUR minimal
sebesar Rp. 14,5 triliun. Realisasi Program KUR sampai dengan
akhir Juni 2008 adalah senilai Rp8.377,9 miliar untuk 916.527
debitur dengan rata-rata kredit senilai Rp9,14 juta.

Dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi,
pemeringkatan koperasi menjadi suatu alat penilaian untuk
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mengetahui terhadap kondisi dan kinerja koperasi secara objektif dan
transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat
menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi. Pemeringkatan
koperasi bertujuan untuk mengetahui kinerja koperasi pada periode
tertentu, menetapkan peringkat kualifikasi koperasi, mendorong
koperasi agar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang
sehat. Hasil pemeringkatan 10.016 koperasi di 182 kab/kota pada 33
propinsi/DI adalah (1) 4 Koperasi atau 0,04 % masuk ke dalam
penilaian ”Sangat Berkualitas;” (2) 2.592 Koperasi atau 25,3 %
masuk ke dalam penilaian ”Berkualitas;” dan (3) 5.322 Koperasi atau
53,2 % masuk ke dalam penilaian "Cukup berkualitas.” Sisanya
yang sebesar 20,9 % belum dapat memenuhi Kkriteria tersebut.

Berlandaskan kondisi objektif dan isu strategis yang
berkembang, beberapa tindak lanjut untuk memberdayakan koperasi
dan UMKM perlu dilakukan, khususnya dalam hal-hal sebagai
berikut: menindaklanjuti Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) sebagai landasan yang kuat dalam
memberdayakan UMKM pada masa mendatang; memperluas akses
bagi koperasi dan UMKM kepada sumber modal; menyempurnakan
pelaksanaan penyaluran KUR mikro, perluasan bank pelaksana
penyaluran KUR, dan peningkatan skema linkage yang melibatkan
lembaga keuangan mikro (LKM) dan KSP/USP dalam penyaluran
KUR; serta memasyarakatkan kewirausahaan dan mengembangkan
sistem insentif bagi wirausaha baru.

20.  Peningkatan Pengelolaan BUMN

Sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional, badan usaha
milik negara (BUMN) diharapkan, antara lain untuk memberikan
sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada
umumnya  dan penerimaan negara  pada  khususnya;
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan
menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh
sektor swasta dan koperasi.

Langkah-langkah kebijakan pembinaan BUMN sejak tahun
2005 hingga 2008  meliputi  restrukturisasi,  privatisasi,
penyempurnaan infrastruktur hukum, pembinaan pelaksanaan tata
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kelola yang baik, pembinaan pelaksanaan PSO, penambahan
penyertaan modal negara (PMN), serta penyelesaian/restrukturisasi
utang BUMN.

Pembinaan BUMN dengan langkah-langkah di atas
menunjukkan kinerja yang semakin baik. Dari tahun 2005 hingga
tahun 2007 jumlah BUMN yang merugi semakin sedikit, yaitu 36
BUMN pada tahun 2005, menjadi 39 BUMN pada tahun 2006, dan
28 BUMN pada tahun 2007. Sejalan dengan itu, besarnya
keuntungan yang diraih BUMN juga meningkat. Dengan demikian,
bagian laba BUMN yang diserahkan ke kas negara juga meningkat,
yaitu dari Rp12,8 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp21,5 triliun
pada tahun 2006, dan meningkat menjadi Rp23,8 triliun pada tahun
2007.

21. Peningkatan Kemampuan Iptek

Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek) dimaksudkan untuk pembangunan kapasitas iptek dalam
membantu penyelesaian berbagai masalah kekinian, mengantisipasi
masalah masa depan, serta membantu peningkatan produktivitas
nasional melalui inovasi di berbagai mata rantai pertambahan nilai
produk dan jasa. Permasalahan yang masih dihadapi dalam
pembangunan iptek secara garis besar adalah masih lemahnya sinergi
kebijakan bidang iptek dengan bidang pembangunan lainnya,
khususnya bidang industri dan pendidikan sehingga keterpaduan dan
kesinambungan program dan kegiatan masih belum signifikan
(output-nya); serta belum berkembangnya budaya iptek di
masyarakat.

Kebijakan pembangunan iptek yang tertuang dalam RPJMN
2004—2009 selanjutnya dijabarkan dalam agenda riset nasional
2005—2009 yang difokuskan pada enam area dengan hasil sebagai
berikut:

Berbagai varietas padi hibrida, galur harapan padi trasngenik,
galur kedelai unggul, dan kedelai plus digunakan untuk mendukung
ketahanan pangan. Di samping itu telah berhasil dikumpulkan
cadangan plasma nutfah untuk sumber karbohidrat, yaitu 750 koleksi
talas dan 120 koleksi ubi kayu, issolat Rhizobium, koleksi plasma
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nuftah untuk 4 komoditas, 4 paket varietas unggul baru (manggis,
pisang, nenas dan pepaya), modified cassava flour, pangan darurat
untuk kondisi panik (1—4 hari setelah bencana), scale-up produksi
mie jagung, teknologi produksi sagu lempeng, chips kering ubi jalar
dan mie basah jagung. Dalam pemuliaan ternak dan ikan, telah
didapatkan varietas sapi unggul, vaksin Fascivac pencegah penyakit
cacing hati pada ternak, mengembangkan kit untuk inseminasi
buatan, probiotik untuk meningkatkan aktivitas mikroba rumen pada
ternak ruminansia, serta tiga suplemen pakan ternak.

Pada fokus area energi baru dan terbarukan telah
dikembangkan pemakaian minyak kelapa sawit asli pada mesin
diesel genset, pemakaian minyak nabati pada kompor, pemakaian
minyak nabati pada mobil pengganti minyak solar, pemanfaatan fuel
grade ethanol, rancang bangun dan pembangunan pabrik biodiesel,
serta pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan minyak
nabati berbasis biji jarak untuk substitusi BBM, dan pengembangan
alat press biji jarak; pemanfaatan energi angin, pembangkit listrik
tenaga mikrohidro; fuel cell berbasis sulfonated Polystyrene (sPS).
Kemampuan nasional dalam menggunakan tenaga nuklir senantiasa
ditingkatkan dalam persiapan pembangunan pembangkit listrik
tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

Pada fokus area teknologi dan manajemen transportasi telah
dikembangkan teknologi boogie kereta duorail dan monorail pada
kecepatan medium dan tinggi; teknologi persinyalan dan sistem
peringatan otomatis penutup pintu perlintasan kereta api; rail
fastening (KA Clip) yang telah lulus uji dengan standar
internasional; kapal bersayap dengan efek permukaan (wing in
surface effect ship/~WISE); dukungan pengembangan pesawat udara
N 219; prasarana bandar udara aviation lights untuk runway dan
obstruction lights dengan kombinasi standar, FAA, dan ICAO.

Pada fokus area teknologi informasi dan komunikasi telah
dikembangkan sistem penyediaan bantuan teknis bagi pengembangan
e-government serta pemanfaatan untuk masyarakat. Penelitian dan
pengembangan fraktal dan DNA batik memperkaya khazanah
pengembangan desain batik sebagai salah satu unggulan industri
kreatif yang berkembang saat ini
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Untuk fokus area teknologi pertahanan dan keamanan, telah
berhasil dikembangkan panser 6x6 yang dapat mengangkut sampai
13 personel tempur dan panser 4x4 untuk mengangkut 12 personel;
desain dan contoh awal senjata berpeluru karet kaliber khusus
spesifik Polri; munisi gas air mata kaliber 38 mm dan granat gas air
mata; alat komunikasi; radio jammer; transponder sasaran torpedo
latih pesawat udara tanpa awak (PUNA); dan blast effect bomb
(BEB).

Dalam bidang peroketan dan keantariksaan telah
dikembangkan roket dengan diameter 320 mm yang diluncurkan
pada tanggal 19 Mei 2008. Di samping itu, telah berhasil
dikembangkan produksi bahan bakar roket: amonium perklorat (AP)
yang berkinerja yang lebih baik daripada bahan impor; serta satelit
mikro untuk pengindraan jauh yang diluncurkan pada 10 Januari
2007 dari stasiun peluncur satelit di India dan terbukti mampu
menghasilkan data permukaan bumi dengan resolusi spasial 200 m
dan5m.

Untuk fokus area teknologi kesehatan dan obat-obatan, telah
berhasil dikembangkan, antara lain, perangkat teknologi nuklir untuk
penanggulangan penyakit kanker dan infeksi bakteri; produk herbal
menjadi bahan baku obat kardiovaskuler, hepatitis, diabetes, anti
trombosit, antimalaria (artemisinin dan analognya), anti oksidan, anti
kanker, anti kolesterol, dan anti tuberkulosis. Di samping itu tetap
dilanjutkan penelitian produksi sel punca (stem cell), serta
pengembangan vaksin flu burung.

Difusi dan pemanfaatan iptek ditingkatkan melalui program
agrotechnopark (ATP), iptekda, serta berbagai program unggulan
lainnya. Hasil lain adalah pengembangan pemanfaatan teknologi
informasi berbasis open source (OSS) melalui program Indonesia
Go Open Source (IGOS) serta pengembangan infrastruktur sistem
peringatan dini tsunami (tsunami early warning system, TEWS);.

Penguatan  kelembagaan iptek dilaksanakan  dengan
melengkapi perangkat regulasi dan pembangunan berbagai prasarana
fisik. Melalui pembangunan fasilitas fisik telah diselesaikan, antara
lain, gedung dan fasilitas herbarium bogoriense di kawasan Science
Center Cibinong yang diresmikan oleh Presiden RI pada tahun 2007.

01-60



Fasilitas itu juga dilengkapi dengan peralatan modern yang
memungkinkan dilakukannya pengkajian lanjutan tentang manfaat
kekayaan hayati Indonesia.

Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dilaksanakan,
antara lain, melalaui penyedian infrastruktur pengukuran,
standardisasi, pengujian dan kualitas (measurement, standardization,
testing, and quality, MSTQ); dan lembaga BSN untuk memfasilitasi
proses evaluasi terhadap standar pengukuran nasional sehingga
sampai dengan medio 2008 kemampuan kalibrasi dan pengukuran
nasional telah memperoleh pengakuan internasional.

22. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan dalam kurun waktu antara Februari
2005 sampai Februari 2008 menunjukkan perkembangan yang
semakin membaik. Jumlah kesempatan kerja yang tercipta telah
mengalami peningkatan. Pada bulan Februari 2005 jumlah penduduk
yang bekerja mencapai 94,95 juta orang. Jumlah itu kemudian
meningkat 7,10 juta menjadi sekitar 102,05 juta orang pada Februari
2008. Dari jumlah tersebut kesempatan kerja dalam sektor industri
manufaktur meningkat sekitar 790.000 orang. Kesempatan kerja baru
yang tercipta telah menurunkan angka pengangguran terbuka. Pada
Februari 2005 jumlah penganggur terbuka masih sebanyak 10,85 juta
orang atau 10,26% dari angkatan kerja. Namun, kondisi ini membaik
pada tahun-tahun berikutnya. Pada Februari 2008 jumlah penganggur
terbuka menjadi 9,43 juta atau 8,46% dari angkatan kerja. Dengan
demikian, dalam kurun waktu tersebut jumlah penganggur terbuka
telah berkurang 1,42 juta orang.

Sebagian besar penganggur terbuka tergolong penganggur usia
muda (15—24 tahun). Jumlah penganggur usia muda pada Agustus
2007 mencapai 5,66 juta orang atau 56,54% dari jumlah penganggur
terbuka. Dari jumlah tersebut, 50,92% merupakan penganggur
terdidik dengan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) ke
atas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kerja yang berkualitas masih merupakan tantangan ke depan agar
angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja mempunyai kompetensi
yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
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Pemecahan masalah pengangguran perlu mendapat perhatian
dari semua pihak. Dukungan institusi sangat diperlukan dalam
menjabarkan termasuk di dalamnya membangun mekanisme yang
mampu memastikan bahwa pelaksanaan berbagai kebijakan
penciptaan lapangan kerja benar-benar terjabarkan dengan baik,
termasuk oleh daerah. Daerah yang merupakan kantong
pengangguran perlu didorong untuk menciptakan lapangan Kerja,
baik melalui investasi maupun keselarasan antara APBN dan APBD
untuk mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan
kerja.

Jika memperhatikan kondisi permasalahan ketenagakerjaan
tersebut, pemerintah  terus melakukan  perbaikan  iklim
ketenagakerjaan. Iklim ketenagakerjaan yang semakin baik
merupakan salah satu upaya untuk mendorong iklim investasi.
Dengan demikian, investasi dapat tumbuh dan membuka kesempatan
kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan perbaikan
iklim ketenagakerjaan, tindak lanjut yang diperlukan adalah terus
mengupayakan  penyempurnaan  dan  perbaikan  peraturan
ketenagakerjaan, meningkatkan fungsi lembaga bipartit dalam
pelaksanaan negosiasi hubungan industrial agar suasana yang
seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja dapat
tercipta, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
dengan mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem
sertifikasi kompetensi tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan
kerja berbasis kompetensi, dan pengembangan pusat-pusat pelayanan
informasi ketenagakerjaan melalui bursa kerja daring (on-line)
/BKOL. Bagi tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar negeri,
Pemerintah terus menyempurnakan sistem dan mekanisme
penempatan dan perlindungan TKI.

23. Stabilitas Ekonomi Makro

Dalam sektor moneter laju inflasi berhasil dikendalikan dari
level 17,9% pada bulan Oktober 2005 menjadi 6,6% pada tahun 2006
dan 2007. Ketika memasuki tahun 2008, laju inflasi cenderung
meningkat yang didorong, terutama, oleh kenaikan harga kelompok
komoditas makanan dan makanan jadi, serta tingginya harga
komoditi pertanian di pasar dunia. Tekanan tingginya harga minyak
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dunia serta tingginya konsumsi BBM dalam negeri memaksa
pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM di dalam negeri pada
bulan Mei 2008. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah sampai
semester | 2008 tetap terjaga dengan tingkat volatilitas yang
cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi pada akhir tahun
2007.

Stabilnya nilai tukar rupiah dan laju inflasi yang terkendali
mendorong penurunan suku bunga. Pada akhir 2005, Bl rate sebesar
11,7%, terus menurun menjadi 9,5% (2006) dan 8,0% (2007). Akan
tetapi, dengan melihat perkembangan inflasi dan nilai tukar yang
terjadi, suku bunga Bl rate kembali dinaikkan hingga mencapai
8,75% pada awal Juli 2008.

Dalam sektor perbankan, berlangsungnya periode penurunan
tingkat suku bunga tersebut atas telah memacu perbankan untuk
meningkatkan fungsi intermediasinya. Hingga April 2008, total
kredit tumbuh 29,0% (year on year) sedangkan dana masyarakat
tumbuh 14,0% (year on year). Seiring dengan itu, loan to deposit
ratio (LDR) perbankan meningkat menjadi sebesar 74,4% pada akhir
April 2008. Khusus kredit untuk pembangunan sektor penting, terjadi
peningkatan outstanding kredit bagi proyek inisiatif Pemerintah,
seperti infrastruktur, alutsista, agribisnis dan bioenergi dari sekitar
Rp40,0 triliun (akhir 2005) menjadi Rp64,1 triliun (Mei 2008).

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan
ekonomi, pertumbuhan kredit kepada usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) melalui bank umum juga terus meningkat.
Penyaluran kredit UMKM tumbuh sebesar 22,5% (year on year)
pada tahun 2007 dan terus tumbuh sebesar 27,2% (year on year)
pada April 2008. Kenaikan juga terjadi pada jumlah rekening
UMKM dari sejumlah 19,0 juta rekening (2006), tumbuh 4,7%
menjadi 19,9 juta rekening (2007) dan tumbuh 5,5% dalam waktu
empat bulan mencapai 21,0 juta rekening pada bulan April tahun
2008.

Pencapaian pada intermediasi perbankan itu diikuti pula
dengan membaiknya ketahanan perbankan. Rasio non performing
loan (NPL) bank umum menurun dari sekitar 7,6% (akhir tahun
2005), menjadi 4,1% (akhir tahun 2007). Bahkan, pada bulan April
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2008, NPL bank umum hanya sekitar 3,8%. Sementara itu, sejak
tahun 2005 hingga April 2008, capital adequacy ratio (CAR) bank
umum dapat dipertahankan di atas 19,3%.

Dalam sektor pasar modal, meskipun sempat terjadi gejolak
akibat guncangan ekonomi dunia, pasar modal dalam negeri masih
cukup tangguh dapat menjaga stabilitasnya. Indeks-Harga Saham
Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami
peningkatan hingga mencapai 2.745,83 pada akhir tahun 2007. Pada
awal tahun 2008 sempat berfluktuasi pada bulan Januari dan Februari
2008 sebelum menurun menjadi 2.447,30 pada bulan Maret 2008
terpengaruh krisis kredit perumahan Amerika Serikat lanjutan dan
sedikit berfluktuasi menjadi 2.332,12 pada akhir bulan Juni 2008.

Terjaganya stabilitas sektor keuangan tersebut didukung oleh
berbagai faktor sebagai berikut. Pertama, telah diterapkannya
peraturan perbankan maupun lembaga keuangan non bank (LKNB)
yang bersifat preventif terhadap pencegahan risiko kegagalan
penempatan investasi. Kedua, telah dibentuk Forum Stabilitas Sistem
Keuangan (Juni 2007) guna meningkatkan kerjasama, koordinasi dan
pertukaran informasi dalam rangka stabilitas sistem keuangan.
Ketiga, di dalam sektor ini kesadaran para pelaku industri dalam
menerapkan aturan mengenai tata kelola yang baik (good
governance) dan perlindungan masyarakat penggunanya/nasabah
sudah semakin baik. Di samping itu, dengan dilakukannya
penggabungan dua bursa (Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek
Surabaya) menjadi Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2007
dimaksudkan pula agar dapat meningkatkan efisiensi pasar modal
yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan sektor keuangan.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, serta
menunjang efektivitas kebijakan dan kesinambungan pelaksanaan
berbagai program pembangunan, maka Kketersediaan data dan
informasi statistik yang akurat, credible, dan realible, sebagai
landasan dalam pengambilan kebijakan dan berbagai keputusan
strategis dalam pengelolaan ekonomi makro, perlu terus
ditingkatkan. Untuk itu, dalam mewujudkan Sistem Statistik
Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien, maka sejalan dengan
semakin meningkatnya permintaan data, diambil langkah-langkah
untuk memperbaiki metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis
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data dalam rangka memenuhi kebutuhan akan data dan informasi
statistik yang akurat dan tepat waktu yang semakin beragam.

Memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMN tahun 2004-
2009, masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi dalam
ketersediaan data statistik. Untuk beberapa jenis data, penyediaan
data yang tepat waktu masih sulit dipenuhi. Masalah yang dihadapi
dari waktu ke waktu masih tetap sama, yaitu kondisi daerah yang
menjadi sampel adalah daerah sulit terjangkau. Hal ini
mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen sebelum dan
setelah pencacahan, serta kesulitan bagi petugas untuk mencapai
lokasi.

Disamping itu, dengan adanya otonomi daerah yang
berdampak pada semakin banyaknya daerah pemekaran baru,
kebutuhan akan data semakin beragam dan rinci, sesuai dengan
kondisi dan permasalahan yang dihadapi tiap-tiap daerah. Jumlah
data dan informasi statistik yang tersedia masih terbatas. Di sisi lain
pemerintah daerah membutuhkan berbagai data dan informasi untuk
mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan
permasalahan yang dihadapi setiap daerah serta menemukan potensi-
potensi daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat di daerah. Data dan informasi tersebut
cenderung sulit untuk diperoleh karena selama ini penyediaan data
dan informasi masih terkait dengan wilayah administrasi yang lebih
besar. Oleh sebab itu, penyediaan informasi statistik pada tingkat
kabupaten/kota dan wilayah administrasi yang lebih kecil, seperti
kecamatan dan desa (statistik wilayah kecil) mutlak diperlukan.

Untuk mendukung peningkatan penyediaan data statistik dasar
yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dilaksanakan juga
pengembangan sistem informasi untuk mengembangkan jaringan
informasi statistik serta penguasaan teknologi, khususnya teknologi
informasi sehubungan dengan semakin beragamnya kebutuhan data
statistik dan pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarat dalam
menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat
waktu. Pengembangan sistem informasi dilaksanakan melalui
berbagai kegiatan, antara lain pengembangan dan penyusunan sistem
publikasi elektronik dan internet, peningkatan kuantitas dan kualitas
metadata, penyusunan database dokumentasi statistik,
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penyempurnaan publikasi sistem sentralistik ~ dinamik,
penyempurnaan sistem pengolahan data terpadu, pengembangan
layanan jaringan komunikasi data melalui akses on-line
(VPN/Virtual Privat Network), pengadaan peralatan dan rekayasa
informatika, penyempurnaan sistem informasi kepegawaian. Hingga
pertengahan tahun 2008 sudah tersedia 66 titik (VPN) yang
digunakan untuk mempercepat proses pengiriman data mentah,
disamping sangat membantu untuk proses press realease bersama
antara kantor pusat dan kantor-kantor di 33 provinsi. Dengan
demikian diskrepansi statistik diharapkan akan semakin kecil.

24. Pembangunan Perdesaan

Pada tahun 2005, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di
perdesaan masih lebih dari separuh atau 57 % lebih. Sebagian besar
dari mereka memiliki mata pencaharian yang sangat erat kaitannya
dengan pertanian yang merupakan sektor penyumbang terbesar
ketiga dalam PDB. Berdasarkan data dari Sakernas tahun 2007,
sebanyak 61,2 % pekerja produktif yang ada di perdesaan bekerja di
sektor pertanian. Hal ini merupakan potensi yang besar dan
seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan ekonomi yang
sangat potensial. Namun, rendahnya pendapatan petani menyebabkan
sebagian besar petani tersebut menjadi miskin. Dampaknya,
kesejahteraan dan kualitas SDM di perdesaan menjadi rendah.
Besarnya tenaga kerja pertanian di perdesaan belum menjadi sebuah
potensi, melainkan cenderung menjadi beban besar yang harus
segera ditangani. Oleh karena itu perhatian yang besar pada kawasan
perdesaan akan membantu upaya menanggulangi kemiskinan.

Pembangunan perdesaan terus didorong melalui peningkatan
kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat
menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat
kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang antara
lain berupa, budaya gotong-royong dan jaringan kerja sama untuk
memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; peningkatan
ketersediaan infrastruktur perdesaan dengan melibatkan partisipasi
dan peran serta masyarakat (community based development) dalam
pembangunan dan/atau pemeliharaannya yang antara lain berupa,
jaringan jalan perdesaan yang membuka keterisolasian, jaringan
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listrik perdesaan, jaringan/ sambungan telepon dan pelayanan pos;
dan pusat informasi masyarakat (community access point).

Dalam kerangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat, pendekatan yang dikembangkan adalah menempatkan
masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam proses
pengelolaan pembangunan serta mengefektifkan pelaksanaan fungsi
lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan
kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Penempatan
masyarakat sebagai subyek mengandung arti bahwa pengelolaan
program-program pembangunan bertumpu pada masyarakat;
masyarakat berperan aktif/berpartisipasi dalam seluruh proses
pengelolaan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
serta dalam pemanfaatan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan.
Untuk itu, pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia
(people centered development) memberi peluang kepada masyarakat
untuk merencanakan kebutuhannya.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan perdesaan melalui
keberdayaan masyarakat perdesaan, antara lain mantapnya peran
kelembagaan masyarakat di perdesaan dan kader pemberdayaan
masyarakat, meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
serta pemberdayaan perempuan. Dalam rangka pemantapan kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilakukan pengangkatan
sekretaris desa (Sekdes) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara
bertahap yang diawali dengan menerbitkan PP 45 tahun 2007 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi
Pegawai Negeri Sipil; Permendagri Nomor 50 tahun 2007 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2007; serta Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: KEP/326/M.PAN/12/2007 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil Untuk Sekretaris Desa Tahun Anggaran 2007. Hasil
yang dicapai dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, adalah
telah meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha-usaha mikro,
agribisnis, usaha kecil serta lembaga keuangan mikro perdesaan
dalam penyediaan kredit modal usaha mikro, serta pengembangan
kapasitas kelembagaan pasar desa.
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Untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
perdesaan di bidang pos dan telematika telah di bentuk Balai
Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan pada tahun 2006 sebagai
Badan Layanan Umum yang mengelola dana USO (pelayanan
universal telekomunikasi) dan pembangunan community access point
(CAP) dan warung masyarakat informasi sebagai pusat informasi
masyarakat berbasis TIK melalui kerjasama dengan BUMN.

Dalam rangka peningkatan kualitas jasa pelayanan prasarana
dan sarana ketenagalistrikan telah dilaksanakan peningkatan
partisipasi masyarakat, koperasi, pemda dalam penyediaan tenaga
listrik di perdesaan, serta peningkatan kemampuan pemerintah
daerah dalam pembangunan ketenagalistrikan perdesaan di
daerahnya. Selain itu, telah pula dibangun pengembangan prasarana
dan sarana desa pusat pertumbuhan,kawasan desa agropolitan, dan
peningkatan infrastruktur desa-desa tertinggal melalui pemberdayaan
masyarakat (skala komunitas).

Melanjutkan langkah kebijakan dan kegiatan dalam rangka
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan  pengurangan
kemiskinan, secara umum pembangunan perdesaan diarahkan pada
upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan
ekonomi masyarakat, pemantapan kelembagaan masyarakat dan
sosial budaya masyarakat, pendayagunaan teknologi tepat guna
untuk meningkatkan produktivitas serta peningkatan kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan desa.

25. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan
yang timbul dalam pembangunan. Ketimpangan wilayah menjadi
signifikan ketika wilayah dalam suatu negara terdiri dari beragam
potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya
manusia, ikatan etnis atau politik. Salah satu jalan untuk mengurangi
ketimpangan wilayah ialah dengan menyelenggarakan pembangunan.
Namun demikian, pembangunan tidak serta merta dapat mengurangi
ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, secara khusus intervensi
dilakukan melalui pengembangan wilayah-wilayah strategis dan
cepat tumbuh, tertinggal dan terisolir, perbatasan serta pulau-pulau
kecil terluar. Selain itu, dilakukan pula upaya untuk mengurangi
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kesenjangan pembangunan antarkota, kesenjangan pembangunan
antarwilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, serta masalah-
masalah yang terkait dengan penataan ruang, pertanahan, dan
transmigrasi.

Belum terwujudnya pembangunan kota-kota yang hirarkis
yang dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi
wilayahnya, serta rendahnya kualitas pelayanan yang disebabkan
oleh semakin rendahnya daya dukung perkotaan akibat dari arus
urbanisasi yang tinggi dan tanpa disertai oleh proses pembangunan
kota yang berkelanjutan, menjadi permasalahan dalam bidang
perkotaan. Sementara, dalam bidang penataan ruang dan pertanahan,
perihal pemanfaatan rencana tata ruang secara optimal dalam
mitigasi bencana dan pengembangan kawasan serta penguatan
sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia menjadi
prioritas utama untuk segera diatasi.

Dalam hal pembangunan wilayah strategis dan cepat maju,
terdapat beberapa permasalahan seperti belum siapnya kelembagaan
manajemen pengelolaan kawasan dan belum adanya sinkronisasi dan
koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan
daerah. Dalam bidang perbatasan, pengembangan perekonomian
wilayah perbatasan masih belum optimal karena rendahnya kapasitas
kelembagaan pemerintah dan masyarakat; serta minimnya
ketersediaan sarana, prasarana, dan informasi.

Pada sektor transmigrasi permasalahan yang ada ialah
kebijakan di bidang transmigrasi yang belum memenuhi potensi dan
kebutuhan lokal serta pembangunan kawasan belum mengaitkan
kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitar. Permasalahan lain
adalah masih kurangnya peranan pemda dan partisipasi masyarakat
serta masih kurangnya peran lokal dan orientasi karakteristik lokal di
dalam pengembangan kawasan trasmigrasi.

Pengembangan instrumen Kkebijakan diupayakan untuk
menjawab permasalahan kawasan tertinggal, antara lain masih
rendahnya ketersediaan infrastruktur, terutama akses transportasi
(keperintisan dan PSO) dan komunikasi (USQO) serta listrik
perdesaan; selain itu, masih rendahnya tingkat pelayanan sosial
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dasar terutama pendidikan dan kesehatan serta masih rendahnya
tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Beberapa hal yang telah dicapai dalam bidang perkotaan
sampai dengan saat ini adalah telah terbitnya Permendagri No. 69
Tahun 2007 tentang Kerja sama Pembangunan Perkotaan,
tersusunnya RTR Kawasan Metropolitan, fasilitasi dan pembangunan
fisik urban renewal, dan dilaksanakannya reformasi pembangunan
sektor perkotaan (pasar dan terminal), serta tersusunnya rencana
program investasi jangka menengah (RP1JM).

Dalam bidang tata ruang dan pertanahan telah dicapai berbagai
hal, antara lain, lahirnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN); tersusunnya lima NSPM pengendalian
pemanfaatan ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan penegakan
penataan ruang dalam pembangunan; P4T (inventarisasi penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) 367.966 bidang,
redistribusi tanah sebanyak 28.990 bidang, sertifikasi tanah (prona,
land management and policy development project/ LMPDP)
sebanyak 910.260 bidang, serta pembuatan peta dasar pendaftaran
tanah (foto udara) sebesar 250.000 ha.

Hasil yang telah dicapai dalam upaya meningkatkan kawasan
strategis dan cepat tumbuh adalah tersusunnya panduan kebijakan,
pedoman, mekanisme perencanaan, serta indikator evaluasi
pembangunan terpadu pengembangan kawasan; terlaksananya
fasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan konsep dan rencana
pengembangan kawasan, serta pembentukan sistem kelembagaan
bagi pengembangan kawasan andalan dan kawasan tertentu.

Dalam pengembangan transmigrasi beberapa hasil yang
dicapai seperti pembangunan kota terpadu mandiri (KTM) di
kawasan transmigrasi, penempatan transmigran baru, serta
pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigran dan kawasan
transmigrasi melalui unit pemukiman transmigrasi (UPT).

Dalam mendorong peningkatan kawasan perbatasan, telah
ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang yang menegaskan kawasan perbatasan sebagai kawasan
strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
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delineasi antara batas darat Rl dan Republik Demokratik Timor
Leste (RDTL); penanganan masalah sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat perbatasan RI-Malaysia ditangani oleh
SOSEKMALINDO; pemberian dana alokasi khusus (DAK) yang
telah memasukkan daerah di perbatasan ke dalam kriteria
perhitungan alokasi DAK; pengadaan sarana prasarana pemerintahan
umum di kabupaten/kota perbatasan melalui tugas pembantuan.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan daerah tertinggal
sampai saat ini adalah terlaksananya sarana dan prasarana perintis,
seperti transportasi laut, udara, dan darat untuk menunjang
pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat daerah tertinggal dan
terisolasi; terjalinnya kerja sama lintas sektor dalam penyediaan
infrastruktur listrik perdesaan, serta infrastruktur sosial dan ekonomi.
Di sampin itu, terdapat 28 kabupaten yang berpotensi lepas sejak
tahun 2007 dari status tertinggal menjadi daerah yang relatif maju
dalam skala nasional dan diharapkan sebanyak 12 kabupaten pada
tahun 2008 berpotensi menjadi daerah yang relatif maju.

Beberapa langkah kebijakan untuk pengembangan perkotaan
dilakukan melalui penyiapan strategi pengembangan kota/kabupaten
berbasis RTR kabupaten/kota dan RPJM daerah serta penyusunan
rencana program investasi jangka menengah (RP1JM) yang bersifat
multisektor, multitahun dan multipendanaan. Selain itu, dilakukan
optimalisasi peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah serta
kemitraan dengan swasta untuk meningkatkan kapasitas ekonomi
perkotaan. Langkah kebijakan dalam bidang tata ruang adalah,
sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP
No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN di 33 provinsi serta
departemen/sektor di Pemerintah Pusat; penyelesaian penyusunan
norma standar prosedur manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan
ruang; integrasi rencana tata ruang wilayah dengan rencana
pembangunan, serta penguatan koordinasi dan kelembagaan
penataan ruang melalui forum badan koordinasi tata ruang nasional
(BKTRN) dan badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD).
Dalam bidang pertanahan dilakukan peningkatan ketersediaan peta
dasar pendaftaran tanah, penataan sistem informasi pertanahan, serta
pematangan pelaksanaan reforma agraria
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Tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung pemerintah
dalam pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh secara
umum adalah menyusun analisis kajian, strategi, termasuk jakstra,
permodelan, dan rencana tindak pengembangan kawasan;
melanjutkan perumusan konsep dan strategi pengembangan wilayah
strategis kawasan ekonomi khusus (KEK); melaksanakan upaya
percepatan penyediaan infrastruktur, memantapkan kebijakan
insentif dan perizinan di wilayah strategis, serta melaksanakan
koordinasi dan sinronisasi keterpaduan program dan pembiayaan dari
lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pelaku usaha guna
mendukung upaya percepatan implementasi pengembangan kawasan
strategis cepat tumbuh di daerah.

Langkah-langkah kebijakan penyelenggaraan transmigrasi
diarahkan kepada upaya pengembangan wilayah melalui penataan
dan penggunaan lahan secara lestari dengan mendorong terwujudnya
kota terpadu mandiri sebagai kota penyangga yang mampu
memberikan ruang bagi penduduk perkotaan bersama penduduk
setempat untuk berproduksi.

Dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan
dan tertinggal dilakukan berbagai kebijakan dengan mempercepat
upaya delimitasi, delineasi, dan demarkasi batas wilayah negara
untuk mendukung keutuhan wilayah NKRI dan wilayah yurisdiksi
nasional melalui penetapan hak kedaulatan yang dilindungi hukum;
meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar,
serta menghubungkan daerah tertinggal potensial dengan kawasan
pusat pertumbuhan.

26. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan
Pendidikan yang Lebih Berkualitas

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan
bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan
umum. UUD 1945 juga mengamanatkan setiap warga negara
Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai
dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status
sosial, ras, etnik, agama, dan gender. Dengan demikian, pendidikan
merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam
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pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu
kemajuan bangsa Indonesia.

Dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan, pada
tahun 2008 telah dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi 99,4 ribu
ruang ruang kelas SD/MI di sekitar 33,1 ribu sekolah, serta
disediakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan
sebesar Rp7,015 triliun yang, terutama ditujukan untuk
meningkatkan sarana dan fasilitas pendidikan dasar. Di samping itu,
untuk menambah daya tampung, pada tahun 2008 dilakukan
pembangunan 470 USB dan 11.069 RKB.

Dalam membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak
mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, pada tahun 2008
disediakan juga bantuan operasional sekolah (BOS) bagi 41,9 juta
siswa pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup SD, MI, SDLB,
SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan
pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan
dasar sembilan tahun, dengan total anggaran Rp11,9 triliun. Pada
tahun 2008 Pemerintah terus menyediakan BOS buku terutama untuk
mata pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia sebanyak
19,1 juta eksemplar dengan dana Rp420 miliar. Untuk membantu
siswa miskin, pada tahun 2008 disediakan beasiswa bagi siswa
miskin yang menjangkau 1,06 juta siswa jenjang SD/MI dan 679,3
ribu siswa jenjang SMP/MTs, beasiswa SMA/SMK/MA mencapai
930,8 ribu siswa, serta beasiswa untuk 214,0 ribu mahasiswa
PT/PTA. Di samping dilakukan jalur formal, dilakukan juga
pendidikan nonformal melalui program Paket A setara SD yang pada
tahun 2008 diikuti oleh sebanyak 108,7 ribu peserta didik, dan
program Paket B setara SMP sebanyak 499.9 ribu peserta didik, serta
program Paket C setara SMA sebanyak 34,2 ribu peserta didik.

Berbagai upaya tersebut telah membuahkan hasil yang cukup
menggembirakan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka
partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/MI dan yang sederajat
pada tahun 2007 mencapai 94,90 %, sedangkan APK pada jenjang
SMP/MTs dan yang sederajat mencapai 92,52 % serta
SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C setara SMA masing-masing
mencapai 60,51 %. Sementara itu, APK pada jenjang perguruan
tinggi (PT) yang mencakup pula peguruan tinggi agama (PTA),
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Universitas Terbuka (UT), dan pendidikan kedinasan telah mencapai
17,25 %, serta angka partisipasi kasar (APK) PAUD menjadi 48,32
%. Diharapkan pada tahun 2008 APK untuk tiap-tiap jenjang
pendidikan dapat meningkat menjadi 95,0 % untuk jenjang
SMP/MTs/sederajat, 64,2 % untuk jenjang
SMA/SMK/MA/sederajat, dan 18,5 % untuk jenjang pendidikan
tinggi, serta 50,47 % untuk APK PAUD. Berbagai program lainnya
telah menghasilkan peningkatan keaksaraan penduduk Indonesia
yang ditandai dengan menurunnya angka buta aksara penduduk usia
15 tahun ke atas pada tahun 2007 mencapai 7,2 % dan diharapkan
pada tahun 2008 menjadi 6,22 %.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI
dan SMP/MTs dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun
2007 juga dilakukan pembangunan 464 perpustakaan SD dan 2.230
perpustakaan SMP, pengadaan sebanyak 41,2 juta buku teks untuk
perpustakaan SD/SMP, pembangunan 5.260 laboratoriun IPA
SD/SMP, dan pembangunan 1.001 laboratorium bahasa/multimedia
SD/SMP serta pembangunan 2.320 laboratorium komputer SD/SMP.
Pada tahun 2008 kegiatan yang sama akan dilakukan pula dengan
sasaran pembangunan 6,4 ribu ruang pusat sumber belajar SD dan
3,5 ribu ruang pusat sumber belajar SMP, pembangunan 3,75 ruang
laboratorium IPA dan perpustakaan SMP, serta penerapan TIK
jenjang pendidikan dasar di 2,2 ribu sekolah. Sementara itu, melalui
Departemen Agama pada tahun 2008 telah dilakukan, antara lain,
pembangunan 1.000 ruang laboratorium di MI/MTs, perintisan 10
MTs unggulan berstandar internasional, dan pemberian bantuan
peningkatan mutu madrasah 480 MI dan 260 MTs. Untuk tingkat
SMA, pada tahun 2008 dilaksanakan pembangunan 35 pusat sumber
belajar SMA, rehabilitasi 1.200 ruang kelas SMK, pembangunan 200
ruang perpustakaan, laboratorium SMK serta penerapan TIK jenjang
menengah di 1.576 SMA/SMK. Selain itu, dilakukan pula perintisan
259 SMA bertaraf internasional dan perintisan 100 SMA berbasis
keunggulan lokal, serta pemberian bantuan operasional manajemen
mutu (BOMM) untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di
sekolah/madrasah negeri dan swasta bagi SMA. Pada tahun 2008
BOMM diberikan kepada 1.063 SMA. Pada saat yang sama melalui
Departemen Agama telah dilakukan pula rehabilitasi 2.500 ruang
kelas MA, pembangunan 1.000 ruang laboratorium dan perpustakaan
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MA, pengembangan 10 MA unggulan berstandar internasional, dan
penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah bagi 120 MA.

Di samping penyediaan berbagai bantuan fasilitas, untuk
peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan peningkatan kualifikasi
dan sertifikasi guru. Sampai tahun 2007 jumlah sertifikasi pendidik
yang diterbitkan adalah (a) pendidikan menengah 625.000; (b)
pendidikan tinggi (vokasi dan profesi) 162.262; (c) pendidikan
nonformal sebesar 42.117. Pada tahun 2008 dilakukan pendidikan
jenjang S1/D-4 bagi lebih dari 201,0 ribu orang guru dan uji
sertifikasi profesi guru yang menjangkau paling sedikit 265,4 ribu
orang. Sejalan dengan itu, pada tahun 2008 disediakan tunjangan
fungsional bagi 1,9 juta guru pegawai negeri sipil (PNS), 807,75 ribu
guru non-PNS, tunjangan profesi bagi 135,1 ribu guru, dan tunjangan
khusus bagi 20,9 ribu guru yang bekerja di darah terpencil. Berkaitan
dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah
juga terus mendorong sekolah/madrasah dan siswa berprestasi untuk
dapat berpartisipasi dalam berbagai olimpiade dan kompetisi tingkat
internasional. Pada tahun 2007 kontingen Indonesia memperoleh 51
medali, jauh melampaui target tahun 2007 yang hanya sebanyak 19
medali.

Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya peningkatan mutu
pendidikan juga terus dilakukan dengan penataan kelembagaan
akreditasi menjadi suatu lembaga yang independen. Selain itu,
dilaksanakan penelitian hibah bersaing, pemberian block grant
penelitian pada beberapa perguruan tinggi, serta kerja sama
penelitian antarperguruan tinggi, dunia industri, dunia usaha, dan
pemerintah daerah. Pada tahun 2008 terdapat 9.992 judul produk
penelitian di PT yang menghasilkan paten, teknologi tepat guna,
rekayasa sosial karya seni dan bahan ajar oleh perguruan tinggi. Pada
tahun 2007 enam perguruan tinggi Indonesia berhasil masuk dalam
kelompok 500 universitas terbaik versi Times Higher Education
Supplement (THES), yaitu UGM (peringkat 360), ITB (peringkat
369), Ul (peringkat 395), Undip, Unair dan IPB (peringkat 401—
500).

Upaya peningkatan relevansi pendidikan secara umum telah
memberikan hasil yang cukup memuaskan yang ditunjukkan oleh (1)
meningkatnya rasio jumlah siswa SMK terhadap siswa SMA dari
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44:56 pada tahun 2007 menjadi 38:62 pada tahun 2008; (2)
meningkatnya APK pendidikan tinggi vokasi (D-2/D-3/D-
4/politeknik) yang telah mencapai 3,86 % pada tahun 2007; (3) rasio
jumlah mahasiswa profesi terhadap jumlah lulusan S1/D-4 pada
tahun 2007 adalah sebesar 78,22 %.

Walaupun berbagai upaya pembangunan pendidikan terus
dilakukan dan ditingkatkan, layanan pendidikan belum sepenuhnya
menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di
daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara
geografis sulit dijangkau sehingga belum semua penduduk usia
sekolah dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik. Pada
jenjang SMP/MTs/sederajat, juga masih terdapat selisih capaian
angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/MTs/sederajat antara
sasaran tahun 2009 (98,0 %) dengan capaian terakhir pada tahun
2007 (92,52 %). Di samping itu, kendala geografis dan kondisi
ekonomi masyarakat juga merupakan faktor fundamental munculnya
kesenjangan partisipasi pendidikan sehingga pada tahun 2008 masih
ada daerah vyang tidak dapat mencapai sasaran APK
SMP/MTs/sederajat sebesar 95,0 %. Hal ini diperburuk dengan
masih ada sekitar 5,6 % angka putus sekolah atau drop out serta
tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Permasalahan krusial lainnya adalah upaya perbaikan tingkat
keaksaraan penduduk, khususnya yang berusia 15 tahun ke atas yang
pada tahun 2007 sebesar 7,20 %, padahal RPJMN 2004—2009
menargetkan 5,0 % pada akhir tahun 2009.

Terkait dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
yang belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat
untuk melahirkan lulusan yang berkompeten, ada beberapa
permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, yaitu (1) ketersediaan
pendidik berkualitas yang belum memadai dan persebaran pendidik
yang belum merata, (2) kesejahteraan pendidik yang masih terbatas,
(3) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas
pendukung kegiatan pembelajaran yang belum mencukupi, dan (4)
dukungan penyediaan biaya operasional pendidikan yang belum
memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana dengan kualitas yang
baik dalam rangka menunjang terjadinya proses belajar mengajar
yang kondusif juga menjadi persyaratan yang masih harus dipenuhi.
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Pada jenjang pendidikan tinggi (PT), pelaksanaan PT-BHMN
belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih adanya
kendala hukum dalam operasionalisasinya. Pendidikan tinggi masih
menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan ilmu
pengetahuan dan teknologi karena kegiatan penelitian dan
pengembangan serta penyebarluasan hasilnya masih sangat terbatas.
Proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami
hambatan karena masih terbatasnya akses terhadap buku-buku teks
dan jurnal-jurnal internasional yang dapat diakses.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan
pendidikan dan hasil yang telah dicapai sampai bulan Juli 2008,
diperlukan langkah dan tindak lanjut yang difokuskan pada perluasan
dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan
daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan
citra publik melalui (1) perluasan akses pendidikan dasar bermutu
yang lebih merata; (2) perbaikan distribusi guru dan meningkatkan
kualitas pendidik; (3) peningkatan pemerataan, mutu, dan relevansi
pendidikan menengah seluas-luasnya, baik melalui jalur formal
maupun nonfomal; (4) peningkatan pemerataan, mutu, relevansi, dan
daya saing pendidikan tinggi dengan memperkuat otonomi perguruan
tinggi dan peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan
kebutuhan pembangunan; (5) intensifikasi dan ekstensifikasi
pendidikan nonformal dan informal;, (6) peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar
nasional pelayanan pendidikan; (7) peningkatan pemerataan dan
keterjangkauan pendidikan anak usia dini; dan (8) peningkatan
kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan
prinsip good governance; serta (9) peningkatan peranserta
masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

27. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang
Berkualitas

Pembangunan  kesehatan yang dilaksanakan  secara
berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan dan
gizi masyarakat, antara lain dilihat dari beberapa indikator seperti
angka kematian bayi, angka kematian ibu dan umur harapan hidup
waktu lahir (UHH) yang terus mengalami perbaikan. Status gizi
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pada anak balita, walaupun terus terjadi kecenderungan menurun,
sempat terjadi stagnasi sehingga diperlukan upaya yang lebih keras
dan intensif. Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh
faktor yang mencakup akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang
terus membaik. Akses pelayanan kesehatan ditunjukkan dengan
adanya peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas fasilitas pelayanan
kesehatan seperti puskesmas, puskesmas perawatan, puskesmas
pembantu, puskesmas keliling dan pos kesehatan desa.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan
kesehatan saat ini adalah belum optimalnya akses, keterjangkauan
dan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini antara lain disebabkan oleh
sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan jaringannya
belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait
dengan biaya dan jarak. Di samping itu, walaupun rumah sakit
terdapat di hampir semua kabupaten/kota, sistem rujukan pelayanan
kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan optimal.
Permasalahan kesehatan lainnya adalah adanya transisi epidemiologi
dengan meningkatnya penyakit tidak menular, sementara penyakit
menular masih tetap menjadi bagian penting pola penyakit di
masyarakat. Indonesia juga menghadapi emerging diseases seperti
HIV/AIDS, chikunguya, dan avian influenza (flu burung). Selain
permasalahan tersebut, dalam satu tahun terakhir dihadapi beberapa
isu penting/strategis, yaitu peningkatan akses masyarakat kurang
mampu dalam pelayanan kesehatan; perbaikan status kesehatan dan
gizi masyarakat; peningkatan akses terhadap layanan kesehatan;
penanggulangan bencana; ketersediaan, keterjangkauan obat esensial
dan pengawasan terhadap obat; penanganan penyakit menular; dan
pemenuhan tenaga kesehatan

Langkah yang telah dilakukan dalam mengurangi
permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama,
peningkatan akses masyarakat kurang mampu terhadap pelayanan
kesehatan, antara lain dilaksanakan melalui Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dengan cakupan
yang terus ditingkatkan dari 60 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi
76,4 juta jiwa pada tahun 2008. Kedua, perbaikan status kesehatan
dan gizi masyarakat, yang telah berhasil meningkatkan status
kesehatan masyarakat, antara lain menurunnya angka kematian bayi
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(AKB) dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2002—2003
(SDKI) menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 serta
meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
sebagai indikator proxy angka kematian ibu dari 70,5 % pada tahun
2005 menjadi 72,5 % pada tahun 2007. Status gizi pada anak balita
terus terjadi kecenderungan menurun, jumlah kasus gizi buruk yang
dilaporkan dan ditangani 76.178 kasus, dan sampai dengan bulan
Mei 2008 telah dilaporkan 19.617 kasus gizi buruk pada balita yang
ditemukan dan ditangani. Ketiga, peningkatan akses terhadap
layanan kesehatan, dengan meningkatnya kualitas dan cakupan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat, melalui penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas perawatan,
puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, serta pos
kesehatan desa (poskesdes). Dalam meningkatkan kepuasan
pasien/pelanggan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit serta
untuk dapat memperoleh kepercayaan secara global, saat ini sedang
dipersiapkan tiga rumah sakit kelas dunia (world class hospital),
yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (Jakarta), Rumah Sakit
Sanglah (Denpasar, Bali), dan Rumah Sakit M. Jamil (Padang,
Sumatera Barat). Keempat, pemenuhan tenaga kesehatan melalui
pengangkatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis PTT, dokter PP,
Dokter gigi PTT, dan Bidan PTT. Pemenuhan kebutuhan tenaga di
daerah selain melalui pengangkatan PTT juga dilakukan melalui
pengangkatan CPNS. Untuk menarik minat tenaga kesehatan
ditempatkan di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan
pulau-pulau terluar, telah memberikan insentif bagi dokter/dokter
gigi dan bidan. Di samping itu, pada tahun 2006 telah ditempatkan
197 tenaga kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
Dalam rangka percepatan pengadaan dokter spesialis Pemerintah
akan memberikan kesempatan tugas belajar bagi 700 dokter
mengikuti program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi
(PPDS-BK) dari tujuh program studi spesialistik. Pada tahun 2008
ini akan dilaksanakan pula program tugas belajar bagi 160 peserta
D4 kesehatan mitra dokter spesialis dan 200 bidan komunitas yang
dimulai pada semester Il tahun 2008.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi berbagai
permasalahan di bidang kesehatan, dengan berbagai kebijakan yang
akan diterapkan pada tahun 2009, antara lain, percepatan penurunan
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kematian ibu dan anak, kekurangan gizi dan pengendalian penyakit
menular melalui pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak (KIA);
pemenuhan kebutuhan dokter spesialis; penanganan masalah gizi
kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak
balita; pencegahan, peningkatan surveillance, deteksi dini dan
pengobatan penyakit menular, dan penggerakan dan pemberdayaan
masyarakat; serta penanggulangan penyakit flu burung dan
kesiapsiagaan pandemi influenza; peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, masyarakat di
daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, melalui pelayanan
kesehatan, bagi penduduk miskin di kelas Il rumah sakit dan
puskesmas dan jaringannya, peningkatan sarana, prasarana dan
biaya operasional pelayanan kesehatan dasar termasuk biaya
operasional; peningkatan pemanfaatan obat, pengawasan obat dan
makanan, melalui penyediaan obat, pengujian laboratorium sampel
obat, obat tradisional, kosmetika, napza, makanan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT), peningkatan sarana dan prasarana
termasuk peningkatan kapasitas SDM-POM, sebagai dasar untuk
pengaturan dan penegakan hukum; dan penyediaan tenaga kesehatan
di rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya.

Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengelolaan lingkungan
sehat, peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat asli
Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan
kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

28. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

Dalam menangani permasalahan sosial, Pemerintah terus
mengupayakan penyelenggaraan perlindungan sosial melalui
pemberian bantuan dan jaminan sosial dengan meningkatkan
pemberdayaan sosial, menyediakan pelayanan dan rehabilitasi sosial,
mengembangkan kegiatan sosial melalui pendidikan dan penelitian
sosial yang diharapkan mampu mengubah perilaku dan mengurangi
ketergantungan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesejahteraan
sosial diupayakan pada terbentuknya sistem jaminan sosial yang
berkualitas dan mencakup seluruh lapisan masyarakat serta
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memberdayakan mereka yang tidak mampu meningkatkan kualitas
hidup mereka.

Dalam mengantisipasi penurunan kesejahteraan masyarakat
dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama terhadap
kebutuhan pokok agar tidak turun, Pemerintah menyalurkan bantuan
yang berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2008 yang
dialokasikan kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS). BLT ini
pernah dilaksanakan pada tahun 2006 kepada rumah tangga miskin
dengan jumlah sasaran yang sama, pelaksanaan BLT tahun 2008
dilaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian data sehubungan
dengan adanya rumah tangga sasaran yang berpindah alamat,
meninggal dunia atau tidak mengambil uang tunai pada program
BLT 2005—2006. Sasaran penerima BLT tersebut menggunakan
basis data RTS yang meliputi rumah tangga sangat miskin
(RTSM)/fakir miskin, rumah tangga miskin (RTM), dan rumah
tangga hampir miskin (RTHM).

Untuk meningkatkan bantuan dan pelayanan sosial bagi
kelompok rentan, telah dilaksanakan pelayanan asuransi
kesejahteraan sosial (askesos) dan bantuan kesejahteraan sosial
permanen (BKSP). Untuk merintis sistem perlindungan sosial yang
lebih efektif, edukatif, dan tepat sasaran sejak tahun 2007 telah
diujicobakan program keluarga harapan (PKH), yaitu berupa bantuan
tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang
memenuhi persyaratan tertentu di 48 kabupaten di 7 provinsi. Untuk
mengurangi beban penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan
pangan, sejak tahun 1998 dilaksanakan program pembelian beras
untuk rumah tangga miskin (raskin) dengan harga yang murah.

Pemberian bantuan bagi korban bencana alam antara lain
berupa perlengkapan penanggulangan bencana (evacuation Kit)
dilakukan mulai dari tahapan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap
darurat, rehabilitasi sosial serta resosialisasi dan rujukan dengan
mengikutsertakan instansi terkait dan unsur masyarakat, termasuk
dunia usaha dan LSM. Selain itu, dalam rangka mempersiapkan dan
mendayagunakan ~ sumber daya manusia dalam  bidang
penanggulangan bencana alam di daerah yang berbasiskan komunitas
dibutuhkan tenaga yang handal dengan dilaksanakannya pendidikan
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dan pelatihan masyarakat melalui pelatihan taruna siaga bencana
(tagana).

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak,
terutama diberikan kepada anak telantar, anak jalanan, anak balita,
anak nakal, dan anak cacat. Upaya peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia diwujudkan melalui
pelayanan dan rehabilitasi sosial dan uji coba pemberian dana
jaminan sosial bagi lansia telantar dan tidak produktif. Bagi
penyandang cacat disediakan pelayanan panti dan uji coba pemberian
dana jaminan sosial. Selain itu, terdapat pula pelaksanaan kegiatan di
berbagai unit pelaksana teknis (UPT) meliputi balai besar rehabilitasi
sosial, panti sosial dan balai penerbitan braille. bagi tuna sosial diberi
pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk kepada para penyandang
HIV/AIDS atau ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Untuk
menangani permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial
dan menjaga eksistensi lembaga pelayanan, diluncurkan program
subsidi panti sosial kepada Kklien panti antara lain dalam bentuk
bantuan makanan.

Dalam program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil (KAT), dan PMKS lainnya, dan mendukung program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri) yang
diluncurkan pada tahun 2007, dilaksanakan bantuan langsung
pemberdayaan sosial (BLPS) yang ditujukan bagi fakir miskin usia
produktif (15-55 tahun).

Melalui  program  pemberdayaan dan  kelembagaan
kesejahteraan sosial telah dilaksanakan pemberdayaan organisasi
kepemudaan dan organisasi sosial seperti karang taruna, lembaga
swadaya masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasiskan
masyarakat (WKSBM), dan pekerja sosial masyarakat (PSM). Dalam
rangka kerjasama kelembagaan sosial masyarakat (lintas sektor dan
dunia usaha) telah dilaksanakan pembinaan 273 Perusahaan.

Untuk melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial telah ditempuh berbagai upaya antara lain
perbaikan taman makam pahlawan (TMP), monumen pahlawan
nasional (MPN), dan rumah perintis kemerdekaan/janda perintis
kemerdekaan serta pemberian bantuan bagi para janda perintis
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kemerdekaan, warakawuri/keluarga pahlawan nasional, dan perintis
kemerdekaan.

Dalam pelaksanaan program pendidikan kedinasan, kediklatan
dan penelitian, Departemen Sosial telah melaksanakan pendidikan
kedinasan di sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung, dan di
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, serta
melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri.
Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan penelitian pembangunan
kesejahteraan sosial melalui Program Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan sistem perlindungan sosial pada masa
mendatang akan dilakukan dengan berbagai peningkatan kegiatan
bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, dan
pemberdayaan sosial yang didukung oleh program peningkatan
sumber daya manusia sebagai potensi, antara lain melalui
peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian serta
pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh PMKS dan untuk
penanggulangan bencana. Di samping itu, Pemerintah terus berupaya
untuk mewujudkan sistem jaminan sosial berbasis asuransi yang
layak dan memungkinkan bagi kalangan yang selama ini belum
tercakup khususnya sektor informal.

29. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil
Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga

Indonesia saat ini adalah negara dengan jumlah penduduk
terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.
Penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali
dan berkualitas, serta didukung oleh sistem administrasi
kependudukan yang tertata rapi akan sangat mendukung pencapaian
tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, pemuda sebagai generasi
penerus, penanggung jawab, dan pelaku pembangunan di masa
depan, merupakan proporsi yang relatif besar dari penduduk
Indonesia, yaitu 36,1 % (Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025,
BPS dan Bappenas, 2005). Oleh karena itu, pembangunan pemuda
memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas SDM. Upaya
untuk meningkatkan kualitas SDM juga dilakukan melalui
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pembangunan olahraga yang bertujuan untuk menciptakan manusia
yang sehat, ulet, dan berjiwa sportif.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam
pembangunan kependudukan, antara lain, nomenklatur kelembagaan
instansi  pelaksana administrasi  kependudukan di  daerah
kabupaten/kota masih beragam; tingkat kemampuan teknis SDM
aparat pelaksana administrasi kependudukan di daerah masih rendah;
kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan tertib administrasi
kependudukan; peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan
pelayanan administrasi kependudukan pada sebagian besar daerah
masih belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi  Kependudukan; belum terintegrasinya
peraturan antarsektor dalam pemanfaatan dokumen penduduk; dan
belum tersedianya data kependudukan yang akurat dan mutakhir dari
hasil registrasi di daerah.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan kependudukan antara
lain terbangunnya database kependudukan di seluruh kabupaten/kota
seprovinsi NAD, dan penggantian KTP merah putih menjadi KTP
standar nasional; dilaksanakannya sosialisasi dalam memberikan
pemahaman dan wawasan tentang substansi UU No 23 Tahun 2006
dan arah kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi
para pejabat pimpinan daerah kabupaten/kota; pemberian bantuan
stimulan sarana dan prasarana utama SIAK kepada daerah untuk 457
kabupaten/kota, 33 provinsi, dan 78 kecamatan di wilayah Prov DI'Y
serta 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Poso; pelatihan teknis
SIAK bagi 2.784 orang pengelola SIAK dari 308 kabupaten/kota;
pemberian bantuan stimulan 4,8 juta blangko akta kelahiran gratis
untuk 100 kab/kota; konsolidasi dan konversi data penduduk pada
457 kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan pencantuman NIK
Nasional sebagai identitas tunggal; dan penyerahan data agregat
kependudukan per kecamatan (DAK2) dan daftar penduduk potensi
pemilih pemilu (DP4) dari Pemerintah ke KPU Pusat, KPU provinsi
dan KPU kab/kota. Tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai
sasaran RPJMN, antara lain: mendorong seluruh daerah untuk
menyesuaikan perda yang dengan berpedoman pada UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan
pelaksanaannya; mengupayakan percepatan penerbitan peraturan
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bersama mengenai pencantuman NIK pada dokumen identitas
lainnya; mengupayakan percepatan pembangunan database
kependudukan yang akurat dan berbasis NIK Nasional guna
terwujudnya penyediaan data penduduk dalam rangka mendukung
persiapan Pemilu 2009.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pembangunan
keluarga kecil berkualitas, antara lain bervariasinya dukungan dan
komitmen pemerintah kabupaten/kota terhadap program KB;
terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan KB; menurunnya
penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB;
menurunnya penyelenggaraan kegiatan advokasi serta komunikasi,
informasi, dan edukasi (KIE) program KB; terbatasnya kemampuan
pengelola dan pelaksana program KB, terutama di tingkat lini
lapangan; lemahnya ketahanan dan kemampuan keluarga dalam
meningkatkan kualitas  kehidupan keluarga; kurangnya
pengetahuan/pemahaman masyarakat dan remaja tentang hak-hak
dan kesehatan reproduksi; dan rendahnya partisipasi pria dalam ber-
KB. Dalam kaitan itu, langkah kebijakan yang diambil adalah
menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB,
menata kembali pengelolaan program KB, meningkatkan kapasitas
SDM operasional program KB, menyediakan sarana operasional
pelayanan dan KIE program KB, dan meningkatkan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.

Hasil yang dicapai pembangunan keluarga kecil berkualitas
antara lain: meningkatnya jumlah peserta KB aktif (PA) menjadi
sekitar 28,4 juta peserta, meningkatnya jumlah PA miskin menjadi
sekitar 12,4 juta peserta, meningkatnya prevalensi pemakaian
kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate = CPR) menjadi 61,4 %;
meningkatnya jumlah pusat informasi dan konsultasi kesehatan
reproduksi remaja (PIK-KRR) menjadi sekitar 3.146 kelompok;
terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan keluarga dalam
pengasuhan dan penumbuhkembangan anak secara aktif di sekitar
56,3 ribu kelompok BKB, dengan anggota sebanyak 1.553,3 ribu
keluarga; terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga secara aktif
melalui sekitar 104,9 ribu kelompok usaha peningkatan pendapatan
keluarga sejahtera (UPPKS) yang mencakup 3.021,1 ribu keluarga;
meningkatnya jumlah PPLKB dan PLKB menjadi sekitar 25,9 ribu
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orang. Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran
RPJMN, antara lain menyediakan pelayanan KB berkualitas bagi
rakyat miskin; membentuk, mengembangkan, dan mengelola
pelayanan PIK-KRR; mengintensifkan pelaksanaan advokasi dan
KIE Program KB Nasional; meningkatkan akses informasi dan
pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; melaksanakan
pendataan keluarga dan individu dalam keluarga; dan meningkatkan
jejaring operasional lini lapangan berbasis masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda dan
olahraga, di antaranya  masih rendahnya akses dan kesempatan
pemuda untuk memperoleh pendidikan; masih rendahnya tingkat
partisipasi angkatan kerja pemuda; masih tingginya tingkat
pengangguran terbuka pemuda; masih rendahnya prestasi olahraga di
berbagai kejuaraan internasional; belum terpenuhinya standar sarana
dan prasarana olahraga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi; dan
masih belum optimalnya pola kemitraan dalam pembangunan
olahraga. Untuk itu, kebijakan pembangunan pemuda diarahkan
untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda;
meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi
pemuda; dan meningkatkan perlindungan bagi segenap generasi
muda dari masalah penyalahgunaan napza, minuman Keras,
penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.
Kebijakan di bidang olahraga diarahkan untuk mewujudkan
kebijakan dan manajemen olahraga; meningkatkan budaya dan
prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat,
pembibitan dan pengembangan bakat; dan meningkatkan kemitraan
antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam
mendukung pembangunan olahraga.

Hasil yang dicapai pembangunan pemuda dan olahraga di
antaranya adalah disahkan dan disosialisasikannya UU No. 3 Tahun
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan
Pemerintah No. 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan,
Peraturan Pemerintah No. 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan
dan Kejuaraan Olahraga, serta Peraturan Pemerintah No. 18/2007
tentang Pendanaan Keolahragaan; disusunnya Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Kepemudaan; dilaksanakannya pelatihan
kepemimpinan pemuda; dioptimalkannya peran 1.500 orang sarjana
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penggerak pembangunan di perdesaan; dilaksanakannya Bakti
Pemuda AntarProvinsi (BPAP)/Pertukaran Pemuda AntarProvinsi
(PPAP) bagi 3.104 orang dan antarnegara bagi 173 orang;
disusunnya Sport Development Index (SDI) sebagai indikator
keberhasilan keolahragaan nasional; dicapainya prestasi di beberapa
cabang olahraga internasional, seperti meningkatnya peringkat
Indonesia dari lima pada SEA Games tahun 2005 di Manila ke
peringkat empat pada tahun 2007 di Thailand; dan dilaksanakannya
pembinaan olahraga melalui berbagai event Olahraga Pelajar
Nasional. Tindak lanjut yang diperlukan, antara lain mempercepat
penetapan RUU Pembangunan Kepemudaan menjadi UU tentang
Kepemudaan; meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan,
kepemimpinan, dan kecakapan hidup pemuda; meningkatkan
pembinaan moral dan etika pemuda; melanjutkan sosialisasi UU No.
3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan
pelaksanaannya; meningkatkan  koordinasi antar pemangku
kepentingan, di tingkat Pusat dan daerah; serta memberdayakan dan
mengembangkan iptek dan industri dalam pembangunan olahraga.

30. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Pembangunan dalam bidang agama merupakan bagian dari
agenda pembangunan nasional. Melalui peningkatan kualitas
pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama
diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Di samping
itu, melalui peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama
diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan Indonesia yang
aman dan damai. Langkah kebijakan dalam mewujudkan harapan
tersebut ditempuh melalui melalui program peningkatan pelayanan
kehidupan  beragama; program  peningkatan = pemahaman,
penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan;
program peningkatan kerukunan umat beragama; program penelitian
dan pengembangan agama; program pengembangan lembaga sosial
keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan program
peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Untuk memberikan pelayanan dan kemudahan umat beragama
dalam melaksanakan ajaran agamanya dilaksanakan, antara lain,
dengan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan yang
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dilakukan melalui pemberian bantuan rehabilitasi tempat ibadat,
pembangunan balai nikah dan penasehatan perkawinan (BNPP),
peningkatan mutu pegawai pencatat nikah (PPN) dan pembantu PPN,
peningkatan  pelayanan  keagamaan bagi keluarga, serta
pembangunan dan rehabilitasi gedung BNPP maupun KUA di
tingkat kecamatan, terutama di daerah pemekaran, penyediaan Kkitab
suci berbagai agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha),
termasuk terjemahan dan tafsirnya serta buku keagamaan lainnya.
Bentuk pelayanan keagaamaan lainnya yang dilakukan oleh
pemerintah adalah bimbingan dan pelayanan keagamaan bagi
masyarakat serta pembinaan pranata keagamaan seperti zakat, wakaf,
infak, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana
kolekte), dana punia, dan dana paramita.

Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji
merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan
kehidupan beragama. Penyelenggaraan ibadah haji berjalan semakin
baik dari tahun ke tahun yang tercermin dari beberapa indikator
yaitu: seluruh jemaah haji yang terdaftar dapat diberangkatkan ke
tanah suci; seluruh jemaah haji dapat menempati pemondokan di
Mekah, Madinah, dan Arafah serta Mina; seluruh jemaah haji dapat
kembali ke tanah air kecuali yang meninggal dunia. Pada tahun 2006
(1427 H) seluruh biaya indirect cost penyelenggaraan haji
dikeluarkan dalam penghitungan biaya penyelenggaraan haji (BPIH),
dan dialihkan bebannya kepada Pemerintah.

Upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas pelayanan
dalam penyelenggaraan ibadah haji, dilakukan, antara lain melalui
penyempurnaan sistem pendaftaran haji; perbaikan pelayanan
pemondokan baik di Makkah dan di Madinah; perbaikan pelayanan
katering selama di Arab Saudi; mengurangi biaya tidak langsung
penyelenggaraan haji yang semula ditanggung oleh setiap jemaah
haji dialihkan bebannya kepada Pemerintah sebagai penyelenggara
haji; dan pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah, efisiensi
transportasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha
dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam rangka peningkatan pemahaman, penghayatan,
pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dilaksanakan,
antara lain meliputi penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi
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masyarakat dan aparatur negara, pelatihan bagi penyuluh dan
orientasi bagi pemuka agama, bantuan operasional untuk juru
penerang agama, pembinaan kepada penyuluh agama, bantuan
penyelenggaraan MTQ, pesparawi, festival baca tulis kitab Suci
Budha, bimbingan dan dakwah agama. Peningkatan pemahaman,
penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan juga dilakukan
kepada peserta didik melalui peningkatan kesejahteraan guru agama,
peningkatan kualitas pendidik, penyempurnaan Kkurikulum dan
metodologi pendidikan agama serta sistem evaluasi, dan pengadaan
buku-buku perpustakaan.

Peningkatan kualitas kerukunan intern dan antarumat
beragama, dilaksanakan melalui pembinaan dan mediasi kerukunan
umat beragama. Upaya yang dilaksanakan meliputi musyawarah
para pemuka dalam satu agama, musyawarah antar pemuka berbagai
agama, musyawarah antarapemuka berbagai agama dan Pemerintah,
dan musyawarah cendekiawan antaragama. Selain itu, telah
dilaksanakan pula bantuan penanggulangan bencana alam dan
kerusuhan, termasuk rehabilitasi mental korban bencanan alam dan
kerusuhan sosial. Pada tahun 2006 dilakukan penyempurnaan Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1969 menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Upaya peningkatan kualitas pembangunan agama masih
dihadapkan pada beberapa masalah dan tantangan penting, antara
lain pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara belum seperti
yang diharapkan; kelengkapan sarana dan prasarana ibadah (terutama
di daerah terpencil) belum memadai; pengelolaan dana sosial
keagamaan mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian masih
belum optimal; manajemen penyelenggaraan ibadah haji baik ditanah
air dan di Arab Saudi masih perlu dikelola dengan lebih profesional;
peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan
keagamaan masih belum sepenuhnya optimal; dan suasana
kehidupan harmoni sosial, yang aman, damai, tentram, dan saling
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menghormati belum sepenuhnya dapat diwujudkan dan dihadirkan
di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dan permasalahan yang
dihadapi dalam pembangunan bidang agama, diperlukan langkah dan
tindak lanjut peningkatan pemahaman penghayatan, pengamalan, dan
pengembangan nilai-nilai ajaran agama, baik kepada masyarakat
secara luas maupun kepada peserta didik di sekolah dan satuan
pendidikan nonformal. Di samping itu, dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan agama dan pemahaman agama serta kehidupan
beragama dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana
keagamaan dan sarana sosial keagamaan serta pengingkatan mutu
pelayanan ibadah haji.

Tindak lanjut dalam memantapkan kerukunan beragama,
antara lain melalui peningkatan pelaksanaan forum dialog dan temu
ilmiah antar pemuka agama, cendikiawan agama; pengembangan
wawasan multi kultural bagi guru agama dan penyuluh agama;
bantuan operasional forum komunikasi kerukunan umat beragama;
bantuan kegiatan pemulihan pascakonflik; sosialisasi peraturan
bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Rumah Ibadat.

31. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Sumber daya hutan, laut, energi, mineral, dan pertambangan
telah banyak dimanfaatkan dalam pembangunan nasional sebagai
salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi,
meningkatnya pertumbuhan mendorong kebutuhan eksploitasi
sumber daya alam lebih lanjut. Di sisi lain, pertumbuhan yang
berkualitas perlu didukung kualitas dan kuantitas daya dukung
lingkungan, sedangkan saat ini masih terdapat banyak permasalahan
dalam manajemen pemanfaatan sumber daya alam ini yang
mengancam keberlanjutan penyediaannya.
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Meskipun upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam
di lahan kritis telah dilakukan, belum optimal dalam
mempertahankan kualitas lingkungan mengingat masih tingginya
laju kerusakan lingkungan yang diperparah dengan adanya ancaman
perubahan iklim. Penurunan kualitas sumber daya alam dan
lingkungan hidup ini juga masih terjadi karena pelanggaran hukum
dalam hal pengambilan hasil hutan (illegal logging), laut (illegal
fishing) dan tambang (penambangan tanpa izin/PETI). Permasalahan
dalam hal belum berjalannya penegakan hukum atas pelanggaran
yang ada serta kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan yang
lebih terpadu dan berkelanjutan. Tumpang tindih kewenangan,
konflik kepentingan antarsektor dan lemahnya kapasitas sumber daya
manusia dalam pengelolaan sumber daya alam juga masih menjadi
permasalahan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, langkah-langkah
perbaikan yang telah dilakukan dalam pengelolaan sumber daya
hutan berupa berbagai upaya rehabilitasi ekosistem dan cadangan
sumber daya hutan melalui penataan batas kawasan produksi dan
lindung, konservasi hutan pada lahan seluas pengembangan kawasan
konservasi, pengendalian kebakaran hutan yang didukung kerja sama
berbagai pihak, inisiasi adanya Heart of Borneo (HoB), Gerakan
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN/GN-RHL) yang
telah mencapai lebih dari 2 juta ha, rehabilitasi dan revitalisasi
kawasan pengembangan lahan gambut, dan pelaksanaan program
Debt Nature Swap (DNS).

Pembangunan di bidang kelautan diarahkan pada pemanfaatan
sumber daya kelautan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan terpeliharanya daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Hal ini
diwujudkan dengan penanggulangan illegal fishing melalui kerja
sama dengan berbagai pihak, pengadaan kapal, dan pembentukan
pengadilan khusus perikanan. Di samping itu, juga telah dilakukan
pembangunan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pembangunan
sumber daya laut yang berkelanjutan, termasuk pengesahan peraturan
perundang-undangan,  pengadaan  sarana  prasarana  serta
pengembangan kemitraan dengan masyarakat, perguruan tinggi, dan
swasta. Dalam upaya konservasi telah dilakukan upaya
pengembangan kawasan konservasi laut (marine protected area)
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yang telah mencapai 8,6 juta ha, pemantapan Kawasan Konservasi
Laut Daerah, dan kerja sama dengan negara lain.

Kegiatan dalam bidang energi, mineral dan pertambangan
mengalami peningkatan. Hal ini juga diiringi dengan peningkatan
total investasi mineral dan batubara dan peningkatan produksi
mineral, yaitu emas sebesar 55,8 %; tembaga 9,3 %; perak 80,4 %;
bijih nikel 63,2 %; dan batubara 1,6 %; meskipun untuk timah dan
granit terjadi penurunan produksi sebesar 1,4 % dan 64 %. Hingga
saat ini, telah diserahkan Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP) panas
bumi dengan total potensi 640 MW di 5 provinsi sebagai upaya
pengembangan potensi panas bumi. Upaya diversifikasi energi telah
dilaksanakan melalui program percepatan substitusi BBM dengan
memanfaatkan LPG dan BBG untuk rumah tangga dan sektor
transportasi. Seiring dengan hal itu, upaya konservasi energi juga
dilaksanakan melalui program audit energi dan implementasi
peralatan dan teknologi hemat energi.

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup telah dilakukan program adipura, pemantauan
kualitas lingkungan, program peringkat (proper) di 521 perusahaan,
pengendalian pencemaran air (prokasih), peningkatan kualitas udara
perkotaan (program langit biru), pengelolaan limbah domestik,
pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, pengkajian dampak
lingkungan (AMDAL), penghapusan pemakaian bahan perusak
lapisan ozon (BPO) untuk aerosol, MAC dan foam sebesar 321
metric ton. Selain itu telah dilakukan pengendalian dampak
perubahan iklim dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Untuk
Menghadapi Perubahan Iklim (RAN-PI) dan Pelaksanaan Konferensi
PBB mengenai Perubahan Iklim Thirteenth Session of the
Conference of the Parties (COP 13) of the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Bali, 3 - 15
Desember 2007.

Dalam bidang meteorologi dan geofisika, telah dilakukan
pengembangan penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dan
antisipasi bencana maupun perencanaan kegiatan dan pembangunan.
Melalui pengembangan sistem peringatan dini tsunami (TEWS) telah
terjadi peningkatan kecepatan diseminasi informasi gempa bumi dan
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potensi tsunami dari rata-rata 10 menit menjadi rata-rata 7 menit
setelah kejadian gempa bumi

Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, diperlukan berbagai
tindak lanjut. Di bidang kehutanan, tindak lanjut yang diperlukan
antara lain dengan penyelesaian proses penataan batas kawasan
produksi dan lindung, serta pembentukan kesatuan pengelolaan hutan
produksi (KPHP). Untuk perlindungan, konservasi dan rehabilitasi
sumber daya hutan diperlukan upaya penanggulangan kebakaran
hutan, pemantapan pengelolaan kawasan konservasi, pelaksanaan
kegiatan Gerhan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, hutan
kemasyarakatan (HKm), dan usaha perhutanan rakyat dengan pola
swadaya, pola subsidi, dan pola kemitraan. Selanjutnya juga perlu
dilakukan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya
hutan, dengan melanjutkan upaya penyusunan neraca sumber daya
hutan (NSDH), PDRB hijau, penyempurnaan master plan rehabilitasi
hutan dan lahan (RHL), serta meningkatkan upaya pemasaran hasil
hutan bukan kayu.

Dalam bidang kelautan akan ditindaklanjuti berbagai, di
antaranya peningkatan upaya menganggulangi illegal fishing melalui
penguatan sistem MCS (monitoring, controlling, and surveillance)
dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya keluatan dan
perikanan, pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,
dan pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan.

Tindak lanjut pembangunan energi dan sumber daya mineral
difokuskan pada upaya peningkatan investasi, produksi migas,
batubara, mineral dan panas bumi, dengan mengoptimalkan
kemampuan nasional. Selain itu, juga diperlukan peningkatan
efisiensi distribusi dan pemanfaatan BBM dan pengurangan volume
BBM tertentu

Dalam bidang lingkungan hidup, diperlukan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang, mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim, penurunan beban pencemaran dan perusakan
lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pelestarian fungsi
lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan akses informasi
sumber daya alam melalui penyusunan database dan neraca sumber
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daya alam dan lingkungan hidup, sosialisasi metadata, serta data
warehouse untuk lingkungan hidup dari sektor dan daerah.

Dalam bidang metorologi dan geofisika perlu ditindaklanjuti
penyelesaian pembangunan Meteorological Early Warning System
(MEWS) dan percepatan penyelesaian pembangunan operasional
sistem peringatan dini tsunami baik di Pusat dan daerah.

32.  Pembangunan Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang memadai
dari segi kuantitas, kualitas, kapasitas, dan jangkauan mempunyai
peran yang penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.
Infrastruktur  juga mempunyai peran yang penting dalam
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai
pemicu pembangunan suatu kawasan. Dalam upaya percepatan
pembangunan infrastruktur, =~ Pemerintah  terus  berupaya
mengembangkan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi
dan transaksi yang dilakukan melalui skema Kerja sama Pemerintah
dan Swasta (KPS).

Beberapa upaya penting yang terus dilakukan dalam
pengembangan KPS adalah (1) revisi dan penyempurnaan Perpres
67/2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur; (2) menerbitkan PPP (Public Private
Partnership) Book, yang memuat daftar proyek KPS infrastuktur
untuk ditawarkan kepada swasta; 3) menyelesaikan Peraturan
Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran. Terkait dengan transaksi proyek KPS,
dukungan Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur khususnya
jalan tol melalui penyediaan pengadaan tanah atau pembangunan
sebagian oleh Pemerintah juga akan dilaksanakan antara lain untuk
ruas jalan tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Cileunyi-Sumedang-
Dawuan, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Pasirkoja-Soreang dan
Sukabumi-Ciranjang.

Di bidang sumber daya air, kebijakan pembangunan diarahkan
pada upaya konservasi, penyediaan air irigasi dan air baku serta
pengendalian banjir. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
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diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Hasil yang telah dicapai sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2007
adalah: peningkatan jaringan irigasi seluas 316 ribu ha dan
rehabilitasi  jaringan  irigasi  seluas 1,954 juta  ha;
peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa seluas 363 ribu ha;
penyediaan dan pengelolaan air baku, dengan melaksanakan
pembangunan 5 buah waduk; operasi dan pemeliharaan waduk rata-
rata 24 waduk pertahun; pembangunan tampungan air skala kecil
seperti embung atau situ sebanyak 548 buah baik yang
diperuntukkan sebagai konservasi air maupun sebagai tampungan air
baku; pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
dengan kapasitas 4,57 m® perdetik; pembangunan prasarana
pengendali banjir sepanjang 847 km dan pembangunan prasarana
pengaman pantai sepanjang 104 km; operasi pemeliharaan sungai
yang rata-rata pertahunnya sepanjang 162 km.

Pembangunan transportasi terus dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan masyakarat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan
pemerintahan. Beberapa hal penting yang masih terus diupayakan
adalah peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi;
peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi di wilayah terpencil,
pedalaman dan perbatasan; peningkatan kualitas dan kapasitas
sarana/prasarana transportasi; serta menyelesaikan beberapa
peraturan perundangan bidang transportasi.

Hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu tahun 2005—
2007, antara lain pemeliharaan rutin jalan nasional yang rata-rata tiap
tahun mencapai 33 ribu kilometer; peningkatan jalan nasional pada
lintas utama dan lintas strategis yang meliputi Pantura Jawa, Lintas
Timur Sumatera, Lintas Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat
Sulawesi, seluruhnya sepanjang 1.635 km dan penggantian jembatan
sepanjang 19.033 m; penambahan panjang jalan tol yang beroperasi
menjadi 676,27 km; peningkatan keselamatan transportasi jalan,
penyeberangan, laut dan udara melalui pengadaan fasilitas dan
peralatan  keselamatan; peningkatan aksesibilitas pelayanan
transportasi di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan melalui
transportasi  perintis dan public service obligation (PSO);
peningkatan jalan KA rel tipe R.33/42/54 sepanjang 38,16 km di
Sumatera bagian utara dan rehabilitasi, peningkatan, dan
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pembangunan jalan KA sepanjang 181,89 km; peningkatan kualitas
dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi seperti terminal,
dermaga penyeberangan, pelabuhan laut dan bandara; pembangunan
11 pelabuhan peti kemas (full container terminal), yaitu Pelabuhan
Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Panjang,
Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda dan
Palembang dan Pembangunan 4 pelabuhan semi container (multi
purpose) dan 7 pelabuhan konvensional; (9) dimulainya konstruksi
pembangunan bandara Medan Baru, dan lanjutan pembangunan
Bandara Hasanuddin — Makassar; dan (10) telah disahkannya UU
No0.23/2007 tentang Perkeretaapian dan UU No0.17/2008 tentang
Pelayaran.

Upaya yang telah dan sedang dilakukan dalam penyediaan
pelayanan  transportasi mencakup  peningkatan/pembangunan
prasarana jalan dan jalan kereta api, bandar udara, pelabuhan laut dan
pelabuhan penyeberangan; pengadaan sarana dan pemberian subsidi
transportasi keperintisan untuk wilayah terpencil dan pedalaman;
penyelesaian pembangunan Jembatan Surabaya - Madura
(Suramadu); pembangunan fasilitas pelabuhan baik untuk
pembangunan baru dan lanjutan; pembangunan Bandara Kuala
Namu di Sumatera Utara dan Bandara Hasanudin di Sulawesi
Selatan; peningkatan pelayanan angkutan kereta api di Jabodetabek
dilakukan dengan menambah jumlah armada KRL dan peningkatan
prasarana untuk meningkatkan kapasitas dan keselamatan;
pembangunan jalan tol dengan menggunakan pola kerjasama
pemerintah dan badan usaha.

Di bidang energi, pembangunan, antara lain, difokuskan pada
peningkatan kemampuan pasokan energi dan peningkatan efisiensi
pemanfaatan energi. Peningkatan kemampuan pasokan energi
dilakukan melalui upaya percepatan diversifikasi energi dengan
pemanfaatan energi alternatif non-BBM, termasuk energi baru dan
terbarukan (seperti mikrohidro, panas bumi, dan bahan bakar nabati),
pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG, dan pembangunan
infrastruktur energi seperti fasilitas transmisi dan distribusi gas.
Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Selatan — Jawa
Barat (Grissik — Pagardewa — Labuhan Maringgai — Muara Bekasi —
Rawamaju) tahap | dan tahap Il dengan total investasi US$ 1.508 juta
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akan segera selesai. Upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan energi
dilakukan melalui berbagai program konservasi energi.

Di bidang ketenagalistrikan, pembangunan ditujukan untuk
mengatasi  krisis listrik, mengurangi konsumsi BBM, serta
meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas layanan ketenagalistrikan
dengan rasio elektrifikasi yang saat ini baru mencapai 64,3 %. Upaya
yang telah dilakukan adalah: melanjutkan percepatan pembangunan
program PLTU 10.000 MW, repowering pembangkit listrik yang
telah ada, pembangunan pembangkit listrik yang baru terutama yang
memanfaatkan energi terbarukan, pembangunan jaringan tegangan
rendah (JTR), jaringan tegangan menengah (JTM), serta peningkatan
efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik (PLN, IPP, dan koperasi).
Pembangunan listrik perdesaan terus dilakukan untuk membantu
masyarakat  perdesaan  yang tidak  terjangkau layanan
ketenagalistrikan. Saat ini, rasio desa berlistrik telah mencapai
sebesar 91,9 %. Selain itu, masih dilaksanakan pemberian subsidi
listrik oleh Pemerintah untuk menutupi selisih negatif antara harga
jual tenaga listrik dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.
Sementara itu, untuk mendorong peran serta masyarakat, diupayakan
penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang
ketenagalistrikan.

Di bidang pos dan telematika, pembangunan difokuskan pada
peningkatan jangkauan layanan di wilayah non-komersial
diantaranya melalui pelaksanaan Public Service Obligation di 2.341
kantor pos cabang luar kota; penyelesaian peraturan perundang-
undangan dan kelembagaan pendukung pelaksanaan kewajiban
Universal Service Obligation; penyelesaian pembangunan pemancar
RRI di 138 kabupaten/kota blank spot; dan dimulainya pembangunan
pemancar TVRI di 14 lokasi terpencil, perbatasan, dan blank spot.
Percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dilakukan
melalui KPS dalam bentuk pengakhiran duopoli dalam
penyelenggaraan telekomunikasi SLI, SLJJ, dan jaringan tetap lokal,
pembukaan peluang usaha dalam penyelenggaraan jaringan nirkabel
berpita lebar (Broadband Wireless Access); dan fasilitasi
pembangunan jaringan telekomunikasi serat optik Palapa Ring di
Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Peningkatan e-literasi
dilakukan dengan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan
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bidang TIK; melaksanakan tahap awal proyek model e-government;
dan membangun pusat informasi berbasis TIK melalui pembangunan
community access point (CAP). Pemerintah bersama DPR juga sudah
menetapkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan transaksi
berbasis elektronik.

Pembangunan perumahan dan permukiman terus diupayakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berupaya untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menetapkan
langkah-langkah kebijakan: meningkatkan penyediaan hunian (sewa
dan milik) yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air minum
dan penyehatan lingkungan, meningkatkan pelayanan sanitasi skala
regional, meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi pada
kawasan ekonomi dan pariwisata. Hasil-hasil yang telah dicapai
dalam pembangunan perumahan dan permukiman, diantaranya
terbangunnya rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebanyak
19.475 unit; terbangunnya rumah baru layak huni melalui
pembangunan (subsidi dan non-subsidi) sebanyak 562.857 unit;
bantuan pembangunan dan perbaikan rumah khusus dan rehabilitasi
pasca bencana sebanyak 396.891 unit; pembangunan sistem
penyediaan air minum (SPAM) untuk melayani 7,7 juta penduduk di
perkotaan dan 3,3 juta penduduk di perdesaan; pembangunan sarana
dan prasarana air limbah di 251 kabupaten/kota; pengelolaan
persampahan di 222 kabupaten/kota yang melayani 12,9 juta jiwa
penduduk; pengembangan sistem drainase seluas 2,258 Ha.

33. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi NAD,
Kepulauan Nias (Provinsi Sumut), Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan Jawa Tengah, dan Daerah Pascabencana
Lainnya

Dalam menangani berbagai kejadian bencana alam pemerintah
terus berupaya untuk mengatasinya, baik melalui bantuan tanggap
darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruski sarana dan prasarana
yang rusak. Sementara dalam mengantisipasi potensi risiko bencana
di masa mendatang, Pemerintah juga terus berupaya dan
berkomitmen dalam peningkatan aspek penanganan bencana, baik
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melalui peningkatan kapasitas kinerja kelembagaan penananganan
bencana, pengurangan risiko bencana, maupun peningkatan sarana
dan prasarana sistem mitigasi bencana.

Terkait dengan permasalahan dalam perlaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara) antara lain belum
tuntasnya penanganan para korban bencana untuk mendapatkan
tempat tinggal yang layak huni. Rencana Induk Rehabilitasi dan
Rekonstruksi di NAD dan Nias masih belum sepenuhnya dapat
diimplementasikan di lapangan serta berbagai permasalahan lainnya.
Hasil terpenting yang dicapai saat ini adalah bahwa Rencana Induk
telah disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005
tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

Meskipun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi belum
sepenuhnya selesai, berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 juncto.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, BRR NAD-Nias akan
mengakhiri masa tugasnya pada April 2009. Dalam rangka
pengalihan tugas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara
fungsional kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah saat
ini tengah dipersiapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara
Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD-Nias dan Peraturan Presiden
tentang Kesinambungan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Sejalan dengan itu, kegiatan pengalihan aset yang telah dihasilkan
dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias juga
sedang dilaksanakan secara bertahap, dengan mengacu kepada
peraturan khusus yang diterbitkan untuk mengatur tata cara serah
terima dan pengelolaan aset negara melalui kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi di  NAD-Nias. Untuk menjamin kesinambungan
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaberakhirnya tugas
BRR NAD-Nias, diperlukan tindak lanjut berupa strategi
pelaksanaan yang didasarkan kepada Rencana Induk yang telah
mengalami perubahan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam
rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan komprehensif.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa
Tengah, selama dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
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pascagempa bumi, telah dapat dituntaskan penyediaan perumahan
dan infrastruktur permukiman, sarana prasarana pendidikan,
kesehatan, peribadatan, dan pemerintahan. Namun, masih terdapat
beberapa hal yang belum sepenuhnya dituntaskan, yaitu pemilihan
perekonomian masyarakat, khususnya dalam aspek permodalan, alat
produksi, dan jaringan ke pasar. Untuk itu, Pemerintah akan terus
memperhatikan pemulihan sektor perekonomian di wilayah
pascabencana, termasuk menata kembali mekanisme penataan dan
pengelolaan aset kekayaan negara pascarehabilitasi dan rekonstruksi
wilayah pascabencana. Dengan berakhirnya masa tugas Tim
Koordinasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIY dan Jawa
Tengah (Tim Keppres No. 9/2006) pada awal Juli 2008, koordinasi
untuk keberlanjutan pembangunan pascarehabilitasi dan rekonstruksi
di DIY dan Jawa Tengah sepenuhnya akan dilakukan oleh
pemerintah daerah masing-masing.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana, Pemerintah tetap
konsisten untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengurangan
Risiko Bencana (RAN-PRB) 2006—2009, yang selanjutnya
ditindaklanjuti oleh pemerintah di tingkat daerah melalui penyusunan
Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).
Sejak tahun 2007, Pemerintah secara terus-menerus memasukkan
aspek penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana ke
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Lebih jauh lagi, sebagai
kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko
bencana, diterbitkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya telah dijabarkan ke
dalam tiga peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana; dan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga
Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Untuk
mengatur kelembagaan dalam penanggulangan bencana, telah
diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang merupakan
peningkatan dan penguatan status kelembagaan penanggulangan
bencana di tingkat nasional, dari sebelumnya yang bersifat adhoc
dalam bentuk Bakornas Penanggulangan Bencana, menjadi BNPB
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yang lebih struktural dan memiliki fungsi yang lebih luas, tidak
hanya dalam melakukan koordinasi dalam penanggulangan bencana,
tetapi juga menjalankan fungsi komando saat tanggap darurat dan
fungsi pelaksana dalam pengurangan risiko dan penaggulangan
pascabencana.

Sebagai tindak lanjut penerbitan RAN-PRB 2006—2009 dan
UU Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah telah menjabarkannyake
dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB dan pengembangan sistem
peringatan dini bencana (disaster early warning system);
pengembangan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia
dalam mitigasi bencana Disater Management System; peningkatan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan
risiko bencana; pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah
yang berbasis  pengurangan  risiko  bencana;  pelatihan
penanggulangan bencana berbasis masyarakat; pelaksanaan
gladi/simulasi kesiapsiagaan; penyusunan rencana penanggulangan
bencana; penerapan standar teknis, terutama dalam kaitan mitigasi,
sistem peringatan dini dan pembentukan pusat-pusat pengendali
operasi penanggulangan bencana; dan pengembangan sistem logistik
bencana untuk mengakses segala bentuk bantuan dari dan ke sumber
bencana dan pusat-pusat distribusi logistik secara efektif dan efisien.

Dalam kaitannya dengan penanganan luapan lumpur Sidoarjo,
masalah utama yang dihadapi adalah timbulnya keresahan
masyarakat korban di dalam dan di luar wilayah terdampak, yang
diakibatkan oleh hilangnya kesempatan kerja, hancurnya rumah dan
harta benda, terganggunya kegiatan belajar-mengajar, kerusakan
infrastruktur, terutama infrastruktur jalan (jalan tol dan arteri) dan
jalan kereta api. Dampak yang besar juga dihadapi oleh kegiatan
ekonomi setempat, bukan saja kegiatan ekonomi di sekitar Sidoarjo
saja, melainkan juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi
regional di Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

Kebijakan Pemerintah terkait dengan penanganan semburan
lumpur Sidoarjo tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden No. 13
Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan
Lumpur di Sidoarjo, yang telah melakukan tugasnya untuk
penyelamatan penduduk di sekitar lokasi semburan, menjaga
infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan, dengan
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memperhitungkan  risiko  lingkungan  seminimal  mungkin.
Berdasarkan Keppres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan
Penanggungan Lumpur Sidoarjo, penanganan luapan lumpur
Sidoarjo telah dilanjutkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo (BPLS). Dalam tahun 2009, BPLS akan melakukan
penanganan luapan lumpur secara lebih efektif dan benar sehingga
memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meminimalkan
kerusakan lingkungan.
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BAB 2

PENINGKATAN RASA PERCAYA DAN HARMONISASI
ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT

Pada tahun 2007—2008, melalui kerja keras dan upaya yang
terkoordinasi, Pemerintah berhasil mempertahankan stabilitas sosial
dan politik dalam kehidupan masyarakat, sebagai kelanjutan
pencapaian akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Wilayah-
wilayah rawan konflik, seperti Aceh, Papua, Poso, Maluku, dan
Maluku Utara terus memperlihatkan kemajuan secara akumulatif
dalam proses pemulihan kehidupan masyarakat di daerah masing-
masing. Situasi yang relatif stabil, selain telah mampu memulihkan
rasa percaya antarsesama kelompok untuk saling berinteraksi satu
sama lain secara lebih intensif, juga telah makin meningkatkan
kepercayaan dan wibawa aparatur Pemerintah dan aparat keamanan
di mata masyarakat. Konflik yang terjadi di masa lalu juga telah
memberikan pelajaran berharga kepada semua pihak, yaitu bahwa
kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan masalah, malah
sebaliknya, telah membawa kesengsaraan dan kemunduran yang
merugikan semua pihak yang terlibat konflik.



I Permasalahan yang Dihadapi

Seperti kita ketahui bersama, secara geografis dan demografis,
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Kita cintai ini mempunyai
kemajemukan dan kebhinnekaan agama, sosial, budaya, politik,
ekonomi. Indonesia terdiri atas lebih dari 17.500 pulau besar-kecil,
jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa, berbagai suku bangsa dan
bahasa daerah serta adat istiadat. Keanekaragaman dan kemajemukan
tersebut merupakan bentuk rahmat Tuhan yang kita syukuri. Namun,
yang perlu diwaspadai oleh seluruh komponen bangsa adalah
disintegrasi bangsa akibat adanya perubahan pada tataran global,
regional, dan nasional.

Pada era Indonesia yang sedang berubah saat ini, dalam
menghadapi perubahan pada tataran global, regional, nasional, dan
tingkat lokal, diperlukan suatu sikap dan komitmen dalam rangka
peningkatan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Pengaruh globalisasi dengan ekonomi
pasar bebas dan pengaruh budaya luar dapat mengusik adat budaya
masyarakat Kkita. Ekses negatif reformasi dapat memunculkan
ketidakadlilan, menurunnya kesediaan untuk saling menghargai/
menghormati  perbedaan, kecenderungan primordialisme yang
diwarnai fanatisme etnik, agama dan kedaerahan. Berbagai ekses
negatif proses berdemokrasi dapat menimbulkan kerawanan sosial
dan potensi kesenjangan. Pengelolaan sumberdaya-alam perlu
memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dihindari
munculnya kekecewaan yang berdampak negatif bagi kehidupan
berbangsa.

Kesungguhan dan kesabaran Pemerintah dalam mengawal
proses pemulihan ataupun normalisasi keadaan di berbagai daerah
dengan mengajak seluruh unsur masyarakat telah membuahkan hasil-
hasil yang membesarkan hati selama beberapa tahun terakhir.
Walaupun demikian, kompleksitas permasalahan yang ada tidak
mengizinkan kita untuk cepat berpuas diri. Selain itu, pluralitas
masyarakat majemuk Indonesia yang begitu tinggi ternyata masih
menyimpan potensi laten konflik yang sering memprihatinkan
masyarakat luas. Perbedaan etnik, suku, asal-usul golongan, dan
agama masih sering dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab untuk mengobarkan api permusuhan.
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Peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam
penyelesaian konflik horizontal di beberapa daerah belum optimal
karena penyelesaian konflik itu masih diwarnai oleh koordinasi yang
masih terkendala, terutama antara lembaga Pemerintah dengan
masyarakat. Institusi masyarakat yang “mengatur diri sendiri” (self-
regulating society) baik dalam hal norma, budaya, maupun etikanya,
sebagaimana yang sudah terbangun di negara-negara demokrasi maju
memang masih perlu dikembangkan. Ketertinggalan ini masih
menjadi  kendala sehingga masyarakat tidak mudah untuk
membangun konsensus yang kuat apabila terjadi perselisihan
antarkelompok masyarakat.

Sejumlah anggota masyarakat ternyata belum mampu secara
tulus untuk bersikap toleran atas perbedaan pendapat di ruang publik
yang terbuka. Kekerasan, ancaman, intimidasi, dan aksi teror masih
sering digunakan untuk menyampaikan pesan dan aspirasi
sekelompok masyarakat kepada masyarakat lainnya yang dianggap
berbeda.

Konflik ternyata juga bisa diawali oleh kurang mampunya
masyarakat menerima kekalahan dari sebuah persaingan politik. Hal
ini masih cukup nyata terlihat sebagai gejala yang muncul
pascapilkada. ~ Walaupun sejumlah  besar pilkada dapat
diselenggarakan secara sangat baik, di beberapa wilayah, pilkada
masih diikuti oleh konflik berkepanjangan yang diwarnai oleh
kekerasan, ancaman dan perusakan, baik terhadap kelompok lawan
politik, maupun terhadap KPUD yang bersangkutan. Persoalan yang
terkait dengan konflik persaingan politik yang mengarah pada
tindakan anarkis sebagaimana terjadi dalam pilkada tersebut perlu
diantisipasi agar hal itu tidak terjadi pada penyelenggaraan Pemilu
2009 mendatang. Selain itu, perlu diantisipasi berbagai hasutan dan
gangguan dari pihak-pihak tertentu yang hendak memanfaatkan
situasi pada saat penyelenggaraan pemilu.

Pemerintah tentu tidak ingin mengabaikan berbagai kelemahan
yang menyebabkan kekurangharmonisan kehidupan masyarakat,
termasuk masih adanya kesenjangan ekonomi, pendidikan yang
masih perlu ditingkatkan, serta penerapan hukum yang masih perlu
disempurnakan agar memenuhi rasa keadilan minimal dari pihak-
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pihak yang mengharapkan proses hukum mampu menyelesaikan
persoalan ataupun perselisihan pihak-pihak yang bersengketa.

Pemerintah yang demokratis mesti bertindak tegas apabila
kekerasan telah menjadi alat untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan ketidakpuasan, demi melindungi kepentingan masyarakat
lebih luas. Kekerasan yang tidak diselesaikan secara tegas
berdasarkan hukum akan menjadi preseden bagi kekerasan lain, yang
pada akhirnya akan menciptakan kondisi chaos dan anarkis di dalam
masyarakat luas. Pemerintah senantiasa berupaya bertindak secara
bijaksana untuk menegakkan hukum, dengan tetap berempati
terhadap segala kekurangan di dalam suatu masyarakat yang sedang
mengembangkan demokrasi.

I1. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Secara umum, Pemerintah memfokuskan pelaksanaan
kebijakan untuk meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi
antarkelompok  masyarakat melalui:  pertama, memelihara
kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah kebijakan
Pemerintah melalui komunikasi yang terbuka dan penegakan hukum
secara tegas; kedua, meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga
pemerintah pusat; ketiga, menjamin akses masyarakat yang seluas-
luasnya pada media informasi yang independen; keempat, terus
mendorong pemberdayaan masyarakat sipil serta meningkatkan
pendidikan nilai-nilai luhur kebangsaan dan demokrasi kepada
masyarakat luas; kelima, meningkatkan koordinasi antarlembaga
pemerintah, baik di pusat maupun dengan daerah.

Secara umum penerapan sejumlah kebijakan yang persuasif,
tidak memihak, proaktif, dan berimbang dari Pemerintah telah
mampu mengurangi dan menghilangkan dampak-dampak negatif
dari konflik yang berdimensi politik di daerah-daerah yang rawan
terhadap munculnya konflik vertikal dan horizontal. Pada tahun 2007
dan paruh pertama 2008 keadaan yang stabil dan damai dapat
dipelihara di NAD, Papua, Maluku dan Poso, suatu situasi yang
sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 2005.

Sepanjang tahun 2007 dan awal tahun 2008, Aceh terus
mampu berkembang menjadi provinsi yang makin stabil, damai, dan
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terbuka. Keadaan ini jelas merupakan konsekuensi positif dari telah
diletakkannya  fondasi  perdamaian  yang  kukuh  sejak
penandatanganan MoU antara Pemerintah dan GAM pada tanggal 15
Agustus 2005, yang kemudian berlanjut dengan pemberlakuan UU
No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Penandatangan MoU
di Helsinki menghasilkan kesepakatan untuk menciptakan
perdamaian yang tulus, berkelanjutan, komprehensif dan bermartabat
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta
berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945. UU PA
sangatlah akomodatif terhadap aspirasi politik masyarakat Aceh
dengan antara lain menyetujui pembentukan partai lokal dan calon
independen, menyetujui penerapan syariat Islam, menyetujui adanya
dana alokasi khusus, serta sangat memperhatikan pembagian yang
adil terhadap hasil-hasil pengelolaan kekayaan sumber daya alam di
Aceh. Pemerintah juga sudah menerbitkan PP No. 20 Tahun 2007
tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Pada sisi penyempurnaan proses politik dan budaya
demokrasi, kepercayaan masyarakat Aceh juga terbukti makin kuat
terhadap Pemerintah Pusat pascaPilkada Gubernur Aceh yang dinilai
jujur dan demokratis pada akhir tahun 2006. Pilkada ini ternyata
kemudian menjadi contoh dan baromoter bagi pilkada-pilkada lain di
tingkat kabupaten/kota di seluruh Aceh. Semua keberhasilan ini
sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan semua bidang di
Aceh pada khususnya dan dapat menjadi salah satu barometer bagi
upaya peningkatan harmonisasi kehidupan seluruh komponen bangsa
pada umumnya. Meskipun di masa lalu Aceh pernah terpuruk cukup
jauh ke dalam arus separatisme, dengan upaya yang serius dan
kebijakan yang tepat, keadaan damai dan stabil dapat dipulihkan
secara signifikan. Semua keberhasilan ini menunjukkan bahwa itikad
baik Pemerintah dan penerapan kebijakan rekonsiliasi yang tepat
dengan disertai prioritas pembangunan yang terarah ternyata dapat
membawa perbaikan yang signifikan bagi pulihnya persatuan bangsa.

Pemerintah juga menerapkan prinsip kebijakan yang serupa di
Papua dengan mengedepankan keseriusan mendengar aspirasi
masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat dan unsur-unsur
pemerintah daerah dan wakil rakyat yang sudah dipilih secara
demokratis. Pemerintah juga tidak menjanjikan apa pun yang kiranya
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di luar kemampuan Pemerintah untuk memenuhinya. Dalam rangka
penanganan masalah di Provinsi Papua dan Papua Barat, Pemerintah
telah menerbitkan PP No. 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama
Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat. Pada tahun
2008 Pemerintah menerbitkan Perpu No.1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua, yang menjadi dasar hukum keberadaan Provinsi
Papua Barat. Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Inpres No.
5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat yang sering disebut sebagai New Deal Policy
for Papua. Inpres ini diterbitkan setelah  Pemerintah
mempertimbangkan berbagai masukan dan aspirasi masyarakat
Papua. Kebijakan tersebut memprioritaskan pemantapan ketahanan
pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses
masyarakat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas, pelaksanaan kebijakan perlakuan khusus (affirmative
action) bagi putra-putri asli Papua, serta peningkatan infrastruktur
dasar untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial. Kebijakan ini
mendapatkan respons positif dari masyarakat Papua. Pelaksanaan
kebijakan ini diharapkan dapat menjadi agenda yang efektif dan
didukung penuh oleh para gubernur terpilih sebagai hasil pilkada
yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006 dengan aman dan
tertib.

Majelis Rakyat Papua (MRP) saat ini telah secara signifikan
melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di
Papua. Lembaga ini dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.
54 Tahun 2004 tentang MRP pada tanggal 23 Desember 2004 dan
dilantik pada Oktober 2005. Dalam rangka meningkatkan kualitas
peran dan fungsinya, Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan program
pengembangan kapasitas untuk MRP agar eksistensinya memberikan
manfaat bagi masyarakat daerah.

Sukses yang cukup membanggakan juga terjadi di Maluku dan
Maluku Utara pada tahun 2007, yang merupakan tahun keempat atau
terakhir dari pemberlakuan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang
Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku
Utara pascakonflik. Melalui upaya peningkatan kapasitas dan
kapabilitas Pemerintahan di daerah, pelaksanaan rehabilitasi serta
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peningkatan secara terus-menerus upaya dialog dan komunikasi
efektif serta pendampingan terhadap masyarakat, pemberlakuan
Inpres No. 6 Tahun 2003 cukup mampu meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada Pemerintah, serta menjadi salah satu pilar yang
sangat penting bagi pemulihan keadaan damai yang berkelanjutan di
wilayah Maluku dan Maluku Utara. Setiap Pemerintah daerah
diharapkan segera mempersiapkan dan melaksanakan exit strategy
sebagai kegiatan tindak lanjut dan keberlanjutan hasil yang telah
dicapai melalui pelaksanaan empat tahun Inpres No. 6 tahun 2003,
sehingga pada tahun 2008 ini dan tahun 2009 mendatang Maluku dan
Maluku Utara sudah dapat sepenuhnya berjalan secara normal dan
mandiri.

Dalam hal penyelenggaraan pilkada di Maluku Utara,
meskipun terjadi perselisihan yang cukup tajam mengenai hasil
Pilkada Gubernur Maluku Utara antara KPU dan KPUD pada akhir
tahun 2007 dan awal tahun 2008, dengan mempertimbangkan aspek
politik dan hukum, Pemerintah telah menetapkan pemenang Pilkada
Gubernur Maluku Utara. Diharapkan semua pihak berbesar hati
untuk menerima keputusan Pemerintah sehingga gubernur yang baru
dapat segera melaksanakan tugasnya secara seksama untuk
kepentingan seluruh masyarakat Maluku Utara.

Pada tahun 2007—2008, pemulihan konflik Poso ternyata juga
telah mendapatkan respons yang baik dan konsisten dari Pemerintah
daerah dan kelompok masyarakat lokal. Sampai dengan tahun 2008
ini, Inpres No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah
Komprehensif Penanganan Masalah Poso telah berhasil secara
konsisten dan berkelanjutan menciptakan kondisi keamanan yang
relatif kondusif bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat lebih
lanjut, serta menjadi dasar yang mantap bagi keberhasilan
pengungkapan berbagai kasus terorisme dan penangkapan para
pelaku tindak kekerasan dan kriminal yang meresahkan masyarakat
selama beberapa tahun sebelumnya. Program rehabilitasi sarana dan
prasarana sosial juga telah berhasil dilaksanakan secara cukup
memadai oleh Pemerintah. Berbagai upaya akan terus dilakukan
untuk membangun sikap saling percaya melalui proses penguatan
kapasitas dan kredibilitas kelembagaan politik dan hukum, lembaga
Pemerintah dan masyarakat, selain untuk memelihara hal-hal positif
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yang sudah tercapai, sekaligus diharapkan dapat memberikan
sumbangan pada proses demokratisasi yang sedang berlangsung.

Terkait dengan kesadaran politik masyarakat, secara umum
sudah dipahami, bahwa salah satu sarana penting untuk mengukur
adanya kemajuan ataupun kemunduran dalam kesadaran politik
masyarakat dan peningkatan rasa saling percaya antarkelompok
masyarakat adalah keberhasilan penyelenggaraan pilkada, baik dari
segi  kredibilitas proses penyelenggaraannya maupun dari
kemampuan masyarakat menerima hasil-hasil yang dicapai dalam
pilkada. Pilkada merupakan proses yang melibatkan sejumlah besar
masyarakat secara langsung. Tinjauan berbagai segi terhadap
penyelenggaraan pilkada membuat kita cukup berbesar hati, bahwa
kedewasaan masyarakat ternyata cukup tinggi dalam berpolitik. Hal
ini dapat dibuktikan dari pilkada di berbagai daerah yang melibatkan
masyarakat dengan heterogenitas sosial budaya yang sangat tinggi
serta dari berbagai golongan dan partai politik yang ternyata
umumnya berakhir dengan sukses dan aman. Dialog, kampanye,
perdebatan antar calon, sampai dengan momen pemilihan calon,
telah memberikan pembelajaran demokrasi yang penting bagi semua
anggota masyarakat.

Sebagai negara yang tengah melakukan konsolidasi
demokrasi, maka dalam upaya meningkatkan rasa kebangsaan dan
cinta tanah air, semua dinamika dan konflik kepentingan perlu
dikelola secara damai tanpa disertai oleh guncangan dan
ketidakstabilan politik nasional. Pada tahun 2007—2008 penguatan
pondasi kebangsaan masih terus dilakukan, antara lain, melalui
peningkatan kesadaran akan pentingnya ketaatan pada UUD 1945
dan supremasi hukum, termasuk kemampuan menghayati nilai-nilai
penting bagi peningkatan dinamika kehidupan bersama yang ada di
dalam ideologi Pancasila. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila
lembaga hukum yang ada mampu melakukan terobosan nyata dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak-tindak pidana kelas
tinggi lainnya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum
meningkat. Selanjutnya, masyarakat diharapkan mampu meneladani
nilai-nilai baik dalam kehidupan publik, kehidupan diri, dan
lingkungan terdekatnya. Pada tahun 2008 ini, pelaksanaan berbagai
pendidikan kebangsaan difokuskan untuk membangun kesadaran
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masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai warganegara terutama
dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2009 mendatang agar
pemilu itu berjalan aman dan damai.

Untuk mengatasi perselisihan tentang keberadaan Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI), Pemerintah telah melakukan upaya
persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog, agar masalah itu
tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama serta tidak
mengganggu ketenteraman dan Kketertiban kehidupan bermasyarakat.
Merespons persoalan JAI ini, pada tanggal 9 Juni 2008 Pemerintah
menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam
Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2008,
KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang
Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau
Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga
Masyarakat. SKB tentang Ahmadiyah ini diharapkan dapat menjadi
pedoman bersama seluruh anggota masyarakat Indonesia untuk
menyelesaikan persoalan Ahmadiyah secara damai, jauh dari
kekerasan, dan dalam semangat persaudaraan. Pada saat-saat sedang
meluasnya kontroversi tentang ajaran Ahmadiyah ini, Pemerintah
tetap menjaga sikap bijaksana dengan tetap menghormati urusan
keyakinan agama dan kepercayaan warganegara. Pemerintah
menginginkan agar persoalan Ahmadiyah diselesaikan tanpa
kekerasan. Setiap tindakan kekerasan akan berhadapan dengan
hukum.

Dalam rangka mencegah kerawanan sosial, sejak tahun 2006
Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di
Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di
Daerah. Upaya Lain yang dilakukan adalah memantapkan peran
Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang adil dalam menjaga
dan memelihara kesatuan, perdamaian, dan harmoni dalam
masyarakat. Sebelumnya, dalam membina kerukunan umat
beragama, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

02-9



Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian
Rumah Ibadah.

Pemerintah juga terus melakukan pembinaan ideologi dan
pengawasan pembangunan dengan melaksanakan kegiatan utama
berupa Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air yang
bekerja sama dengan ormas, LSM, dan lembaga nirlaba lainnya.
Tujuannya adalah mengembangkan dan memperkuat wawasan
kebangsaan masyarakat dengan mengoptimalkan peran serta ormas,
LSM, dan lembaga nirlaba lainnya. Sejak tahun 2005 sampai dengan
tahun 2007 telah dilaksanakan kerja sama program wawasan
kebangsaan dan cinta tanah air dengan 467 ormas, 180 ormas, dan
205 ormas masing-masing untuk tahun 2005, 2006 dan 2007. Upaya
kemitraan dan kerja sama dengan ormas akan terus dilaksanakan dan
ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang untuk membangun
pemahaman dan komitmen kebangsaan yang semakin baik.
Berkenaan dengan penanganan pascakonflik di beberapa daerah
seperti Papua, NAD, Poso, Maluku dan Kalimantan telah dilakukan
pemfasilitasan pembentukan forum kerukunan umat beragama
(FKUB) di 21 provinsi, 127 kabupaten, dan 36 kota. Pemerintah juga
telah memfasilitasi pembentukan Forum kewaspadaan dini
masyarakat (FKDM) di 15 provinsi dan 61 kabupaten/kota,
pembentukan Komunitas intelijen daerah (Kominda) di 33 provinsi
dan 425 kabupaten/kota, serta forum pembauran kebangsaan (FPK)
di provinsi NAD dan Lampung. Mengenai hal lain yang terkait
dengan konteks persatuan dan Kkesatuan bangsa, Pemerintah
menerbitkan pula PP No. 77 tahun 2007 tentang lambang daerah
sebagai tanda identitas dalam NKRI yang menggambarkan potensi
daerah, harapan masyarakat daerah, dan semboyan yang melukiskan
semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud.

Pemerintah melihat adanya peluang provokasi politik yang
tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan masih relatif
rendahnya tingkat pendidikan, kelemahan ekonomi, dan daya beli
masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah akan tetap melanjutkan
kebijakan dan program jaring pengaman sosial kepada masyarakat
yang kurang mampu untuk meningkatkan ketahanan sosial politik
masyarakat pada tingkat “akar rumput”. Pemerintah juga terus
berusaha meningkatkan kesadaran politik warga melalui kegiatan-
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kegiatan sosialisasi politik yang sudah dicanangkan bersama KPU,
terutama di dalam menghadapi berbagai proses pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan Pemilu 20009.

Apabila selama beberapa tahun awal pascareformasi persatuan
nasional yang mencerminkan kebersamaan bangsa terlihat sangat
menurun, perselisihan antar komponen bangsa merebak di berbagai
daerah, baik yang menyangkut permasalahan kesukuan, keagamaan
maupun kedaerahan, maka dewasa ini perselisihan itu sudah
memperlihatkan gejala mereda. Kondisi konflik beberapa tahun
terakhir sebenarnya wajar sebagai gejala sosial dari besarnya
perubahan sistem politik dan hubungan kelembagaan yang terjadi.
Walaupun oleh sebagian pihak kondisi ini dirasa mempunyai korelasi
dengan mulai pudarnya penghayatan masyarakat kepada falsafah dan
dasar negara Pancasila, banyak pula pihak yang tidak sependapat
dengan hal ini. Alasannya adalah bahwa pencapaian yang sudah
terjadi dalam sistem politik demokrasi Indonesia  justru
memperlihatkan kemajuan yang jauh lebih besar dalam hal
pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selain hal di atas, simbol yang ada dalam kegiatan masyarakat
juga memperlihatkan adanya peningkatan persepsi pentingnya
persatuan dan pemahaman yang baik terhadap perjalanan sejarah
kebangsaan kita. Dalam hal itu, dapat disebutkan bahwa dalam
perjalanan setengah tahun pengabdian Kabinet Indonesia Bersatu,
Pemerintah jelas telah cukup berdaya dalam meningkatkan rasa
saling percaya dan mengharmonisasikan hubungan antarkelompok
masyarakat. Terlihat bahwa sebagian besar masyarakat mulai ingin
bersatu kembali dalam berbagai perayaan nasional yang
mengingatkan kita pada suka duka perjuangan bersama. Hal itu
antara lain ditandai oleh makin semarak dan meningkatnya kualitas
perayaan berbagai peringatan hari nasional, seperti peringatan hari
Kebangkitan Nasional 20 Mei 2007 atau Hari Lahirnya Pancasila
pada 1 Juni 2007 yang dirayakan oleh masyarakat, baik di kampung-
kampung maupun di perguruan tinggi. Pada tanggal 1 Juni 2006
dalam peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Presiden telah
mengingatkan kita kembali tentang adanya empat konsensus dasar,
yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, yang
umumnya disambut antusias oleh masyarakat dan media massa.
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Selain terus melindungi kemerdekaan lembaga-lembaga pers
dan media massa, Pemerintah terus memperbaiki diri dalam memberi
pelayanan informasi kepada publik secara langsung. Seperti pada
tahun-tahun lalu, Pemerintah juga tetap meyakini dan sangat
menyadari peran bidang komunikasi dan informasi dalam
memelihara suasana harmonis dan saling percaya di dalam
masyarakat. Peningkatan kualitas layanan informasi dan adanya
perluasan akses masyarakat terhadap informasi yang objektif
menjadi prasyarat yang sangat penting untuk menjaga harmonisasi di
dalam masyarakat. Pemerintah telah dan akan terus melaksanakan
kegiatan pelayanan dan penyebarluasan informasi publik bidang
polhukam, perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan mengelola
pendapat umum melalui media cetak, media elektronik, forum
dialog, diskusi, seminar, sarasehan, media luar ruang, media
tradisional, serta pertunjukan rakyat. Di samping itu, dalam
menyebarkan informasi publik, Pemerintah mengembangkan dan
memanfaatkan juga jalur kelembagaan komunikasi sosial,
kelembagaan komunikasi Pemerintah, komunikasi kelembagaan
Pemerintah daerah, dan jalur kemitraan media.

Dalam merajut kembali komunikasi yang berkualitas dengan
provinsi dan kabupaten/kota, pada tahun 2005 Pemerintah
memberikan bantuan sarana komunikasi kepada 12 kabupaten untuk
daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Pada tahun 2007
Pemerintah memberikan bantuan dana Kkegiatan operasional
penyebarluasan informasi publik kepada seluruh dinas/badan/bagian
infokom/humas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Demikian
pula, dengan wilayah pulau-pulau terluar, diperlukan adanya
peningkatan  pemberdayaan  masyarakatnya dalam  rangka
pemantapan ketahanan nasional, peningkatan kewaspadaan nasional,
serta kesadaran kebangsaan masyarakat.

Dalam merajut hubungan pusat dan daerah, peran media
center tetap diperkuat hingga saat ini. Tujuan penguatan media
center adalah untuk menyampaikan dan menyediakan informasi yang
akurat, berimbang dan benar kepada masyarakat luas yang
membutuhkannya. Media center tidak ditujukan untuk tujuan alat
propaganda Pemerintah yang menyajikan keadaan ataupun
perkembangan yang baik saja, tetapi diharapkan dapat menjadi
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sarana alternatif penyedia informasi dari isu, rumor, bahkan
provokasi yang tidak bertanggung jawab dari kelompok-kelompok
tertentu yang bertujuan menciptakan kekacauan, dan konflik
berdimensi kekerasan yang berkepanjangan. Sampai dengan tahun
2008 telah dibangun dan dikembangkan media center di 10 provinsi
dan 25 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan pembangunan
karakter rakyat yang kuat, Pemerintah tetap menempatkan empat
pilar penting konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI,
dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman tertinggi kehidupan
sosial politik seluruh bangsa. Seluruh anggota masyarakat dan
organisasi masyarakat sipil hendaknya menghindarkan diri dari
sikap-sikap dan perilaku ingin menang sendiri dan tidak mudah
tergoda untuk melakukan tindakan main hakim sendiri dalam
menyelesaikan persoalan apa saja yang muncul di dalam kehidupan
sosial politik.

Pemerintah meyakini, bahwa hanya dengan menghayati dan
mengamalkan nilai-nilai luhur yang tercakup di dalam keempat pilar
kebangsaan di ataslah, kita akan dapat terus memelihara arah yang
benar yaitu arah yang telah disepakati oleh para pendahulu, para
bapak pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia. Seluruh unsur
bangsa Indonesia perlu memperbarui komitmen bersama untuk
mengembangkan identitas dan karakter bangsa dengan merevitalisasi
kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dalam
pembukaaan UUD 1945, bangsa Indonesia telah sepakat untuk
menentukan Pancasila menjadi dasar negara. Dalam perjalanan
selanjutnya, Pancasila juga disepakati sebagai ideologi nasional dan
pandangan hidup bangsa. Bangsa Indonesia selalu berupaya untuk
mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Namun, dalam realisasinya masih terdapat kerancuan
mengenai bagaimana implementasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari dan untuk menghadapi berbagai
permasalahan. Pancasila adalah dasar negara. Hal ini terbukti
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meskipun UUD telah mengalami beberapa kali perubahan, bahwa
dalam Pembukaan atau Mukadimah UUD negara selalu dicantumkan
Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila mengalami
perubahan pada berbagai UUD, tetapi esensinya tetap tidak berubah.

Pasca bergulirnya gerakan reformasi, Pancasila dilalaikan oleh
banyak pihak. Pancasila tidak lagi menjadi acuan dalam kehidupan
politik dan tidak lagi digunakan sebagai kerangka penyelesaian
masalah nasional. Bahkan banyak pihak bersikap sinis dan takut
ditertawakan jika berbicara tentang Pancasila. Untuk mengatasi
pemikiran tersebut kiranya dan sudah saatnya Pancasila diangkat
kembali di tengah hiruk pikuknya permasalahan bangsa, untuk
selanjutnya diimplementasikan dan diaktualisasikan dalam
kehidupan sehari-hari.

Pancasila akan tetap efektif sebagai pedoman bangsa apabila
Bhinneka Tunggal lka tetap terjaga. Pluralitas bangsa Indonesia
sudah menjadi kenyataan sehingga perlu kekuatan  pemersatu
melalui payung semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan
pemersatu bukan diposisikan sebagai penyatuan keragaman budaya
bangsa, melainkan menjadi semangat dan simbol bagi bekerjanya
secara demokratis setiap tradisi dan budaya yang ada. Pancasila
sebagai pedoman bangsa justru menemukan efektivitasnya bagi
penguatan jati diri dan peningkatan produktivitas bangsa. Untuk
menghadapi fenomena mulai dilupakannya Pancasila, diperlukan
upaya untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang
didasari oleh pemahaman dan penghayatan yang sama atas nilai-nilai
dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar
negara dan falsafah hidup bangsa sekaligus sumber semangat dan
kekuatan bangsa sudah seharusnya dijadikan acuan untuk
menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Oleh karena itu,
Pancasila perlu disosialisasikan secara berkesinambungan dalam
penyelenggaraan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
saat ini dan ke depan yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Maksud dan tujuan mensosialisasikan Pancasila adalah untuk
mengajak seluruh anak bangsa agar Pancasila dapat secara tepat dan
mendapatkan ruang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara yang selalu menjadi sumber pencerahan dan inspirasi
sekaligus orentasi pemecahan masalah bangsa.
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Amendemen 1, II, Il dan IV UUD 1945 telah menjadikan
konstitusi Indonesia menjadi sebuah konstitusi yang lebih baik,
demokratis, dan modern yang berfungsi sebagai panduan dasar
dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa untuk
mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan
makmur dalam wadah NKRI. Semua komponen bangsa wajib
memahami, menghayati, dan melaksanakan seluruh ketentuan UUD
1945 yang telah disempurnakan itu yang memiliki makna dan
membawa manfaat nyata bagi bangsa.

Proses sejarah perjalanan bangsa secara jelas menggambarkan
bahwa pada dasarnya keberadaan bangsa dan negara ini dilandasi
olen kesadaran, semangat, dan tekad. Sejarah menunjukkan
bagaimana perjuangan kita sejak tahun 1908 Budi Utomo, tahun
1928 Sumpah Pemuda, hingga kini yang merupakan bukti dari
kesadaran dan spirit. Dengan kesadaran yang demikian, ada
komitmen yang dituangkan dalam tekad yang puncaknya terjadi pada
saat Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan lahirnya NKRI dari satu
proses sejarah tentang keberadaan bangsa Indonesia.

Derasnya arus globalisasi dengan isu-isu global yang
berkembang pada saat ini sebagai satu keniscayaan yang harus
direspons mau tidak mau, suka tidak suka pengaruh global akan
masuk. Yang penting, bagaimana secara konsisten Kita
mengorientasikan respons Kita terhadap isu global yang memang
tidak mungkin tidak masuk karena keniscayaan. Agar orientasi
respons isu global tetap berada pada nilai-nilai yang disepakati
bersama dan tidak keluar dari kesadaran, semangat tentang
keberadaan kita sebagai bangsa yang kemudian bernegara perlu
dijaga agar tetap berada dalam bingkai NKRI.

Sasaran sosialisasi Pancasila adalah seluruh rakyat atau
komponen bangsa karena Pancasila adalah milik kita bersama
sekaligus dasar negara NKRI yang harus dipahami, untuk
selanjutnya dilaksanakan secara konsisten dalam hidup berbangsa
dan bernegara oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Di samping
itu, diperlukan metode yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-
nilai Pancasila yang lebih cocok dengan situasi saat ini melalui
konsep-konsep untuk dikaji secara konseptual guna memecahkan
permasalahan terhadap fenomena yang muncul yang disesuaikan
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dengan dinamika masyarakat. Pendekatan humanis perlu lebih
dikedepankan, kebebasan menyatakan pendapat perlu ditambahkan
dan tidak lagi menggunakan pendekatan indoktrinatif. Pancasila
bukan milik seseorang atau golongan atau sekedar penemuan satu
orang, melainkan benar-benar mempunyai akar di dalam sejarah dan
batin seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah RI
dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai jatidiri
dan wujud kepribadian seluruh bangsa. Pancasila janganlah hanya
dimiliki, tetapi harus dipahami dan dihayati agar dapat diamalkan
secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah tetap akan melanjutkan langkah-langkah kebijakan
sebelumnya untuk memperbaiki kualitas, kapasitas, dan kredibilitas
semua instansi pemerintah dan terus mendorong penegakan
supremasi hukum di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang
menyangkut kehidupan bersama. Pemerintah juga senantiasa siap
memfasilitasi upaya bersama apa saja yang berkaitan dengan
peningkatan kesadaran dan pemahaman warganegara untuk
berpartisipasi secara aktif dalam mendorong kehidupan kebangsaan
yang lebih harmonis dan toleran. Penguatan ruang publik akan tetap
menjadi prioritas pada tahun-tahun mendatang.

Pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi antarlembaga
dalam memelihara suasana damai di daerah yang rawan konflik, dan
tidak akan ragu-ragu bertindak tegas untuk menghentikan upaya
untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa oleh pihak mana saja.
Tindakan adu domba, intimidasi, pemaksaan kehendak melalui
kekerasan tidak akan dibiarkan tanpa tindakan hukum dari pihak
yang berwenang. Pemerintah akan melakukan pemetaan secara terus-
menerus untuk mengantisipasi situasi pro dan Kkontra atas
keseluruhan  format dan agenda politik dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu 20009.

Pemerintah juga akan terus memelihara arus informasi kepada
masyarakat secara transparan, melindungi kebebasan berekspresi
secara optimal. Pemerintah juga akan terus mengembangkan potensi
media center bagi pemerataan dan aksesibilitas perolehan informasi
kepada seluruh anggota masyarakat, agar setiap anggota masyarakat
tetap mampu menjaga dirinya dari setiap provokasi politik yang
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berbahaya bagi persatuan bangsa dan memelihara harmonisasi
kehidupan sosial di wilayah tertentu.

Persatuan bangsa dan proses konsolidasi demokrasi adalah dua
sisi dari satu mata uang yang harus dipelihara oleh semua anggota
masyarakat Indonesia. Apabila salah satu dari kedua hal di atas gagal
untuk dijaga secara baik, hal itu berarti seluruh kehidupan sosial
politik masyarakat berada dalam bahaya. Hal ini sudah terbukti di
sepanjang sejarah Republik Indonesia sejak hari pertama
kemerdekaan. Oleh karena itulah, Pemerintah tidak akan menoleransi
upaya pemecahbelahan bangsa kita yang datang dari dalam maupun
dari luar negeri. Pemerintah juga tidak akan membiarkan terjadinya
tindakan ekstrakonstitusional, seperti tindakan-tindakan anarkis
dalam menyampaikan pendapat atau mengekspresikan ketidakpuasan
oleh kelompok-kelompok tertentu, baik yang berlatar belakang isu
keagamaan maupun yang berkaitan dengan isu sosial ekonomi
tertentu.

Reformasi politik yang dilakukan untuk menuju Indonesia
baru yang demokratis harus bergerak seiring dan searah dengan
pencerahan terus menerus terhadap penghayatan kita pada nilai-nilai
keindonesiaan. Kita percaya bahwa demokratisasi dan pemantapan
persatuan nasional merupakan nilai-nilai yang saling memperkuat
kemajuan dan dinamika masyarakat Indonesia di tengah-tengah
dinamika pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Persatuan nasional yang
tidak memperhatikan nilai-nilai demokratisasi justru akan menjadi
bumerang, sedangkan demokratisasi yang tidak terkelola secara baik
dapat berubah menjadi anarki yang juga akan berujung pada
ketidakharmonisan di dalam masyarakat.

Untuk penanganan lebih lanjut kasus konflik berdimensi
agama, ekonomi, budaya, sosial politik, dan kesukuan di mana pun di
seluruh Indonesia, hal-hal berikut ini tetap perlu menjadi pedoman
Pemerintah: pertama, tindakan kekerasan dan teror akan langsung
mendapat penindakan yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku;
kedua, Pemerintah tidak akan tunduk pada tekanan dan ancaman dari
pihak mana pun dari dalam dan luar negeri untuk menjalankan
tugasnya sebagai penyelenggara negara sesuai dengan konstitusi;
ketiga, sebagai negara yang berideologi Pancasila, Pemerintah
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berkewajiban melindungi segenap warga negara tanpa melihat latar
belakang agama, kelompok politik, ataupun kesukuan.
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BAB 3

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG
BERLANDASKAN
PADA NILAI-NILAI LUHUR

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat
membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas
budaya terdiri atas perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur
hubungan antara manusia dan Tuhan, antarsesama manusia serta
antara manusia dan alam semesta. Dalam memasuki milenium ketiga
yang antara lain, ditandai dengan terjadinya perubahan tata nilai
sebagai akibat adanya interaksi antarbudaya dalam proses globalisasi
yang sedang melanda dunia, bangsa Indonesia menghadapi tantangan
yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan. Untuk itu,
upaya pembangunan karakter bangsa masih membutuhkan Kkerja
keras yang persisten dan konsisten sehingga mampu mengatasi
ketertinggalan.  Sinergi  segenap komponen bangsa dalam
melanjutkan pembangunan karakter bangsa terus diperkuat dalam
rangka mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing,
dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas
nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan bahasa.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk revitalisasi dan
reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Upaya
tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang,



antara lain, ditandai oleh semakin berkembangnya berbagai dialog
lokal, nasional, dan internasional; tumbuhnya pemahaman atas
keberagaman; dan menurunnya eskalasi konflik lokal horizontal di
dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaan
kebudayaan nasional diarahkan untuk mempertinggi derajat
kemanusiaan bangsa, melalui (1) mengaktualisasikan nilai-nilai
budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi
derasnya arus budaya global; (2) meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada
setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa; serta (3) mendorong
kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan dalam
pengelolaan kekayaan budaya.

l. Permasalahan yang Dihadapi

Pengembangan kebudayaan yang sudah dilakukan sampai saat
ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentannya
soliditas budaya dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat
sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal itu
diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi
primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi
memperlemah keharmonisan bangsa. Permasalahan tersebut, antara
lain, disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan,
termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya
pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat.

Isu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya merupakan
suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks
kemajemukan, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat
kesetaraan  antarkelompok etnis yang berbeda sehingga
pengembangan hubungan sosial yang dinamis merupakan strategi
dasar bagi terciptanya representasi kolektif yang terdiri atas nilai-
nilai lokal kelompok etnis.

Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dalam
pengembangan kebudayaan, antara lain adalah (1) pembangunan
ekonomi yang belum mampu diimbangi oleh pembangunan karakter
bangsa mengakibatkan terjadinya krisis budaya yang dapat
memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya, (2)
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kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya belum
optimal yang ditandai oleh (a) adanya disorientasi tata nilai seperti
nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan sosial dan
rasa cinta tanah air; dan (b) adanya kecenderungan pengalihan ruang
publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya tempat penyaluran
aspirasi masyarakat multikultur; (3) identitas nasional mengalami
penurunan, yang ditandai oleh (a) belum memadainya pembentukan
sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan
adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme;
dan (b) kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya
global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya
nasional yang positif; serta (4) komitmen pemerintah dan masyarakat
dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya
pemahaman, apresiasi, dan komitmen, yang ditandai oleh (a)
terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1992 tentang Benda Cagar Budaya seperti pencurian,
penyelundupan, dan perusakan benda cagar budaya; (b) adanya
berbagai kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang belum
terdaftar di Departemen Hukum dan HAM; dan (c) kemampuan
pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan budaya, baik
kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial masih terbatas.

Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Berdasarkan  permasalahan  yang  dihadapi,  upaya
pengembangan kebudayaan sejak tahun 2005 sampai dengan Juni
2008 diarahkan melalui kebijakan (1) mengembangkan modal sosial
untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam
menghadapi derasnya arus budaya global dengan mendorong
terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog
kebudayaan; (2) mendorong percepatan proses modernisasi yang
dicirikan dengan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil; (3)
menyelesaikan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan
serta penyusunan petunjuk pelaksanaannya; (4) reaktualisasi nilai-
nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika
pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; (5)
mengembangkan kerja sama yang sinergis antarpihak terkait dalam
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upaya pengelolaan kekayaan budaya; dan (6) perwujudan masyarakat
Indonesia yang berkepribadian, berbudi luhur, dan mencintai
kebudayaan Indonesia dan produk dalam negeri.

Untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola
keragaman budaya dan menciptakan keserasian antarunit sosial dan
budaya dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), langkah-langkah kebijakan yang dilakukan
adalah (1) menyelenggarakan berbagai dialog kebudayaan dan
kebangsaan; (2) mengembangkan kesenian dan perfilman nasional,
(3) mengembangkan galeri nasional; (4) melakukan komunikasi,
informasi, dan edukasi (KIE) perfilman dan meningkatkan sensor
film; (5) melakukan stimulasi dan memfasilitasi penyelenggaraan
Festival Film Indonesia dan Festival Budaya Daerah; (6)
mendukung pengelolaan taman budaya daerah; dan (7)
mengoptimalkan koordinasi pengembangan nilai budaya, seni, dan
film.

Hasil-hasil yang dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi
nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan telah menunjukkan
hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan
berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran
multikultural dan menurunnya eskalasi konflik horizontal
pascareformasi. Dalam upaya pengelolaan keragaman budaya, hasil
yang telah dicapai pada kurun waktu tahun 2005 sampai dengan Juni
2008 antara lain adalah (1) terlaksananya dialog antarbudaya yang
terbuka dan demokratis untuk mengatasi persoalan bangsa khususnya
dalam rangka kebersamaan dan integrasi; (2) terlaksananya
kampanye hidup rukun dalam keragaman budaya/multikultur; (3)
tersusunnya konsep dasar Neraca Satelit Kebudayaan Nasional
(Nesbudnas); (4) tersusunnya Peta Kesenian Indonesia dan Peta
Budaya Indonesia secara digital dalam program database berikut
pelatihan khusus melalui training of trainers (ToT) bagi tenaga
operatornya untuk melayani kabupaten/kota; (5) terlaksananya
kegiatan jelajah budaya; (6) terselenggaranya program film
kompetitif untuk memotivasi para sineas membuat film cerita; (7)
terselenggaranya Festival Film Indonesia (FFI); (8) terlaksananya
sensor film dan pembuatan Direktori Perfilman Indonesia; (9)
tersusunnya konsep revisi UU No. 8 Tahun 1992 tentang perfilman
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sebagai dasar pengembangan perfilman nasional di masa yang akan
datang serta sosialisasinya; (10) terlaksananya koordinasi Tim
Pembuatan Film Noncerita Asing di Indonesia yang bertujuan untuk
menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting film dunia; (11)
terlaksananya pengiriman film Indonesia ke Festival Film
Internasional di Cannes Perancis dan Pusan International Film
Festival di Korea Selatan serta Festival Film Asia Osian’s Cinefan
VIl di New Delhi, India; dan memfasilitasi kerja sama asosiasi
pembuat film internasional; (12) terlaksananya kunjungan situs-situs
sejarah, penulisan, dan diskusi dengan tema “Lawatan Sejarah:
Merajut Simpul-Simpul Perekat Bangsa” baik di tingkat lokal
maupun nasional; (13) terlaksananya sosialisasi dan promosi
“Indonesia Performing Arts Mart (IPAM)”; (14) terlaksananya
konservasi lukisan di Museum Le Mayeur; (15) terlaksananya
penyelenggaraan Lomba Lukis dan Cipta Puisi Anak-anak; (16)
terlaksananya penyelenggaraan Festival Sastra Nusantara dan
Pameran Seni Rupa Nusantara; dan (17) terlaksananya penyusunan
naskah akademik Rancangan Undang Undang tentang Kebudayaan;

Dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya nasional dan
memperkukuh jati diri bangsa diperlukan filter yang mampu
menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu
memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan
produktif. Adapun langkah-langkah kebijakan yang ditempuh adalah
(1) melakukan revitalisasi nilai luhur, budi pekerti dan karakter
bangsa; (2) melakukan pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai
tradisi; (3) mengembangkan masyarakat adat; (4) mendukung
pengembangan nilai budaya daerah; (6) menyelenggarakan
pelayanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat; dan (7)
memanfaatkan naskah kuno Nusantara.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya
pengembangan nilai budaya pada tahun 2005 sampai dengan bulan
Juni tahun 2008, antara lain adalah (1) terlaksananya inventarisasi
aspek-aspek tradisi untuk menggali kearifan tradisional yang dimiliki
suku bangsa, inventarisasi masyarakat adat yang mencakup upacara
adat, tempat-tempat spiritual dan reinventarisasi kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan Bimbingan Pamong Budaya
Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat serta perekaman dan
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penyiaran Kegiatan Budaya Spiritual dan Upacara Adat (2)
tersusunnya nilai-nilai kepercayaan masyarakat suku-suku bangsa;
(3) tersusunnya Naskah Potret Potensi Industri Budaya; (4)
terselenggaranya Gelar Budaya Daerah, Dongeng Anak-anak
Nusantara, Pesta Permainan Tradisional Anak, dan Festival Nasional
Musik Tradisional untuk anak-anak; (5) terlaksananya Festival Seni
Budaya Indonesia; (6) terlaksananya pergelaran Gita Bahana
Nusantara; (7) tersusunnya Undang Undang Nomor 43 tentang
Perpustakaan Nasional; (8) tersusunnya Inpres 16 Tahun 2005
tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata; (9)
terselenggaranya ~ Musyawarah Kerja Nasional Sejarah yang
membahas berbagai aspek muatan kesejarahan dalam kurikulum
pendidikan dan pembentukan kepribadian bangsa dalam konteks
multikultur; (10) penerbitan pedoman dan sosialisasi “Etika
Kehidupan Berbangsa: Rumusan dan Rencana Aksi” yang
merupakan penjelasan operasional dari Tap MPR-RI No. VI1/2001
tentang Etika Kehidupan Berbangsa; (11) tersusunnya buku “Bunga
Rampai Berpikir Positif Suku-Suku Bangsa, dan Budaya Berpikir
Positif”; (12) terlaksananya pengenalan nilai-nilai budaya dalam
rangka  nation and character building; (13) terlaksananya
penganugerahan penghargaan kebudayaan bagi pelaku dan pemerhati
kebudayaan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan
kebudayaan nasional dan kampanye hidup rukun dalam
kemajemukan; (14) terlaksananya sosialisasi/peningkatan minat dan
budaya baca masyarakat; (15) terlaksananya Kemah Budaya di
Bumi Perkemahan Paneki Donggala Sulawesi Tengah, dan
Perkemahan Budaya Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan
penyelenggaraan Jelajah Budaya di Polewali Mandar Sulawesi Barat
dan Gorontalo; (16) terselenggaranya Arung Sejarah Bahari | (Ajari
1) untuk memupuk semangat nasionalisme dan cinta lingkungan
alam; (17) terselenggaranya Art Summit Indonesia 1V dan Indonesia
Performing Art Mart 2005; (18) terselenggaranya pentas seni
multimedia “Megalitikum  Kuantum”; (19) terlaksananya
pementasan opera “l La Galigo” di Lincoln Center, dan di Gedung
Asia Society, New York; (20) terselenggaranya pameran Kebudayaan
Islam untuk meningkatkan citra peradaban Islam di Indonesia yang
berjudul ““Crescent Moon: Islamic Arts and Civilization of South
East Asia” di Adelaide dan Canberra, Australia; (21) terlaksananya
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pengiriman misi kesenian ke berbagai acara internasional, seperti
Australia Performing Arts Mart (APAM), World Summit on Art and
Culture di New Castle, UK dan China Sanghai International Arts
Festival; penyelenggaraan “Indonesian Night” di Beijing dan Jinan,
Cina yang bekerja sama dengan perkumpulan Indonesia-Tionghoa
(INTD); (22) terselenggaranya Hari Raya Waisak Internasional di
kompleks Candi Borobudur dengan menampilkan serangkaian
kegiatan berupa pergelaran kolaborasi penari-penari dari enam
negara, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan
Vietnam serta peluncuran prangko dan buku Trail of Civilization
yang berisi informasi mengenai bangunan-bangunan Budha dari
enam negara tersebut; (23) penyusunan inventarisasi aspek-aspek
tradisi dan inventarisasi masyarakat adat; (24) pemetaan kebudayaan
Indonesia di lima daerah destinasi unggulan, yaitu Sumatera Barat,
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur; (25) penyelenggaraan gelar Dongeng Anak-anak
Nusantara dan pesta permainan tradisional anak; (26) sosialisasi
pasar tradisional pada era hipermarket; (27) Gelar Budaya Maritim di
Sulawesi Selatan; dan (28) penyelenggaraan Pawai Budaya
Nusantara.

Selanjutnya, untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan
budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan budaya,
termasuk sistem pembiayaannya agar aset budaya dapat berfungsi
secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan
kebudayaan dilakukan serangkaian langkah-langkah kebijakan yaitu
(1) mengembangkan nilai sejarah dan geografi sejarah nasional; (2)
melakukan  pengelolaan dan penyelamatan peninggalan
kepurbakalaan dan peninggalan pusaka bawah air; (3)
mengembangkan dan mengelola museum; (4) mengembangkan
pemahaman kekayaan budaya; (5) memberikan dukungan terhadap
pengelolaan dan mengembangkan museum dan kekayaan budaya
daerah; (6) melestarikan fisik dan kandungan naskah kuno; (7)
melakukan perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; (8) mengelola
koleksi deposit nasional; dan (9) mengembangkan statistik
perpustakaan dan perbukuan.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya pengelolaan
kekayaan budaya pada tahun 2005 sampai dengan bulan Juni tahun
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2008 antara lain adalah (1) terdaftarnya Tana Toraja, Jatiluwih,
Pakeran, dan Pura Taman Ayun dalam nominasi Warisan Dunia
(UNESCO World Heritage List); (2) terlaksananya sayembara
Penulisan Sejarah Kebudayaan Indonesia mencakup Sejarah
Pemikiran, Sejarah Perilaku, dan Sejarah Benda-benda; (3)
terlaksananya penulisan naskah “Sejarah Indonesia Jilid VIII” yang
dilengkapi dengan berbagai temuan baru dalam bidang sejarah hasil
penulisan tesis dan disertasi yang komprehensif; (4) terlaksananya
penulisan Sejarah Kebudayaan Indonesia dan penulisan Sejarah
Pemikiran untuk memperkaya pengetahuan kita tentang kebudayaan
Indonesia, dan penyusunan Ensiklopedi Sejarah Perkembangan
Iptek; (5) terlaksananya Lawatan Sejarah di Makassar dengan tema
"Pelayaran Makassar Selayar merajut simbol-simbol Maritim Perekat
Bangsa” dan lawatan Sejarah Nasional 1V di Bangka Belitung
dengan tema “Pangkal Pinang Kota Pangkal Kemenangan dan
lawatan sejarah tingkat nasional; (6) tersusunnya Pedoman Kajian
Geografi Sejarah; (7) terselenggaranya Konferensi Nasional Sejarah
VIII; (8) terlaksananya koordinasi penanganan perlindungan benda
cagar budaya (BCB) dan Survei Arkeologi Bawah Air; (9)
terlaksananya transkripsi, transliterasi, dan alih media naskah kuno;
(10) terlaksananya Pameran Batik Inovatif; (11) terselenggaranya
Sidang ke-40 ASEAN-Committee on Culture and Information
(ASEAN-COCI) di Mataram; (12) terlaksananya pemberian bantuan
kepada 21 museum daerah dan tersusunnya Pedoman Museum Situs
sebagai landasan bagi pemda kabupaten/kota dan masyarakat dalam
mendirikan museum; (13) terlaksananya pemberian bantuan kepada
Museum NTT berupa penataan dan pameran tetap beserta sarananya
tentang manusia purba Flores (Homo Floresiensis); (14)
terlaksananya pemberian bantuan advokasi terhadap penanggulangan
kasus pelanggaran benda cagar budaya dan penanganan perlindungan
benda cagar budaya bawah air; (15) tersusunnya Pedoman Kajian
Geografi Sejarah dan Pedoman Sistem Informasi Geografis untuk
Pemetaan Sejarah; (16) tersusunnya konsep Museum Maritim dan
pendirian Museum Sejarah Nasional serta pedoman Pengembangan
Museum Situs Cagar Budaya; (17) terlaksananya konservasi dan
rehabilitasi Istana Tua Sumbawa beserta kawasannya;  (18)
terlaksananya penggalian dan penelitian situs Trowulan yang
dilanjutkan dengan kegiatan pameran Peninggalan Sejarah dan
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Purbakala Situs Trowulan bekerja sama dengan Yayasan
Kebudayaan Indonesia-Jepang (NIHINDO); (19) terlaksananya
koordinasi dalam rangka ratifikasi UNESCO: Convention on The
Protection of Underwater Cultural Heritage; (20) terlaksananya
pembuatan Komik Purbakala dengan judul Petualangan Arki2: Arki
dan Kemegahan Candi”; (21) terlaksananya sosialisasi/kampanye
peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum; (22)
terlaksananya dialog interaktif kepurbakalaan di RRI Nasional Pro-3
Jakarta; (23) terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang
peninggalan bawabh air; (24) terlaksananya kajian pemekaran wilayah
di Sulawesi dalam perspektif sejarah; (25) terlaksananya Trail of
Civilization on Cultural Heritage Tourism Cooperation among
Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Thailand, and Vietnam;
(26) terlaksananya pengembangan Situs Sangiran yang meliputi
zonasi kawasan Sangiran, tata ruang kawasan, keserasian tata ruang
dan kelestarian ekologi, serta pengembangan pariwisata sejarah dan
budaya (Cultural Heritage Tourism Management); (27) tersusunnya
revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya; (28) terlaksananya pemberian bantuan advokasi terhadap
penanggulangan kasus pelanggaran benda cagar budaya dan
penanganan perlindungan benda cagar budaya bawah air; (29) kajian
pemekaran wilayah di Sulawesi dalam Perspektif Sejarah; (30)
terlaksananya penyusunan Pedoman Kajian Geografi Sejarah dan
Pedoman Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Sejarah; (31)
terlaksananya pemetaan Sejarah Kota Yogyakarta dan Klaten
Pascagempa; (32)  terlaksananya  penyusunan  Pedoman
Pengembangan Museum Situs Cagar Budaya; (33) terlaksananya
pemberian bantuan kepada 21 museum daerah; dan (34)
terlaksananya pengembangan pariwisata sejarah dan budaya (cultural
heritage tourism management).

I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan
yang timbul karena interaksi budaya yang semakin terbuka antara
tataran nilai lokal dan global adalah sebagai berikut: (1)
penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan; (2)
pengembangan pendidikan multikultural melalui pengembangan
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kesenian dan perfilman nasional; (3) pengembangan galeri nasional,
(4) pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bidang
perfilman; (5) peningkatan sensor film untuk menjaga nilai-nilai
adat, agama, kearifan lokal mewujudkan ikatan kebangsaan; (6)
stimulasi perfilman melalui Lomba Film Kompetitif dan Festival
Film Indonesia (FFI); (7) pemberian fasilitas penyelenggaraan
festival budaya daerah; (8) pendukungan pengelolaan taman budaya
daerah; (9) optimalisasi koordinasi pengembangan nilai budaya, seni
dan film; (10) pelaksanaan revitalisasi nilai luhur, budi pekerti dan
karakter bangsa; (11) pelestarian dan pengaktualisasian adat, tradisi
dan nilai-nilai tradisi; (12) pelaksanaan kebijakan pengembangan
nilai budaya di seluruh Indonesia; (13) pendukungan pengembangan
nilai budaya daerah; (14) penyelenggaraan pelayanan perpustakaan
dan informasi kepada masyarakat; (15) pemanfaatan naskah kuno
nusantara; (16) pengembangan nilai sejarah; (17) penyusunan buku
sejarah dan geografi sejarah nasional; (18) pengelolaan peninggalan
kepurbakalaan; (19) fasilitasi penyelamatan pusaka bawah air; (20)
pengembangan/pengelolaan  permuseuman dan  pendukungan
pengelolaan museum daerah; (21) pengembangan pemahaman
kekayaan budaya; (22) pendukungan pengembangan kekayaan
budaya daerah; (23) pengembangan arkeologi nasional; (24)
pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno; (25) perekaman dan
digitalisasi bahan pustaka; (26) pengelolaan koleksi deposit nasional;
dan (27) pengembangan statistik perpustakaan dan perbukuan.
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BAB 4

PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN
PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

Pelaksanaan pembangunan keamanan, Kketertiban, dan
penanggulangan kriminalitas sebagai salah satu prioritas agenda
aman dan damai sampai dengan pertengahan 2008 menunjukkan
hasil yang memuaskan. Hal tersebut ditunjukkan oleh tidak adanya
tindak kriminalitas yang secara signifikan mengganggu aktivitas
masyarakat Indonesia. Di samping itu, maraknya kunjungan wisata
ke Indonesia, terutama untuk tujuan Pulau Bali sebagai tolok ukur
utama keamanan Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia di mata
internasional dianggap aman bagi wisatawan asing. Indikator lainnya
adalah  suksesnya pelaksanaan United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) pada akhir tahun 2007
yang dihadiri lebih dari 10 ribu orang dari 180 negara dapat
terlaksana dengan lancar, tanpa gangguan berarti.

Namun, adanya beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap
tidak berpihak pada kepentingan rakyat seperti kenaikan harga BBM
dan gas, telah berdampak pada menurunnya kualitas hidup
masyarakat. Ketidakpuasan sebagian masyarakat atas kebijakan
pemerintah, menimbulkan aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM
yang sebagian berujung pada aksi-aksi anarkis. Berbagai langkah
kebijakan kompensasi tidak selalu mampu meredam aksi penolakan,



bahkan ditengarai campur tangan politik lebih mengemuka
dibandingkan isu kebijakan kenaikan BBM itu sendiri. Kondisi ini
merupakan potensi kriminalitas yang sewaktu-waktu dapat berubah
menjadi tindakan nyata. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal
bahwa berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional
maupun  transnasional,  konflik  horizontal dan  vertikal,
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk
kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas,
masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Di sisi lain, berbagai
permasalahan internal dan eksternal di lembaga pemangku keamanan
masih mewarnai upaya menciptakan aparat keamanan yang
profesional.

Dengan demikian keamanan, ketertiban , dan penanggulangan
kriminalitas masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Selain itu,
dengan dukungan peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi
antarkelompok masyarakat serta pengembangan budaya yang
berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila akan semakin
meningkatkan kondisi aman dan damai sebagaimana yang
diamanatkan dalam RPJM N 2005—2009.

I Permasalahan yang Dihadapi

Penurunan kualitas kehidupan masyarakat serta kondisi negara
yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan
sosial seperti iklim investasi yang kondusif, kemiskinan, atau
pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab
terjadinya tindak kriminal. Upaya menciptakan keamanan dan
ketertiban masyarakat masih terbentur pada tingginya angka
kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan
dalam rumah tangga, kejahatan susila, sampai dengan kasus-kasus
pembunuhan. Secara internal aparat keamanan, khususnya Polri,
masih menghadapi dinamika tata hubungan antaranggota Polri
seperti kasus penembakan sesama anggota Polri, keterlibatan dalam
tindak kriminal, atau terdeteksinya aspek ketidaklayakan psikologis
dalam memegang senjata. Secara eksternal, tingkat kepercayaan
masyarakat mengalami dinamika yang terkait dengan berbagai
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Penanganan
aksi demonstrasi secara berlebihan, kekurangtaatan prosedur
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penindakan, atau masih mengemukanya arogansi sebagian anggota
Polri dalam menghadapi kasus-kasus hukum di masyarakat akan
berpengaruh terhadap validitas angka kriminalitas yang terjadi.

Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang mengalami
permasalahan di luar negeri, khususnya dalam hubungan buruh dan
majikan  menunjukkan  bahwa telah  terjadi  eksploitasi
ketenagakerjaan secara illegal. Kondisi ini diperkirakan terkait
dengan banyaknya perekrutan dan penempatan yang tidak sesuai
dengan keahliannya serta proses pengiriman yang dilakukan secara
ilegal. Dalam hal perdagangan manusia (human trafficking),
Indonesia masih termasuk dalam Kkategori tinggi intensitasnya.
Kondisi ini tidak terlepas dari masih lemahnya penjagaan wilayah
perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti, pelabuhan laut
dan udara, serta masih terbatasnya kerja sama internasional dalam
bidang kejahatan transnasional sehingga menjadikan Indonesia
sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional.
Peraturan perundangan dalam bidang perdagangan manusia yang
sudah ditetapkan belum mampu secara optimal mengatasi masalah
yang cukup mengkhawatirkan ini.

Perkembangan kejahatan narkoba semakin memprihatinkan.
Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan masih
berkisar pada tingkat 1,5% dari seluruh pecandu narkoba, yang
berarti setiap tahun terdapat 15.000 orang meninggal dunia secara
sia-sia. Berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara intensif terus
dilakukan mulai dari operasi pemutusan jaringan pengedar narkoba,
peningkatan sarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba, kultivasi
ladang ganja, pembangunan rutan-rutan khusus narkoba, peningkatan
kerja sama internasional dalam pencegahanan dan penanggulangan
narkoba, sampai dengan vonis hukuman berat termasuk hukuman
mati. Namun, tampaknya hal tersebut belum mampu menurunkan
tingkat kejahatan narkoba mengingat tingginya nilai transaksi
peredaran gelap narkoba.

Terjadinya serangkaian unjuk rasa menentang kebijakan
pemerintah menaikkan harga BBM, pertentangan antarkelompok
masyarakat yang berbasis keagamaan dan keyakinan yang berujung
pada kekerasan, atau serangkaian konflik yang merupakan dampak
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dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) turut mewarnai
upaya penciptaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada
umumnya__konflik yang terjadi berlatar belakang politis dan
perebutan pengaruh dalam rangka menyongsong Pemilu 2009.
Namun, secara umum upaya penanganan konflik di berbagai daerah,
khususnya daerah rawan konflik justru menunjukkan kondisi yang
semakin membaik. Di Poso saat ini telah terwujud rasa keadilan,
kepastian hukum, aman, kondusif, dan terciptanya harmoni serta
pulihnya sarana sosial. Demikian juga di NAD dan Maluku, situasi
keamanan dan ketertiban masyarakat cukup stabil dan tidak ada lagi
konlfik yang berdampak serius bagi aktivitas dan perekonomian
masyarakat.

Intensitas gangguan keamanan dan keselamatan pelayaran di
alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), khususnya ALKI yang
melintasi Selat Malaka belum menunjukkan penurunan yang berarti.
Berbagai tindak kriminal seperti penyelundupan bahan bakar,
penyelundupan manusia, pembajakan kapal kargo, atau lalu lintas
pelayaran narkoba masih sering terjadi. Meskipun terdapat tiga
negara yang memiliki otoritas pengamanan dan penyelamatan
pelayaran di Selat Malaka, dunia internasional sampai saat ini masih
meragukan kemampuannya. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah
negara berpengaruh seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Jepang
yang melakukan berbagai cara untuk turut serta melakukan
pengamanan di Selat Malaka. Berkaitan dengan penegakan hukum di
laut, munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada
tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada
cooperating states untuk melakukan penegakan hukum terhadap
perompak di sekitar perairan Somalia, dapat memunculkan
kekhawatiran bagi negara-negara pantai. Hal ini disebabkan oleh
proses penetapan resolusi tersebut diawali dengan serangkaian
perdebatan yang berupaya mengubah ketentuan hukum laut
internasional, vyaitu UNCLOS tahun 1982 dan terindikasi
menyimpang jauh dari substansi pokok, untuk mengamankan
transportasi bantuan kemanusiaan PBB untuk rakyat Somalia.
Apabila hal ini sampai terwujud akan sangat merugikan negara-
negara pantai yang berpotensi kehilangan wilayah teritorial lautnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah saat ini sedang
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melakukan peninjauan sejumlah rencana kerja sama bilateral di
bidang kemaritiman.

Berdasarkan perkiraan, seluruh aktivitas ilegal di laut telah
merugikan negara sebesar USD 16 miliar setiap tahunnya. Akibat
illegal fishing negara mengalami kerugian sekitar USD 2—4 miliar
per tahunnya. Angka yang cukup fantastis ini apabila dapat
diselamatkan akan sangat membantu mengatasi krisis perekonomian
Indonesia. Untuk itu, berbagai upaya penanganan illegal logging dan
illegal fishing, telah dilakukan dan membuahkan hasil dengan
dibongkarnya sejumlah kasus pembalakan liar dan pencurian ikan,
baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dari tahun 2005 sampai
dengan semester | tahun 2008, sedikitnya terdapat 4.382 kasus illegal
logging yang berhasil diungkap. Selanjutnya, untuk illegal fishing
dalam rentang tahun yang sama, sebanyak 100 kasus berhasil
diungkap. Operasi terpadu Bakorkamla yang digelar pada tahun 2007
dan awal 2008 melalui Operasi Gurita 1—IV berhasil
menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp.471,45 miliar.
Sebuah prestasi yang masih jauh dari harapan jika dibandingkan
dengan kerugian negara akibat aktivitas legal di laut sebesar USD 16
miliar per tahun. Selain itu, penanganan illegal fishing yang
dilakukan DKP selama Januari—Juli 2008, telah berhasil meng-
adhoc 171 kapal ikan dengan jumlah kasus ditangani PPNS
sebanyak 60 kasus. Untuk peningkatkan koordinasi pengawasn,
pada tanggal 4 Februari 2008 telah ditandatangani SKB Penyidikan
Bidang Perikanan antara DKP, POLRI, dan TNI AL.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, tantangan yang
dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan
penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas
agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan
dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi
keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu,
profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus
kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah
terjadinya konflik komunal, mengamankan laut dari gangguan
keamanan dan pencurian kekayaan negara merupakan determinan
penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim
investasi di Indonesia. Pembenahan secara internal terkait dengan
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disiplin para anggota Polri yang cenderung menurun merupakan
salah satu tantangan dalam meningkatkan citra kepolisian di
masyarakat.

Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan
keamanan, Kketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah
sebagai berikut.

1. Penguatan kemampuan dan pemantapan koordinasi lembaga
pertahanan dan keamanan yaitu Polri, TNI, BIN, Lemsaneg,
BNN, dan Bakorkamla dalam rangka meningkatkan
keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.

2. Peningkatan kemampuan mencegah, menangkal, dan
menindak kejahatan transnasional terutama jaringan peredaran
gelap dan produksi narkotika, perdagangan manusia, dan
pencucian uang melalui upaya deteksi dini dan interdiksi darat,
laut maupun udara serta kerja sama antarlembaga terkait
maupun internasional.

3. Peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan lalulintas
informasi rahasia lembaga atau fasilitas vital negara baik yang
ada di dalam negeri maupun luar negeri.

4. Peningkatan pelayanan rehabilitasi korban narkotika,
sosialisasi bahaya narkoba, serta menekan aktivitas jaringan
supply dan demand narkotika.

5. Peningkatan  koordinasi dan pelaksanaan penanganan
keamanan ALKI sebagai implementasi tanggung jawab
pengamanan lalulintas pelayaran internasional.

6. Peningkatan upaya pencegahan dan penindakan kegiatan
illegal logging, illegal mining dan illegal fishing melalui
penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan sumber daya
laut dan kehutanan, pelaksanaan operasi pengamanan hutan
dan laut secara terus menerus, dan penyelesain kasus hukum
kejahatan sumber daya alam dengan hukuman yang dapat
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memberikan efek jera untuk menjaga keberlanjutan
pemanfaatan sumber daya alam.

Pembinaan toleransi keberagaman dan penghargaan pluralitas,
penegakan hukum nondiskriminatif yang dapat memancing
rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum, dan
pemeliharaan  kamtibmas melalui upaya pemolisian
masyarakat (community policing).

Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan pertengahan 2008,

hasil penting yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

1.

Pemerintah secara berkelanjutan telah mengembangkan dan
memperluas jaringan pos intelijen pada kantor perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri dan pos intelijen wilayah
provinsi, kabupaten/kota. Sebagai bagian masyarakat intelijen,
secara berkelanjutan telah dilakukan kerja sama intelijen
terpadu, baik antarintelligence community dalam negeri, kerja
sama institusi intelijen negara-negara Association of South
East Asia Nations (ASEAN), maupun dengan masyarakat
internasional berupa intelligence exchange dan mutual legal
assistance. Kerja sama intelijen tersebut di masa mendatang
diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan makin
meningkatnya tantangan keamanan nasional, regional, ataupun
global, baik berupa kejahatan yang bersifat tradisional maupun
kejahatan jenis baru.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Lembaga
Sandi Negara_(Lemsaneg) telah melakukan modernisasi dan
standardisasi peralatan sandi dengan peralatan sandi modern
(fully electronic) untuk semua Unit Teknis Persandian (UTP)
pada jajaran instansi pemerintah (Depdagri, TNI, Polri,
Kejaksaan, Bakosurtanal, dan BIN). Dalam rangka
mendukung modernisasi peralatan sandi dan perkembangan
teknologi informasi (T1), berbagai metode dan cara dilakukan
untuk mengamankan komunikasi berita rahasia, di antaranya
dengan merancang dan mengaplikasikan “fully national
algorithm” pada seluruh peralatan komunikasi yang
digunakan dalam pengolahan informasi rahasia sehingga berita
rahasia tersebut dapat terjamin kerahasiaannya. Dari rencana
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pelaksanaan program pembangunan kekuatan persandian
tahun 2005—2009 melalui gelar Jaring Komunikasi Sandi
(JKS), sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 36 % pada
institusi pemerintah dan telah mampu mengamankan
komunikasi berita yang berklasifikasi rahasia di instansi
pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri (perwakilan
RI). Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya laporan dan
penemuan tentang terjadinya kebocoran dalam pengiriman dan
penerimaan berita yang berklasifikasi rahasia.

Pemeliharaan keamanan, terutama di wilayah rawan konflik
dan pascakonflik seperti Maluku dan Poso, dalam tahun ini
cukup menggembirakan perkembangannya. Situasi di dua
daerah tersebut semakin kondusif. Walaupun terkadang masih
terjadi peristiwa kekerasan dengan menggunakan bahan
peledak, hal itu tidak sampai memicu timbulnya kembali
konflik komunal di wilayah tersebut. Berkat kesigapan aparat
dalam mendeteksi dan mengatasi gejala secara lebih awal,
didukung dengan meningkatnya toleransi masyarakat terhadap
keberagaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
keamanan, upaya adu domba SARA antarkelompok
masyarakat semakin cepat diatasi. Untuk wilayah lainnya,
secara umum situasi kamtibmas cukup baik, sekalipun di
beberapa wilayah seperti di Jakarta, beberapa kota di NTB dan
Makassar sering terjadi aksi massa yang berawal dari kegiatan
unjuk rasa yang bertindak anarkis, terkait dengan kebijakan
kenaikan BBM.

Peningkatan kemampuan Polri selain diupayakan melalui
percepatan penambahan kuantitas personel dengan sasaran
mencapai rasio mendekati ideal 1 : 500, yang diperkirakan
akan dicapai pada tahun 2009, juga ditempuh dengan upaya
peningkatan kualitas personel, baik melalui proses intake
personel Polri maupun peningkatan intensitas pendidikan dan
pelatihan, baik di dalam maupun ke luar negeri. Untuk
menunjang keberhasilan tugas operasional, pemeliharaan
keamanan, dan penanggulangan kejahatan, pelaksanaan latihan
bersama dan kerja sama operasional di lapangan juga
dilakukan dengan negara Yyang berbatasan langsung,



khususnya Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste,
Australia, dan Selandia Baru.

Pengungkapan perkara dari empat jenis kejahatan tahun 2005
sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut: (a) kejahatan
konvensional, tahun 2005 dilaporkan terjadi 161.671 kasus dan
telah diungkap 72.888 kasus (45,08%), tahun 2006 terjadi
168.685 kasus dan diselesaikan 75.487 kasus (44.75%);
sedangkan pada tahun 2007 terjadi 244.875 kasus dan
diselesaikan 114.875 kasus (46,91%), sedangkan tahun 2008
(s.d. Maret) terjadi 80.223 kasus dan diselesaikan 44.967
kasus (56,05%); (b) kejahatan transnasional tahun 2005
dilaporkan sebanyak 3.441 kasus dengan jumlah penyelesaian
3.471 kasus (100,87%) termasuk penyelesaian sisa kasus tahun
sebelumnya, tahun 2006 dilaporkan sebanyak 9.331 kasus,
diselesaikan sebanyak 8.702 kasus (93,26%); dan pada tahun
2007 tercatat 5.391 kasus dan diselesaikan 5009 kasus
(92,91%) sedangkan tahun 2008 (s.d. Maret) terjadi kasus 759
dan diselesaikan 649 kasus (85,51%); (c) kejahatan kekayaan
Negara: tahun 2005 dilaporkan sebanyak 3.049 kasus dan
telah diselesaikan sebanyak 2.335 kasus (76,58%), tahun 2006
dilaporkan 4.327 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 2.599
kasus dan diselesaikan 1.816 kasus (69,87%), sedangkan tahun
2008 (s.d. Maret) terjadi 1046 kasus dan diselesaikan 724
kasus (69,22%); dan (d) kejahatan berimplikasi kontijensi
tahun 2005 dilaporkan 147 kasus dan diselesaikan 95 kasus
(64,62%), tahun 2006 dilaporkan sebanyak 273 kasus dan
telah diselesaikan sebanyak 69 kasus (25,27%), dan pada
tahun 2007 tercatat 1.486 kasus dan diselesaikan 464 kasus
(31,22%).

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi WNI yang
berada di luar negeri dan untuk memfasilitasi penanganan
perkara yang melibatkan WNI di luar negeri, secara bertahap
telah ditempatkan perwira penghubung di bidang kepolisian
(Senior Liasion Officer/Liasion Officer — SLO) di berbagai
negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor
Leste, dan Australia. Di masa mendatang, penempatan SLO
dapat dikembangkan di negara-negara lain yang intensitas
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kejadian perkaranya cukup tinggi, terutama negara-negara
yang banyak terdapat TKI seperti Singapura, Hongkong,
Jepang, Syria, dan beberapa negara di Timur Tengah.

7. Terkait dengan penindakan kasus korupsi, pola penindakan
hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu dan dengan
penekanan kepada upaya pengembalian kerugian negara
semaksimal mungkin. Bahkan dalam upaya pengembalian
kerugian negara, pada sidang Regional Conference ICPO
INTERPOL ke-19 tanggal 19 April 2006 di Jakarta telah
disepakati bahwa korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan
transnasional yang menjadi sasaran kerja sama Interpol dan
akan ditindaklanjuti dengan pendirian Akademi Anti Korupsi
di WINA bekerja sama dengan Jakarta Center For Law
Enforcement yang berkedudukan di Akpol Semarang. Sejauh
ini pemerintah tidak pernah mengintervensi para aparat hukum
dalam menangani kasus korupsi baik dalam skala besar
maupun skala kecil. Dalam tahun 2005—2008, Polri berhasil
menangani kasus korupsi 986 perkara dengan penyelesaian
sebanyak 479 perkara. Semangat memerangi korupsi yang
terus menggelora diharapkan dapat semakin menambah
kepercayaan dunia internasional, khususnya para invenstor
kepada Indonesia. Untuk itu kerja sama interpol terus
diintensifkan baik dalam upaya pengejaran pelaku maupun
penyelamatan asset negara yang dibawa lari ke luar negeri.

8. Keberhasilan upaya penindakan kejahatan narkoba pada tahun
2005 tercatat 8.401 kasus yang melibatkan 11.315 tersangka;
tahun 2006 tercatat 16.609 kasus yang melibatkan 28.917
tersangka; tahun 2007 terdapat 5.240 kasus, dan pada tahun
2008 (Januari—Maret) terdapat 7.378 kasus (narkotika 2.456,
psikotropika 2.571, bahan berbahaya 2.351) yang melibatkan
9711 tersangka (narkotika 3.273, psikotropika 3.411, bahan
berbahaya 3.027). Upaya memutus rantai produksi narkotika
dalam periode 1998-2007 telah berhasil menemukan sebanyak
35 laboratorium gelap narkoba dalam skala kecil dan besar.
Proses hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba, mulai tahun
1999-2008 telah menjatuhkan hukuman pidana mati kepada
72 orang, 5 orang di antaranya telah dieksekusi. Untuk
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10.

mengintensifkan  penanggulangan narkoba di  seluruh
Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden
Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,
Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika
Kabupaten/Kota yang merupakan penyempurnaan keputusan
sebelumnya. Munculnya Keputusan Presiden ini diharapkan
akan mempermudah pelaksanaan organisasi di daerah
termasuk dalam hal pendanaannya. Untuk meningkatkan
pengawasan jalur masuknnya narkoba melalui bandara
internasional, secara bertahap telah dibentuk Airport
Interdiction dan Seaport Interdiction. Kerja sama internasional
untuk memerangi kejahatan narkoba yang bersifat
transnasional dengan Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika
Serikat serta Australia makin ditingkatkan, baik untuk
pendidikan dan  pengembangan  teknis  profesional
penanggulangan  kejahatan  maupun  dalam  kegiatan
operasional penanggulangan kejahatan narkoba.

Kejahatan perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk
kejahatan yang meresahkan dan menjadi perhatian masyarakat
internasional. Sejauh ini yang terjadi kebanyakan berupa
pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal ke luar negeri
sehingga menimbulkan korban anggota TKI di luar negeri.
Upaya intensif yang sudah dilakukan melalui penindakan
secara intensif mulai dari hulu (daerah pengiriman) sampai
hilir (daerah tujuan pengirimannya) disertai dengan penguatan
pos-pos pelayanan TKI di Batam ataupun di lintasan
perbatasan lainnya, cukup banyak mengungkap kasus-kasus
pengiriman TKI ilegal.

Pencegahan dan upaya mengurangi Kkerugian akibat
pembalakan hutan ditempuh dengan penyidikan dan
pelindungan hutan melalui operasi intelijen dan operasi
represif pengamanan hutan. Operasi intelijen telah
menghasilkan informasi terkait dengan modus dan pelaku
pembalakan liar, sedangkan operasi represif diupayakan untuk
menghentikan kegiatan kejahatan kehutanan. Beberapa hasil
operasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan
hukum oleh polisi. Pada tahun 2005 telah digelar operasi hutan
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11.

12.

13.

lestari dengan jumlah laporan 363 kasus, tersangka 488 orang,
dan yang telah diselesaikan sebanyak 60 kasus. Antara tahun
2006 sampai dengan tahun 2007 telah diproses 5.501 kasus
pembalakan liar dengan jumlah pelaku 5.936 orang, berikut
penyitaan berbagai macam barang bukti yang terdiri atas kayu
sebanyak: 627.456,54 m3, 903.810 batang, 5.667 lembar dan
9.163 keping; kapal sebanyak 519 unit, poton/klotok sebanyak
124 unit, alat pemotong 968 unit, dan sepeda motor 85 unit.
Pada tahun 2008 s.d Mei, terdapat 155 kasus dengan 176
tersangka dan barang bukti berupa 12.000 m3 kayu, 1.022,45
kayu olahan, 8886 kayu bulat dan 19 kapal.

Dalam rangka mendukung operasi pemberantasan pembalakan
liar dan tindak pidana kehutanan, dilakukan penguatan sarana
dan prasarana berupa pengadaan senapan laras panjang
sebanyak 200 unit, amunisi sebanyak 75.000 butir, telepon
genggam (handphone) satelit sebanyak 20 unit. Di samping itu
untuk memperkuat operasi, telah dilaksanakan perekrutan dan
pelatihan satuan tugas khusus polisi hutan (polhut) sebanyak
298 orang di 13 provinsi.

Penyusunan payung hukum pencegahan kejahatan kehutanan,
di antaranya dilakukan melalui penyelesaian penyusunan RUU
Pemberantasan Pembalakan Liar dan Penyusunan draf
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perlindungan Hutan di
Kawasan Hutan yang Dibebani Hak serta draf Peraturan
Menteri Kehutanan tentang Penanganan Barang Bukti Hasil
Kejahatan Kehutanan yang merupakan tindak lanjut
pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan.

Peningkatan kerja sama dengan negara-negara konsumen kayu
serta LSM nasional dan internasional dalam pemberantasan
pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal. Kerja sama
tersebut diwujudkan dalam forum ASEAN; forum kerja sama
Ekonomi Subregional, seperti Brunei, Indonesia, Malaysia,
Philippines East Asia Growth Area (BIMP-EAGA), Indonesia,
Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Asian Forest
Partnership (AFP), dan proyek penegakan hukum Forest Law
Enforcement, Governance and Trade (FLEGT), serta kerja
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14.

15.

sama bilateral dengan Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan,
dan Norwegia.

Dalam rangka mencegah pemanfaatan sumber daya kelautan
dan perikanan secara tidak sah, telah dilakukan penerapan
sistem monitoring, controlling, and surveilance melalui (1)
pengembangan vessel monitoring system dengan sasaran kapal
perikanan Indonesia yang berukuran lebih dari 100 GT dan
seluruh kapal perikanan asing; (2) peningkatan kapasitas pos
pengawas dan unit pelaksana teknis pengawasan di lima lokasi,
yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung, dan Tual; (3)
pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat
(siswasmas) dengan membentuk kelompok masyarakat
pengawasan; (4) kerja sama operasional pengawasan dengan
TNI AL dan Polri serta operasi pengawasan oleh kapal
pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP); (5)
persiapan pembentukan pengadilan khusus perikanan di lima
lokasi yang diresmikan pada Oktober 2006; dan (6) penataan
sistem perizinan.

Dalam rangka meningkatkan kepekaan untuk menghadapi
ancaman bahaya gempa bumi, khususnya bahaya tsunami, kini
telah dibangun sistem deteksi dini (early warning system)
terjadinya tsunami melalui pembangunan jaringan dasing (on-
line) di seluruh Indonesia. Pembangunan manajemen informasi
sistem tersebut memungkinkan penyampaian data terjadinya
gempa secara waktu nyata (real time) yang secara langsung
terhubung dengan ruangan kendali pusat krisis (crisis centre)
di Markas Besar yang juga terhubung ke seluruh Polda secara
dasing. Dengan demikian di samping dapat mendukung
kecepatan informasi peringatan terjadinya gempa, juga dapat
mendukung kendali operasional penanggulangan bencana
tsunami/gempa di lingkungan yang terkena bencana alam.
Dengan terpasangnya sistem tersebut, akan ditindaklanjuti
dengan upaya sosialisasi dan pelatihan secara berkala, agar
peralatan tersebut dapat berfungsi dan bermanfaat sewaktu-
waktu diperlukan.  Tanpa disertai upaya sosialisasi dan
pelatihan bagi warga masyarakat di lokasi yang rawan gempa,
keberadaan peralatan itu tidak akan berfungsi untuk mencegah
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terjadinya korban dan kerugian yang lebih besar manakala
terjadi gempa.

I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan
penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan
penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara;
pengembangan sistem pengamanan rahasia negara; pengembangan
sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan sarana dan
prasarana kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan
ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan
ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
serta pemantapan keamanan dalam negeri.

Dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan
penggalangan keamanan negara tindak lanjut yang diperlukan adalah
(1) pengadaan intelijen device, peralatan komunikasi, kendaraan
operasional dan penyelesaian pembangunan diklat intelijen; (2)
pengembangan  jaringan  sistem informasi intelijen;  (3)
pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen; (4)
operasi intelijen penanggulangan transnasional crime dan uang
palsu/kertas berharga; (5) peningkatan kerja sama intelijen
internasional; (6) pembangunan pos intelijen wilayah di provinsi,
kabupaten/kota; (7) pengkoordinasian badan-badan intelijen pusat
dan daerah dalam pelaksanaan operasi intelijen; (8) peningkatan
kualitas dan kuantitas pelaksanaan operasi kontra intelijen; dan (9)
pelaksanaan operasi intelijen strategis di luar.

Guna meningkatkan kemampuan pengamanan rahasia negara
secara kelembagaan jaringan, tindak lanjut yang diperlukan adalah:
(1) pembinaan dan fasilitas sistem persandian dengan membangun
secara bertahap pusat analisis sinyal komunikasi sebagai prasyarat
pelaksanaan intelijen komunikasi; (2) penelitian dan pengembangan
persandian untuk mendukung terselenggaranya penelitian dan
pengembangan lanjutan terhadap prototipe peralatan sandi nasional
sehingga nantinya dapat terwujud peralatan sandi yang menggunakan
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fully national algorithm (FNA); dan (3) peningkatan gelar peralatan
sandi dengan prioritas pada jaring mobile sandi VVIP, jaring
komunikasi sandi di sepuluh departemen dan LPND, serta jaring
komunikasi sandi pada 25 kantor perwakilan RI di luar negeri. Di
samping itu, untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
persandian (sandiman), diselenggarakan pendidikan kedinasan
persandian untuk Ahli Tingkat Il (pembentukan sandiman dan
sandiman lanjutan) dan Ahli Tingkat Il (Sekolah Tinggi Sandi
Negara). Untuk mempercepat terwujudnya Sistem Persandian
Negara agar keseluruhan Kementerian/Lembaga dapat menggunakan
persandian, pengesahan RUU Rahasia Negara dan peningkatan status
hukum Lembaga Sandi Negara setaraf undang-undang sangat
diperlukan sebagai payung hukum pelaksanaan operasional
persandian.

Dalam rangka pengembangan SDM kepolisian, tindak lanjut
yang diperlukan adalah: (1) pengembangan kekuatan personel
melalui perekrutan anggota Polri dan PNS; (2) pengembangan
kemampuan personel Polri, menuju profesionalisasi kepolisian &
peningkatan kemampuan PNS Polri yang perannya diarahkan
menjadi komplemen dalam organisasi Polri; dan (3) peningkatan
kapasitas dan pemahaman Polri mengenai konvensi-konvensi
internasional dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan serta
keadilan gender.

Pengembangan sarana dan prasarana kepolisian memerlukan
tindak lanjut berupa: (1) penataan kelembagaan Polri; (2)
pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan Polri untuk
memperpanjang usia pakai; (3) pembangunan materiil dan fasilitas
polri: (a) mengembangkan organisasi satwil operasional yang lebih
mampu mengamankan wilayah perairan dengan pengembangan
kekuatan polisi perairan; (b) pengadaan perlengkapan operasional
kepolisian berupa alat komunikasi, sarana transportasi, alat khusus
serse, alat khusus intel, perlengkapan perorangan (senpi, revolver,
borgol, tongkat), alat pengendalian massa (aldalmas); (c)
pembangunan mapolda, lanjutan pembangunan mapolres persiapan
dan mapolsek persiapan sebagai tindak lanjut dari pemekaran
wilayah, pembangunan mako polres dan polsek yang masih
menyewa, rumah dinas serta fasilitas satuan opsnal di kewilayahan,
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termasuk pembangunan fasilitas unit pelayanan perempuan dan anak
(UPPA) dan fasilitas di wilayah perbatasan; (d) meningkatkan
kuantitas dan kualitas ruang pelayanan khusus (RPK) di setiap
wilayah kepolisian; dan (e) peningkatan kualitas dan kuantitas pos-
pos keamanan dalam rangka mencegah tindak kejahatan
trannasional.

Dalam rangka pengembangan strategi keamanan dan
ketertiban, tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan (1)
pengkajian sistem keamanan: (a) pengembangan sistem dan metode
dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; dan (b)
pengkajian sistem keamanan; (2) pengkajian potensi konflik; (3)
pengondisian situasi aman dan tertib; (4) pendeteksian kegiatan
masyarakat/potensi gangguan keamanan dan ketertiban; dan (5)
peningkatan pengawasan orang asing, pengawasan senjata api dan
bahan peledak, perizinan, dan criminal record.

Upaya pemberdayaan potensi keamanan ditindaklanjuti
melalui (1) pemberdayaan Community Policing di 20 polda; (2)
pembimbingan dan penyuluhan keamanan pada wilayah permukiman
dan lokasi kegiatan perekonomian; (3) pemberdayaan pengamanan
swakarsa; dan (4) pelaksanaan operasi intelijen penanggulangan
keamanan dan ketertiban.

Pemeliharaan  keamanan dan  ketertiban  masyarakat
memerlukan tindak lanjut melalui (1) peningkatan kualitas
pelayanan hukum di bidang pencegahan tindak kriminal yang tidak
diskriminatif gender dan ramah terhadap anak; (2) pembimbingan,
pengayoman, dan perlindungan masyarakat;(3) pengaturan dan
penertiban kegiatan masyarakat atau instansi; (4) penyelamatan
masyarakat dan pemulihan keamanan termasuk penanganan
keamanan di wilayah konflik; (5) pelanjutkan upaya pemulihan
keamanan pada daerah-daerah rawan konflik guna menciptakan
masyarakat tertib hukum; (6) Pemantapan community policing dan
tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya;
dan (7) peningkatan pos wilayah perbatasan di Papua, Kalimantan,
dan NTT, serta pulau-pulau terluar berpenghuni.

Tindak lanjut kerja sama keamanan dan ketertiban dilakukan
melalui (1) kerja sama internasional baik secara bilateral maupun
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multilateral dalam pencegahan kejahatan transnasional, terutama di
wilayah perbatasan; dan (2) kerja sama keamanan lintas sektoral dan
lintas wilayah dalam rangka perbaikan mekanisme tindak kriminal
termasuk perdagangan orang, perempuan, dan anak-anak.

Tindak lanjut upaya penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana dilakukan melalui (1) penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana, antara lain meliputi kejahatan konvensional, kejahatan
transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan
yang berimplikasi kontijensi, makan dan perawatan tahanan serta
kegiatan koordinasi; dan (2) koordinasi dan pengawasan teknis
penyidikan PPNS.

Sementara itu, upaya pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan tindak
lanjut melalui (1) penegakan hukum dibidang narkoba; (2)
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang salah
satunya melalui kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba; (3)
terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; (4) penelitian
dan pengembangan informatika penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba; (5) penguatan kelembagaan anti narkoba; (6) penyelesaian
sarana dan prasarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba RS Lido;
(7) pembangunan RS Kketergantungan narkoba HIV-AIDS; (8)
intensifikasi kegiatan intelijen dan operasi pencegahan dan
penindakan PAGN; (9) penyelenggaraan pengembangan pendidikan
SDM; (10) pembangunan lembaga Pusdiklat BNN yang mampu
melaksanakan transfer of knowledge kepada seluruh jajaran institusi
dan lembaga-lembaga serta masyarakat; (11) mengembangkan pilot
project pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba dengan sebaran di wilayah rawan penyalahgunaan
narkoba;

Akhirnya, tindak lanjut yang diperlukan untuk pemantapan
keamanan adalah (1) operasi keamanan laut dan penegakan hukun di
dalam wilayah laut Indonesia; (2) pembangunan/ pengadaan/
peningkatan sarana dan prasarana; (3) peningkatan operasi
pengamanan hutan; (4) peningkatan pengamanan hutan berbasis
sumber daya masyarakat; (5) pembentukan satuan polisi kehutanan
reaksi cepat (SPORC); (6) penegakan undang-undang dan peraturan
serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor
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kehutanan; (7) penggalangan kerja sama dengan negara konsumen,
LSM nasional dan internasional; dan (8) pembentukan Pokmaswas
(kelompok masyarakat pengawas) untuk pengendalian dan
pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
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BAB 5

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
SEPARATISME

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan
kerangka utama yang mendasari pembentukan bangsa dan negara
Republik Indonesia. Upaya kelompok atau golongan masyarakat baik
di daerah Papua maupun Maluku melakukan gerakan atau
perlawanan gerakan separatisme dengan tujuan untuk memisahkan
diri dari NKRI merupakan masalah bangsa yang sampai saat ini
belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Permasalahan separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) telah berhasil diselesaikan. Hal tersebut ditandai oleh
terwujudnya pelaksanaan butir-butir kesepahaman Helsinki tahun
2005 dengan kerangka dasar NKRI sebagai mekanisme penyelesaian
persoalan. Pelaksanaan MoU tersebut, antara lain,
diimplementasikan melalui repatriasi mantan anggota GAM,
penyerahan senjata oleh GAM kepada Pemerintah RI, pengesahan
Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006
oleh DPR-RI sebagai payung dari sistem pemerintahan daerah NAD
hingga terselenggaranya pemilihan kepala daerah (pilkada) pada
tingkat kabupaten/kota serta tingkat provinsi yang berlangsung aman,
damai, dan demokratis.



Penyelesaian kasus separatisme di Papua secara simultan dan
intensif terus dilakukan dengan menitikberatkan pada upaya
peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban yang dibarengi dengan
pelaksanaan otonomi khusus yang memberikan kewenangan kepada
daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Upaya tersebut telah menunjukkan keberhasilan dengan indikator
semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Di
samping itu, secara nyata Pilkada Gubernur Papua tahun 2006 dapat
terselenggara dengan aman dan demokratis serta berhasil memilih
pimpinan daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Pada aspek
lainnya, upaya diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah
telah banyak mengubah pandangan asing menjadi sangat positif
terhadap kinerja Pemerintah Rl dalam pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan serta pendidikan masyarakat Papua.
Gerakan separatisme Maluku (RMS) yang pada pertengahan tahun
2007 melakukan insiden pengibaran bendera separatis telah diproses
sesuai dengan standar dan prosedur penanganan operasional
keamanan dalam negeri.

. Permasalahan yang Dihadapi

Konflik bersenjata antara kelompok masyarakat sipil
bersenjata dan aparat keamanan saat ini sudah mereda. Kondisi
tersebut telah mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan
kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sehingga
aktivitas masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan tenang
dan dinamis.

Di Provinsi NAD pemberlakuan UUPA Nomor 11 Tahun
2006 telah menjadi payung hukum bagi masyarakat Aceh dalam
menjalankan segala aktivitasnya dan bagi aparat pemerintah dalam
melaksanakan Kinerja sistem administrasi pemerintahannya dalam
suasana demokratis. Masih adanya perbedaan dalam penafsiran
UUPA antara masyarakat Aceh, pemerintah daerah, pemerintah
pusat, dan partai politik di NAD, khususnya menyangkut pembagian
kewenangan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembentukan
pengadilan HAM merupakan persoalan yang perlu mendapatkan
perhatian dan segera dicarikan penyelesaian. Meskipun secara
konstitusional pembentukan partai lokal di NAD diperbolehkan,
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dalam melaksanakan kegiatan politiknya partai lokal tersebut tidak
diperkenankan menciptakan visi dan misi partai yang mengarah pada
ideologi separatisme atau gerakan yang tidak sesuai dengan hukum
dan konstitusi NKRI.

Di bagian timur Indonesia, insiden Kongres Masyarakat Adat
Papua yang berlangsung pada 3 Juli 2007 merupakan permasalahan
separatisme di Provinsi Papua yang memerlukan perhatian serius
bagi upaya menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI. Otonomi
Khusus Papua yang diberlakukan pada tahun 2002 ternyata belum
mampu menghilangkan secara tuntas keinginan sekelompok
masyarakat atau  golongan  terhadap  keinginan  untuk
memperjuangkan kemerdekaan Papua. Beberapa aktivitas OPM, baik
yang secara terang-terangan melakukan perlawanan terhadap
pemerintah NKRI maupun kegiatan politik terselubung telah mampu
menarik simpati dunia internasional. Oleh karena itu, upaya
memperkuat sistem intelijen dan diplomasi luar negeri sangat
diperlukan untuk mengonter aktivitas propaganda negatif OPM di
luar negeri.

Aktivitas separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) perlu
diwaspadai. Bahaya laten yang selama ini kurang mendapatkan
perhatian sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan. Kejadian di
Kota Ambon berupa pengibaran bendera separatis oleh kelompok
penari cakalele pada acara Hari Keluarga Nasional XIV pada
tanggal 29 Juni 2007 perlu disikapi dengan serius dan selalu waspada
terhadap ancaman laten kelompok separatis.

Dalam kehidupan politik negara dan bangsa, gerakan
radikalisme yang ditempuh oleh kelompok kepentingan dapat
menjadi ancaman yang cukup serius terhadap stabilitas nasional dan
keutuhan NKRI. Gerakan tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin
merupakan radikalisme yang menjadi musuh dan ancaman
nonmiliter negara (non-military/non-traditional security threat)
bilamana pemerintah sebagai pemegang mandat penyelenggaraan
administrasi negara tidak mampu mengelola dan mendistribusikan
kewenangannya dengan tepat. Konsepsi mencegah berkembangnya
radikalisme dalam masyarakat Indonesia pada hakikatnya adalah
dengan mewaspadai secara terus-menerus fenomena sosial,
utamanya radikalisme yang mampu mengancam integritas dan
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eksistensi NKRI. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah
konkret untuk mengatasinya secara komprehensif, integral, dan
holistik dengan sasaran kebijaksanaan dan strategi yang jelas dalam
bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan.

I1.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan
dan penanggulangan separatisme adalah:

1. pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak
secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang
melanggar hak-hak masyarakat sipil;

2. peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi serta demokratisasi;

3. peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik
dan separatisme;

4. peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik
atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal
terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan
antardaerah;

5. pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal,
dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan
rasa saling percaya;

Tonggak keberhasilan penyelesaian masalah separatisme Aceh
adalah melalui kesepakatan Nota Kesepahaman antara Pemerintah
Indonesia dan Kelompok GAM yang ditandatangani di Helsinki pada
tahun 2005. Pelaksanaan kesepahaman diawali dengan pemberian
amnesti dan abolisi kepada mantan anggota GAM. Selanjutnya
Pemerintah secara intens melakukan koordinasi dengan pihak GAM
dan Aceh Monitoring Mission (AMM) untuk secara bersama
membahas segala permasalahan, baik di Commision on Security
Arrangement (CoSA) maupun aktivitas penting lainnya seperti
sosialisasi MoU.
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Pada tahun 2006 Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai
payung hukum pelaksanaan sistem pemerintahan NAD ditetapkan
dan melalui Pilkada di NAD telah berhasil dikukuhkan pimpinan
daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh. Hasil tersebut telah
memberikan andil yang cukup besar bagi pemulihan situasi dan
kondisi NAD menjadi wilayah yang aman dan kondusif.
Implementasi UUPA di bawah kepemimpinan kepala daerah hasil
pilkada sejauh ini telah berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang
berarti. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang
signifikan telah memberikan dampak positif dalam memacu
pembangunan dan kepercayaan serta kebersamaan masyarakat Aceh
sebagai anak bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.

Kasus penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal
yang antara lain berakibat pada tewasnya anggota POM Aceh Ujang
Ardiansyah pada 29 Maret 2008 dan istri Kepala Dusun di
Kabupaten Bener Meriah, Provinsi NAD pada awal Juli 2008 tengah
ditangani oleh Polri. Disinyalir beberapa kejadian tersebut
merupakan kasus kriminal biasa yang penanganannya menjadi
wewenang aparat penegak hukum melalui mekanisme standar
operasi keamanan dalam negeri.

Penyelesaian kasus separatisme di Papua secara simultan terus
dilakukan dengan intensif melalui upaya yang komprehensif. Upaya
tersebut telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dengan
indikator semakin menurunnya intensitas peristiwa konflik
bersenjata. Di samping itu, dengan kondisi sosial masyarakat Papua
dan masih adanya dukungan sebagian masyarakat di luar negeri
terhadap gerakan separatis Papua, upaya diplomasi pada tingkat
internasional terus ditingkatkan sebagai pendukung kebijakan
pemerintah dalam penyelesaian masalah Papua melalui kebijakan
otonomi khusus. Melalui pendekatan internasional, Pemerintah telah
berhasil meyakinkan kelompok GSP di Papua New Guinea (PNG)
untuk mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua. Di dalam
negeri, Pemerintah secara berkelanjutan mengadakan pendekatan
sekaligus menjadi fasilitator perdamaian antara elite Papua,
khususnya terkait dengan dampak Pilkada 2006 dan beberapa konflik
yang terjadi pada tahun 2007 di Papua. Melalui dorongan dan
sosialisasi pendidikan politik yang menumbuhkan sikap kedewasaan
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politik sehingga masyarakat menerima hasil pilkada yang telah
diselenggarakan secara demokratis.

Pemerintah melalui pembangunan bidang keamanan telah
meningkatkan Kinerja aparat keamanan guna mewujudkan situasi
yang kondusif sehingga dapat mendorong terciptanya sistem
pemerintahan yang demokratis. Di samping itu, Pendekatan
sosialisasi sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat Papua
dilakukan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan
masyarakat, seperti dampak konflik pilkada dan konflik antarsuku
yang beberapa kali terjadi. Meskipun pada realitasnya dalam
pelaksanaan pilkada di Papua masih terjadi beberapa kali gesekan
antara kelompok yang berkepentingan, secara keseluruhan proses
demokrasi telah berjalan dengan baik.

Di Maluku para pelaku peristiwa gerakan separatisme pada
tahun 2007 telah berhasil diselesaikan melalui proses hukum yang
berlaku. Penyelesaian peristiwa ini dilakukan melalui penangkapan
tokoh dan pelaku peristiwa untuk selanjutnya dilakukan penyidikan.
Pada bulan April 2008, sebanyak tiga tersangka pelaku gerakan
separatisme telah divonis oleh Pengadilan Ambon dengan hukuman
penjara 9—10 tahun. Vonis hukuman sepuluh tahun penjara
diberikan kepada Perdinan Was, mantan Kepala Desa Hatumuri,
yang terbukti menjadi dalang dengan menggelar rapat di rumahnya
bersama 33 penari cakalele yang membentangkan bendera RMS di
hadapan Presiden. Sementara itu, dua tersangka pelaku pengibaran
bendera separatis yaitu Peter Saiya dan Peter Latumahina divonis
hukuman sembilan tahun penjara.

I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Keberhasilan yang telah diperoleh dalam pencegahan dan
penanggulangan separatisme merupakan hasil kerja sama secara
keseluruhan antara aparat pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka
mengoptimalkan kebijakan yang ditetapkan, sangat diperlukan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan program Pemerintah  melalui
pengembangan  sistem  ketahanan nasional; pengembangan
penyelidikan pengamanan dan penggalangan keamanan negara;
penegakan Kkedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI;
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pemantapan keamanan dalam negeri; peningkatan komitmen
persatuan dan kesatuan nasional; peningkatan kualitas pelayanan
informasi publik guna lebih mengefektifkan upaya penyelesaian
pencegahan dan penanggulangan separatisme di Indonesia.

Upaya pengembangan ketahanan nasional perlu ditindaklanjuti
dengan (a) penyelenggaraan pengkajian kebijakan ketahanan
nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dan keselamatan
negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan kesatuan;
(b) pengembangan automasi sistem pemantapan nilai-nilai
kebangsaan (pembangunan laboratorium pengembangan ketahanan
nasional); (c) pendidikan strategis ketahanan nasional guna
meningkatkan kualitas kader pemimpin nasional.

Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan
penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara
adalah (a) pengembangan intelijen negara yang didukung intelijen
teritorial dan intelijen sektoral/fungsional agar mampu melakukan
deteksi dini terhadap gerakan separatisme dan penanggulangan
perang urat syaraf dari berbagai anasir separatisme yang sudah
memasuki berbagai aspek kehidupan (melalui counter opinion,
peperangan  informasi, dan  pengawasan  wilayah); (b)
pengoordinasian seluruh badan intelijen pusat dan daerah di seluruh
wilayah NKRI untuk mencegah dan menanggulangi separatisme; (c)
pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis,
pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini
untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

Dalam penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah
NKRI, tindak lanjut yang diperlukan adalah (a) antisipasi dan
pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan
separatisme yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, terutama
gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan
keutuhan wilayah Indonesia; (b) antisipasi dan pelaksanaan operasi
militer atau nonmiliter terhadap aksi radikalisme yang berlatar
belakang primordial etnik, ras, agama, dan ideologi di luar Pancasila,
baik yang berdiri sendiri maupun yang memiliki keterkaitan dengan
kekuatan di luar negeri; (c) pelaksanaan diplomasi untuk
memperoleh dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan
kedaulatan NKRI.
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Tindak lanjut yang diperlukan dalam pemantapan keamanan
dalam negeri adalah penggelaran kekuatan dan kemampuan aparat
sampai dengan pos-pos terdepan dengan penerapan model
pemolisian masyarakat (polmas) untuk melakukan operasi keamanan
dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di
wilayah kedaulatan NKRI.

Dalam meningkatkan komitmen persatuan dan Kkesatuan
nasional, tindak lanjut yang diperlukan adalah (a) kegiatan dan
operasi intelijen penanggulangan separatisme; (b) sosialisasi
wawasan kebangsaan; (c) pelaksanaan dan pengembangan sistem
kewaspadaan dini sosial di Papua; (d) fasilitasi koordinasi dan
komunikasi berbagai pihak dalam penanganan konflik.

Penegakan hukum serta penyelesaian pelanggaran HAM,
pelanggaran pengabaian hak dasar penduduk asli Papua, dan
perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselesaikan dengan
segera. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah yang menyentuh
akar permasalahan dan sebanyak mungkin mengakomodasi aspirasi
yang berkembang pada masyarakat Papua, meningkatkan kualitas
pelayanan informasi publik, dan tindak lanjut yang diperlukan adalah
menyosialisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui berbagai
media.
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BAB 6

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TERORISME

Pencegahan dan penanggulangan terorisme telah menunjukkan
hal yang signifikan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal itu
ditandai dengan tidak adanya lagi peristiwa peledakan besar seperti
halnya kurun waktu 2002—2005. Namun, aksi terorisme perlu tetap
diwaspadai karena sifat dan perilaku gerakannya dapat bermutasi
dengan cepat, dari aksi yang terang-terangan menjadi aksi yang
bersifat tidak terlihat, nonaktif, dan regeneratif. bahkan berkembang
biak untuk menunggu saat yang tepat untuk beraksi. Sulitnya
pencegahan dan penanggulangan terorisme disebabkan oleh
kombinasi motif perilaku yang sangat kuat secara ideologis,
kemampuan teknik serangan asimetris yang jitu mengekspoitasi titik
kelemahan sistem keamanan, organisasi yang berlapis-lapis dengan
mobilitas yang sangat tinggi, pendanaan yang relatif kecil
dibandingkan dengan dampaknya, dan tidak adanya kejelasan waktu
dan perkiraan lokasi yang dijadikan target. Keberhasilan tindakan
represif dalam meredam gerakan terorisme selama kurun waktu tiga
tahun tersebut perlu disyukuri tetapi upaya kewaspadaan,
pencegahan, serta pengungkapan jaringan yang tersembunyi tetap
perlu dilaksanakan secara intensif.



I Permasalahan yang Dihadapi

Di dunia internasional, modus-modus serangan bom oleh aktor
nonnegara masih marak akibat kerasnya pertarungan politik dalam
kerangka perang global menghadapi terorisme. Secara konstitusi,
politik luar negeri Indonesia menganut paham bebas aktif yang
berarti tidak memiliki posisi konflik terhadap kelompok mana pun,
tetapi imbas kejadian terorisme internasional kadang mencapai
wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pada Juli 2008, Kedutaan
Besar Rl (KBRI) Afghanistan di Kabul terkena dampak sampingan
ledakan bom mobil bunuh diri di Kedubes India. Akibatnya, 5
petugas keamanan KBRI tewas dan 2 diplomat luka-luka dan 60%
kaca dan pintu hancur, serta bangunan KBRI di Kabul rusak parah.
Selain dari kejadian yang bersifat dampak sampingan tersebut, hasil
penyelidikan dan penyidikan tindak terorisme besar yang pernah
terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa motif pelaku memiliki
keterkaitan langsung dengan konflik di dunia internasional atau
regional.

Masih belum tertangkapnya beberapa tokoh kunci aksi
terorisme di Indonesia, seperti Dulmatin, Umar Patek, dan Noordin
M. Top hingga semester 1 2008 membuktikan bahwa kekuatan
berbaur, militansi, mobilitas, dan adaptasi para tokoh terorisme
sangat kuat. Sisa jaringan yang melakukan aksi peledakan besar
sepanjang 2002—2006 seperti bom Bali pada tahun 2002, bom di
JW Marriot pada tahun 2003, bom di depan Kedutaan Besar
Australia pada tahun 2004, dan bom Bali Il pada tahun 2005 masih
berkembang biak di Nusantara, yaitu dengan perekrutan dan
penambahan anggota jaringan baru dalam kerangka kaderisasi
organisasi. Jaringan tersebut juga diindikasikan masih memiliki
sejumlah senjata api, amunisi, dan bahan peledak yang sangat
berbahaya.

Strategi yang lebih pasif dari jaringan terorisme, dengan
sementara tidak melakukan aksi kekerasan, diindikasikan
dilaksanakan untuk melakukan konsolidasi sebagai proses pemulihan
sebagian jaringan yang telah berhasil dilumpuhkan dan
diceraiberaikan. Proses kaderisasi berlanjut dari jaringan terorisme
juga bertujuan mentransfer dan mengembangkan ilmu-ilmu kunci
dari para tokoh kepada anggota baru. Di samping itu, terdapat
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indikasi lain bahwa jaringan terorisme yang ada sedang berusaha
bergabung dengan kelompok lama yang mengakar dan memiliki
“sel-sel tidur” cukup luas di beberapa daerah. Hal tersebut apabila
tidak diwaspadai dapat bangkit dan berkembang menjadi besar serta
berpotensi menyerang melalui pemanfaatan kelalaian pemerintah dan
masyarakat.

Jaringan tersebut secara tertutup dan sistematis juga
memanfaatkan situasi tingkat kemiskinan yang masih tinggi,
kesenjangan sosial yang semakin melebar, permasalahan demokrasi
yang belum tuntas, serta pemahaman yang sempit dan radikal
terhadap keyakinan dan ideologi sebagai media tumbuh suburnya
sel-sel organisasi terorisme di Indonesia. Ketersediaan teknologi
penting, khususnya bahan baku yang dapat dikumpulkan karena
celah pengawasan lalu lintasnya, adanya teroris yang memiliki
kemampuan ilmuwan, dan kemudahan transportasi global
memungkinkan jaringan terorisme lebih mudah menguasai,
membuat, menyebarkan, dan memulai serangannya. Kemajuan
teknologi juga sangat dimanfaatkan oleh jaringan terorisme untuk
menopang jalannya organisasi, merencanakan, dan
mengimplementasikan aksinya. Sudah menjadi modus terbuka bagi
para anggota jaringan terorisme untuk dapat saling berinteraksi tanpa
hambatan melalui jaringan internet dan komunikasi selular yang
sangat mudah diperoleh.

Sifat aksi terorisme memiliki karakteristik khusus, yaitu segi
perencanaan, persiapan, dan mobilisasi memakan waktu yang tidak
tentu dan sulit terdeteksi, tetapi aksinya akan berlangsung secara
singkat, sporadis, dan berdampak besar. Dari segi payung hukum,
institusi keamanan nasional mengalami masalah karena keberadaan
UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme belum cukup memayungi operasi pencegahan dalam
bentuk operasi intelijen dan tindakan proaktif di awal. Keberadaan
unit dan satuan pencegahan serta penanggulangan terorisme yang
tersebar di beberapa institusi juga menjadi kendala rantai koordinasi
yang belum padu di tingkat lapangan. Dapat dikatakan bahwa
institusi keamanan nasional secara kemampuan represif mempunyai
keunggulan dibandingkan dengan jaringan terorisme, tetapi sulit
untuk menjangkau pembangunan ideologi dan perkembangan
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dinamik jaringan terorisme sehingga pemberantasan akar-akar
terorisme belum sepenuhnya berhasil.

Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai
A. Langkah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencegah dan
menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2005—2008 adalah
sebagai berikut:

1. peningkatan sistem koordinasi dan kapasitas lembaga
pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme;

2. penguatan kesatuan antiteror dalam mencegah, menindak, dan
mengevakuasi aksi terorisme;

3. penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme
berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM;

4. peningkatan kegiatan dan operasi penggulangan aksi terorisme
melalui antisipasi dan penanganan serta penangkapan tokoh
utama pelaku terorisme;

5. peningkatan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan
aksi terorisme.

B.  Hasil yang Dicapai

Dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan
terorisme, Badan Intelijen Negara telah menerapkan strategi
supremasi  hukum, indiskriminasi, independensi, koordinasi,
demokrasi, dan partisipasi dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan terorisme. Melalui strategi supremasi hukum, upaya
penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Strategi indiskriminasi
yang mensyaratkan upaya pencegahan dan penanggulangan
diberlakukan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada
penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu.
Prinsip indepedensi juga dilaksanakan untuk tujuan menegakkan
ketertiban umum dan melindungi masyarakat tanpa terpengaruh
tekanan negara asing dan kelompok tertentu. Penanggulangan
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terorisme dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antara instansi
terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif dari komponen
masyarakat. Strategi demokrasi diterapkan dengan memberikan
peluang kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam
rangka meredam potensi gejolak radikalisme dan terorisme.

Upaya penggalangan melalui pendekatan kepada tokoh
masyarakat, tokoh agama moderat, dan yang cenderung radikal terus
dilaksanakan, terutama untuk membentuk pola pikir yang lebih
moderat dan pemahaman yang benar tentang keyakinan. Hasil
operasi intelijen yang telah dicapai dalam perwujudan strategi
tersebut adalah pengungkapan jaringan pelaku terorisme lanjutan,
pemutusan mata rantai dukungan dana dari dalam dan luar negeri,
dan upaya mempersempit ruang gerak jaringan terorisme.
Keberhasilan operasi intelijen dan kontraintelijen tersebut telah
berdampak positif dengan tidak adanya aksi peledakan bom
terorisme sejak semester Il tahun 2006 hingga semester | tahun 2008.

Keberadaan Densus 88 dan Satuan Tugas Khusus telah
melakukan tugas pelacakan yang intensif terhadap para tersangka
dan pengawasan aktivitas jaringan terorisme. Keberadaaan lembaga
pelatihan antiteror Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation
(JCLEC) dan Platina dengan bantuan dan kerja sama pemerintah
Australia, Amerika, Belanda, dan Jepang telah mendukung upaya
peningkatan kapasitas kelembagaan Polri dalam menanggulangi
terorisme. Upaya peningkatan kemampuan Polri tersebut telah
berperan serta pada serangkaian keberhasilan penangkapan
kelompok terorisme.

Pada bulan Juli 2008 telah berhasil ditangkap sepuluh
tersangka jaringan terorisme dan ditemukan dua puluh bom serta
bahan peledak lainnya yang menggemparkan suasana Palembang
yang relatif aman menyambut program Visit Musi 2008 dan
kesibukan pilkada gubernur pada bulan September 2008. Para teroris
tersebut telah berhasil menyembunyikan jati dirinya dan dapat
berbaur dengan warga yang selama ini terbiasa dengan peristiwa
kriminalitas dan tindak kekerasan. Seorang dari tersangka tersebut
adalah warga negara Singapura yang memang sudah lama masuk
red-notice Pemerintah Singapura dan mengaku memberi pelatihan
merakit bom kepada sembilan tersangka anggota terorisme yang
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merupakan warga Palembang. Warga negara Singapura tersebut
merupakan salah satu anak buah dari gembong terorisme Dr. Azahari
yang tewas tahun 2005 yang lalu.

Barang bukti yang berhasil disita meliputi dua puluh buah bom
pipa elektrik, satu buah Tupperware bom, satu buah senjata api jenis
revolver, lima puluh butir peluru kaliber 38 mm dan delapan belas
unit Central Processing Unit (CPU). Pada tanggal 2 Juli 2008, di
lokasi yang sama berhasil disita bahan peledak 9.1 kg, 6 dan 2 buah
kotak makanan dari plastik masing-masing berisi detonator
elektronik buatan yang siap pakai, catatan berisi petunjuk pembuatan
rangkaian peledak elektronik, 1 bungkus plastik alumunium powder,
11 plastik potassium nitrat, 1 bungkus plastik campuran carbon dan
potassium nitrat, 1 bungkus urea, 1 buah pistol rakitan, 11 peluru
rakitan, 2 buah platisin dan berbagai jenis gulungan kabel.
Rangkaian bom dan bahan peledak yang berhasil disita Polri di
Palembang tersebut memiliki daya ledak amat besar, bahkan dapat
melebihi kemampuan ledak Bom Bali Il tahun 2005. Berdasarkan
fakta yang ada, kelompok teroris Palembang tersebut memiliki
hubungan erat dengan jaringan terorisme di Semarang dan
Wonosobo, Jawa tengah pimpinan Noordin M. Top yang hingga kini
masih menjadi buronan Polri.

Keberhasilan penangkapan pelaku terorisme di Palembang
merupakan kelanjutan keberhasilan Polri dalam melakukan
penangkapan Abu Dujana dan Zarkasi pada Juni 2007 di Desa
Kebarongan, Banyumas dan tersangka aksi teror Sarwo Edi beserta
kelompoknya (delapan orang) di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada
Maret 2007. Pada pertengahan 2006 Polri telah mampu menangkap
lingkaran dalam Noordin M. Top yaitu kelompok Abdul Hadi di
Wonosobo serta pada bulan November 2005 telah berhasil
menewaskan tokoh kunci terorisme dalam pembuatan bom
Dr.Azahari Husin di daerah Batu, Malang. Terkait kasus terorisme
di Poso dan Palu, Polri telah berhasil menangkap kelompok Basti
pada tanggal 11 Januari 2007.

Pada penangkapan tersebut turut disita sejumlah senjata api
laras panjang dan pendek, ribuan amunisi, ratusan bahan peledak
potasium klorat, dan TNT, serta ratusan detonator. Upaya penyidikan
dan penyelidikan pelaku terorisme sepanjang periode 2005—2008
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yang dilaksanakan Polri telah berhasil dilakukan proses hukum dan
hasilnya 420 tersangka telah ditangkap, 260 tersangka diantaranya,
telah diadili dan divonis oleh pengadilan, 5 orang hukuman mati, 4
orang hukuman seumur hidup, 14 orang dalam proses pengadilan
dan, 13 orang masih dalam proses penyidikan. Upaya-upaya Polri
tersebut telah mereduksi aktivitas terorisme pada tingkat ketentraman
masyakat dan memulihkan nama Indonesia di dunia internasional
dalam keseriusannya memberantas terorisme.

Dalam rangka membendung keahlian jaringan terorisme dalam
memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan mengurangi
kerawanan jaringan komunikasi pemerintahan terhadap upaya
penyadapan, Lembaga Sandi Negara melaksanakan penyelenggaraan
persandian dalam rangka antiterorisme melalui gelar Jaring
Komunikasi Sandi (JKS) meliputi JKS Very Very Important Person
(VVIP), JKS Intern Instansi Pemerintah, JKS Antarinstansi
Pemerintah, dan JKS Khusus. JKS tersebut berfungsi mengolah
informasi berita rahasia untuk pihak yang berhak menerima
kandungan informasinya. Saat ini, penggelaran JKS nasional pada
tahun 2005—2008 baru tergelar sebanyak 36% pada instansi
pemerintah dan terus dimonitor, dibina, dan ditingkatkan
kemampuannya sehingga kemungkinan terjadinya penyadapan
menjadi minimal. Sampai dengan awal tahun 2008, gelar JKS
terbatas tersebut telah terbukti mampu mengamankan komunikasi
berita yang berklasifikasi rahasia di instansi pemerintahan, dengan
indikasi tidak adanya laporan dan temuan terjadinya kebocoran
dalam pengiriman dan penerimaan berita yang berklasifikasi rahasia.

Melengkapi upaya perlindungan pasif, Lembaga Sandi Negara
mulai tahun 2008 meningkatkan skala operasi analisis sinyal
komunikasi dalam rangka pengumpulan informasi keamanan
nasional. Untuk keperluan tersebut telah direvitalisasi Direktorat
Analisa Sinyal dengan tugas pokok melakukan kegiatan kriptonalisis
sinyal komunikasi melalui sumber daya manusia yang kompeten dan
perangkat keras dan lunak teknologi tinggi. Kegiatan sterilisasi dan
pemblokiran frekuensi komunikasi tertentu terus dilakukan untuk
meminimalkan upaya penyadapan dan mengamankan jalannya
koordinasi institusi keamanan nasional. Terhadap penggunaan
jaringan komunikasi biasa, Lembaga Sandi Negara melakukan
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asistensi pengamanan transmisi untuk mengamankan informasi yang
dialirkan melalui sarana transmisi Public Switched Telephone
Network (PSTN), Integrated Services Digital Network (ISDN),
internet, ataupun gelombang radio.

Keterlibatan TNI dalam pencegahan dan penanggulangan
terorisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku hanya pada kondisi atau situasi tertentu, serta atas keputusan
pimpinan negara. Namun, keberadaan dan kesiapan pasukan antiteror
serta satuan intelijen strategis TNI telah memperlihatkan keahlian
dan pengalaman dalam penanggulangan terorisme. Kemampuan
pencegahan dan penanggulangan terorisme yang mumpuni dari
satuan khusus antiteror TNI, seperti Den-Gultor Kopassus, Den-Jaka
Korps-Marinir, dan Den-Bravo Kopaskhas serta kemampuan
intelijen strategis TNI telah memberi andil dalam menciptakan efek
penggentar pada jaringan terorisme dan memberikan bantuan teknis
kepada institusi keamanan nasional lainnya. Satuan khusus tersebut
secara aktif berlatih bersama satuan anti-teror pilihan internasional
dalam rangka pengembangan kemampuan dan pertukaran
pengalaman. Tradisi satuan antiteror yang telah tercipta selama
puluhan tahun, serangkaian pengalaman, serta kemampuan sumber
daya manusia yang disegani di kawasan regional dan internasional
perlu terus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya.

I1.  Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berdasarkan evaluasi dari  Kkinerja pencegahan dan
pembangunan terorisme pada periode 2007—2008, langkah-langkah
tindak lanjut yang mendesak diperlukan adalah:

a. melanjutkan kegiatan penanggulangan dan pencegahan
terorisme, terutama secara preventif dengan didukung upaya
pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif
dalam menangani aktivitas pengungkapan jaringan terorisme;

b. meningkatkan kerja sama intelijen, baik antarinstansi yang
memiliki unit intelijen di dalam negeri maupun bekerja sama
dengan jaringan intelijen internasional melalui tukar-menukar
informasi dan bantuan lainnya;
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terus mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme,
terutama melalui  peningkatan upaya penertiban dan
pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara,
pelabuhan laut, wilayah perbatasan, termasuk pula lalu lintas
aliran dana domestik dan antarnegara;

meningkatkan upaya penertiban dan pengawasan terhadap tata
niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata
api, dan amunisi di lingkungan TNI, Polri, instansi pemerintah
lainnya, dan masyarakat.

melanjutkan upaya pengkajian mendalam bekerja sama
dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam
rangka mengidentifikasi permasalahan yang berkembang di
kalangan masyarakat dan menjadikannya target infiltrasi
jaringan terorisme;

melanjutkan upaya aktif menyelenggarakan gelar budaya,
ceramah mengenai wawasan kebangsaan, dan penyebaran
buku-buku terorisme dalam rangka mengubah persepsi negatif
masyarakat  terhadap  langkah-langkah  penggalangan
memerangi terorisme;

meningkatkan upaya pengidentifikasian secara akurat akar
permasalahan aksi terorisme di indonesia dengan melibatkan
kalangan akademisi untuk meneliti dengan metode ilmiah dan
mencarikan alternatif solusi permasalahan terorisme yang
kompleks;

melanjutkan upaya pemberdayaan seluruh potensi masyarakat
untuk mempersempit ruang gerak jaringan terorisme dalam
berkonsolidasi dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini
sosial terhadap potensi terorisme;

melanjutkan upaya pengamanan tempat keramaian umum,
sarana ibadah, dan objek lainnya yang diperkirakan rawan
terhadap aksi terorisme dengan melibatkan anggota
masyarakat;

melanjutkan upaya pembangunan bertahap pusat analisis
sinyal komunikasi sebagai prasyarat intelijen komunikasi yang
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salah satu fungsinya membantu upaya peringatan dini
perkembangan jaringan dan rencana aksi jaringan terorisme;

kK. meningkatkan gelar peralatan sandi sebagai sistem proteksi
komunikasi terhadap ancaman keamanan nasional termasuk
terorisme, terutama pada jaringan mobile sandi VVIP, jaring
komunikasi sandi di sepuluh instansi serta dua puluh lima
kantor perwakilan luar negeri;

l. meningkatkan kerja sama penanggulangan terorisme dengan
unsur TNI, khususnya untuk tugas bantuan taktis penindakan
sehingga kapasitas kemampuan yang ada dapat dimanfaatkan
secara optimal dalam kerangak prinsip penegakan hukum yang
profesional;

m.  melanjutkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan
satuan antiteror yang telah ada yaitu Detasemen Khusus 88
antiteror Markas Besar Polri, Detasemen 88 Antiteror yang
terdapat di kepolisian daerah, Detasemen 81 Kopassus,
Denjaka Korps-Marinir, dan Den Bravo Kopaskhas untuk
meningkatkan kesiapan penindakan cepat setiap peristiwa.

Kebutuhan peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang
pencegahan dan penanggulangan terorisme tersebut akan difokuskan
pada pelakanaan tiga program pokok, yaitu program pengembangan
penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara,
program pengembangan pengamanan rahasia negara, serta program
pemantapan keamanan dalam negeri.

Program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan
penggalangan keamanan negara dilaksanakan oleh Badan Intelijen
Negara dengan kegiatan pokoknya, yaitu (1) operasi intelijen dan
operasi intelijen strategis di dalam dan luar negeri; (2) peningkatan
kualitas dan kuantitas pelaksanaan operasi kontraintelijen; (3)
peningkatan operasi intelijen strategis penanggulangan kejahatan
transnasional dan uang palsu/kertas berharga; (4) peningkatan
kegiatan dan operasi penanggulangan keamanan dan ketertiban; (5)
peningkatan pencarian, penangkapan, dan pemrosesan tokoh-tokoh
kunci operasional terorisme; (6) operasi dan koordinasi dalam hal
deteksi dini untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban,
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menanggulangi  kriminalitas, mencegah dan menanggulangi
terorisme; (7) peningkatan kerja sama bilateral dalam rangka
pengungkapan jaringan terorisme internasional; dan kerja sama
kawasan dan regional dalam penanggulangan dan pencegahan aksi
terorisme; (8) pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan
strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen;  (9)
peningkatan sarana dan prasarana intelijen pusat dan daerah; (10)
pengadaan peralatan intelijen; dan (11) pengembangan sistem
informasi intelijen (SII), pengadaan intelligence device, peralatan
komunikasi, kendaraan operasional, dan pembangunan jaringan
komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus
informasi intelijen secara cepat, tepat, dan aman.

Program pengembangan pengamanan rahasia negara dalam
rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme akan dilaksanakan
oleh Lembaga Sandi Negara dengan kegiatan pokoknya, yaitu (1)
peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan ahli sandi
untuk mendukung operasi kontraterorisme; (2) pembangunan tahap |
jaringan analisis sinyal komunikasi; (3) Penyelenggaraan
kontrapenyadapan di kantor Kedutaan Besar RI.

Program penanggulangan terorisme yang diselenggarakan
secara multilembaga adalah program pemantapan keamanan dalam
negeri melalui kegiatan pokoknya, yaitu (1) peningkatan
kelembagaan badan koordinasi penanggulangan terorisme; (2)
komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat;
(3) peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan
keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme; (4)
restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan
terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur
pelaksanaan latihan bersama; (5) peningkatan pengamanan terbuka
terhadap simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan
terjadinya aksi teror dan memberikan rasa aman bagi kehidupan
bernegara dan berbangsa; (6) peningkatan pengamanan tertutup
terhadap area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini
dan pencegahan langsung di lapangan; (7) sosialisasi kepada
masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme; (8) komunikasi dan
dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif
dalam rangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya
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potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan
delegitimasi motif teror; (9) peningkatan kerja sama regional di
antara negara-negara ASEAN dalam upaya menangkal dan
menanggulangi aksi terorisme; (10) penanganan terorisme secara
multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional
dan senjata pemusnah massal; (11) penangkapan dan pemrosesan
secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme; (12)
pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran aset kelompok teroris;
(13) peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi
darat, laut, dan udara; (14) peningkatan pengawasan produksi dan
peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian
perlucutan senjata global.

06 -12



BAB 7

PENINGKATAN KEMAMPUAN
PERTAHANAN NEGARA

Pembangunan  pertahanan negara merupakan upaya
menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga keselamatan segenap
bangsa dari ancaman militer dan non militer. Dengan mengacu pada
RPJMN 2004—2009, kebijakan pembangunan pertahanan negara
mengarah kepada peningkatan profesionalisme Tentara Nasional
Indonesia (TNI) melalui pemeliharaan alat utama sistem senjata
(alutsista), penggantian dan pengembangan alutsista yang sudah
tidak layak pakai, pengembangan secara bertahap dukungan
pertahanan, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta peningkatan
peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan
alutsista TNI.

Untuk mencapai pembentukan kekuatan pokok minimum
(minimun  essential force), pemenuhan kebutuhan alutsista
Dephan/TNI diupayakan sejalan dengan komitmen pemerintah dalam
rangka meningkatkan kemampuan industri strategis nasional dengan
memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan industri pertahanan
nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista Dephan/TNI. Langkah
tersebut juga merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan
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alutsista Dephan/TNI terhadap produksi industri militer luar negeri
yang rawan terhadap embargo.

Sampai saat ini, kemampuan pertahanan negara telah
mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan proksi indikator
meningkatnya kesiapan alutsista dan terselenggaranya latihan
gabungan TNI sesuai dengan rencana. Namun, secara keseluruhan,
pembangunan pertahanan negara baru menghasilkan postur
pertahanan negara dengan kekuatan yang masih terbatas di bawah
standar tingkat kemampuan penangkalan bila dihadapkan dengan
tugas, jumlah penduduk, dan luas wilayah beserta kekayaan yang
terkandung di dalamnya yang harus dijaga integritas dan keutuhan
wilayah yuridiksinya. Permasalahan yang dihadapi, langkah
kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang
diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan adalah
sebagai berikut.

l. Permasalahan yang Dihadapi

Masalah yang dihadapi adalah masih kurang memadainya
kuantitas dan kualitas alutsista, sarana, dan prasana TNI dalam
mencapai minimum essential force. Kondisi alutsista TNI sebagian
besar usia pakainya antara 25 sampai dengan 40 tahun yang
masih terus dipelihara dan diperbaiki agar siap dioperasionalkan.
Kondisi alutsista tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan
kemampuan negara dalam menyediakan anggaran pertahanan dan
keamanan.

Kemampuan anggaran pertahanan saat ini masih berada di
bawah 1% dari produk domestik bruto (PDB) atau 3,32% terhadap
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jika dibandingkan
dengan negara tetangga, anggaran pertahanan Indonesia berada di
bawah negara-negara di Asia Tenggara yang pada umumnya
memiliki anggaran pertahanan di atas 2% dari PDB. Kemampuan
anggaran pertahanan tersebut baru dapat memenuhi 32,2%
kebutuhan Dephan/TNI.

Untuk mempertimbangkan keterbatasan kemampuan negara
dalam menyediakan anggaran pertahanan dan keamanan pemerintah,
serta dalam rangka mengurangi porsi pinjaman luar negeri dalam
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pembangunan nasional, pemerintah berupaya mengoptimalkan
pemanfaatan sumber pendanaan melalui pinjaman perbankan dalam
negeri. Dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, langkah tersebut
diupayakan melalui pengalihan sebagian pinjaman luar negeri
menjadi pinjaman dalam negeri terutama terhadap penyediaan
alutsista yang selama ini dibiayai dengan menggunakan fasilitas
kredit ekspor. Namun, kebijakan tersebut belum dapat berjalan
dengan baik karena belum ditetapkannya peraturan perundang-
undangan yang mengatur tata cara pinjaman dalam negeri sehingga
penggunaan pinjaman luar negeri dalam memenuhi kebutuhan
alutsista TNI belum dapat dielakkan.

Komitmen Pemerintah dalam pemanfaatan produk industri
pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI juga
belum dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terkait dengan
keterbatasan kemampuan dan kapasitas industri pertahanan nasional
dalam memproduksi alutsista TNI, keterbatasan penguasaan
teknologi  militer Indonesia, serta belum optimalnya upaya
menyinergikan industri pertahanan nasional. Di samping itu, untuk
mencapai kemandirian industri dan teknologi militer bagi pertahanan
negara dibutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang dan harus
dilaksanakan secara berkelanjutan.

Penanganan permasalahan di daerah perbatasan dan pulau-
pulau terluar, serta penanganan permasalahan maritim yang
mencakup keamanan di laut belum dapat dilaksanakan secara
optimal. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh belum memadainya
kondisi dan jumlah alutsista, sarana dan prasarana pertahanan di pos-
pos perbatasan, serta  belum kuatnya perangkat hukum dan
keterbatasan diplomasi militer.

Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Komponen pertahanan terdiri atas komponen utama (TNI),
komponen cadangan, dan komponen pendukung. Pembangunan
kemampuan komponen pertahanan diprioritaskan pada pembangunan
komponen utama, sedangkan penyiapan komponen cadangan dan
komponen pendukung dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan
kemampuan sumber daya yang tersedia.
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Pembangunan komponen utama TNI didasarkan pada konsep
pertahanan berbasis kemampuan anggaran (capability-based
defence) dengan tetap mempertimbangkan ancaman yang dihadapi
serta  kecenderungan perkembangan lingkungan  strategik.
Peningkatan kemampuan alutsista TNI diarahkan pada pembentukan
minimum essential force yaitu melalui pemeliharaan alutsista,
repowering/retrofiting terhadap alutsista yang secara ekonomis
masih dapat dipertahankan dan pengadaan alutsista baru. Adapun
penambahan alutsista baru didasarkan pada kebutuhan yang
mendesak dan diperlukan untuk menggantikan alutsista yang sudah
tidak layak pakai.

Jika mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah
terkait dengan tantangan dan ancaman yang dihadapi, secara trimatra
terpadu pembangunan TNI Angkatan Darat diarahkan pada
tercapainya pemantapan kekuatan, sedangkan pembangunan TNI
Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara diarahkan pada
mordernisasi dan pengembangan.

Dalam rangka profesionalitas personel, ditempuh peningkatan
kuantitas dan kualitas personel TNI secara berkesinambungan
melalui werving program militer sukarela dan prajurit karier dari
masyarakat yang berpendidikan D-3, S-1, dan S-3, serta
penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Di samping itu,
diupayakan secara bertahap pemenuhan kebutuhan dasar prajurit
melalui peningkatan uang lauk pauk (ULP) untuk memenuhi
kebutuhan standar kalori/prajurit/hari, yaitu 3.600 kalori/prajurit/hari.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan
kemampuan industri strategis nasional, pemenuhan kebutuhan
alutsista Dephan/TNI dilaksanakan dengan memanfaatkan sebesar-
besarnya kemampuan industri pertahanan nasional. Langkah tersebut
juga merupakan upaya untuk mengatasi ketergantungan alutsista TNI
yang selama ini dipasok dari luar negeri yang rawan terhadap
embargo. Sumber anggaran yang digunakan, selain rupiah murni
yang disiapkan dalam APBN, juga seoptimal mungkin melibatkan
dukungan dari perbankan di dalam negeri.

Untuk mendukung pemberdayaan industri pertahanan
nasional, saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan mengenai
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skema pembiayaan dalam negeri. Apabila pada tahun ini peraturan
tersebut sudah dapat ditetapkan, diharapkan mulai tahun 2009 skema
pinjaman dalam negeri tersebut dapat berlaku efektif. Selain itu,
Pemerintah juga sedang merumuskan rencana jalan keluar (road
map) industri pertahanan nasional untuk mewujudkan kemandirian
alutsista TNI.

Dalam hal kemandirian industri pertahanan nasional,
dilakukan peningkatan pengembangan riset dan teknologi industri
militer secara terpadu di antara badan usaha milik negara industri
strategis (BUMNIS), lembaga pemerintah dan nonpemerintah, serta
membangun kerja sama industri strategis dengan negara sahabat.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam meningkatkan
kemampuan pertahanan adalah sebagai berikut:

a. penajaman dan sinkronisasi kebijakan pertahanan, strategi
pertahanan, penguatan koordinasi dan kerja sama di antara
kelembagaan pertahanan;

b. peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI mencakup
dimensi alutsista, materiil, personel, serta sarana dan
prasarana;

C. peningkatkan penggunaan alutsista produksi dalam negeri
sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan
industri pertahanan nasional,

d. peningkatan kesejahteraan anggota TNI;

e. pengoptimalan anggaran pertahanan dalam upaya mencapai
minimum essential force;

f. peningkatan pemasyarakatan pembinaan kesadaran bela
negara secara formal dan informal.

Hasil yang dicapai dalam kurun waktu 2005 sampai dengan
pertengahan tahun 2008 adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2005 telah tersusun Rencana Strategi Pertahanan
2005-2009, kebijakan umum dan Kkebijakan penyelenggaraan
pertahanan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 34
Tahun 2004, telah disusun Rancangan Perpres Susunan Organisasi
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TNI dalam membangun sistem dan metode pengembangan TNI serta
validasi organisasi satuan. Selain itu, dalam rangka menyiapkan
pedoman pelaksanaan tugas pokok TNI, (1) telah disahkan Doktrin
TNI yaitu Tri Dharma Eka Karma (Tridek) dan disempurnakan
Doktrin Angkatan Darat (Kartika Eka Paksi), Doktrin Angkatan Laut
(Eka Sasana Jaya), dan Doktrin Angkatan Udara (Swa Buwana
Paksa), (2) telah tersusun Perpres No. 7/2008 tentang Kebijakan
Umum Pertahanan pada tanggal 26 Januari 2008, Peraturan
Menteri Pertahanan (Permenhan) No. Per/22/M/X11/2007 tanggal
28 Desember 2007 tentang Strategi Pertahanan Negara, Permenhan
No. Per/23/M/XI11/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang
Doktrin Pertahanan Negara, Permenhan No. Per/03/M/I1/2008
tanggal 18 Februari 2008 tentang Strategic Defence Review (SDR)
dan Postur Pertahanan Negara. (3) telah tersusun konsep rancangan
undang-undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara
(KCPN), naskah akademik RUU Komponen Pendukung
Pertahanan Negara (KPPN), dan naskah  RUU Pendidikan
Kewarganegaraan.

Meningkatnya kemampuan pertahanan negara ditunjukkan
dengan  semakin  meningkatnya kesiapan  alutsista, dan
terselenggaranya latihan gabungan TNI sesuai dengan rencana.
Namun, secara keseluruhan pembangunan pertahanan negara baru
menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih
di bawah standar tingkat kemampuan penangkalan. Pemantapan
kekuatan TNI dilakukan melalui pengembangan kekuatan terpusat,
kewilayahan, satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan
pendukung, dan pelaksanaan latihan perseorangan hingga latihan
gabungan TNI guna meningkatkan profesionalisme personel TNI.
Saat ini kekuatan personel TNI berjumlah 379.391 prajurit, yang
terdiri atas 281.556 prajurit TNI AD, 68.767 prajurit TNI AL dan
29.068 prajurit TNI AU.

Terpeliharanya kesiapan alutsista TNI ditempuh
melalui efisiensi penggunaan anggaran dan meningkatkan kemandirian
dengan memanfaatkan produksi dalam negeri. Secara umum tingkat
kesiapan kekuatan matra darat sampai dengan pertengahan tahun
2008 rata-rata mencapai 68.85%, yang meliputi 1.261 unit berbagai
jenis kendaraan tempur (ranpur) dengan tingkat kesiapan 63,36%,
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537.198 pucuk senjata infanteri berbagai jenis dengan tingkat
kesiapan 72,86%, 983 pucuk senjata artileri berbagai jenis dengan
tingkat kesiapan 74,97%, 59.842 unit kendaraan bermotor (ranmor)
berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 87,17%, 61 unit pesawat
terbang berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 45,90%.

Peningkatan kekuatan TNI AL diprioritaskan untuk kesiapan
operasional kapal tempur dan kapal angkut, pesawat terbang dan
ranpur Marinir yang diintegrasikan ke dalam Sistem Senjata Armada
Terpadu (SSAT). Sampai saat ini, kekuatan matra laut mencapai
tingkat kesiapan rata-rata 46,27%, yang meliputi 143 unit kapal perang
(KRI) dengan tingkat kesiapan 61,53%, 312 unit Kapal Angkatan Laut
(KAL) dengan tingkat kesiapan 24,35%, 410 unit kendaraan tempur
Marinir berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 38.29%, dan 64
unit pesawat terbang dengan tingkat kesiapan 60,93 %.

Adapun kekuatan alutsista TNl AU tertumpu pada pesawat
tempur, pesawat angkut, helikopter, pesawat jenis lainnya, dan
peralatan radar dan rudal. Kekuatan matra udara saat ini mencapai
tingkat kesiapan rata-rata 78,93%, yang meliputi 233 unit pesawat
terbang dari berbagai jenis dengan tingkat kesiapan 55,79%, 16 unit
peralatan radar dengan tingkat kesiapan 81%, dan 26 set rudal jarak
pendek dengan tingkat kesiapan 100%.

Peningkatan kesejahteraan personel terus diupayakan sejak
tahun 2005 sampai sekarang. Salah satu diantaranya peningkatan
kesejahteraan prajurit berupa kenaikan ULP rutin prajurit dari
Rp.17.500,00 per hari menjadi Rp.25.000,00 ribu per hari pada tahun
2005 hingga mencapai Rp.30.000,00 per hari pada awal tahun 2007
dan Rp.35.000,00 per hari pada awal tahun 2008, sedangkan bagi
pegawai negeri sipil di lingkungan Dephan dan TNI, juga uang
makan telah dinaikkan dari Rp.10.000,00 menjadi Rp.15.000,00
mulai tahun anggaran 2008. Dengan adanya berbagai perbaikan
kesejahteraan prajurit TNl dan PNS tersebut, hendaknya dapat
diimbangi dengan meningkatkan disiplin dan motivasi kerja personel
TNI.

Terlaksananya pemberian Dana Kehormatan Veteran RI kepada
anggota Veteran RI tertuang di dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2008
tentang Dana Kehormatan Veteran RI terhitung tanggal 1 Januari 2008.
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Dalam upaya peningkatan jaminan keluarga prajurit dilakukan
pengadaan sembako, program usaha simpan pinjam, peningkatan
pengetahuan bidang perkoperasian, dan peningkatan program yang
sudah berjalan selama ini dengan pemberian santunan kepada
personel oleh ASABRI, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan
program Kkredit perumahan rakyat (KPR), pemberian santunan risiko
kematian khusus (SRKK), dan pemberian bantuan pendidikan
keterampilan bagi personel TNI yang akan memasuki masa pensiun
dan keluarga prajurit yang tidak mampu.

Dari tahun 2005 sampai saat ini, upaya restrukturisasi bisnis
TNI terus dilakukan sebagai tindak lanjut mengemban amanat UU
No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya
Pasal 76 yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu lima tahun
sejak Dberlakunya undang-undang tersebut, Pemerintah harus
mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola
oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya yang
dilakukan dimulai dari tahapan inventarisasi secara cermat dan
bertanggung jawab oleh Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB)
TNI, yang selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2008 diganti menjadi Tim Nasional (Timnas) Pengalihan Aktivitas
Bisnis TNI.

Telah dilakukan kegiatan pengkajian, persiapan pembentukan,
dan pembentukan satuan baru dalam upaya pengembangan
organisasi atau gelar satuan TNl AD yang meliputi: Brigif (Brigade
Infanteri), Yonif (Batalyon Infanteri), Yonkav (Batalyon Kavelari),
Yonarmed (Batalyon Artileri Medan), Yonarhanud (Batalyon
Pertahanan Angkatan Udara), Yonzipur (Batalyon Zeni Tempur),
Denkav (Detasemen Kavaleri), Denzipur (Detasemen Zeni Tempur),
Denarhanud (Detasemen Pertahanan Udara), Korem (Komando
Resor Militer), Kodim (Komando Distrik Militer), Koramil
(Komando Rayon Militer), Rindam (Resimen Induk Komando
Daerah Militer), Disjasad, Sekolah Raider, dan Satpenerbad (Satuan
Penerbangan TNI AD).

Terselenggaranya pemantapan organisasi Kotama (Komando
Utama)/Balakpus (Badan Pelaksana Pusat) TNI AD meliputi:
Mapussenif (Markas Pusat %jataan Infanteri), Mapusintelad (Markas
Pusat Intelijen AD), Mapuspom (Markas Pusat Kepolisian Militer),
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Mapuspenerbad (Markas Pusat Penerbangan TNI AD), Madithubad
(Markas Direktorat Hukum AD), Maditziad (Markas Direktorat Zeni
TNI AD), Maditpalad (Markas Direktorat Peralatan TNI AD),
Maditbekangad (Markas Direktorat Pembekalan dan Angkutan TNI
AD), Maditkesad (Markas Direktorat Kesehatan TNI AD),
Maditajenad (Markas Direktorat Ajudan Jenderal TNI AD),
Maditkumad (Markas Direktorat Hukum TNI AD), Madittopad
(Markas Direktorat Topografi TNI AD), Maditkuad (Markas Dinas
Kekuatan TNI AD), Madispenad (Markas Dinas Penerangan TNI
AD), Madisbintalad (Markas Dinas Pembinaan Mental dan Sejarah
TNI AD), Madispsiad (Markas Dinas Psikologi TNI AD),
Madisinfolahtad (Markas Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI
AD) dan Madislitbangad (Markas Dinas Penelitian dan
Pengembangan TNI AD).

Dalam pengembangan sarana, prasana, dan fasilitas TNI
dilakukan  pembangunan/renovasi asrama dan  perumahan
dinas/perumahan prajurit, asrama/barak prajurit, gedung perkantoran,
pangkalan, dan fasilitas pemeliharaan sesuai dengan kemampuan
alokasi anggaran yang telah ditetapkan bagi TNI.

Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara TNI, Polri, dan
instansi terkait lainnya dilakukan untuk mencegah, menangkal, dan
menindak segala bentuk ancaman laut/udara yang dapat mengganggu
kedaulatan negara dan berbagai pelanggaran lintas udara, lintas laut,
perompakan, penyelundupan, pencurian ikan (illegal fishing),
pembalakan liar (illegal logging), pencurian tambang (illegal
mining), serta pencemaran laut di jalur alur laut Kepulauan Indonesia
(ALKI).

Terkait dengan pengamanan di daerah perbatasan, saat ini
telah dibangun pos-pos pengamanan perbatasan dan tergelarnya
pasukan TNI, baik di pos-pos perbatasan maupun di dua belas pulau
kecil terluar, yaitu Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sekatung,
Pulau Nipah, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau
Dana (Rote), Pulau Batek, Pulau Fani, Pulau Brass, dan Pulau
Fanildo untuk menjamin kedaulatan negara atas teritori Indonesia.
Untuk meningkatkan upaya pengamanan tersebut, telah dibangun pos
pulau terluar di Pulau Berhala, Pulau Nipah, Pulau Laut, Pulau
Enggano, Pulau Karimata, Pulau Serutu, Pulau Maratua, Pulau
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Derawan, Pulau Sebatik, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau
Marampit, Pulau Batek, Pulau Mangudu, Pulau Dana (Kepulauan
Rote), Pulau Dana (Kepulauan Sabu), Pulau Lirang, Pulau Wetar,
Pulau Kisar, Pulau Marotai, Pulau Pani Pulau Brasi, Pulau Rondo,
Pulau Nasi, Pulau Bengkaru, dan Pulau Haloban. Pembangunan yang
dilakukan, di antaranya terdiri atas barak, pos jaga, menara tinjau,
dapur/gudang BMP, KM/WC dan cuci, instalasi dan penyediaan air
bersih, listrik, serta fasilitas Hellypad dan dermaga sederhana.

Dalam pengamanan batas wilayah juga dilakukan operasi
pengamanan batas wilayah laut RI-RDTL-Australia, RI-Pilipina, RI-
Singapura, RI-Malaysia, dan operasi patroli terkoordinasi (patkor) di
wilayah perbatasan laut negara yaitu, Patkor Indonesia-Singapura,
Malaysia-Indonesia (Malindo), India-Indonesia, MSSP dan Optima.
Di samping itu, terlaksananya pemotretan udara melalui foto udara
vertikal terhadap 42 pulau kecil terluar yang berada di wilayah
NKRI. Dan dilaksanakan pula operasi patroli udara maritim (patmar)
di seluruh wilayah udara nasional, dilaksanakan operasi pertahanan
udara terkoordinasi Malindo di wilayah udara perbatasan RI-
Malaysia, serta patroli pengamatan udara terkoordinasi Eye in the
Sky (EIS) antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura di wilayah
udara Selat Malaka.

Beberapa bentuk kerja sama dengan negara tetangga wilayah
perbatasan yang telah dilakukan di antaranya RI-RDTL, RI-
Australia, RI-Pilipina, RI-Singapura, RI-Malaysia, RIl-India, RI-
Thailand, RI-PNG. Sementara itu, dalam rangka turut serta
pemeliharaan perdamaian dunia dilakukan pengiriman pasukan TNI
pada misi PBB melalui Kontingen Garuda (Konga) XX-D/MONUC
di Kongo sebanyak 175 orang Garuda, dan Military Observer yang
meliputi Konga XV/UNOMIG di Georgia sebanyak 4 orang, Konga
XX/MONUC di Kongo Sebanyak 15 orang, Konga XXII/UNMIS di
Sudan sebanyak 10 orang, Konga XXIV/UMN di Nepal sebanyak 6
orang, dan Konga XXII1-A/UNIFIL di Libanon sebanyak 857 orang.

Dalam bidang pertahanan, TNl AD telah melakukan kerja
sama dengan negara-negara sahabat khususnya pada latihan dan
operasi bersama di antaranya adalah (a) kerja sama TNI AD dengan
negara Singapura melalui kegiatan rapat Joint Army Training
Working Group (JATWG), program kunjungan dan pertukaran
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personel TNI AD dan SAF, program latihan bersama Chandrapura-
XIV/2007, Safkar Indopura-19/2007, Army Interaction Games; (b)
kerja sama dengan negara Malaysia melalui latihan bersama Kekar
Malindo-32AB/07, program pertukaran personal dari Yonif-643/WS
Dam VI/Tpr ke AD Malaysia, dan program kunjungan perwira
senior, kerja sama dengan negara Thailand dalam kegiatan Latma
Tiger X1/2007; (c) kerja sama dengan negara Brunei, melalui Latma
Gultor, program pertukaran personel, program kunjungan perwira
senior TNI AD-TDDB; (d) kerja sama dengan negara Filipina
melalui Latma Gultor, program kunjungan perwira senior dan
pertukaran personel TNI AD-PA (Philippines Army); (e) kerja sama
dengan negara Australia melalui program kunjungan, pertukaran
personel (Kartikaburra Exchange), pelatihan Night Komodo, Junior
Officer Close Country Instructional Techniques (JOCCIT), dan
Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) 2007, The Land
Warfare Conference 2007, The Safety Conference, PACC/PAMS
2007, pelatihan Small Arms Coaching bagi personel TNI; (f) kerja
sama dengan negara Korea Selatan melalui kegiatan program
kunjungan perwira senior dan program pertukaran personel; (g) kerja
sama dengan Angkatan Darat India melalui pelatihan Counter
Insurgency, Counter Terrorism, dan Jungle Warfare di India pada
tanggal 27 s.d. 31 Januari 2007; serta (h) kerja sama dengan negara
Amerika Serikat dalam wadah USIBDD (United State Indonesia
Bilateral Defence Discussion) yang merupakan program kerja sama
bidang pelatihan dalam program kerja Mabes TNI TA 2007.

Kerja sama TNI AL dengan Singapura diwujudkan melalui
pelatihan dan patroli terkoordinasi di wilayah Selat Singapura
(Patkor Indosin-2008). Kerja sama Indonesia-Malaysia dalam bentuk
latihan dan patroli terkoordinasi antara kedua Angkatan Laut (Patkor
dan Latma Malindo-2008) di wilayah Selat Malaka. Adapun kerja
sama dalam bidang keamanan laut dilakukan dengan menggelar
operasi laut bersama Trilateral Coordinate Patrol Malsindo-2008
(Malaysia-Singapura-Indonesia) di Selat Malaka dan Singapura.
Kerja sama Indonesia-Filipina diwujudkan dalam bentuk pelatihan
dan patroli terkoordinasi di wilayah Laut Sulawesi (Patkor Filindo-
2008). Kerja sama Indonesia-Thailand dilakukan melalui kerja sama
penanganan lintas batas gerakan separatisme. Kerja sama Indonesia-
India dilakukan dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Indindo-
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2008). Di samping itu, juga dilakukan kerja sama dengan negara
Amerika Serikat, Eropa, Australia, Cina, dan Rusia, serta penyiapan
pasukan Peace Keeping Operation yang setiap saat siap untuk
digerakkan. Kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam
WPNS (West Pacific Naval Symphosium) ditempuh dengan
melaksanakan pelatihan penyelaman dan penyapuan ranjau
(MCMEX and DIVEX-2008).

Kerja sama militer dan pembinaan hubungan internasional
dengan negara-negara sahabat meningkat, khususnya pada pelatihan
dan operasi, serta pembinaan hubungan internasional dalam rangka
Confidence Building Measure (CBM), antara lain Latma Elang
Thainesia XIV di Thailand, Latma Camar Indopura di Pontianak dan
di Ranai, Latma Elang Brunesia 1\VV/07 di Indonesia, AMX Albatros
Ausindo di Australia, AMX Elang Ausindo di Australia, Dissimilar
Air Combat Exercise dengan Amerika Serikat, serta Pacific Air Rally
di Indonesia.

Sejak tahun 2006 Pemerintah telah berkomitmen untuk
meningkatkan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi
kebutuhan alutsista TNI. Namun, upaya tersebut belum dapat
dilaksanakan terkait dengan belum ditetapkannya peraturan
perundang-undangan yang mengatur kebijakan pinjaman pemerintah
yang bersumber dari dalam negeri melalui pengalihan sebagian
pinjaman luar negeri berupa kredit ekspor ke pinjaman dalam negeri.
Apabila peraturan tersebut sudah ditetapkan, ke depan diharapkan
pemanfaatan industri pertahanan nasional semakin mengambil peran
dalam pemenuhan alutsista TNI.

Meningkatnya pemberdayaan industri strategis dalam negeri
yang ditunjukkan pula dengan rencana pengadaan 150 panser produksi
PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI direncanakan
selesai pada tahun 2009. Demikian pula, pengadaan alutisista TNI
produksi PT PAL, PT DI, PT LEN, dan PT Dahana di antaranya kapal
patroli, helikopter, senapan ringan dan munisi Kkaliber kecil
meningkat. Selain itu, diselenggarakannya Indo Defence Expo dan
Round Table Discussion, program korvet nasional, pembuatan prototipe
Rantis, rompi tahan peluru dan Hovercraft, serta penelitian dan
pengembangan pertahanan bekerja sama dengan pelaku industri
strategis dalam negeri, perguruan tinggi, dan lembaga terkait lainnya.

07-12



Terlaksananya Kkegiatan penelitian, pengujian, dan
pengembangan (Litjianbang), serta pembuatan prototipe
dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri pertahanan,
adalah sebagai berikut:

a. Pembuatan prototipe payung udara orang (PUO), alkom
spread spectrum, hovercraft, landing craft rubber (LCR),
combat system PC-40, SKS Tracking Optic, rudal (Surface to
Surface, Ground to Ground dan Ground to Air), roket 70 mm
dan 80 mm, Unman Aerial Vehicle (UAV), angkut personel
sedang (APS), panser APS, senjata SS-2, adapun gyro digital
telah memenuhi persyaratan dan siap digunakan oleh TNI.

b. Litjianbang desain Hovercraft versi militer, prototipe
ranpur pengangkut personel (RPP) Monocoque System, Serat
Rami untuk campuran bahan kaporlap, konsepsi
peningkatan semangat bela negara dan membangun kerja
sama Litbang Pertahanan.

C. Pembuatan prototipe badan atas dan bawah Hovercraft versi
militer untuk 20 personel, pembuatan desain Rotary Wing
Tanpa Awak (RWTA) untuk pemantauan udara.
pengembangan mikrohidro sebagai sumber energi listrik
dan konsepsi pengembangan strategi pertahanan dan
kekuatan pertahanan serta strategi pengembangan logistik
wilayah.

d. Dalam dua tahun ke depan diharapkan sudah dapat dibuat
rancang desain pengembangan korvet nasional, sebelum
memasuki tahap produksi pada RPJM 2010—2014.

Dalam rangka pendayagunaan potensi pertahanan, Pemerintah
terus berusaha melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kesadaran
bela negara secara bertahap dan berkesinambungan dilaksanakan
bersama dengan TNI dan masyarakat. Bersamaan dengan itu, dalam
rangka menyiapkan payung hukum untuk mengatur pelibatan dan
peran serta masyarakat dalam bidang pertahanan negara, telah
disusun dan disosialisasikan naskah akademik RUU Komponen
Cadangan dan RUU terkait lainnya.
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TNI bersama dengan instansi terkait juga bahu-membahu
dengan masyarakat melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun
Desa (TMMD) yang dilaksanakan tiap tahun. Selain itu, dalam
pelaksanaan operasi militer selain perang, TNI telah menunjukkan
peran yang sangat proaktif dalam penanggulangan bencana alam,
terutama pada tahap tanggap darurat, di antaranya pada
penanggulangan akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias tahun
2004, membantu mengatasi korban bencana alam di wilayah
Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006, serta telah dilaksanakan
pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam wadah kelompok
relawan serta pengoordinasian bantuan dari luar negeri, khususnya,
yang berasal dari angkatan bersenjata negara-negara sahabat.

I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam rangka meningkatkan hasil yang telah dicapai serta
mengatasi permasalahan yang dihadapi, tindak lanjut yang
diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan pertahanan negara
meliputi pembangunan dan pengembangan pertahanan integratif,
pengembangan pertahanan matra darat, laut, dan beberapa program
lainnya yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2004—2009, sebagai berikut.

Dalam pengembangan pertahanan integratif, tindak lanjut yang
diperlukan adalah (1) pengembangan sistem berupa pembinaan
sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok
organisasi/satuan; (2) pengembangan personel TNI melalui
pelaksanaan werving prajurit TNI dan pembinaan perwira prajurit
karier (PK), (3) perwira prajurit sukarela dinas pendek (PSDP)
penerbang dan PNS; (4) pengembangan alutsista integratif TNI yang
meliputi pengadaan/pemeliharaan /penggantian alutsista, senjata, dan
amunisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus
(alpalsus), alat perlatan (alpal); (5) pemeliharaan dan pengembangan
fasilitas/prasana dan sarana; (6) penggiatan fungsi yang meliputi
dukungan kebutuhan sesuai dengan fungsi organisasi, teknik, tata
kerja, tenaga manusia dan peralatan; (7) pelaksanaan kegiatan latihan
militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan
serta pemeliharaan kesiapan operasional; (8) pelaksanaan kegiatan
operasi militer integratif dan OMSP termasuk penanggulangan
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bencana/tanggap darurat; (9) pengembangan dan peningkatan
jaringan komunikasi intelijen; dan (10) pengembangan alutsista
integratif TNI yang meliputi
pengadaan/pemeliharaan/penggantian/penggantian alutsista, senjata
dan amunisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan
khusus (alpalsus), alat peralatan (alpal).

Dalam pengembangan pertahanan matra laut, tindak lanjut
yang diperlukan meliputi (1) pengembangan sistem TNI AL berupa
pembinaan sistem dan metode untuk mendukung tugas pokok
organisasi/satuan; (2) pengembangan personel, pelaksanaan seleksi
perwira, bintara prajurit karier, serta pendidikan pelayaran taruna
AAL(Kartika Jala Krida); (3) pengembangan materiil dan
perbaikan/pemeliharaan/pengadaan alutsista; KRI dan alat apung,
pesawat udara, senjata dan munisi, kendaraan tempur/taktis dan
khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi/alat logistik
instrumentasi), alkom, alsus/matsus dan alsurta (alat survei dan
pemetaan); (4) pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana;
dan (5) pelaksanaan penggiatan operasi dan latihan serta penggiatan
fungsi militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan
kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Dalam pengembangan pertahanan matra udara, tindak lanjut
yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan sistem dan metode
untuk mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (2) pengembangan
personel berupa pengadaan perwira, bintara, tamtama, melaksanakan
pendidikan pertama perwira, bintara dan tamtama, serta pelaksanaan
pendidikan dan latihan lanjutan; (3) pengadaan/pemeliharaan alat
peralatan khusus TNI AU, kazernering dan alsintor, alat intelpam
(alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perseorangan),
matsus, ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus),
senjata dan amunisi, alat radar, avionik, komalbanav (komunikasi
dan alat bantu navigasi), alpernika (alat perlengkapan elektronika)
dan komsimleksus (komunikasi dan sistem perlengkapan khusus),
serta alins/alongins lemdik (lembaga pendidikan) dan laboratorium;
(4) pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas TNI AU
lanilla; (5) penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan
sesuai dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia
dan peralatan; (6) pelaksanaan kegiatan latihan dan operasi militer
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matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta
pemeliharaan kesiapan operasional.

Dalam rangka pengembangan industri pertahanan nasional,
tindak lanjut yang diperlukan meliputi (1) pengembangan, perbaikan,
pemeliharaan, serta  pengadaan peralatan pertahanan termasuk
alutsista; (2) pengembangan kerja sama bidang industri pertahanan;
peningkatan kualitas sumber daya manusia; (3) pemberdayaan dan
peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka
pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara; serta
(4) penyelesaian perumusan rencana jalan keluar (road map) industri
pertahanan nasional untuk mewujudkan kemandirian alutsista TNI.

Dalam pogram pengembangan bela negara, tindak lanjut yang
diperlukan meliputi (1) penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang
pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya
nasional; (2) peningkatan kekuatan komponen pertahanan negara
dengan didukung oleh kemampuan SDM nasional, kemampuan
SDA/SDB nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana nasional
yang memadai; (3) peningkatan kemampuan manajerial dan
kemampuan  sumber daya manusia guna  mendukung
penyelenggaraan pertahanan negara, pengembangan sistem bela
negara; (4) pengembangan personel bela negara; dan (5)
pengembangan materiil bela negara.

Dalam program operasi bakti TNI, tindak lanjut yang
diperlukan adalah (1) pemberian bantuan kepada pemerintah sipil
berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi
khusus; (2) pelaksanaan kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan
pelayanan; dan (3) operasi bakti TNI.

Dalam upaya meningkatkan kerja sama militer internasional,
tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) peningkatan kerja sama
pertahanan regional terutama bidang perbatasan dan lintas batas; (2)
peningkatan kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara-negara
Eropa, Australia, China, dan Rusia terutama dalam hal bantuan
pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI; dan (3) penyiapan
dan operasional pasukan Peace Keeping Operation.

Dalam pengembangan penelitian dan pengembangan
pertahanan, tindak lanjut yang diperlukan meliputi (1) kerja sama
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penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-
kajian tentang konsep pertahanan; (2) penelitian dan pengembangan
bidang sistem serta materiil litbang Dephan dan insani; (3) kerja
sama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan,
perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan
kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan
pertahanan; serta (4) pengembangan sistem litbang pertahanan.

Dalam upaya penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan
wilayah NKRI, tindak lanjut yang dilakukan meliputi (1)
pengembangan material penegakan NKRI; (2) operasi penegakan
NKRI, (3) pengembangan fasilitas penegakan NKRI, serta (4)
pembangunan pos perbatasan/pulau terluar.
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BAB 8

PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI
DAN PENINGKATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Dinamika globalisasi telah membuka ruang bagi banyak aktor,
baik negara maupun nonnegara, untuk mengambil peran. Spektrum
hubungan internasional menjadi semakin terbuka, flat dan accessible.
Kecenderungan itu diakui telah membawa implikasi dalam berbagai
bentuk pergeseran, perubahan, persinggungan, dan adaptasi negara
ataupun nonnegara terhadap resonansi kepentingan masing-masing.

Indonesia menyadari sepenuhnya interdependensi dalam
konteks kecenderungan tersebut sebagai peluang dan tantangan.
Sebagai peluang (opportunity), Indonesia berupaya
mengartikulasikan peran, posisi, dan kepentingannya dengan
mengedepankan pendekatan diplomasi total dalam berbagai lini.
Sebaliknya, sebagai tantangan (challenge), Indonesia bertekad
mempertahankan aktivitas hubungan luar negeri yang berlandaskan
prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi refleksi amanat
UUD 1945.

Diplomasi total merepresentasikan sinergi seluruh komponen
bangsa dan pemangku kepentingan (stakeholder) di dalam negeri.
Orientasi praksis kebijakan itu adalah menempatkan substansi
permasalahan secara integratif, terutama dalam perspektif
internasional-domestik. Cara pandang tersebut menciptakan korelasi



erat dan timbal balik antara dinamika hubungan internasional dan
realitas domestik Indonesia dalam skala yang lebih luas.

Dalam konteks ini, aksentuasi diplomasi Indonesia merupakan
bagian integral dari kebijakan agenda Kabinet Indonesia Bersatu
(KIB) yang bertekad mewujudkan profil Indonesia yang lebih aman
dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Konsepsi ideal disain
kebijakan itu telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan Rencana Strategik
(Renstra) Departemen Luar Negeri 2004-2009.

l. Permasalahan yang Dihadapi

Penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri dari 2005
hingga pertengahan 2008 ini telah dihadapkan pada berbagai
perkembangan, tantangan, dan permasalahan. Perkembangan yang
menarik untuk dicermati dalam tiga tahun terakhir adalah reposisi
krusial sejumlah attitude dan orientasi negara-negara besar yang
telah mendominasi hubungan internasional dalam paruh awal dekade
2000-an. Salah satu kecenderungan positif pergeseran itu yang patut
dicatat adalah adaptasi sikap unilateralisme Amerika Serikat dan
sekutu terdekatnya terhadap kultur baru komunitas global yang
menyodorkan alternatif penguatan soft power dalam setiap conflict
resolution.

Pada saat ini, para pelaku hubungan internasional menyadari
bahwa penggunaan hard power sebagai wujud unilateralisme
ternyata tidak serta merta menyelesaikan masalah. Sebaliknya,
penggunaan soft power justru semakin menguat dalam upaya
menyelesaikan permasalahan dunia. Hal itu terbukti dengan
dilaksanakannya berbagai dialog antarumat beragama serta Kkerja
sama di bidang sosial dan budaya, sebagai salah satu perwujudan soft
power yang dinilai dapat meredakan ketegangan yang terjadi di
berbagai belahan dunia dewasa ini .

Faktor lain yang turut mempengaruhi konstelasi dan
equilibrium politik global saat ini adalah munculnya kekuatan baru
yang menjadi penyeimbang pengaruh Amerika Serikat seperti Uni
Eropa, India, China, dan Jepang. Kekuatan politik dan ekonomi baru
tersebut telah menciptakan antusiasme tinggi dalam hubungan
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antarnegara dengan segala rekapitulasi efek positifnya pada dinamika
regional dan internasional.

Gambaran yang menjanjikan itu ternyata tidak simetris dengan
kondisi perekonomian dunia yang secara beruntun dihantam oleh
krisis energi, krisis pangan, subprime mortgage di AS yang
mengarah kepada kemunduran ekonomi global. Reperkusi ekonomi
dunia itu memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk
mengambil langkah-langkah penyesuaian kebijakan pembangunan
dan artikulasi kepentingan nasional masing-masing.

Terlepas dari kesulitan ekonomi dunia tersebut, publik
Indonesia berharap dapat membayangkan peran penting instrumen
diplomasi dalam memberi kontribusi terhadap perbaikan dan
pertumbuhan ekonomi nasional. Persepsi diplomasi konvensional
kini telah diperbarui dengan orientasi pada akselerasi pertumbuhan
ekonomi nasional melalui fasilitasi investasi asing, perdagangan,
pariwisata, dan kerja sama teknik dan jasa-jasa ekonomi lainnya.

Fondasi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan
pelaksanaan politik luar negeri yang berorientasi kepada kepentingan
nasional dibangun sebagai bagian dari mobilisasi pemerintah untuk
menggerakkan roda pembangunan dalam rangka menyejahterakan
rakyat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan luar negeri menjadi
bagian vital dari rekonstruksi ekonomi yang hendak dibangun
Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mampu
memberikan kemakmuran dan Kkesejahteran pada masyarakat
Indonesia. Kendati demikian, Indonesia masih memiliki beberapa
kendala dalam mengembangkan hubungan dan kerja sama bilateral
di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kesulitan
untuk mengoptimalkan sektor itu di negara-negara kawasan Amerika
Tengah dan Selatan, misalnya, tercermin dari rendahnya daya saing
produk perdagangan Indonesia. Kurangnya promosi dan pertukaran
informasi menyebabkan potensi Indonesia dan tiap-tiap negara mitra
kurang teridentifikasi dengan baik.

Untuk kawasan yang berbeda, seperti Uni Eropa, produk
perdagangan Indonesia dinilai masih belum memenuhi standar yang
ditetapkan oleh negara mitra di kawasan tersebut. Indonesia juga
tidak atau belum masuk dalam prioritas hubungan kerja sama
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ekonomi, perdagangan, dan investasi mereka. Sementara
implementasi dan tindak lanjut dari berbagai perjanjian kerja sama
yang telah disepakati dan ditandatangani Indonesia dengan negara
mitra terlihat masih belum maksimal. Demikian halnya dengan
sektor pariwisata yang terpengaruh oleh imbas pemberlakuan travel
and security warning dan yang berdampak pada rendahnya arus
masuk jumlah wisatawan asing ke Indonesia.

Hubungan luar negeri Indonesia dengan UE juga mengalami
kendala dengan adanya keputusan UE pada bulan Juli 2007 yang
melarang maskapai penerbangan Indonesia terbang di wilayah udara
UE. Hal itu banyak mempengaruhi secara signifikan pengembangan
kerja sama kedua pihak antara lain terutama terhambatnya
penandatanganan dokumen Framework Agreement on RI-UE
Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA).

Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional masih merupakan
salah satu permasalahan yang dampaknya masih dihadapi oleh
Indonesia meskipun dengan intensitas kasus yang lebih rendah
daripada kasus tahun-tahun sebelumnya. Komitmen dan konsistensi
Indonesia untuk menumpas teroris mulai membuahkan hasil dengan
serangkaian penggerebekan yang telah berhasil mengungkap jaringan
terorisme internasional dan menurunkan tindak kekerasan terorisme
di Indonesia. Perspektif Indonesia dalam formulasi kebijakan
penanganan masalah terorisme tidak terlepas dari pengolahan isu
radikalisme dan kemiskinan. Fokus pada akar permasalahan dalam
mengedepankan Kkerja sama dengan berbagai negara untuk
memerangi terorisme internasional telah membantu dalam memilah
penyelesaian setiap kasus yang timbul. Bagi Indonesia, kebijakan
counter terrorism harus bertumpu pada kemampuan menguraikan
akar persoalan yang sebagian besar berawal dari masalah
kesejahteraan, keadilan, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Oleh
karena itu, penciptaan kehidupan yang lebih baik, delivery
kesejahteraan dan kesetaraan sosial-ekonomi dan politik serta dialog
antarumat beragama secara lebih konstruktif menjadi salah satu
pilihan paling yang efekiif.

Aspek keamanan nonkonvensional seperti isu proliferasi
senjata pemusnah massal dan perlombaan senjata nuklir juga masih
terus membayangi kerapuhan perdamaian dan keamanan global.
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Penyelesaian perbedaan pendapat di seputar masalah tersebut
dipersulit oleh adanya sikap saling curiga dan prasangka politik, baik
yang bersifat hegemonik maupun antihegemonik. Disparitas itu
membentuk  inkonsistensi  masyarakat internasional  dalam
menegakkan standar objektif bagi pengaturan persenjataan (arms
control) dan perlucutan senjata (disarmament) secara menyeluruh.

Ketidakseimbangan sikap dalam situasi seperti itu telah
menyuburkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan para regional
and global player dalam konfigurasi hubungan mereka. Perlombaan
senjata berkembang sebagai pretext dalam melindungi kepentingan
keamanan, politik dan ekonomi masing-masing. Pertautan erat sektor
kepentingan yang beragam itu bermuara pada keinginan untuk
menyubstitusi persepsi ancaman (threat) yang mereka hadapi dengan
pengembangan keunggulan politik/militer serta ekonomi terhadap
pihak lainnya.

Dalam masalah HAM, terdapat tuntutan dan harapan besar
kepada Indonesia untuk dapat menyelesaikan berbagai kasus
pelanggaran HAM di masa lalu. Impunitas penanganan HAM dapat
menyudutkan diplomasi Indonesia pada situasi Yyang tidak
comfortable, terutama karena vulnerability Pemerintah yang
dijadikan sebagai sasaran empuk dan kritikan jaringan LSM
domestik dan asing, negara-negara lain, organisasi-organisasi
internasional pemerintah dan nonpemerintah, serta dijadikan objek
mekanisme pemantauan internasional. Indonesia dapat mereduksi
potensi itu jika upaya untuk mengimplementasikan RAN (Rencana
Aksi Nasional) HAM, instrumen HAM internasional yang telah
diratifikasi, rekomendasi treaty bodies serta special procedures
HAM segera dipercepat realisasinya.

Dalam tataran domestik, permasalahan yang terkait dengan
perlindungan dan pelayanan WNI dan BHI masih akan mengemuka.
Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan meningkatkan kualitas
pelayanan dan penanganan kasus yang lebih baik. Pemerintah, dalam
hal ini Departemen Luar Negeri sebagai perwakilan Pemerintah
Indonesia di luar negeri telah meletakkan aspek pelayanan dan
perlindungan WNI di luar negeri sebagai salah satu prioritas
pelayanan publik melalui basis pendekatan “kepedulian dan
keberpihakan”.
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Realitas diplomasi pada saat ini juga dihadapkan pada
tantangan dari media massa. Media massa dapat berperan penting
dalam mendekatkan jarak dan meningkatkan pemahaman lintas
budaya dan agama. Sebaliknya, media massa juga dapat menjadi
pemicu konflik dengan memperbesar jarak di dalam masyarakat.
Salah satu contoh potensi konflik lintas budaya dan agama yang
diperluas oleh media adalah pemuatan kartun Nabi Muhammad di
media massa Denmark yang kemudian diikuti oleh media-media
massa lainnya di Eropa. Selain itu, kombinasi antara media massa
dan perkembangan teknologi yang sangat pesat merupakan kekuatan
yang mampu mengubah cara berpikir sebuah bangsa ataupun seluruh
bangsa yang ada di dunia. Bagi Indonesia, hal tersebut merupakan
tantangan sekaligus peluang dalam mengomunikasikan kepada
khalayak internasional aspek-aspek dan dimensi positif Indonesia
termasuk perkembangan mutakhir di tanah air, seperti potensi
investasi, perdagangan, turisme, dan sosial budaya, proses
demokratisasi, pemberantasan terorisme, dan penyelesaian damai
masalah Aceh. Mengemukanya tantangan media massa tersebut juga
menuntut agar langkah-langkah diseminasi informasi dalam
diplomasi Indonesia dapat disusun secara cepat, efisien, dan terpadu
serta didukung oleh data yang kuat guna menjamin pemberitaan
dengan sudut pandang yang positif dan berimbang khususnya dalam
mengimbangi media bias oleh media internasional dan media
nasional.

Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Fondasi penyelenggaraan dan pelaksanaan politik luar negeri
yang bertumpu pada kepentingan nasional telah dijabarkan dalam
program Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sebagaimana tertuang
dalam RPJMN 2004-2009. Jabaran tersebut merekapitulasi
kepentingan nasional ke dalam tiga program prioritas yang
difokuskan pada optimalisasi diplomasi Indonesia, peningkatan kerja
sama internasional, dan komitmen perdamaian dunia.

Departemen Luar Negeri merumuskan ketiga orientasi itu
dalam formulasi visi kementerian yang diharapkan dapat menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan
pelaksanaan politik luar negeri. Harapan tersebut tercermin dalam
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visi ”Melalui diplomasi total, ikut mewujudkan Indonesia yang
bersatu lebih aman, adil, demokratis, dan sejahtera”. Berbagai
langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai dalam
penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri Indonesia
mencerminkan peran Indonesia yang semakin meningkat. Profil
Indonesia yang terus membaik telah mencerminkan tekad bersama
untuk mengembangkan politik dan hubungan luar negeri yang
sepenuhnya berlandaskan pada kepentingan nasional.

Sejumlah langkah kebijakan utama yang telah dilaksanakan
untuk mewujudkan pemantapan politik luar negeri dan kerja sama
internasional antara lain adalah (1) pelaksanaan tindak lanjut agenda
pembentukan ASEAN Community, (2) peningkatan peran diplomasi
dalam menyelesaikan masalah perbatasan, (3) upaya penyelesaian
berbagai permasalahan HAM, (4) pelaksanaan inter-faith dialogue,
(5) partisipasi aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, (6)
upaya perlindungan dan pelayanan WNI/BHI, dan (7) peningkatan
kerja sama bilateral dan multilateral untuk mendukung kepentingan
nasional, termasuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai
negara.

Sebagai saka guru politik luar negeri Indonesia, kerja sama
ASEAN masih merupakan prioritas utama Indonesia dalam
menciptakan kestabilan dan kerja sama regional di kawasan Asia
Tenggara. Stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan merupakan
modal dasar yang penting bagi pembangunan dalam negeri.
Diplomasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dilakukan dengan
menunjukkan kualitas peran kepemimpinan dan kontribusi konkret
Indonesia dalam ASEAN sebagai bagian dari strategi untuk
memperkuat lingkaran konsentris pertama kebijakan politik luar
negeri, melalui ide, konsep, dan prakarsa yang mampu menempatkan
kembali Indonesia sebagai negara yang semakin diperhitungkan di
kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Kerja sama ASEAN saat ini telah berkembang pesat dan telah
menuju ke arah komunitas serta semakin diperhitungkan di dalam
peta hubungan internasional. ASEAN semakin penting dalam
memainkan peranannya bagi pemeliharaan perdamaian dan
keamanan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini didukung oleh
penegasan komitmen kepala negara ASEAN untuk mempercepat
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pembentukan ASEAN Community dari tahun 2020 menjadi tahun
2015 melalui Cebu Declaration on the Acceleration of the
Establishment of an ASEAN Community by 2015 pada KTT ASEAN
ke-12 di Cebu, Filipina, 12 Januari 2007. Terlebih lagi, dengan
penyepakatan Piagam ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 di
Singapura, 20 November 2007 akan menjadikan ASEAN sebagai
organisasi regional yang memiliki Legal Personality (berlandaskan
hukum) dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Sejalan
dengan itu, pengesahan ASEAN Economic Community (AEC)
Blueprint pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura akan mengawali
pembangunan ekonomi ASEAN menuju kawasan yang mempunyai
daya saing tinggi serta diharapkan dapat menciptakan pembangunan
ekonomi yang merata dan terintegrasi dalam ekonomi global.

Dalam perspektif individu negara-negara anggota, ASEAN
memiliki arti strategis bagi Pemerintah Indonesia. Selain sebagai
medium untuk terus menunjukkan postur kepemimpinan Indonesia
dalam ASEAN, juga untuk meningkatkan gambaran “Profile”
ASEAN secara eksternal maupun internal. Tantangan utama yang
dihadapi Pemerintah Indonesia terkait dengan relasi Indonesia-
ASEAN adalah bagaimana pelaksanaan berbagai persiapan dan
penyesuaian (implementasi) pelaksanaan Piagam ASEAN.

Dalam konteks ini, terdapat tiga kesepakatan yang menjadi
prioritas internal utama bagi Indonesia untuk segera ditindaklanjuti,
yakni ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT),
Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of
Migrant Workers, serta Cebu Declaration on the Blueprint for the
ASEAN Charter. Terkait dengan ACCT, Pemerintah Indonesia
berupaya untuk mempercepat ratifikasi konvensi  beserta
implementasinya. Diharapkan dengan percepatan itu, kerja sama
pemberantasan terorisme di Indonesia dan negara-negara ASEAN
dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Berbeda dengan
konvensi anti-teroris lainnya di dunia, ACCT memperkenalkan
konsep rehabilitative programme guna mengembalikan para pelaku
terorisme ke masyarakat melalui proses yang wajar.

Penyusunan Piagam ASEAN merupakan aspek prioritas
Pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat ASEAN dan
merefleksikan ASEAN sebagai people-centered organization, yaitu
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menegaskan agar ASEAN Charter memuat kejelasan mekanisme
dan struktur ASEAN; menjadikan ASEAN lebih dekat kepada
rakyatnya (people centered); serta mewujudkan ASEAN lebih
“institutionalized”, well-structured dan lebih profesional.

Sebagai penggagas pemajuan dan pelindungan hak asasi
manusia di kawasan ASEAN, Indonesia telah meluncurkan inisiatif
pembentukan Badan HAM ASEAN dengan menyelenggarakan
“Workshop on the Promotion and Protection of Human Rights:
Supporting the Establishment of Regional Human Rights Mechanism
in ASEAN”” yang diselenggarakan di Bali tanggal 15—17 Mei 2008.
Pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang untuk pertama
kalinya menggabungkan tiga unsur, yaitu Kementerian Luar Negeri,
Kementrian Hak Asasi Manusia, dan LSM.

Pada tataran isu lain, Indonesia juga berinisiatif untuk
mengambil peran kepemimpinan dalam membentuk Forum Maritim
ASEAN dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ““Workshop
on the Establishment of an ASEAN Maritime Forum™, di Batam,
pada tanggal 7—8 September 2007. Dalam kesempatan itu,
Indonesia mengajukan concept paper pengembangan Kkerja sama
yang telah difinalkan pada Mei 2008. Indonesia juga telah
menyatakan kesediaan untuk menjadi tuan rumah pertemuan Forum
Maritim ASEAN yang pertama.

Sebagai organisasi regional yang turut mengalami imbas krisis
harga pangan, energi, dan keuangan (three Fs-food, fuel, financial),
ASEAN tergerak untuk meningkatkan kerja sama di tiga sektor
strategis tersebut. ASEAN terdorong untuk memperkuat kerja sama
di bidang energi, ketahanan pangan, penanaman modal, dan
mengupayakan berbagai ratifikasi perjanjian ekonomi ASEAN pada
tahun 2008. Demikian halnya kerja sama dalam sektor non-ekonomi
seperti sosial budaya, pendidikan, dan penerangan. Negara-negara
ASEAN diharapkan dapat terus membahas dan berupaya
menyelesaikan penyusunanan ASEAN Socio-Cultural Community
(ASCC) Blueprint.

Dalam lingkup yang lebih luas khususnya berkenaan dengan
upaya integrasi dan kerja sama intrakawasan yang merupakan kunci
bagi pemeliharaan stabilitas regional di kawasan Asia-Pasifik,
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Indonesia memandang penting dilanjutkannya pengembangan
institusi East Asia Community (EAC) dengan ASEAN sebagai
driving force dan kerangka institusional utama di dalamnya. Tujuan
pendirian EAC dapat disarikan ke dalam empat poin utama. Pertama,
mewujudkan pencapaian suatu mekanisme kerja sama dalam
menciptakan lingkungan yang stabil dan aman dengan didasarkan
atas sikap saling percaya dan saling menghormati. Kedua,
mempromosikan perdagangan, investasi, dan kerja sama finansial
demi kesejahteraan bersama. Ketiga, membangkitkan kepedulian
terhadap kesenjangan dalam pembangunan sosial-ekonomi,
mewujudkan pencapaian tingkat pendidikan, dan menciptakan
kemajuan teknologi di dalam kawasan. Keempat, menyempurnakan
ketatapemerintahan, memperkuat hak-hak dasar, serta memajukan
kualitas hidup demi kemajuan kehidupan manusia di kawasan.

Dalam perspektif keamanan, ASEAN Regional Forum (ARF)
yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 telah memainkan
peranan penting dalam pemeliharaan stabilitas dan keamanan di Asia
Pasifik. Dialog dan konsultasi yang semakin terbuka telah
memperkuat pembangunan rasa saling percaya (Confidence Building
Measures) di antara negara-negara peserta, menghindari atau
mengurangi rasa saling curiga, dan membuka peluang kerja sama
dalam menanggulangi isu-isu yang menjadi tantangan bersama
kawasan, seperti penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas
negara, bencana alam, dan penyebaran flu burung.

Peningkatan kerja sama dalam penanggulangan bencana alam
merupakan salah satu prioritas penting Indonesia mengingat
rentannya posisi Indonesia terhadap bencana alam. Untuk itu,
Indonesia terus mendorong upaya-upaya dalam rangka memperkuat
komitmen dan kerja sama di bidang tersebut melalui antara lain
pengajuan proposal ARF Statement on Disaster Management and
Emergency Response yang selanjutnya disahkan dalam Pertemuan
Tingkat Menteri ARF ke-13 di Kuala Lumpur pada tanggal 28 Juli
2006.

Indonesia akan terus memainkan peranan aktif dalam ARF
seperti terlihat intersesi 2006—2007 tatkala Indonesia menjadi
Ketua Bersama Intersessional Group on Confidence Building
Measures and Preventive Diplomacy. Pada saat itu, Indonesia
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menggagas dihidupkannya kembali forum ISM (Inter-Sessional
Meeting) on Disaster Relief yang sebelumnya inactive. Forum
kembali dilaksanakan pada The 7" ISM on Disaster Relief di
Helsinki, Finlandia, 10—11 Oktober 2007 dan diketuai bersama oleh
Indonesia dan Uni Eropa.

Indonesia juga berperan dalam kerja sama penanggulangan
bencana lainnya seperti pada ARF Desktop Exercise on Disaster
Relief yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Australia yang
dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 1—2 Mei 2008. Ini merupakan
hal yang sangat penting mengingat Indonesia sangat rentan terhadap
bencana alam. Pedoman ini dilihat sebagai cara nyata untuk
menangani bencana alam.

Perkembangan ARF dari tahap Confidence Building Measures
menuju Confidence Building Measures dan Preventive Diplomacy
sejak Pertemuan Tingkat Menteri di Vientiane, Laos, bulan Juli
2005, merupakan suatu perkembangan penting ARF. Perkembangan
tersebut semakin memantapkan peran ARF dalam pembangunan rasa
saling percaya dan sekaligus pencegahan konflik dan eskalasi konflik
di kawasan. Upaya-upaya demikian hendaknya dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip antara lain moving at a pace comfortable
to all, tailor-made, pemahaman sensitifitas suatu isu bagi negara-
negara peserta tertentu, dan tetap menjaga peran ASEAN sebagai the
primary driving force dalam proses ARF.

Dalam forum ARF di Manila pada bulan Maret 2007 tersebut,
Indonesia juga berhasil memblokir proposal Amerika Serikat
mengenai penghentian penyebaran senjata nuklir karena proposal
tersebut tidak meliputi upaya perlucutan senjata. Proposal AS terkait
dengan upaya untuk mencegah pembangunan kapabilitas nuklir di
negara-negara di luar lima negara yang telah memiliki kemampuan
nuklir yakni AS, Rusia, Prancis, Inggris dan China, sedangkan
“perlucutan” atau *‘disarmament” yang diusulkan oleh Indonesia
mempunyai arti bahwa kelima negara yang telah memiliki
kemampuan nuklir tersebut juga harus mengurangi persenjataan
nuklir mereka.

Kontinuitas prakarsa aktif Indonesia telah membawa Indonesia
untuk mengetuai kegiatan ARF selama tahun intersesi 2007—2008,
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seperti ARF Roundtable Discussion on Stocktaking Maritime
Security Issues (Bali, 24—25 Agustus 2007), ARF Desk Top
Exercise Initial Planning Conference (Darwin, Australia, 4—7
September 2007), The 6™ ARF Intersessional Meeting on Counter-
Terrorism and Transnational Crimes (Semarang, 22—23 Februari
2008), dan Workshop on Confidence Building Measures and
Preventive Diplomacy in Asia and Europe (Berlin, Maret 2008).
Pada tahun intersesi 2008—2009 Indonesia mengusulkan agar
didirikan mekanisme baru di ARF, yaitu pembentukan ARF Inter-
Sessional Meeting on Maritime Security.

Dalam penanganan masalah perbatasan maritim dan darat
antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, saat ini Indonesia
dan Timor Leste sedang mengupayakan penyelesaian garis
perbatasan melalui mekanisme Joint Border Committee, Technical
Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation. Kedua
pemimpin negara sepakat untuk membangun soft border regime dan
good border management dalam rangka memelihara suasana
perlintasan perbatasan damai, terutama pelintas batas tradisional dan
keamanan sepanjang wilayah perbatasan. Sementara itu, penanganan
masalah perbatasan RI-PNG dilakukan melalui mekanisme Joint
Border Committee (JBC). Selain dengan kedua negara tersebut,
sepanjang tahun 2007 Pemerintah Indonesia secara intensif telah
melakukan border diplomacy dengan Filipina dan Malaysia.

Pelaksanaan Politik luar negeri Indonesia juga diarahkan untuk
menjaga keutuhan NKRI, khususnya dalam mengatasi isu
separatisme, seperti Aceh dan Papua. Terkait dengan Aceh, good
offices Finlandia sebagai sponsor mediasi perundingan Pemri dan
GAM telah menghasilkan Helsinki Accord (MoU Helsinki) yang
ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005. Di samping itu, beberapa
negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Finlandia, Inggris, Italia,
Norwegia, Spanyol, Swedia, dan Swiss yang tergabung dalam Aceh
Monitoring Mission Uni Eropa (AMM-UE) telah mendukung proses
implementasi MoU Helsinki.

Upaya Indonesia dalam mengatasi isu Papua juga mendapat
dukungan dari negara mitra. Dalam konteks regional, masalah Papua
juga mendapat perhatian khusus dari Uni Eropa, di bawah presidensi
Slovenia dan Prancis pada tahun 2008. Penggalangan dukungan
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negara mitra di kawasan Amerika dan Eropa terhadap Papua
diarahkan antara lain pada pengimplementasian The New Deal Policy
for Papua dan kerja sama capacity building.

Terkait dengan masalah terorisme, Indonesia secara tegas
menolak pengaitan terorisme dengan agama atau budaya tertentu.
Dalam upaya memberantas terorisme peningkatan kerja sama
internasional untuk capacity building merupakan suatu keniscayaan.
Namun, keberhasilan memberantas terorisme untuk jangka panjang,
akan sangat bergantung pada keberhasilan memberdayakan kaum
moderat (empowering the moderates). Dalam empowering the
moderates inilah, Pemerintah Indonesia telah memprakarsai berbagai
dialog antaragama/antarbudaya (interfaith  dialogue) yang
diusahakan menjadi fitur tetap diplomasi Indonesia ke depan.

Dialog regional yang ketiga telah diselenggarakan di
Waitangi, Selandia Baru, pada tanggal 29—31 Mei 2007, yang
menghasilkan Waitangi Declaration and Plan of Action, dan Phnom
Penh Dialogue 2008 di Phom Penh, Kamboja,pada tanggal 3—6
April 2008. Indonesia, Australia, Filipina, dan Selandia Baru menjadi
co-sponsors dalam setiap dialog regional ini.

Atas prakarsa Pemerintah RI pula dialog antaragama dan
antarbudaya diperluas antara kawasan Asia dan Eropa dalam
kerangka ASEM, dengan diselenggarakannya ASEM Interfaith
Dialogue di Nanjing, China, pada tanggal 19—21 Juni 2007, dan
keempat diselenggarakan di Belanda pada bulan Juni 2008.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa
rangkaian Interfaith Dialogue secara bilateral dengan beberapa
negara, yaitu sebagai berikut.

1. Vatikan: Bilateral Interfaith Dialogue ke-1 diselenggarakan di
Vatikan pada tanggal 30 September 2005 dan Bilateral
Interfaith Dialogue ke-2 diselenggarakan pada tanggal 14—15
November 2007.

2. Belanda: kegiatan itu diselenggarakan di Den Haag pada
tanggal 28 Februari s.d. 1 Maret 2006, dan 2 Juni 2008.

3. Kanada: kegiatan itu diselenggarakan di Ottawa pada tanggal
23—24 Oktober 2007. Kegiatan itu menghasilkan kesepakatan
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”The Interfaith Messages” dan akan ditindaklanjuti dengan
ASEAN-Canada Bilateral Interfaith Dialogue pada tahun 2008
di Indonesia.

4. Inggris: kegiatan itu diselenggarakan dalam skema Indonesia—
UK Islamic Advisory Group (IUIAG) yang diluncurkan pada
tanggal 29—31 Januari 2007 di London. Pembentukan
kelompok ini merupakan realisasi pertemuan PM Blair dan
Presiden SBY bulan Maret 2006 di Jakarta. Kelompok yang
terdiri dari 7 orang tokoh agama Islam Indonesia dan 7 orang
tokoh agama Islam Inggris akan membuat suatu rekomendasi
kepada pemerintah kedua negara untuk melakukan counter
ekstremisme agama, mempromosikan Islam sebagai agama
rahmatan lil’alamin, serta mempromosikan saling pengertian
antara Islam dan Barat. Pertemuan kedua IUIAG dilakukan di
Jakarta tanggal 12—15 Juni 2007. Selanjutnya dilakukan
interfaith exchange antara tokoh lintas agama kedua negara di
Inggris pada tanggal 28 Oktober—4 November 2007 dan di
Indonesia tanggal 18—24 Februari 2008.

Untuk mencari keseimbangan antara promosi toleransi dan
kebebasan berekspresi oleh media, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Norwegia telah mensponsori Global Inter-Media
Dialogue (GIMD) yang dilaksanakan di Bali dengan tema “Freedom
of Expression and Diversity: The Media in a Multicultural World”.
Hal-hal yang dibahas dalam GIMD | di antaranya adalah
profesionalisme jurnalistik, global code of conduct dalam jurnalistik
dan tanggung jawab media dalam mempromosikan toleransi. Melalui
Global Inter-Media Dialogue diakui bahwa media mempunyai
peranan penting untuk membangun dialog dan memperluas saling
pengertian antarperadaban, budaya, dan agama. Pelaksanaan GIMD |
memiliki makna penting dan mendapat apresiasi luas publik
internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Norwegia
kembali mensponsori GIMD 11 di Oslo pada tanggal 4—5 Juni, dan
GIMD 111 pada tanggal 7—8 Mei 2008 di Bali dengan tema “Ethical
Journalism in Extreme Conditions: the Challenge of Diversity”.

Dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, Indonesia
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di mata dunia
internasional. Upaya tersebut dijalankan melalui pelaporan kepada
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treaty bodies seperti yang dilakukan pada periode 2007—2008, yaitu
pembahasan Laporan Periodik ke-2 kepada Komite Anti Penyiksaan
(Committee Against Torture/CAT), Laporan Periodik ke-3 kepada
Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee on the
Elimination of Racial Discrimination/CERD) dan Laporan Periodik
Gabungan ke-4 dan ke-5 kepada Komite Penghapusan Bentuk-
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the
Elimination of all forms of Discrimination  Against
Woman/CEDAW).

Indonesia juga membuka kesempatan bagi para pelapor khusus
HAM PBB untuk melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dengan
diterimanya kunjungan Mr. Jorge A. Bustamante, Pelapor Khusus
mengenai Perlindungan Hak Migran (Special Rapporteur on the
Protection of the Human Rights of the Migrants) pada pertengahan
Desember 2006 dan kunjungan Ms. Hina Jilani, Utusan Khusus
Sekjen PBB mengenai Pembela HAM (Special Representative of
Secretary General on Human Rights Defender) pada Juni 2007.

Pada bulan Juli 2007 Indonesia menerima kunjungan Louise
Arbour, Komisaris Tinggi HAM PBB dan pada bulan November
2007 menerima kunjungan resmi Mr. Manfred Nowak, Pelapor
Khusus mengenai Penyiksaan dan Perlakukan Penghukuman Lain
yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia
(Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment). Kesediaan Pemerintah untuk
menerima pelapor khusus ini bukan merupakan hal yang baru karena
sejak tahun 1991 Indonesia telah menerima berbagai kunjungan
Pelapor Khusus HAM PBB. Namun, kesediaan Pemerintah sekarang
ini memiliki arti khusus karena Indonesia saat ini merupakan negara
demokrasi yang mengedepankan transparansi.

Dibukanya pintu bagi prosedur dan mekanisme khusus PBB
telah memberikan dampak yang positif mengenai upaya keterbukaan
Indonesia terhadap pemantauan internasional dalam pelaksanaan
HAM di tanah air sekaligus upaya pemenuhan janji dan komitmen
Indonesia sebagai anggota Dewan HAM. Dalam konteks ini pula,
Indonesia telah menjalani pengkajian mengenai Laporan Nasional
Indonesia di bawah mekanisme Universal Periodic Review (UPR),
yaitu pengkajian mengenai situasi HAM di negara-negara PBB pada
April 2008. Kelompok kerja UPR mengapresiasi Indonesia atas
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upaya-upaya di bidang HAM seperti memerangi perdagangan
manusia terutama perdagangan anak dan wanita, serta mencabut
reservasi Indonesia pada Konvensi Hak Anak dan inkorporasi pasal-
pasal konvensi pada berbagai legislasi nasional. Langkah lain yang
ditempuh Indonesia adalah meningkatkan kerja sama berdasarkan
dialog konstruktif dengan mekanisme khusus PBB dan manfaat yang
didapat dari sebagian rekomendasi pada mekanisme HAM, dan
memasukkan definisi penyiksaan dalam RUU KUHP dan
menganjurkan agar RUU tersebut dapat diselesaikan segera dengan
mempertimbangkan berbagi masukan dari pemangku kepentingan
yang terkait.

Pada tatanan bilateral, upaya pembangunan kapasitas di
bidang HAM dilaksanakan melalui dialog HAM bilateral tahunan
dengan Norwegia sebanyak tujuh kali (terakhir pada 15—16 April
2008), dengan Kanada sebanyak lima kali (terakhir pada Maret 2007)
dan dengan Swedia pada 23-24 April 2008. Beberapa negara lain
yang juga telah mengemukakan minat serius untuk melaksanakan
dialog HAM adalah Jepang dan Rusia yang diharapkan dapat segera
terwujud dalam waktu dekat. Selain upaya tersebut, Pemerintah juga
mengikutsertakan peran civil society dan akademisi dalam pemajuan
dan perlindungan HAM melalui berbagai kegiatan advokasi,
sosialisasi, seminar, penguatan Pusat Studi HAM di berbagai
universitas dan kegiatan lainnya.

Dalam upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di
luar negeri, pada bulan Mei 2006 telah disepakati Nota Kesepahaman
Indonesia — Malaysia untuk rekruitmen tenaga kerja Indonesia di
sektor informal. Kesepakatan ini akan melengkapi nota kesepahaman
di bidang rekruitmen tenaga kerja di sektor formal yang yang
disepakati kedua negara pada tahun 2004. Dalam kaitan ini,
Konsultasi Tahunan Tingkat Kepala Negara yang diselenggarakan di
Putrajaya, Malaysia pada Januari 2008 telah menghasilkan berbagai
kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang
perlindungan tenaga kerja.

Dengan Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), dan
Qatar, Pemerintah Indonesia juga sepakat untuk meningkatkan
pelayanan dan perlindungan ketenagakerjaan, baik di Indonesia
maupun di Saudi. Indonesia juga menjajaki kemungkinan peluang
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kerja di Kuwait, UEA, dan Qatar bagi TKI semi-skilled dan skilled
labour di berbagai sektor formal, seperti medis, jasa, migas, dan
perhotelan. Selain itu, sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden
No. 06 tahun 2006 mengenai Reformasi Kebijakan Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri, pada tahun 2007 Pemerintah
Indonesia telah meluncurkan Sistem Pelayanan Warga “Citizen
Service” di enam perwakilan, yaitu Singapura, Bandar Seri Begawan,
Damaskus, Amman, Doha, dan Seoul untuk membantu penyelesaian
masalah WNI/TKI di luar negeri baik melalui jalur hukum maupun
melalui mediasi. Pemerintah juga telah melakukan pembahasan
dengan Malaysia dan Jordan mengenai Mandatory Access on
Consular Notification (MCN) dalam upaya perlindungan tenaga kerja
Indonesia di luar negeri.

Upaya konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan
terhadap WNI di luar negeri juga dilakukan melalui pembahasan
intensif Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) Badan Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri. Dalam
pembahasan PKA tahun 2007 di Medan yang mengetengahkan
permasalahan TKI di Timur Tengah dan optimalisasi citizen
protection, telah diidentifikasi permasalahan serius TKI, seperti
ketidakberpihakan hukum negara setempat dan ketidakbecusan
pengelolaan di dalam negeri. Elemen yang perlu diperhatikan adalah
pengaruh faktor internal seperti good governance, kemandirian,
akuntabilitas, transparansi, pengelolaan data yang akurat, serta
penguatan networking menjadi sangat penting dalam penyelesaian
permasalahan perlindungan TKI secara komprehensif. Oleh karena
itu, pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
TKI (BNP2TKI) dan upaya bersama dari para konstituen domestik
untuk merubah paradigma perlindungan TKI yang lebih berorientasi
pada HAM dan keadilan sosial hendaknya semakin diperkuat di
masa mendatang.

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam pembukaan
UUD 1945 serta program prioritas pembangunan Indonesia dalam
mempresentasikan ~ komitmen penegakan perdamaian  dunia,
Indonesia bertekad untuk terus berperan aktif dalam menjaga
perdamaian dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan penyumbangan
personel dalam enam OPP PBB, yaitu Mission des Nations Unies en
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République Démocratique du Congo (MONUC), United Nations
Mission in Liberia (UNMIL), United Nations Mission in Sudan
(UNMIS), United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG),
United Nations Mission in Nepal (UNMIN), dan United Nations
Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dengan pengiriman Pasukan
Garuda XXIII B.

Pengakuan terhadap kontribusi Indonesia melalui OPP PBB
tercermin dalam dukungan mayoritas anggota PBB sehingga
Indonesia mulai Januari 2007 secara efektif ditetapkan sebagai
anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) untuk periode dua tahun. Pada November 2007, Indonesia
menjabat sebagai Presiden DK PBB dan memimpin perdebatan
terbuka mengenai peran organisasi regional dan subregional dalam
pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pertemuan ini
menghasilkan sebuah Pernyataan Presiden (Presidential Statement)
yang pada intinya menegaskan kembali tanggung jawab DK PBB
bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,
ketetapan untuk mendorong peningkatan kerja sama dengan
organisasi regional dan subregional, penegasan pentingnya Kerja
sama antar organisasi regional dan subregional, serta pentingnya
dialog dan promosi nilai-nilai bersama di kawasan bagi penyelesaian
perselisinan dan isu lain yang terkait dengan perdamaian dan
keamanan.

Dalam menyikapi terus berlanjutnya serangan Israel ke
wilayah Palestina, khususnya Jalur Gaza, Indonesia telah
mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Pemerintah
Indonesia mengutuk serangan militer semena-mena Israel ke jalur
Gaza yang telah mengakibatkan ratusan korban jiwa di kalangan
warga Palestina, termasuk anak-anak. Tindakan itu secara nyata
merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter dan hukum
HAM internasional, serta  bertentangan dengan prinsip-prinsip
penyelesaian damai yang adil dan langgeng. Serangan itu juga telah
menimbulkan hambatan baru terhadap upaya penyelesaian damai
melalui dialog yang telah diupayakan selama ini, khususnya setelah
Konperensi Annapolis November 2007. Untuk itu, Pemerintah
Indonesia menyerukan agar semua pihak dapat mengendalikan diri
dan dapat segera mengakhiri segala tindak  kekerasan, serta
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menghidupkan kembali proses perundingan yang ada. Indonesia
secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk
membentuk negara merdeka yang dapat berdampingan secara damai
dengan Israel dengan wilayah yang diakui secara internasional.

Sebagai tindak lanjut pada tataran forum PBB, Perutusan
Tetap Republik Indonesia untuk PBB pada tanggal 25 Maret 2008
telah menyampaikan bahwa Indonesia menyerukan agar negosiasi
antara Israel dan Palestina dalam kerangka Annapolis tetap
dilanjutkan, seraya menggarisbawahi bahwa pencapaian sasaran-
sasaran Annapolis sangat menentukan bagi tercapainya penyelesaian
konflik Timur Tengah secara komprehensif. Dalam hal ini, Indonesia
juga menyambut baik rencana Rusia untuk menyelenggarakan
konferensi internasional lanjutan, dan dalam kaitan dengan itu
Indonesia berharap agar konferensi termaksud dapat memperkuat
proses Annapolis guna mencapai perdamaian di kawasan, termasuk
pada track Israel-Lebanon dan Israel-Suriah.

Pemerintah Rl memandang pentingnya melengkapi proses
perdamaian yang tengah berlangsung ini dengan bantuan dan
dukungan konkret guna mengurangi penderitaan yang dialami oleh
rakyat Palestina. Untuk itu, Indonesia menyambut baik dan
mendukung penyelenggaraan Konferensi Internasional Negara-
Negara Donor untuk Palestina di Paris tanggal 17 Desember 2007
lalu. Sebagai perwujudan dari dukungan tersebut, Pemerintah
Indonesia telah ikut berkontribusi dengan menyampaikan komitmen
bantuan sebesar US$ 1 juta sebagai bantuan kemanusiaan bagi warga
Palestina di wilayah Palestina dan kamp-kamp pengungsi di negara
sekitarnya.

Di samping kontribusi melalui Konferensi Internasional
Negara-Negara Donor untuk Palestina tersebut di atas, Indonesia
juga telah bertindak sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika
untuk Pembangunan Kapasitas Palestina yang telah diselenggarakan
pada bulan Juli tahun 2008, dalam kerangka New Asia-Africa
Strategic Partnership (NAASP), bersama-sama dengan Pemerintah
Afrika Selatan. Tujuan dari Konferensi Asia Afrika untuk
Pembangunan Kapasitas Palestina ini adalah dalam rangka
menggalang dukungan dan kontribusi negara-negara Asia Afrika
dalam program pembangunan kapasitas Palestina, meliputi
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pembangunan institusi dan pengembangan SDM Palestina melalui
program pelatihan, beasiswa, saling bertukar lessons learned di
sektor-sektor seperti pelayanan dan administrasi publik, keuangan,
konstruksi, pertanian, kesehatan, pendidikan, usaha kecil dan
menengah, pelatihan kepolisian dan pelatihan diplomatik. Tujuan
dari program ini adalah untuk mempersiapkan institusi dan SDM
Palestina yang cakap dan andal menjelang terbentuknya negara
Palestina merdeka di masa yang akan datang.

Dalam masalah nuklir Iran, Indonesia mengakui hak setiap
negara untuk mendapatkan akses teknologi nuklir yang digunakan
untuk maksud damai sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan
(International Atomic Energy Agency/IAEA) safeguard agreements.
Indonesia prihatin dengan perkembangan masalah nuklir Iran, dan
mengharapkan Iran dan pihak-pihak yang terkait agar mencapai
penyelesian secara damai melalui dialog dan negosiasi. Selain itu,
Indonesia berharap agar Iran bersikap lebih fleksibel dalam konteks
pengayaan uranium sehingga memberikan peluang pada proses
negosiasi dan memungkinkan tercapainya penyelesaian diplomatik.

Indonesia terus berupaya untuk menjembatani perbedaan
posisi khususnya antara Iran dengan AS dan UE-3 dalam rangka
membantu mencapai penyelesaian diplomatik, termasuk melalui
serangkaian konsultasi pada tingkat tinggi dengan Iran, AS, UE-3,
China dan Rusia, baik yang dilakukan di Jakarta, Teheran, maupun
Perwakilan-Perwakilan Tetap RI di New York dan Wina. Indonesia
mengambil sikap abstain dalam pemungutan suara resolusi 1803
karena belum melihat perlunya mengeluarkan resolusi baru yang
memberikan sanksi tambahan kepada Iran. Indonesia juga tidak
yakin bahwa penambahan sanksi akan berdampak positif dan
mendorong lebih jauh upaya penyelesaian isu nuklir lran secara
damai. Sebaliknya, dikhawatirkan penambahan sanksi akan
menimbulkan dampak negatif terhadap kemajuan yang telah dicapai
dalam kerja sama Iran dengan IAEA. Indonesia mengharapkan agar
masalah nuklir Iran dapat dikembalikan kepada Dewan Gubernur
IAEA supaya bobot politis dari masalah ini dapat dikurangi dan
dapat lebih difokuskan pada aspek teknis sesuai dengan mandat dan
statuta IAEA. Pada dasarnya, Indonesia juga tidak setuju dengan
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penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan isu nuklir sebagaimana
yang dilakukan oleh Israel terhadap instalasi nuklir di Syria.

Untuk melihat dan menilai keberhasilan yang dicapai di
tingkat bilateral, beberapa pencapaian dapat diteropong melalui
hubungan dengan sejumlah negara. Secara umum hubungan dan
kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara di berbagai
kawasan berlangsung dinamis dalam bidang dan tingkatan yang
beragam. Adapun sejumlah isu penting dalam interaksi Indonesia
dan negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik meliputi:
delimitasi batas maritim; perjanjian kerja sama pertahanan dan
perjanjian ekstradisi RI-Singapura; penanganan dan perlindungan
TKI/WNI di luar negeri; keamanan di Filipina selatan (Moro
National Liberation Front/MNLF) dan Thailand selatan; Olimpiade
Beijing 2008, demokrasi di Myanmar; Dalai Lama/Tibet; Selat
Taiwan; Semenanjung Korea; perbatasan dengan Papua Nugini;
hubungan dengan Timor-Leste; dan kerja sama pertahanan/keamanan
dengan Australia (Lombok Treaty); ketersediaan energi; kelestarian
lingkungan dan ketahanan pangan; illegal logging, illegal fishing,
dan pengakuan kepemilikan hak kekayaan seni dan budaya oleh
Malaysia.

Hubungan RI-Malaysia secara umum stabil walaupun tidak
lepas dari permasalahan, di antaranya isu TKI, perbatasan maritim
dan darat, dan keamanan lintas batas, termasuk masalah illegal
logging. Sebagai upaya untuk mencari jalan keluar bagi
permasalahan dimaksud, kedua negara tetap mengedepankan
semangat persaudaraan dan dialog yang dilakukan pada berbagai
tingkatan, salah satunya melalui pelaksanaan Konsultasi Tahunan
Tingkat Kepala Negara, Januari 2008 di Putrajaya, Malaysia, yang
menghasilkan berbagai kesepakatan kerja sama yang saling
menguntungkan kedua pihak.

Hubungan RI-Brunei Darussalam mencatat kemajuan penting
pada tahun ini, yaitu dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman
Kerja sama di bidang Kebudayaan pada April 2008 di Jakarta.

Dalam hubungan RI-Thailand, kemajuan yang patut
digarisbawahi adalah peningkatan kerja sama di sektor energi dan
sumber daya mineral. Pada Desember 2007, Pemerintah kedua
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negara menyepakati pembentukan forum energi kedua negara
sebagai wadah untuk membantu upaya penyelesaian masalah krisis
energi dengan ikut melibatkan pihak swasta. Terkait dengan isu
keamanan, Pemerintah Thailand meminta Indonesia berperan aktif
mendukung proses perdamaian di Thailand Selatan. Dalam hal ini,
Ketua Umum Nahdatul Ulama, K H. Hasyim Muzadi dan Ketua
Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, berkunjung ke
Thailand dan mendapat sambutan hangat Raja dan Pemerintah
Thailand.

Hubungan bilateral RI-Filipina semakin erat sejak Indonesia
menjadi Ketua Peace Committee penyelesaian masalah Filipina
Selatan. Kontribusi Indonesia terhadap stabilitas dan berlanjutnya
pembangunan di Filipina Selatan tidak hanya penting bagi
pemerintah dan rakyat Filipina, tetapi juga penting bagi Indonesia
dan negara-negara ASEAN lainnya, yang menginginkan kawasan
Asia Tenggara dalam kondisi damai dan aman, serta terus
berlanjutnya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat di negara-
negara anggota ASEAN.

Hubungan Indonesia-Jepang memasuki tahapan baru dengan
ditandatanganinya  Indonesia-Jepang  Economic  Partnership
Agreement (IJEPA) di Jakarta pada saat kunjungan PM Jepang ke
Indonesia, Agustus 2007. Kesepakatan tersebut mulai berlaku pada
Juli 2008, dengan pertukaran nota antara Menlu Jepang dan Dubes
Rl di Tokyo. Diharapkan melalui kesepakatan tersebut, Indonesia
berpeluang menembus pasar Jepang yang lebih luas dan mengundang
lebih banyak investor. Pada bulan Agustus 2007 kedua negara juga
menandatangani  Joint Declaration on the Enhancement of
Cooperation on Climate Chang, Environment and Energy Issues.
Selain itu, pada tahun 2008 ini Indonesia dan Jepang merayakan 50
tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Hubungan RI-RRC memasuki tataran baru dengan
ditandatanganinya “Deklarasi Bersama Mengenai Kemitraan
Strategis” pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta. Kemitraan strategis
ini ditujukan untuk memperkuat kerja sama politik dan keamanan,
memperdalam kerja sama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan
kerja sama sosial budaya, dan memperluas hubungan nonpemerintah.
Selain itu, pada kunjungan kenegaraan Presiden RRC ke RI bulan
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April 2005 dan kunjungan balasan Presiden Rl ke RRC bulan Juli
2005 juga telah ditandatangani beberapa naskah kerja sama penting
seperti kerja sama maritim, pembebasan visa bagi pemegang paspor
dinas dan diplomatik, kerja sama bidang industri strategis, kerja
sama keuangan, kerja sama pembangunan sistem peringatan dini
bencana alam, dan kerja sama bidang pendidikan.

Sebagai kegiatan tindak lanjut terhadap Deklarasi Bersama
tersebut, RI-RRC tengah menyelesaikan Plan of Action sebagai blue
print implementasi konkrit Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRC.
Capaian lain dalam hubungan dengan RRC adalah penandatanganan
naskah kerja sama bidang Pertahanan pada 7 November 2007 di
Beijing, RRC, yang diharapkan akan meningkatkan stabilitas politik
dan keamanan serta menciptakan kondisi kondusif bagi
pembangunan ekonomi tiap-tiap negara di kawasan. Raihan penting
lainnya adalah menguatnya sinergi dan kerja sama kedua negara
yang melibatkan unsur kalangan bisnis (B to B) dan kalangan
masyarakat (P-to-P) yang kemudian meluas dalam kerangka
penguatan kerja sama sister cities/provinces kedua negara. Pada
tahun 2008, Rl — RRC mulai menjajaki kemungkinan bekerja sama
dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), khususnya yang
dikelola oleh perempuan melalui saling tukar informasi, metode, dan
pengalaman. Hubungan bilateral antara kedua negara juga dilakukan
dengan pengiriman bantuan logistik dan 20 tenaga medis oleh
pemerintah Indonesia setelah terjadinya gempa bumi di Si-Chuan,
RRC pada bulan Mei 2008.

Dalam hubungan bilateral dengan Vietnam, kunjungan
Presiden RI pada tanggal 28-30 Juli 2005 menghasilkan
penandatanganan MoU di bidang Kerja sama Pendidikan dan MoU
di bidang Kerja sama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan.
Pada tanggal 22-24 Februari 2006, PM Viet Nam, Phan Van Khai,
melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Hasil yang dicapai dari
kunjungan ini adalah Joint Press Statement yang memuat butir-butir
kesepakatan peningkatan hubungan bilateral. Selain itu, kedua kepala
pemerintahan menyaksikan penandatanganan naskah Arrangement
on Tourism Cooperation.

Kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2007 antara lain
adalah pertukaran instrumen ratifikasi Perjanjian Batas Landas
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Kontinen. Tindak Lanjut yang akan dilakukan saat ini adalah
persiapan melakukan perundingan penetapan batas Zone Ekonomi
Ekslusif RI-Vietnam. Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tanh Dzung
yang dilantik pada bulan Juni 2006 melakukan kunjungan
kenegaraan pada 8—9 Agustus 2007. Kunjungan ini menghasilkan
penandatanganan MoU kerja sama di bidang kebudayaan serta MoU
kerja sama di bidang pemberantasan korupsi antara KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) dan Badan Inspeksi Pemerintah Vietnam.

Dalam membina hubungan dengan Kamboja, Presiden RI
telah mengadakan kunjungan kenegaraan pada tanggal 28 Februari-1
Maret 2006. Penerimaan yang begitu luar biasa dari rakyat dan
Pemerintah Kamboja mencerminkan pengakuan atas jasa besar
Indonesia dalam proses perdamaian di Kamboja. Dengan citra yang
positif ini, Indonesia memiliki political capital yang dapat
dimanfaatkan sebagai landasan untuk mengembangkan kerja sama di
bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu bidang kerja sama yang
disepakati untuk dikembangkan adalah kerja sama Sister Temples
Borobudur-Angkor Wat. Indonesia terus mengembangkan Kerja
sama dengan pendekatan kebudayaan untuk membangun soft power
melalui kerja sama teknik dan capacity building, penyediaan
beasiswa dan pengiriman tenaga pengajar pencak silat, dan
pariwisata, khususnya melalui Cultural Heritage Tourism
Cooperation Trail of Civilization di Candi Borobudur dengan
melibatkan Indonesia, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar dan
Vietnam.

Di tengah keprihatinan masyarakat internasional terhadap
perkembangan situasi dalam negeri Myanmar, Presiden RI
melakukan kunjungan kenegaraan ke Myanmar pada tanggal 1—2
Maret 2006. oleh karena itu, kunjungan Presiden Rl ke Myanmar ini
mendapat perhatian luas dari masyarakat internasional, termasuk
Sekjen PBB. Kunjungan itu sendiri berlangsung sukses. Presiden RI
diterima dengan sikap yang bersahabat dari petinggi Pemerintah
Myanmar yang dipimpin Jenderal Senior Than Shwe. Salah satu
keberhasilan dari kunjungan itu adalah ditandatanganinya MoU
Pembentukan Komisi Bersama yang sangat penting artinya sebagai
langkah awal dan wadah perluasan hubungan bilateral. Keberhasilan
lainnya adalah terbinanya sikap saling percaya antara Indonesia dan
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Myanmar. Pada saat itu pimpinan Myanmar memandang Indonesia
bukan sebagai patronizing neighbor tetapi justru sebagai sincere and
trusted friend.

Di samping isu demokratisasi yang terus bergulir, isu
Myanmar juga menjadi pusat sorotan masyarakat internasional
sehubungan dengan terjadinya bencana Topan Nargis pada Mei 2008
lalu. Bencana itu mempresentasikan atensi dan engagement pada
Myanmar melalui uluran bantuan kemanusiaan berupa bahan
makanan, pakaian, obat-obatan, tenda, dan bantuan uang tunai
sebesar US$ 1 juta. Indonesia telah mengirimkan tim medis dan
rumah sakit lapangan pada Juni 2008, serta melakukan tugas-tugas
kemanusiaan di negara tersebut.

Pada tataran bilateral yang lebih spesifik, Indonesia mampu
mengaktualisasikan constructive engagement dengan Myanmar,
antara lain melalui korespondensi personal dan pertemuan di antara
kedua pemimpin, forum konsultasi yang menekankan pentingnya
pendekatan/kontak pribadi bilateral RI-Myanmar, saling kunjung
pejabat tinggi dan forum konsultasi teknis bilateral lainnya.
Indonesia dalam hal ini senantiasa menempatkan diri sebagai negara
sahabat dan memandang perlu adanya pendekatan yang
komprehensif dengan melibatkan tiga pihak, yaitu ASEAN, Utusan
Khusus Sekjen PBB Ibrahim Gambari, dan RRC.

Hubungan bilateral RI - Korea Utara mengalami peningkatan
dengan kunjungan Presiden RI pada tanggal 17—19 Juli 2006, yang
menghasilkan satu dokumen Pernyatan Bersama yang menegaskan
kembali keinginan kedua negara untuk lebih meningkatkan
hubungan bilateral yang saling menguntungkan di masa mendatang
dan berbagai kerja sama regional maupun multilateral.

Raihan diplomasi lainnya juga terlihat dalam peningkatan
kerja sama ekonomi bilateral Rl dengan Korea Selatan yang
terwujud dalam Joint Declaration between RI and Republik of Korea
(RoK) on Strategic Partnership for Promoting Friendship and
Cooperation in the 21* Century. Dokumen itu menandai kesepakatan
kedua belah pihak untuk meningkatkan hubungan bilateral ke
tahapan yang lebih tinggi melalui berbagai peluang kerja sama
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konkret di bidang perdagangan, investasi, industri pertahanan,
ketenagakerjaan, turisme, pendidikan, iptek, dan sosial budaya.

Kunjungan Presiden RI pertengahan tahun lalu ke Korea
Selatan yang menghasilkan sejumlah penandatanganan naskah kerja
sama di bidang infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan energi
memerlukan banyak kegiatan tindak lanjut. Menjelang akhir tahun
2007, DPR-RI telah meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Korea
Selatan melalui UU nomor 42 tahun 2007. Ratifikasi itu
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kedua negara dari
tindakan-tindakan ilegal yang merugikan.

Indonesia dan Korea Selatan sebenarnya telah memiliki
Kemitraan Strategis (Strategis Partnership) sejak Desember 2006.
Melalui Joint Task Force on Economic Forum (JTF) yang
melibatkan unsur pemerintah dan pengusaha, kedua negara juga terus
mendorong kerja sama yang saling menguntungkan. Bagi Korea
Selatan, Indonesia merupakan negara tujuan investasi ke-4 setelah
China, AS dan Vietnam. Investasi Korea Selatan di Indonesia
tersebut menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi
warga Indonesia. Guna memajukan peluang kerja sama tersebut,
Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk melipatgandakan
nilai perdagangan dan memperluas kerja sama yang meliputi bidang
industri,  kehutanan, lingkungan hidup, pendidikan dan
penanggulangan bencana.

Kerja sama RI-Australia menunjukkan peningkatan sejak
penandatanganan Joint Declaration on Comprehensive Partnership
oleh kedua kepala pemerintahan pada tanggal 4 April 2005, yang
menyatakan komitmen kerja sama bilateral kedua negara dalam
berbagai bidang. Prioritas dalam hubungan RI-Australia adalah
pencapaian stabilitas dalam hubungan bilateral berdasarkan
kesetaraan, penghormatan atas kedaulatan dan integritas wilayah.
Penguatan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut semakin
nyata sejak dilantiknya Perdana Menteri Kevin Rudd dari Partai
Buruh pada bulan Desember 2007. PM Rudd telah dua Kali
berkunjung ke Indonesia, yakni pada Desember 2007 dan PM Rudd
menandatangani Protokol Kyoto di forum UNFCCC di Bali dan pada
tanggal 12—14 Juni 2008. Dalam kunjungan terakhir, kedua negara
berkomitmen untuk mengelola penanganan perubahan iklim secara
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lebih baik melalui penandatanganan Indonesia-Australia Forest
Carbon Partnership, dan mengembangkan suatu Roadmap for
Access to International Carbon Markets. Kedua kepala negara juga
sepakat untuk meningkatkan kerja sama bidang perdagangan dan
pertahanan. Sektor kerja sama pertahanan secara khusus diarahkan
untuk mempererat kemitraan dalam menangani masalah terorisme
yang terkait militansi Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM)
dan kerja sama di bidang penanggulangan bencana. Kedua negara
juga mengintensifkan pembicaraan masalah penangangan pencurian
ikan (illegal fishing) di wilayah perbatasan Australia dan Indonesia.

Secara umum, dasar-dasar hubungan Indonesia — Australia
semakin kokoh, terlebih dengan adanya instrumen legal Deklarasi
Kemitraan Komprehensif dan Lombok Treaty. Pertukaran Nota
Ratifikasi Lombok Treaty telah dilakukan pada 7 Februari 2008 di
Perth. Kemitraan tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi
penanganan ancaman nontradisional di kawasan, termasuk ancaman
separatisme.

Dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Timor Leste,
Indonesia, atas permintaan Timor Leste, mengirimkan bantuan
kemanusiaan senilai Rp. 6 miliar. Pemerintah Timor Leste pun
mengakui bantuan Pemri dalam menyelesaikan permasalahan dalam
negeri Timor Leste saat ini. Dalam kaitan penyelesaian pelanggaran
HAM pascareferendum, dunia internasional mulai mengakui
penyelesaian masalah HAM tersebut melalui mekanisme
Commission of Truth and Friendship (CTF). Masalah utama antara
kedua negara saat ini adalah instabilitas politik dan keamanan di TL
memicu kekhawatiran akan terjadinya eksodus warga negara Timor
Leste ke daerah perbatasan dan mendorong pengungsi tersebut
masuk ke wilayah RI. Permasalahan tersebut diantisipasi dengan
membuka perbatasan Indonesia — Timor Leste secara selektif dan
memberikan bantuan kemanusiaan kepada Timor Leste.

Hubungan bilateral Indonesia dan Timor-Leste terus
dikembangkan dengan semangat persahabatan yang berorientasi ke
depan dan menyongsong babak baru dalam menjalani kehidupan
bertetangga yang saling menguntungkan di berbagai bidang.
Indonesia senantiasa berpartisipasi dalam membantu Timor-Leste
melalui berbagai mekanisme kerja sama bilateral dan tripartit.
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Dalam kunjungan PM Xanana Gusmao ke Indonesia pada 28 April-1
Mei 2008, kedua negara telah menyepakati peningkatan kerja sama
di bidang perdagangan, kerja sama teknik perdagangan, kerja sama
teknik UKM, dan kerja sama teknik pengawasan obat dan makanan.

Momentum utama dinamika hubungan RI-Timor Leste
tercermin pada saat Presiden RI dan Presiden Timor-Leste secara
simbolis menerima Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Indonesia dan Timor-Leste pada tanggal 15 Juli 2008 di Bali. Kedua
pemimpin menyampaikan penerimaan mereka atas temuan,
simpulan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi. Pada
saat yang sama, pemerintah kedua negara menyatakan penyesalan
terhadap penderitaan yang dialami penduduk Timor Timur dalam
periode menjelang dan segera setelah Jajak Pendapat tahun 1999.
Para pemimpin menyatakan komitmen mereka atas implementasi
yang sungguh-sungguh dari rekomendasi komisi dan untuk
mengambil inisiatif lain yang diperlukan guna memperkuat
rekonsiliasi dan persahabatan rakyat kedua negara. Implementasi
rekomendasi Komisi akan diintegrasikan dalam sebuah rencana aksi
dengan penekanan pada program yang berorientasi korban dalam
kerangka mekanisme kerja sama bilateral yang ada.

Dalam mengisi hubungan yang terjalin baik antara Indonesia-
Selandia Baru selama 50 tahun ini, Indonesia terus mengupayakan
untuk melibatkan unsur-unsur pemerintah dan masyarakat secara
maksimal. Indonesia juga memandang penting peranan Selandia
Baru bagi kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara di
kawasan Pasifik.

Hubungan Indonesia — Papua New Guinea memiliki nilai yang
strategis dalam konteks membina wilayah perbatasan kedua negara
dan mendukung keutuhan integritas NKRI, baik dalam organisasi
internasional maupun regional di kawasan Pasifik. Selama ini,
mekanisme hubungan bilateral kedua negara dilakukan melalui
pertemuan-pertemuan Border Liaison Meeting (BLM) tingkat Kepala
Provinsi Daerah yang berbatasan, Joint Border Committee (JBC)
tingkat Menteri Dalam Negeri dan Joint Ministerial Commission
(JMC) tingkat Menteri Luar Negeri. Mekanisme hubungan bilateral
tersebut ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah perbatasan
terutama yang terkait dengan illegal migrants asal Indonesia. Sejauh
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ini masalah tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui program
repatriasi sukarela.

Selain itu, kedua negara harus mengupayakan pemecahan
terkait dengan implementasi hasil SOM/JCM RI-PNG 2003 Working
Group on Education, Culture and Tourism yang terhenti karena
kendala teknis. Dalam kaitan ini, Presiden RI merencanakan untuk
berkunjung ke Papua New Guinea pada tahun 2008 ini guna
membuka secara resmi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) RI-
PNG Skouw-Wutung yang akan mendukung peningkatan kerja sama
di wilayah perbatasan kedua negara. Rl dan Papua Nugini saat ini
juga sedang dalam penyelesaian MoU Penghindaran Pajak Berganda
untuk mendorong perdagangan antar kedua negara.

Hubungan Indonesia dengan India ditandai oleh kesepakatan
untuk terus meningkatkan dan memperluas kerja sama di berbagai
bidang, di antaranya perdagangan, teknologi, ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan pertemuan
Komisi Bersama RI dan India ketiga di Jakarta pada tahun 2007.
Keinginan itu kemudian dijabarkan dalam kunjungan kerja Menteri
Perdagangan RI ke India pada Januari 2008. Dalam kunjungan
tersebut Mendag RI mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri
Perdagangan dan Industri India serta Menteri Pertanian India.
Mendag RI juga memimpin Misi Dagang dan Investasi Indonesia di
New Delhi dan Bangalore. Guna menindaklanjuti beberapa
kesepakatan dalam kunjungan itu, pada tanggal 8—9 Mei 2008 telah
dilakukan pertemuan Joint Study Group on Comprehensive
Economic Cooperation Agreement (JSG CECA) di New Delhi, India,
dan juga sebagai wujud dari Deklarasi Bersama yang ditandatangani
pada tahun 2005.

Kemajuan yang sama diperoleh dalam hubungan bilateral
Indonesia dan Pakistan. Selama periode Januari—-Oktober 2007, nilai
perdagangan bilateral kedua negara tercatat US$ 702,022,000 atau
meningkat 8,45% dibandingkan dengan nilai perdagangan tahun
sebelumnya sebesar US$ 647,050,000. Guna meningkatkan
perdagangan bilateral, kedua pihak sepakat melakukan liberalisasi
tarif yang akan menuju pembentukan Free Trade Area (FTA).

Berkaitan dengan hal ini, tim perunding tarif (Trade
Negotiating Committee/TNC) kedua pihak telah mencapai kemajuan
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penting dalam perundingan putaran ke-4 di Jakarta pada tanggal
20—21 September 2007. Wujud kemajuan itu dirumuskan dalam
kesepakatan mengenai product coverage dalam kerangka
Preferential Tariff Agreement (PTA), pemberian konsesi secara
timbal balik dalam hal pengurangan tarif masuk jeruk Kino Pakistan
ke Indonesia dan CPO Indonesia ke Pakistan. Sehubungan dengan
hal tersebut, pihak Indonesia saat ini tengah memproses ratifikasi
dokumen Framework Agreement on Comprehensive Economic
Cooperation (FACEP) sebagai payung PTA. Selain itu, dalam
rangka kerja sama penanggulangan terorisme RI-Pakistan, kedua
negara juga telah mengadakan pertemuan pertama Joint Working
Group (JWG) on Combatting International Terrorism di Islamabad,
Pakistan, pada tanggal 19—20 Juli 2007.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Bangladesh,
Komisi Bersama kedua negara telah menyepakati penguatan kerja
sama di bidang fasilitasi visa, kerja sama di bidang obat-obatan,
pertanian, pendidikan, dan investasi sebagaimana tertuang pada
pertemuan di Dhaka. Pihak Bangladesh mengharapkan agar
Indonesia dapat menyelenggarakan pertemuan kedua Komisi
Bersama Tingkat Pejabat Tinggi pada bulan November 2008. Dilihat
dari volume perdagangan kedua negara, Indonesia dan Bangladesh
menikmati total perdagangan bilateral senilai US$ 525,1 juta
sepanjang periode Januari-Oktober 2007 atau meningkat 42,7%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam
hal ini, ekspor Indonesia mencapai US$ 507,5 juta. Sebaliknya
dengan nilai impor tercatat mencatat US$ 17,6 juta, terdapat surplus
cukup besar bagi Indonesia sebesar US$ 489,9 juta. Pertumbuhan
ekspor Indonesia ke Bangladesh dalam lima tahun terakhir rata-rata
mencapai 20% per tahun. Dengan terus meningkatknya pertumbuhan
dan kegiatan perekonomian di kedua negara, diharapkan dalam lima
tahun mendatang nilai perdagangan bilateral kedua negara akan
mencapai US$ 1 miliar.

Sementara lanskap hubungan Indonesia-Afghanistan ditandai
olenh perkembangan situasi keamanan dan politik yang sulit
diprediksi. Dalam kaitan ini, Pemerintah Rl berpandangan bahwa
pendekatan militer bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan
konflik di Afghanistan. Menurut Jakarta, kondisi di Afghanistan juga
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memerlukan keinginan yang kuat dari semua pihak untuk berdialog
dalam rangka menyelesaikan pertikaian bersenjata yang sejak lama
mendera negara tersebut.

Dari sisi kepentingan ekonomi, neraca perdagangan bilateral
Indonesia—Afghanistan dalam 5 tahun terakhir ini selalu
menunjukkan surplus bagi Indonesia. Menurut data dari BPS dan
Departemen Perdagangan tahun 2007, total perdagangan kedua
negara telah mencapai angka US$ 7,6 juta atau mengalami
peningkatan sebesar 20,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang
mencapai nilai US$ 6,3 juta. Total ekspor Indonesia ke Afghanistan
pada tahun 2007 sebesar US$ 7,3 juta. Sebaliknya dengan nilai impor
dari Afghanistan sebesar US$ 261.800, terdapat surplus bagi
Indonesia sebesar US$ 7,07 juta pada tahun 2007.

Dalam konteks hubungan Indonesia dengan Iran, kunjungan
kenegaraan Presiden RI pada tanggal 10—12 Maret 2008 ke Teheran
telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang terkait
dengan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama kedua
negara di bidang pendidikan, pertanian, perdagangan dan industri
serta pertambangan. Semua itu kemudian ditindaklanjuti dengan
pertemuan sidang ke-10 Joint Commission Meeting on Economic and
Trade Cooperation RI-Iran yang berlangsung pada tanggal 9—11
Juni 2008 di Jakarta.

Sebagai upaya peningkatan hubungan dan kerja sama RI
dengan negara-negara Asia Tengah, Menlu Rl melakukan kunjungan
resmi ke Azerbaijan, Kazakhstan, dan Uzbekistan pada tanggal 11-16
Mei 2008. Peningkatan hubungan bilateral terjadi dalam kaitan
dengan pendekatan intensif RI-Uzbekistan. Kedua negara telah
menyelenggarakan Pertemuan Komite Konsultasi Bilateral Keempat
pada tanggal 17—19 Maret 2008 di Medan yang diselingi dengan
Forum Bisnis RI-Uzbekistan. Diharapkan kedua negara dapat
menyepakati langkah lebih lanjut untuk meningkatkan peranan
kalangan bisnis pada peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan,
dan investasi Indonesia-Uzbekistan.

Kunjungan resmi Menlu Rl ke Tashkent, Uzbekistan pada
tanggal 13—14 Mei 2008 merupakan bagian dari upaya peningkatan
hubungan politik yang telah berjalan baik selama ini, termasuk
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peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan
investasi. Selain melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden
dan Ketua Parlemen, Menlu RI juga mengadakan pembicaraan
dengan Menteri yang menangani perekonomian, perdagangan, dan
investasi. Menlu kedua negara telah menandatangani naskah Trade
Agreement, MoU on The Establishment of Joint Commission for
Bilateral Cooperation, dan MoU on Diplomatic Training
Cooperation.

Pada kunjungan resmi ke Astana dan Almaty, Kazakhstan,
pada tanggal 14—16 Mei 2008, Menlu RI telah mengadakan
pembicaraan dengan Menteri yang menangani perekonomian,
perdagangan, dan investasi guna meningkatkan hubungan ekonomi,
perdagangan, pariwisata, dan investasi kedua negara. Menlu kedua
negara telah menandatangani naskah Agreed Minutes of the Bilateral
Meeting between the Minister of Foreign Affairs of the Republic of
Indonesia and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of
Kazakhstan.

Komisi Bersama RI dan Tajikistan Pertama dilaksanakan di
Dushanbe, Tajikistan, pada tanggal 24—26 Maret 2008. Pertemuan
ini menitikberatkan pada perlunya membina hubungan baik di bidang
politik dan di bidang lainnya, terutama ekonomi, perdagangan, dan
investasi. Hal ini dilakukan dengan upaya pelibatan para pengusaha
kedua negara dalam kegiatan forum bisnis dan pameran internasional
di kedua negara.

Indonesia juga mempererat kerja sama dengan negara-negara
di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Persatuan
Emirat Arab (UEA), dan Yordania di bidang energi, ekonomi,
perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, ketenagakerjaan,
terorisme, penyelesaian masalah Palestina, dan lainnya yang
dilaksanakan melalui sidang komisi bersama, penandatanganan MoU
kerja sama, dan sebagainya.

Di luar tataran kerja sama bilateral, kerja sama di bidang
lingkungan hidup dan penanggulangan perubahan iklim merupakan
salah satu fokus kerja sama Indonesia. Melalui UU Nomor 6/1994
Indonesia telah meratifikasi UNFCCC dan melalui UU  Nomor
17/2004 telah meratifikasi Protokol Kyoto. Selain itu, Indonesia
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berhasil menyelenggarakan Pertemuan ke-13 Konferensi Negara
Pihak (Conference of PartiessfCOP) Konvensi Perubahan Iklim
(UNFCCC) dan Pertemuan ke-3 Negara Pihak (Meeting of
PartiessMOP) Kyoto Protocol telah diselenggarakan di Bali,
Indonesia pada tanggal 3-15 Desember 2007. Sejumlah keputusan
penting pertemuan COP/MOP antara lain adalah keputusan
mengenai Bali Roadmap yang mencakup bidang mitigasi, adaptasi,
pengembangan dan transfer teknologi, keuangan dan investasi dan
“way forward”. Elemen penting Bali Roadmap adalah “Bali Action
Plan” yang merupakan kesepakatan negara pihak Konvensi untuk
memulai suatu proses negosiasi di bawah “Convention track” yang
diharapkan dapat diselesaikan pada 2009. Selain kegiatan-kegiatan
tersebut, dalam kerja sama di bidang lingkungan hidup, Indonesia
juga merupakan negara pihak Konvensi Basel yang bertujuan untuk
mengatasi masalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3) atau toxic waste.

Di bidang demokratisasi, HAM dan good governance, negara-
negara di kawasan Amerika dan Eropa telah memberikan dukungan
kepada Indonesia, antara lain melalui kerja sama capacity building,
partisipasi dalam pemantauan pelaksanaan pemilu, kerja sama Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dialog HAM
bilateral dengan negara kawasan (antara lain Kanada, Norwegia, dan
Swedia). Di samping itu juga telah mulai diupayakan penguatan
instrumen legal melalui pembentukan perjanjian di bidang hukum
seperti Mutual Legal Assistance dan Mandatory Consular
Notification.

Peningkatan kerja sama di bidang pemberantasan terorisme
dengan negara-negara Amerika dan Eropa dilaksanakan dalam
kerangka kemitraan global. Di antara hal yang menonjol dari upaya
ini adalah dukungan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa
dalam program Jakarta Centre for Law Enforcement and
Cooperation (JCLEC). Di samping itu, juga telah dilaksanakan
intensifikasi  dialog untuk penyusunan common  strategy
pemberantasan terorisme. Pada tataran regional, Indonesia terus
menjadi inisiator utama pelaksanaan ASEM Counter-Terrorism
Conference dan FEALAC Seminar on Counter Terrorism.
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Secara umum kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan dan
investasi antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Amerika
dan Eropa pada periode 2007 hingga Juni 2008 mengalami
peningkatan. Hal ini antara lain dilakukan melalui kegiatan promosi
dagang dalam rangka penetrasi pasar nontradisional terutama ke
wilayah Amerika Selatan, Karibia, dan Eropa Tengah Timur.
Kegiatan promosi di antaranya dilaksanakan melalui program
Promosi Terpadu Indonesia (PTI) dan Familiarization Trip
(Famtrip). Meningkatnya kinerja perdagangan bilateral Indonesia
dengan negara-negara di dua kawasan ini merupakan indikator
keberhasilan dari kegiatan ini. Total perdagangan Indonesia di
wilayah Amerika Selatan dan Karibia pada periode Januari-
November 2007 mencapai US$ 2,640 miliar atau naik sebesar
22,19% dari periode yang sama pada tahun 2006. Dengan negara-
negara ETT total perdagangan Indonesia periode Januari—
November 2007 mencapai US$ 2,153 miliar atau naik sebesar
138,89% dari periode yang sama tahun 2006.

Sejalan dengan hal ini, upaya untuk mempertahankan dan
meningkatkan Kinerja perdagangan Indonesia ke pasar tradisonalnya
di wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara dan Tengah juga
menunjukkan hasil signifikan. Sebagai ilustrasi, secara kumulatif
total perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra utama di
Eropa Barat pada periode Januari-November 2007 mencapai US$
20,588 miliar atau naik 18,42% dari total perdagangan peridode yang
sama tahun 2006. Dengan negara-negara Amerika Utara dan Tengah
pada periode Januari—November 2007 perdagangan Indonesia
mencapai US$ 16,923 miliar atau naik 8,18% dari periode yang sama
tahun 2006. Di bidang investasi, negara-negara Amerika dan Eropa
memberikan kontribusi 22% dari total investasi asing Indonesia
untuk tahun 2007. Total investasi negara-negara kawasan senilai
US$ 2.283 juta dalam 300 proyek pada tahun 2007 atau naik sebesar
21% dibanding dengan tahun 2006 dengan nilai sebesar US$ 1.049,1
juta dalam 186 proyek.

Upaya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi dan
perdagangan Indonesia dengan negara di kawasan Amerika dan
Eropa juga terus dilanjutkan melalui pertemuan-pertemuan reguler
baik pada tingkat pejabat senior maupun pada tingkat menteri.
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Kegiatan ini antara lain dilaksanakan dalam forum Sidang Komisi
Bersama (SKB) yang diikuti oleh pejabat pemerintah dan pelaku-
pelaku bisnis dari sektor swasta, dalam serangkaian pertemuan bisnis
dalam rangka melakukan fasilitasi people to people contact antara
Indonesia dan mitranya di Amerika dan Eropa, serta kerja sama
peningkatan peran Industri Kecil dan Menengah. Guna
memperkokoh kerja sama ekonomi telah dilakukan upaya penguatan
instrumen hukum dengan membentuk atau memperbaharui
perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi, perdagangan, investasi,
perpajakan, dan kerja sama teknik.

Negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa juga secara
aktif memberikan bantuan kemanusiaan bagi penanggulangan
bencana alam yang dialami sejumlah daerah di Indonesia dan
rekonstruksi wilayah pascabencana. Total bantuan bencana untuk
Indonesia tidak kurang dari US$ 2.324,95 juta.

Bantuan kerja sama pembangunan yang diberikan oleh negara-
negara di kawasan Amerika dan Eropa kepada Indonesia, telah
banyak menghasilkan kontribusi untuk percepatan pencapaian MDGs
di Indonesia. Aspek yang menjadi fokus bantuan kerja sama negara
mitra untuk Indonesia adalah di bidang peningkatan mutu
pendidikan, bidang kesehatan ibu dan anak, bidang kesehatan dan
penanggulangan penyakit menular, dan pelestarian lingkungan hidup.
Indonesia berperan aktif dalam Network of Global Leaders For
MDGs 4 and 5, yang pada pertemuan terakhir bulan September 2007
telah menyepakati pembentukan kelompok Sherpa Group yang
merupakan suatu kelompok untuk membantu pemetaan jalan dalam
pencapaian MDG-4 (mencegah kematian bayi) dan MDG-5
(mencegah kematian ibu). Bantuan pembangunan negara di kawasan
Amerika dan Eropa juga diarahkan untuk membantu percepatan
pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur.

Kerja sama pembangunan juga dilaksanakan dengan RRC
yang memberikan bantuan, baik berupa hibah dalam bentuk tenaga
ahli dan peralatan maupun concessional loan yang bernilai total US$
800 juta kepada Pemerintah Indonesia yang akan digunakan untuk
membiayai proyek PLTU Labuhan Angin dan Parit Baru, Railway
Double Tracking jalur Cirebon—-Kroya, Jembatan Suramadu, serta
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rencana proyek infrastruktur lainnya seperti pembangunan
bendungan (dam) Jatigede di Jawa Barat untuk irigasi.

Kerja sama pembangunan RI-NZ, khususnya untuk Kawasan
Indonesia Timur mencapai jumlah NZ$ 40 juta dalam jangka waktu
2002—2007. Selain itu, New Zealand juga mengalokasikan dana
sebesar NZ$ 51 juta untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan
Nias. Dalam kerangka kerja sama keamanan, dilakukan kegiatan
tukar menukar informasi dan pelatihan penegak hukum di Jakarta
Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

Dalam kerangka kerja sama dengan Uni Eropa telah disepakati
Country Strategy Paper (CSP) yang memuat strategi bersama guna
menunjang pembangunan nasional. CSP yang dituangkan dalam
National Indicative Program (NIP) terdiri dari program kerja sama
dua tahunan. Uni Eropa juga telah menyetujui penyusunan CSP
2007—2013 untuk Indonesia serta Multi-annual Indicative
Programme 2007—2010. Bantuan finansial dalam kerja sama
pembangunan ini akan ditingkatkan sebesar 494 juta Euro dalam
program CSP 2007—2013 serta 248 juta Euro dalam program Multi-
annual Indicative Programme 2007-2010. CSP 2007—2013 telah
ditandatangani pada kunjungan Presiden Komisi Eropa Jose Manuel
Barroso tanggal 23 Nopember 2007 di Jakarta.

Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa secara aktif
menyelenggarakan kegiatan promosi pariwisata dan pertunjukan seni
dan budaya Indonesia. Total wisatawan asal negara-negara Amerika
dan Eropa pada tahun 2007 mencapai 952.382 wisatawan,
mengalami peningkatan sebesar 4% dibandingkan dengan tahun
2006, dan merupakan 17 % dari total wisatawan asing yang
berkunjung ke Indonesia. Upaya pendekatan kepada negara
akreditasi untuk mencabut travel warning juga membuahkan hasil,
salah satunya adalah pencabutan travel warning oleh Pemerintah
Amerika Serikat pada tanggal 23 Mei 2008. Amerika Serikat telah
menerapkan travel warning ini sejak November 2000.

Peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di
kawasan Amerika dan Eropa antara lain tercermin melalui dukungan
negara-negara di kawasan atas pencalonan Indonesia pada
organisasi-organisasi internasional, seperti sebagai anggota tidak

08 - 36



tetap DK-PBB, Dewan HAM PBB, International Law Commission,
International Maritime Organization (IMO) Council, International
Telecommunication Union (ITU), UN World Tourism Organization,
International Civil Aviation Organization.

Kerja sama Indonesia dengan negara-negara di kawasan
Amerika dan Eropa melalui kerangka UE, ASEM, dan FEALAC
terus meningkat. Peningkatan hubungan Indonesia dan UE antara
lain ditandai dengan dirampungkannya Framework Agreement on
RI-EU Comprehensive Partnership and Cooperation
(PCA). Indonesia — UE juga telah menyepakati perlunya
peningkatan dialog politik yang merupakan pengakuan UE mengenai
pentingnya peran Indonesia. Meskipun dalam perkembangan terakhir
dokumen PCA sendiri belum diparaf, terkait dengan keputusan UE
yang melarang maskapai penerbangan Indonesia beroperasi di
wilayah UE. Dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral dengan
negara-negara mitra di kawasan Amerika dan Eropa, Indonesia telah
melakukan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan yang
tercermin dalam  pertemuan Indonesia-United States Security
Dialogue (IUSDD) V dan terlaksananya implementasi MoU on
Combating Illegal Logging and Associated Trade antara Indonesia
dan Amerika Serikat.

Melalui forum Asia-Europe Meeting (ASEM), Indonesia telah
berperan aktif, dan disepakati pada tahun 2008 Indonesia menjadi
tuan rumah dua pertemuan Tingkat Menteri, yaitu ASEM 2nd Labor
and Employment Ministerial Conference (ASEM 2nd ALEMC) pada
tanggal 14—16 Oktober dan ASEM Economic Ministerial Meeting
pada tanggal 9—11 Juli 2008.

Dalam kerangka kerja sama dengan Amerika Latin pada
Forum for East Asia — Latin America Cooperation (FEALAC),
Indonesia saat ini menjabat sebagai Ketua Pokja Politik, Pendidikan
dan Budaya untuk periode 2007-2009. Posisi ini memiliki nilai
strategis dalam mendorong kerja sama FEALAC di bidang politik,
budaya dan pendidikan, serta dalam memajukan kepentingan
Indonesia dalam upaya meningkatkan kerja sama dengan negara-
negara kawasan Amerika Latin.
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Dalam kerangka kerja sama APEC, Pertemuan ke-13 Para
Pemimpin  Ekonomi APEC (APEC Economic Leaders’
Meeting/AELM) yang diselenggarakan di Busan, Korea Selatan, pada
tanggal 18—19 November 2005 dengan tema “Towards One
Community Meet the Challenge, Make the Change”  telah
menghasilkan “Busan Declaration”. Busan Declaration memuat tiga
elemen pokok, yaitu upaya-upaya untuk memajukan perdagangan
yang lebih bebas, peningkatan keamanan manusia (human security),
dan kemajuan APEC di masa depan.

Terkait dengan upaya politis APEC untuk memberikan
dorongan bagi keberhasilan pertemuan WTO di Hongkong bulan
Desember 2005 dan dalam rangka membantu upaya mencapai Bogor
Goals (liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2010 bagi
ekonomi maju dan tahun 2020 bagi ekonomi berkembang), Indonesia
telah berperan aktif dengan mendorong para pemimpin APEC untuk
menyepakati dikeluarkannnya APEC Leader’s statement on Doha
Development Agenda (DDA). Di samping itu, Indonesia telah
mengambil peran penting dalam pencapaian Bogor Goals dengan
duduk sebagai salah satu anggota Mid Term Stock Take — Steering
Group (MTST-SG), yang berperan menyusun laporan MTST
towards the Bogor Goals yang telah disetujui oleh para pemimpin
APEC pada AELM ke-13. Dari Stock Take ini dapat disimpulkan
bahwa selama 15 tahun terakhir ekonomi anggota APEC telah
berhasil mencapai serangkaian kemajuan dalam bidang liberalisasi
dan fasilitasi perdagangan dan investasi melebihi bagian-bagian
dunia lain dalam membuka pasar terhadap perdagangan internasional
dan investasi.

Para pemimpin APEC juga telah menyetujui laporan mengenai
strengthening regional economic integration (REI) yang terdiri dari
53 agreed actions. Untuk tahun 2008, Peru sebagai tuan rumah
APEC 2008 memprioritaskan 12 (dua belas) agreed actions dimana
Indonesia telah mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam 4
(empat) agreed actions antara lain: no. 3 (compilation of a
preliminary inventory of issues relevant to an FTAAP); no. 5 (on the
Compilation of a Review of Existing Analysis Relevant to a Possible
FTAAP); no. 6 (Explore Issues to be Considered in the Enlargement,
Docking and Merging of Existing Agreement and Recommended
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Next Steps) dan no. 11 (A Successful MM on Structural Reform and
Progress Report on LAISR).

Terkait dengan masalah pandemi Avian Influenza, dalam
kerangka APEC Task Force on Emergency Preparedness, Indonesia
telah berpartisipasi dalam regional desk-top simulation yang
diadakan pada tanggal 7—8 Juni 2006. Simulasi Pandemi Avian
Influenza (Al), yang diikuti oleh 21 ekonomi anggota APEC
tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui  kesiaptanggapan
komunikasi dan contact point tiap ekonomi kala menghadapi
Pandemi Al.

Indonesia juga memandang pentingnya bagi APEC untuk
memperkuat kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Dalam
pertemuan APEC tahun 2005 Indonesia telah menyampaikan
harapan bagi terciptanya APEC Anti-Corruption Free Zone. Sebagai
tindak lanjut, saat ini sedang dipertimbangkan kemungkinan
penyelenggaraan suatu Workshop on APEC Anti-Corruption Free
Zone bagi anggota-anggota ekonomi APEC. Di samping itu, pada
pertemuan SOM | bulan Maret 2006, Indonesia juga telah
mengusulkan diadakannya stocktake mengenai Anti-Corruption in
APEC: Exchanging Information on Existing Cross Border Legal
Arrangements, yang disambut baik oleh seluruh anggota ekonomi
APEC.

Terkait dengan APEC's Anti-Corruption and Transparency
Expert Task Force (ACT), saat ini Indonesia tercatat akan turut
memberikan  kontribusi dalam Gugus Tugas ini dengan
melaksanakan riset mengenai kerja sama antikorupsi di dalam
APEC. Kerangka kerja sama riset ini lebih difokuskan pada stock-
take dalam kerja sama bilateral dan regional mengenai antikorupsi di
antara negara anggota APEC yakni Peru, Chile, Meksiko, Taiwan,
Brunei, Kanada, New Zealand, Rusia, dan Amerika Serikat. Riset
yang dilakukan oleh Indonesia ini merupakan bagian dari berbagai
inisiatif yang sedang berjalan di dalam ACT. RI pun telah berhasil
menjadi tuan rumah UN Convention Against Corruption (UNCAC)
pada bulan Januari 2008 di Bali. Konferensi yang menghasilkan
tujuh rancangan resolusi PBB ini menegaskan posisi Indonesia yang
sangat serius memerangi tindak kejahatan korupsi.
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Indonesia juga turut berkontribusi dalam memperjuangkan
kepentingan nasional dan negara-negara berkembang di WTO.
Strategi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam memperjuangkan
kepentingan negara-negara berkembang di WTO adalah melalui
keikutsertaan dalam berbagai pengelompokan (groupings), seperti
G-20, G-33, Cairns Group, New G-6, dan (Non-Agricultural Market
Access/NAMA 11). Indonesia sangat berkepentingan bagi
diselesaikannya putaran DDA dengan segera. Terbentuknya tata
perdagangan multilateral yang adil akan menciptakan kondisi-
kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang
untuk memajukan kepentingan pembangunan ekonominya.

Fokus utama perjuangan Indonesia di WTO adalah pada isu
pertanian. Indonesia sebagai koordinator G-33, yaitu kelompok 46
negara-negara berkembang terus memperjuangkan agar kepentingan
petani-petani kecil dapat terlindungi dari dampak liberalisasi
perdagangan. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mengajukan
konsep Special Products (SP) dan Special Safeguard Measures
(SSM). Bagi G-33, perundingan isu pertanian terkait erat dengan
masalah food security, rural development, dan livelihood security.
Indonesia juga sangat berkepentingan terhadap isu-isu pertanian lain
yang tengah dinegosiasikan di WTO, antara lain, tingginya tarif
terhadap produk pertanian di negara-negara maju, hambatan-
hambatan nontarif (seperti ketentuan Sanitary and Phytosanitary -
SPS, Technical Barrier to Trade - TBT), dan subsidi yang besar dari
pemerintah di negara maju kepada para petaninya. Terhadap Aid for
Trade, Indonesia berpandangan bahwa masalah pendanaan
pembangunan adalah isu yang krusial untuk dimasukkan dalam
pembahasan Aid for Trade di WTO. Oleh karenanya, Aid for Trade
harus diperjuangkan agar menjadi salah satu sumber finance for
development, apalagi dengan semakin langkanya sumber pendanaan
yang tersedia.

Selain dalam masalah perdagangan multilateral, Indonesia
juga berperan aktif dalam menciptakan mekanisme virus sharing
yang transparan berkeadilan dan kesetaraan melalui forum World
Health Organization (WHO). Pada tahun 2007 Indonesia membawa
masalah ini pada Forum World Heath Assembly ke-60 di Jenewa.
Upaya diplomasi Indonesia berhasil membuka jalan bagi upaya
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global untuk membangun mekanisme sharing of sample of influenza
virus dengan disahkannya Resolusi World Health Assembly (WHA)
60.28 on Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza
Viruses and Access to Vaccines and other Benefits yang merupakan
usulan Indonesia. Resolusi ini menugaskan WHO membuat suatu
mekanisme yang mendorong adanya perbaikan sistem virus sharing
yang menjamin transparansi, keadilan serta kesetaraan dan juga
keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan pentingnya
benefit sharing, khususnya bagi negara berkembang. Aspirasi
Indonesia  tersebut mendapat pengakuan dari masyarakat
internasional yang mengakui peranan sentral hukum nasional dalam
pengaturan mekanisme virus sharing, yang secara implisit
merupakan pengakuan kedaulatan negara atas sumber daya genetika.

Dalam forum Asia Cooperation Dialogue (ACD), Indonesia
merupakan salah satu penggerak utama bidang energy security
bersama Bahrain, Kazakhstan, Qatar, China dan Filipina. Dengan
demikian, Indonesia memiliki suatu leverage untuk menetapkan
agenda kerja sama di bidang energy security di kawasan Asia melalui
forum ACD bagi pencapaian kepentingan Indonesia dalam bidang
tersebut. Kesinambungan ketersediaan energi merupakan faktor
pendukung penting bagi proses pembangunan termasuk Indonesia
yang saat ini merupakan salah satu negara dengan kebutuhan energi
dalam kuantitas yang relatif besar.

Langkah awal Indonesia telah terlaksana  melalui
penyelenggaraan pertemuan pertama ACD Energy Forum di Bali
akhir September 2005, yang telah berhasil mengidentifikasi berbagai
sub-sektor kerja sama dalam bidang ini untuk menjaga
kesinambungan dan keamanan energi di kawasan, meliputi antara
lain penelitian dan pengembangan efisiensi energi, sumber energi
baru dan terbarukan, pengembangan sistem pengilangan minyak
strategis, perbaikan iklim investasi dan peningkatan peran swasta
dalam pengembangan keamanan energi di kawasan. Beberapa
subsektor kerja sama ACD dalam bidang keamanan energi tersebut
telah diterapkan oleh Indonesia dalam konteks domestik. Iklim
investasi telah diperbaharui, peran swasta diperluas melalui proses
yang terbuka, serta pengembangan bio-fuel sebagai sumber energi
alternatif termasuk efisiensi penggunaan energi.
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Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-5 yang diselenggarakan
di Doha, Qatar pada akhir Mei 2006 Indonesia menyampaikan
beberapa hal penting yang termasuk dalam Joint Declaration of the
1st ACD Energy Forum, antara lain tentang perlunya ketersediaan
kelangsungan pasokan energi, pengembangan pembangunan
berkelanjutan sumber daya energi, pelaksanakan studi, dan penelitian
bersama dalam rangka pengembangan energi terbarukan, upaya
peningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya
meningkatkan kerja sama antara Pemerintah, Badan Usaha dan
swasta. Untuk tahun 2007, Indonesia mengusulkan sejumlah
program utama, Yyaitu peningkatan energy security, riset dan
assessment mengenai energi, dan pembangunan infrastruktur energi.
Program-program yang diusulkan tersebut diharapkan dapat turut
mengembangkan industri energi di Indonesia khususnya, dan di Asia
pada umumnya. Mempertimbangkan kepentingan di bidang energi,
Pemerintah RI bertekad untuk menerapkan sinergi kebijakan guna
menjamin kesinambungan energi di tanah air.

Kedekatan geografis merupakan salah satu faktor penting bagi
jalinan kerja sama antarnegara di suatu subkawasan tertentu.
Menyadari hal tersebut, Indonesia juga memainkan peranan aktif
dalam berbagai upaya kerja sama guna meningkatkan pembangunan
dan ekonomi di kawasan yang saling berdekatan. Bersama dengan
Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina, Indonesia memainkan
peran penting dalam Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines—East
ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Kemudian bersama dengan
Malaysia dan Thailand, Indonesia berpartisipasi dalam Indonesia-
Malaysia-Thailand—Growth Triangle (IMT-GT).

Kedua forum kerja sama tersebut ditujukan untuk
meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
segitiga pada sub-sub kawasan tertentu. Sasaran besarnya adalah
untuk menghilangkan kesenjangan di kawasan yang berdekatan.
Dengan keanggotaan pada tingkat provinsi, kedua forum kerja sama
tersebut dapat mengidentifikasi secara tepat ciri khas masing-masing
daerah untuk dikembangkan menjadi kerja sama yang lebih efisien
dan efektif.

Dalam kerangka BIMP-EAGA, Indonesia telah menegaskan
kembali perlunya situasi yang lebih kondusif bagi pengembangan
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usaha di wilayah BIMP-EAGA. Sektor-sektor yang dimintakan
perhatian oleh tiap-tiap negara dalam kerja sama segitiga itu seperti
masalah penyederhanaan dan harmonisasi regulasi/peraturan di
bidang kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan.

Indonesia senantiasa menegaskan pentingnya mengembangkan
segitiga kerja sama seperti BIMP-EAGA dan IMT-GT dalam
pembangunan ASEAN. Pengembangan kerja sama segitiga itu
diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pembangunan di
ASEAN, mempercepat pembangunan ekonomi, serta mendorong
diambilnya  langkah-langkah  pendekatan  pragmatis  guna
meningkatkan kerja sama dimaksud melalui suatu roadmap yang
jelas.

Dalam kaitan ini, Indonesia dapat semakin memainkan peran
penting dalam mengarahkan kerja sama IMT-GT ke depan. Perlu
dicatat bahwa Indonesia akan menjadi Ketua dalam KTT IMT-GT
ke-2 yang akan diselenggarakan di Filipina akhir tahun 2008 ini.
Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah
menunjuk utusan khusus Presiden untuk kawasan ASEAN Timur
atau East ASEAN Growth Area dengan tugas pokok seperti
memberikan saran, masukan kebijakan, serta melakukan koordinasi
dengan provinsi yang termasuk dalam kerja sama tersebut melalui
para kepala daerahnya. Diharapkan dengan segala upaya Pemerintah
dalam kerja sama subregional tersebut, Indonesia dapat
mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya yang
berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga.

Kerja sama dengan negara di kawasan Pasifik merupakan
bagian yang penting dan strategis dalam politik luar negeri
Indonesia. Sebagai mitra dialog dalam Pacific Islands Forum (PIF),
Indonesia telah melakukan serangkaian kerja sama dengan negara-
negara anggota PIF sebagai perwujudan dari “Look East Policy”
politik luar negeri Indonesia dimana kawasan Pasifik merupakan
pilar utama kedua setelah ASEAN.

Kerja sama Indonesia dengan negara-negara Pasifik dari tahun
ke tahun terus meningkat. Berbagai bantuan teknis dalam bidang
tertentu terus diberikan Indonesia ke negara di Pasifik. Pelatihan
microfinance yang telah diberikan Indonesia kepada negara-negara
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anggota PIF tahun 2005 telah disambut baik dan antusias oleh
negara-negara penerima dan Sekretariat PIF. Dalam Kaitan itu,
mempertimbangkan besarnya manfaat dari pelatihan tersebut, pada
tahun 2006 ini Indonesia kembali memberikan pelatihan termaksud.
Kedekatan hubungan terasa semakin menguat dengan hadirnya para
kepala negara/ pemerintah negara-negara Pasifik di Jakarta pada
bulan April 2006 dalam pertemuan United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific — Pacific Leader’s
UNESCAP Special Session (UN-ESCAP PLUS).

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar
di dunia juga turut berperan aktif dalam Organisasi Konferensi Islam
(OKI). Indonesia hadir dalam KTT ke-11 OKI yang berlangsung
antara tanggal 13-14 Maret 2008 dengan tema “The Islamic Ummah
in the 21" Century”. Hasil terpenting dari KTT antara lain
menghasilkan Piagam Baru OKI (New OIC Charter), Final
Communiqué dan sejumlah resolusi, termasuk resolusi mengenai
Palestina. Dalam kesempatan tersebut, juga telah dilakukan kegiatan
berupa pertemuan bilateral dengan negara anggota OKI lainnya,
khususnya dalam membahas isu-isu yang menjadi kepentingan
Indonesia saat ini untuk kawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut akan
semakin mempertegas kehadiran Indonesia dan merupakan bentuk
kepedulian Indonesia dalam meningkatkan kerja sama bilateral
Indonesia dengan negara-negara anggota OKI, khususnya yang
berasal dari benua Afrika.

Indonesia juga giat mempererat kerja sama dengan negara
berkembang. Dalam forum Developing Eight (D-8), selama
Indonesia menjabat sebagai Ketua organisasi sejak KTT ke-5 D-8
bulan Mei 2006, Indonesia telah menyelenggarakan lima kali
pertemuan Komisioner, dua pertemuan tingkat Menlu di samping
KTT dimaksud. Pada KTT tersebut negara anggota telah
menyepakati kerja sama Preferential Trade Agreement Among D-8
Member States dan kerja sama Multilateral Agreement Among D-8
Member Countries on Administrative Assistance in Customs Matters.
Pada KTT ke-5 Indonesia telah mendorong agar negara-negara
anggota menyepakati mekanisme penguatan Sekretariat agar
pengadministrasian dan pengimplementasian berbagai aktivitas dan
kegiatan organisasi D-8 dapat lebih dioptimalkan.
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Selama Indonesia menjabat sebagai ketua organisasi sejak
KTT ke-5 bulan Mei 2006, organisasi D-8 telah berhasil
menyelenggarakan 30 pertemuan atau kegiatan di bidang energi,
kredit usaha kecil, perdagangan, kesehatan, dan penerbangan sipil.
Indonesia juga telah berhasil menyelenggarakan Pertemuan
Roundtable Discussion on Care, Support and Treatment of
HIV/AIDS in Developing Eight Countries untuk kerja sama dalam
bidang peningkatan kapasitas dalam penanggulangan penyakit
tersebut mengingat potensi beberapa negara anggota yang dapat
dikembangkan.

Dalam mencermati perkembangan ekonomi global dan
memasuki dasawarsa kedua, D-8 telah  merumuskan strategi,
kebijakan dan upaya baru untuk meningkatkan kerja samanya,
melalui “D-8 Roadmad for Economic and Social Development for
the Second Decade of Cooperation (2008-2018)” sebagai kerangka
kerja dan program aksi bersama dalam mengatasi masalah mendasar
dan pencapaian pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial,
terutama melalui peningkatan kerja sama perdagangan (15-20% dari
total perdagangan dunia), sebagai upaya mengatasi masalah
pengangguran, kemiskinan, investasi, pembangunan prasarana dan
industri di antara negara anggota. “D-8 Roadmap” ini diharapkan
dapat disahkan pada KTT D-8 tanggal 8 Juli 2008 di Kuala Lumpur.
Indonesia juga ingin mendorong negara anggota D-8 lainnya untuk
meningkatkan koordinasi antarpemerintah dan antara pemerintah dan
sektor swasta agar berbagai capaian yang telah ditargetkan dalam
Roadmap D-8 dapat segera dicapai.

Dalam kerangka kerja sama Asia Afrika, Konferensi Tingkat
Tinggi Asia — Afrika (Asian-African Summit) tahun 2005 merupakan
suatu keberhasilan Indonesia dalam membangun forum kerja sama
antarnegara di kedua benua tersebut, merupakan tantangan sendiri
yang harus dihadapi. Kepemimpinan Indonesia dan Afrika Selatan
harus dibuktikan dengan langkah konkrit. Dalam kaitan itu,
Indonesia  telah  melakukan  serangkaian  upaya  untuk
mengimplementasikan hasil KTT tersebut. Saat ini telah dibuat suatu
kerangka acuan kerja sama dalam bentuk matriks kegiatan berisi
program yang akan dilaksanakan, baik dalam bidang politik,
ekonomi, maupun sosial budaya.
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Sebagai tindak lanjut terhadap KTT Asia-Afrika dan
Kesepakatan NAASP di Jakarta, 2005, pada tanggal 18-20 Juni 2007
dilaksanakan Pertemuan Forum Asia-Afrika mengenai Sumber Daya
Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore atau AA
Forum on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore
(GRTKF) di Bandung. Pertemuan adalah untuk menyatukan posisi
dan menyamakan strategi Asia-Afrika pada Sidang Inter-
governmental Committee (IGC GRTKF) World Intellectual Property
Organization (WIPO) pada bulan Juli 2007 di markas WIPO,
Jenewa.

Pertemuan ini menghasilkan satu pernyataan bersama negara-
negara Asia-Afrika yang berjudul “Deklarasi Bandung tentang
Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, dan Sumber
Daya Genetik” yang menekankan pentingnya hak negara terhadap
sumber daya genetik, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
sebagai aset nasional mereka yang memiliki nilai sosial, budaya dan
ekonomi. Deklarasi ini merekomendasikan untuk mempercepat
proses pembentukan instrumen hukum yang mengikat bagi
perlindungan warisan kekayaan tradisional, demi menghindari
terjadinya segala bentuk penyalahgunaan. Melalui Forum Asia-
Afrika, negara peserta akan mengupayakan agar pembahasan
pembentukan mekanisme perlindungan GRTKF diintensifkan dalam
berbagai forum internasional. Mereka akan memperkuat koordinasi
serta kerja sama di antara mereka dalam upaya melestarikan,
melindungi, dan mempromosikan GRTKF. Untuk sektor yang lebih
sophisticated, Indonesia kini tengah menjajaki kerja sama dengan
pihak swasta dalam mengupayakan proyek kerja sama satelit Asia-
Afrika. Keikutsertaan sektor swasta dalam kerja sama satelit
komunikasi ini diharapkan dapat mendorong peran swasta yang lebih
besar dalam kerja sama Asia-Afrika.

Kegiatan menonjol yang telah dilaksanakan adalah antara lain
penyelenggaraan Asian-African Conference on Capacity Building for
Palestine dan Asian-African Communication Satellite dan Asian-
African Youth Conference tanggal 14-18 Juli 2008. Indonesia bekerja
sama dengan badan PBB, khususnya UNCTAD sedang mengkaji
needs assessment serta pledge bantuan kongkrit pengembangan
capacity building sekitar 10.000 warga Palestina khususnya di

08 - 46



bidang pembangunan ekonomi, kepemerintahan dan infrastruktur.
NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine
dihadiri oleh 218 peserta dari 56 negara Asia dan Afrika termasuk 3
negara dari Amerika Latin yaitu: Brazil, Venezuela dan Chile.
Konferensi ini melengkapi hasil dari Konferensi Annapolis yang
menitikberatkan dukungan politik dan Konferensi Paris yang
mengusahakan  dukungan keuangan. Konferensi ini  juga
memanfaatkan momentum yang berasal dari inisiatif Indonesia dan
Afrika Selatan untuk membantu rakyat Palestina mendapatkan
kemerdekaannya. Indonesia secara khusus memberikan beasiswa
kepada 1000 orang untuk pelatihan berbagai sektor dalam periode
lima tahun.

Indonesia merupakan anggota Indian Ocean Rim — Association
for Regional Cooperation (IOR-ARC) yang cukup aktif. Sesuai
dengan komitmen yang diberikan dalam SOM terakhir di Teheran
pada tanggal 4 Mei 2008, Indonesia terlibat secara langsung dalam
beberapa proyek IOR-ARC, antara lain dalam penyelenggaraan
Training on Micro-Finance, penawaran Program Beasiswa Kerja
sama Negara Berkembang dan Program Dharmasiswa untuk program
non-gelar. Selain itu, Indonesia juga berkesempatan untuk
melakukan sharing of knowledge terkait strategic actions Indonesia
dalam menangani flu burung di tanah air. Di samping itu, dalam
sidang di Teheran tersebut Indonesia terpilih sebagai anggota
Governing Committe on the Special Fund dari kategori non-funding
member.

Disadari sepenuhnya bahwa program diklat ini merupakan
artikulasi soft power diplomacy Indonesia terhadap negara-negara
sahabat, termasuk dengan memperluas jejaring friends of Indonesia
dan kedekatan sesama diplomat dari negara peserta. Dalam kaitan
itu, Indonesia telah menyelenggarakan program diklat antara lain
diplomat junior Timor Leste, diplomat madya Asia — Afrika,
diplomat senior ASEAN Plus Three, diplomat Palestina, dan promosi
bahasa dan budaya ASEAN Plus Three serta kerja sama internasional
lainnya.
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I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Kebijakan politik dan hubungan luar negeri akan terus
diarahkan untuk melanjutkan dan menindaklanjuti kegiatan dalam
rangka perluasan dan peningkatan diplomasi Indonesia di tingkat
bilateral, regional, dan multilateral dalam bentuk kerja sama di
segala bidang. Hal tersebut dilaksanakan guna mencapai sasaran
pembangunan di bidang hubungan luar negeri yakni menguatnya dan
meluasnya identitas nasional sebagai negara demokratis dalam
tatanan masyarakat internasional. Terkait dengan pencapaian sasaran
tersebut, tantangan terbesar adalah bagaimana Indonesia dapat
memanfaatkan potensi strategisnya secara maksimal dalam
konstelasi politik regional dan global.

Penyelesaian masalah perbatasan serta pengembangan
kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar tetap menjadi salah satu
perhatian utama politik luar negeri Indonesia. Sampai saat ini,
Indonesia dihadapkan pada tahap perundingan perbatasan darat dan
laut dengan negara tetangga.

Indonesia juga akan terus meningkatkan dan mengembangkan
diplomasi ekonomi dalam upaya meningkatkan kerja sama
perdagangan dan investasi sebagai sumber pendanaan bagi
pembangunan. Sebagai langkah ke depan, Indonesia akan terus
memanfaatkan peluang yang ada dalam keikutsertaan Indonesia di
berbagai fora internasional. Pemerintah  berusaha  untuk
meningkatkan peranan Indonesia dalam mendorong terciptanya
tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan internasional yang
lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah
juga akan menyusun rencana tindak untuk mendukung upaya
peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan melalui
pelaksanaan three-track diplomacy, yaitu bilateral, regional, dan
multilateral.

Kebijakan politik luar negeri akan tetap memainkan peran
penting dalam menghadapi berbagai ancaman separatisme dan
masalah otonomi daerah guna mencegah adanya internasionalisasi
isu-isu separatisme di dalam negeri serta mengupayakan dukungan
internasional terhadap integritas wilayah Indonesia.
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Terkait dengan isu ancaman dan gangguan keamanan di
kawasan Asia Timur, terutama di Semenanjung Korea, yakni isu
denuklirisasi yang masih terus dibahas melalui Six Party Talks dan
isu rekonsiliasi antara Utara dan Selatan, Indonesia akan memainkan
peran aktifnya dalam kedua isu tersebut mengingat kedekatan
Indonesia dengan kedua negara.

Diharapkan pada tahun 2009 Piagam ASEAN telah diratifikasi
olen semua anggota negara ASEAN. Untuk itu, Pemerintah
Indonesia perlu mempersiapkan perangkat pelaksanaan cetak biru
ASEAN Economic Community, ASEAN Security Community dan
ASEAN Social Cultural Community, termasuk persiapan
implementasi Piagam ASEAN terkait dengan pembentukan ASEAN
Permanent Representative dan Sekretariat Nasional ASEAN serta
pengimplementasian hak dan kewajiban sebagai negara anggota
sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Piagam ASEAN.

Peningkatan upaya perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di
luar negeri juga masih menjadi salah satu perhatian utama dalam
pelaksanaan politik luar negeri. Pemerintah Indonesia akan
meningkatkan intensitas kerja sama dengan negara-negara mitra dan
organisasi internasional terutama dalam hal perlindungan tenaga
kerja Indonesia di luar negeri serta meningkatkan fungsi Citizen
Service di Perwakilan RI.

Dalam upaya penjagaan perdamaian dunia, Indonesia u.p.
Mabes Polri saat ini tengah mempersiapkan satu Formed Police Unit
(FPU) berkekuatan 140 orang untuk bergabung dengan misi African
Union / United Nations Hybrid Mission in Darfur (UNAMID) di
Darfur. Keputusan Pemri untuk mengirim pasukan ke UNAMID
didasarkan pada keinginan untuk memberikan kontribusi aktif bagi
proses perdamaian di Darfur yang diindikasikan telah menimbulkan
krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Selain itu, Pemerintah juga
melihat adanya keperluan untuk memperkuat mekanisme koordinasi
antara instansi-instansi  terkait dalam rangka pembekalan,
pengiriman, pemantauan, pelaporan dan evaluasi hasil penugasan
pasukan perdamaian RI di bawah payung PBB melalui penguatan
Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP). Perubahan
lingkungan strategis serta perubahan bentuk ancaman terhadap
perdamaian dan keamanan internasional telah mendorong berbagai
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perubahan dari OPP di berbagai belahan dunia. Perubahan tersebut
termasuk perkembangan bentuk, mandat, dan karakteristik berbagai
OPP yang digelar oleh PBB. Seiring dengan perubahan tersebut,
terdapat keperluan penyusunan kebijakan terkait dengan keterlibatan
personel Indonesia di OPP agar peningkatan kontribusi dan
partisipasi Indonesia dapat dilakukan secara lebih responsif di masa
mendatang.

Upaya Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM
selalu mendapat apresiasi dari masyarakat internasional. Pemerintah
Indonesia juga menyadari bahwa masih terdapat kendala yang harus
ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan. Adapun
mekanisme pemantauan internasional PBB merupakan cerminan
perlunya sinergi semua pihak dalam melakukan upaya-upaya serius
di bidang HAM. Terdapat banyak rekomendasi yang disampaikan
kepada Indonesia melalui mekanisme pemantauan HAM PBB, dan
kesemuanya merupakan tugas yang harus diemban oleh pemegang
kewajiban (duty bearer). Jika dilihat dari perkembangan yang telah
terjadi, pemajuan HAM dan demokratisasi di Indonesia bukanlah hal
yang mudah. Aktivitas tersebut membutuhkan waktu, proses,
persiapan, dan implementasi yang panjang, dan harus dilakukan
secara berkelanjutan dan komprehensif olen semua pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi sosial dan politik,
LSM, berbagai elemen masyarakat madani dan publik secara umum.
Perkembangan positif yang dicapai oleh Indonesia di bidang HAM
harus menjadi pemicu untuk lebih meningkatkan upaya yang telah
dilakukan di dalam negeri serta di tingkat regional dan global.

Dalam masalah lingkungan hidup, guna menindaklanjuti hasil
COP-13/CMP-3 Indonesia berkomitmen untuk tetap terlibat aktif
tidak hanya hingga Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden COP
berakhir, namun sampai dengan tahun 2009 ketika rezim perubahan
iklim yang baru diharapkan dapat disepakati. Indonesia menekankan
pentingnya menjaga momentum pascaBali dan memuat hasil akhir di
Kopenhagen, Denmark, agar tersusun secara kronologis.

Pada tingkat nasional, sebagai bentuk komitmen dalam
mengatasi isu perubahan iklim, Indonesia akan mendirikan
Indonesian Center for Climate Change yang akan berfungsi sebagai
focal point dalam menindaklanjuti segala hal terkait dengan isu

08 - 50



Climate Change. Dalam kaitan ini, Indonesia mengharapkan
dukungan dari berbagai pihak dalam memfasilitasi kerja sama teknis
di area mitigasi, adaptasi, Reducing Emisson from Deforestation in
Developing Countries (REDD) dan transfer teknologi.

Indonesia berencana untuk mengadakan pertemuan di tingkat
Kepala Pemerintahan, khususnya di tingkat Kepala Pemerintahan
Troika (Indonesia, Polandia dan Denmark) serta beberapa Kepala
Negara terkait untuk mengadakan pertemuan informal, sebagai
political commitment dari apa yang telah disepakati di Bali. Rencana
Indonesia tersebut telah disambut dengan baik oleh Sekjen PBB.

Dalam isu perdagangan mulitalteral, Indonesia akan terus
berupaya memainkan peranan aktif di berbagai groupings guna
mengedepankan  kepentingan  nasional dan  negara-negara
berkembang di dalam perundingan DDA-WTO. Dalam Kkaitan
dengan isu pertanian, sebagai koordinator G-33, Indonesia akan terus
memperjuangkan diterimanya konsep Special Products mengingat
isu ini berkaitan dengan food security, livelihood security and rural
development, dan pentingnya Special Safeguard Mechanism dalam
perdagangan produk pertanian.

Dalam kaitan dengan isu Non-Agricultural Market Access,
Indonesia akan terus memperjuangkan agar dapat dicapai the best
composition of coefficients dengan memperhitungkan adanya
perbedaan antara negara maju dan berkembang, termasuk
fleksibilitas yang diberikan kepada negara berkembang.

Di bidang jasa, Indonesia akan memperjuangkan agar
liberalisasi sektor jasa perlu dilakukan secara bertahap. Indonesia
juga akan menekankan bahwa negara berkembang memiliki hak
yang legitimate to sequence liberalization sesuai dengan prioritas
pembangunan di negara berkembang. Masalah regulasi domestik dan
pembentukan emergency safeguard mechanism (ESM) di dalam rules
negotiation merupakan kunci di dalam perundingan sektor jasa.

Pemerintah Indonesia akan melanjutkan inisiatifnya dalam
menyelenggarakan dialog antaragama dan antarbudaya dan juga
antarmedia, dan tetap mendorong hasil nyata dalam bentuk kerja
sama pada tataran grass-roots seperti program beasiswa,
pertukaran/saling mengunjungi antarpara tokoh agama dan budaya,
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pendidikan dan pelatihan kalangan media massa dan sebagainya.
Penerapan dialog lintas agama (interfaith dialogue) pada diplomasi
publik Indonesia merupakan hal yang diperlukan guna mendukung
pendekatan intermestik dalam politik luar negeri yang peduli
terhadap tantangan internal dan eksternal. Pengembangan interfaith
dialog yang lebih intensif maupun bentuk diplomasi publik lain perlu
dilakukan untuk mendukung pembentukan wajah baru Indonesia
yang moderat, demokratis, dan didukung dengan ekonomi yang
progresif.

Untuk mendukung keberhasilan politik luar negeri, kerja sama
internasional dan komitmen pemerintah, penyelenggaraan diklat-
diklat diplomatik bagi peserta asing merupakan upaya soft power
diplomacy Indonesia, sebagaimana keikutsertaan diplomat junior dari
Timor Leste pada Sekdilu, Mid Career Diplomatic Training Course
for Asian—African Diplomats, Internship Program for Diplomatic
Trainers of Asian African Countries Senior Diplomatic Training for
ASEAN+3, Promotion of Language Programme for ASEAN+3
Cooperation, dan kerja sama internasional lainnya di bidang
hubungan sosial budaya dan pengembangan sumber daya manusia.
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BAB 9
PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM

Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis merupakan
upaya yang terus-menerus dilakukan, sampai seluruh bangsa
Indonesia benar-benar merasakan keadilan dan iklim demokrasi yang
memihak kepada rakyat. Salah satu strategi yang dilakukan sejak tiga
tahun lebih pelaksanaan RPJM 2004-2009 (RPJM), adalah dengan
pembenahan sistem dan politik hukum. Sistem dan politik hukum
merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk
mempercepat perwujudan Indonesia yang adil dan demokratis.

Begitu pentingnya politik hukum sebagai sarana dan langkah
yang digunakan oleh Pemerintah untuk menciptakan sistem hukum
nasional dalam mewujudkan agenda Indonesia yang adil dan
demokratis, Pelaksanaan tahun keempat RPJM difokuskan pada
upaya meminimalisasi inkonsistensi  pelaksanaan  peraturan
perundang-undangan, meningkatkan kualitas peran lembaga penegak
hukum dan lembaga pengadilan terkait dengan tugas dan fungsinya,
serta meningkatkan kualitas masyarakat melalui  berbagai
pemberdayaan hak-haknya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Negara Indonesia yang masih memerlukan waktu panjang
untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya,



penentuan fokus dan prioritas program merupakan langkah yang
sangat penting. Terkait dengan fokus yang telah ditetapkan, beberapa
kemajuan telah dicapai, tetapi juga tidak lepas dari berbagai
kelemahan dan kendala yang masih dihadapi untuk kemudian
menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hukum ke depan yang
diharapkan lebih baik.

I Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan pokok yang terkait dengan inkonsistensi
peraturan perundang-undangan, terutama adalah masih terjadinya
tumpang tindih dan pertentangan antara peraturan perundang-
undangan di tingkat pusat dan daerah. Sebagai contoh, Departemen
Keuangan hampir tiap hari membatalkan sekitar 5 hingga 10 usulan
peraturan daerah (perda) tentang usulan pajak dan retribusi daerah
yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Pertimbangan pembatalan
perda tersebut, antara lain, karena dinilai melanggar ketentuan
umum, peraturan daerah yang semula dibuat untuk kepentingan
daerah. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali bersifat
diskriminatif dan tidak berperspektif gender, tidak ramah investasi,
tidak ramah lingkungan, serta tidak berperspektif hak asasi manusia.
Hal itu mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan
kewajiban dari subjek yang diatur sehingga belum dapat memberikan
upaya perlindungan serta menjamin hak-hak setiap warga negara
untuk setara dan adil di hadapan hukum. Data yang diperoleh dari
Departemen Keuangan sampai Desember 2006 terdapat 9.617 perda
yang terkait dengan perizinan, pajak dan retribusi di daerah. Jumlah
tersebut telah direkomendasikan kepada Departemen Dalam Negeri
agar membatalkan 895 Perda yang terkait dengan pajak dan retribusi
di daerah. Data yang diperoleh dari Departemen Dalam Negeri
menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 sampai tahun 2007 perda yang
dibatalkan baru berjumlah 761. Perda yang dianggap bermasalah itu
menimbulkan ekonomi biaya tinggi di daerah juga membebani
masyarakat dan lingkungan.

Terkait dengan  hubungan antarkelembagaan  dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan daerah,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 2004,
Departemen Hukum dan HAM mempunyai fungsi koordinasi dalam
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penyusunan program legislasi nasional. Sebagai instansi vertikal,
peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
diharapkan dapat menjembatani kesenjangan komunikasi dan
koordinasi dalam  pembentukan peraturan daerah, untuk
meminimalisasi terjadinya tumpang tindih dan pertentangan
peraturan di tingkat Pusat dan daerah. Namun, dalam
pelaksanaannya, koordinasi dan komunikasi tersebut belum berjalan
dengan baik karena adanya pendapat bahwa tidak ada landasan
hukum yang memerintahkan pemerintah daerah harus berkoordinasi
dengan kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam proses penyusunan peraturan daerah, selain kepada
Departemen Dalam Negeri sebagai instansi pembina daerah.
Disharmoni peraturan perundang-undangan juga terjadi karena
egoisme sektoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan
dan pembentukan hukum.

Terkait dengan kualitas peran lembaga penegak hukum,
walaupun berbagai langkah perbaikan terus menerus dilakukan,
pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Terjadinya kasus
korupsi beberapa bulan ini justru terjadi di lingkungan lembaga
penegak hukum. Hal tersebut akan semakin mengurangi tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Faktor
penyebabnya antara lain fungsi pengawasan internal dan eksternal
pada lembaga-lembaga penegak hukum belum secara optimal
memberikan sanksi yang memberikan efek jera.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksistensi
pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang menyatakan Pasal
53 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK, bertentangan dengan
UUD 1945 memerlukan tindak lanjut melalui pembentukan UU
tersendiri sebagai dasar hukum dibentuknya pengadilan Tipikor.
Walaupun tidak secara signifikan memberikan dampak kepada peran
dan fungsi pengadilan Tipikor yang telah berjalan, namun hal itu
akan memberikan dampak yang besar apabila pembentukan UU tidak
secepatnya dilaksanakan. Di dalam putusan, Mahkamah Konstitusi
mengharapkan pembentukan pengadilan Tipikor dengan undang-
undang tersendiri sampai dengan akhir tahun 2009.

Dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana
serta kesejahteraan lembaga penegak hukum dan lembaga pengadilan
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masih dilakukan secara bertahap agar masyarakat memperoleh
keadilan secara optimal.

Sebagai bagian dari sistem hukum secara keseluruhan,
masyarakat mempunyai peran yang penting untuk mendukung
bekerjanya sistem hukum itu sendiri, yang didukung oleh politik
hukum yang tinggi dari Pemerintah. Namun, kendala masih dihadapi
sampai dengan pertengahan tahun 2008 ini, terutama masih
minimnya pemberian akses terhadap keadilan dalam arti luas
(pendidikan, kesehatan, politik, budaya, hukum, ekonomi, teknologi,
dan lain-lain) atas partisipasi aktif masyarakat dengan didukung oleh
peraturan dan perundang-undangan.

Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Perbaikan yang dilakukan Pemerintah, baik dalam hal
kebijakan pembenahan sistem dan politik hukum Indonesia maupun
hasil pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

Berdasarkan keputusan DPR Nomor 02/DPR RI/11/2007-2008
tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang
Prioritas Tahun 2008 telah ditetapkan:

1. Rancangan undang-undang prioritas tahun 2008 : 31 buah.
2. Daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka:

a. ratifikasi perjanjian internasional . 4 buah.
b. akibat putusan mahkamah konstitusi . 7 buah.
C. reformasi Agraria : 9 buah.

3. Daftar rancangan undang-undang yang diluncurkan: 48 buah.
Pembahasan tahun 2007—2008

Pada Prolegnas Tahun 2005 telah ditetapkan sebanyak 55
RUU, sedangkan pada tahun 2006 telah disepakati 44 RUU yang
menjadi prioritas, termasuk 34 RUU yang merupakan lanjutan
Prolegnas periode sebelumnya, sedangkan pada tahun 2007 telah
disesepakati dalam Prolegnas sebanyak 30 RUU prioritas dan 38
RUU lanjutan.

Pada tahun 2007 peraturan perundang-undangan yang telah
disahkan berjumlah 119 peraturan yang terdiri atas 40 undang-
undang, 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 53
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peraturan pemerintah, 11 peraturan presiden, 11 peraturan Bank
Indonesia, dan 2 peraturan BPK, telah disahkan 48 undang-undang
dan dicatat dalam Lembaran Negara. Berdasarkan data dari
Sekretariat Negara Republik Indonesia, daftar undang-undang yang
telah diundangkan tersebut, 18 rancangan peraturan perundang-
undangan di luar Prolegnas tahun 2007. Pada kurun waktu bulan
Januari sampai dengan Juni 2008, 19 buah rancangan undang-undang
disahkan menjadi undang-undang dan dicatatkan di lembaran negara.

Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang
dilakukan di tingkat Pusat, menurut data dari Departemen Hukum
dan HAM pada tahun 2007, telah dilakukan harmonisasi 25
rancangan undang-undang dari 27 rancangan undang undang yang
diajukan (92,59 %); 92 rancangan peraturan pemerintah dari 107
rancangan peraturan pemerintah yang diajukan (85,98 %); 7 perpres
dari 9 rancangan perpres yang diajukan (77,77 %). Pada tahun 2008
telah diharmonisasi 13 rancangan undang undang, 64 rancangan
peraturan pemerintah dan 6 rancangan peraturan presiden.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan dalam pembentukan
peraturan daerah dan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota, telah dilakukan pengkajian evaluasi
terhadap berbagai peraturan daerah. Untuk mendukung program
legislasi daerah (prolegda) selama kurun waktu 2006—2007, telah
dilakukan beberapa kegiatan berupa kajian dan inventarisasi
peraturan daerah. Dari kegiatan tersebut, dihimpun 498 perda dan
telah selesai dilakukan pengkajian, pelaksanaan analisis dan
bimbingan teknis perda.

Ketentuan tentang evaluasi peraturan daerah berdasarkan
penelitian yang dilakukan olenh Departemen Dalam Negeri
(Depdagri) bahwa sampai dengan Desember 2007, dari 8.618 perda
telah dibatalkan 916 perda dengan peraturan Menteri dalam Negeri.
Perda yang direvisi, diubah, atau dicabut sendiri oleh pemda yang
bersangkutan sebanyak 145 perda. Sampai pada saat ini, terdapat
1.107 perda yang masih dalam proses pembatalan. Alasan
pembatalan tersebut pada umumnya berkaitan dengan adanya
ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan peraturan
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perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan
kecenderungan untuk menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi untuk
membentuk Pengadilan Tipikor sebagai undang-undang tersendiri,
sampai dengan bulan Juli 2008 telah sampai pada proses finalisasi
draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) di Tingkat Pemerintah dan dalam waktu dekat
akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam meningkatkan perumusan kebijakan, khususnya
harmonisasi perundang-undangan menjadi berperspektif HAM,
Departemen Hukum dan HAM telah melakukan kegiatan, antara lain
(a) menyusun konsep “Pedoman Evaluasi dan Harmonisasi Perda”,
bekerja sama dengan Direktorat Peraturan Perundang-Undangan
sehingga produk peraturan daerah di samping  dapat
diharmonisasikan dengan produk peraturan perundang-undangan
nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga
memuat prinsip dasar perlindungan HAM; dan (b) melakukan Rapat
Koordinasi harmonisasi raperda dan evaluasi perda dengan tujuan
untuk menyamakan persepsi pelaksanaan harmonisasi raperda dan
evaluasi perda dengan sasaran terwujudnya mekanisme Kerja
harmonisasi raperda dan evaluasi perda yang bernuansa HAM.

Untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum,
khususnya dalam bidang peradilan (Mahkamah Agung sampai
tingkat peradilan di bawahnya) juga telah dilakukan melalui
peningkatan kesejahteraan yang diterima oleh para aparatur penegak
hukum. Adanya peningkatan kesejahteraan ini diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas dan kinerja aparatur penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya.

Keterbukaan informasi yang didukung oleh fasilitas teknologi
informasi dapat meningkatkan akses masyarakat yang membutuhkan
informasi permasalahan mengenai hukum, termasuk peraturan
perundang-undangan. Kebijakan Mahkamah Konstitusi yang
memberlakukan ketentuan bahwa pada hari yang sama putusan
pengadilan dikeluarkan dapat diakses langsung oleh masyarakat luas
merupakan langkah yang tepat untuk lebih meningkatkan
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pemberdayaan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang
peraturan perundang-undangan.

I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berbagai upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh aparat dan
penegak hukum terus dilakukan meskipun belum mampu
menunjukkan kemajuan yang signifikan. Proses menuju perbaikan
memerlukan waktu, dan dukungan dari setiap kementrian/lembaga,
masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait.

Dalam hal perbaikan penataan substansi hukum yang masih
tumpang tindih dan tidak konsisten atau bahkan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu
dukungan dalam melakukan perumusan peraturan yang mengarah
serta memperhatikan proses partisipasi dari masyarakat dan
transparansi sehingga dalam pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk tersebut tidak terdapat ketentuan yang
mengarah pada diskriminasi, baik pada golongan subjek tertentu.
Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk,
juga perlu dilihat dampak dari ditetapkannya peraturan perundang-
undangan tersebut dalam masyarakat.

Upaya untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terus menerus
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan hal ini
perlu ditindaklanjuti dengan serius. Sebagai pengemban fungsi law
center, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan
mampu memberikan masukan sekaligus melakukan harmonisasi
dalam perumusan kebijakan pembentukan hukum serta menjadikan
program legislasi daerah sebagai bagian yang sinkron dengan
program legislasi nasional sehingga kebijakan pembentukan hukum
di daerah tetap berada dalam kerangka kebijakan pembentukan
hukum nasional. Dengan demikian, Program Legislasi Nasional
2004—2009 yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 284 rancangan undang-undang
diharapkan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2009.
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Dengan dihasilkannya Pedoman Praktis Memahami
Perancangan Peraturan Daerah oleh Departemen Hukum dan HAM,
diharapkan merupakan langkah awal agar perda yang lahir akan
mempunyai nuansa yang berperspektif gender dan HAM serta
ramah investasi maupun ramah lingkungan dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam bidang pemberantasan korupsi, penyusunan peraturan
perundang-undangan perlu difokuskan kepada penyusunan peraturan
perundang-undangan yang disesuaikan dengan ketentuan Konvensi
UNCAC sebagai dasar hukum pemberantasan korupsi. Penyesuaian
itu , termasuk untuk pencegahan, penegakan hukum, kerja sama
internasional, pengembalian aset hasil korupsi serta mekanisme
pelaporan.

Terkait dengan percepatan pembentukan pengadilan Tipikor,
diharapkan pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat dapat segera dilaksanakan. Demikian pula untuk
mengantisipasi pembentukan pengadilan Tipikor di tingkat provinsi
dan kabupaten sebagaimana dituangkan dalam draft Rancangan
Undang-Undang Pengadilan Tipikor, perlu ditindaklanjuti dengan
kesiapan perencanaan dan penganggarannya, agar tidak terulang
pengalaman pada waktu pembentukan pengadilan Tipikor dan hakim
Ad-Hoc vyang terkendala oleh ketidaksiapan prasarasana dan
sarananya.

Penguatan kelembagaan hukum juga perlu ditingkatkan,
terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan
hukum, serta penguatan etika dan profesionalisme aparatur di bidang
hukum, sehingga dapat mendorong berlakunya sistem peradilan yang
transparan. Untuk langkah ke depan, fungsi pengawasan internal
perlu lebih ditingkatkan sebagai benteng pertama dalam menciptakan
kondisi aparatur penegak hukum dalam kementerian/lembaga dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kketentuan perundang-
undangan.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraaan aparatur penegak
hukum terus dilakukan dan disesuaikan dengan kemampuan
keuangan negara, secara bertahap. Diharapkan dengan adanya
peningkatan kesejahteraan yang memadai bagi aparatur penegak
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hukum tindakan yang mengarah dan berpotensi koruptif dapat
diminimalisasi.
Budaya taat hukum baik di lingkungan aparatur penegak

hukum, penyelenggara negara maupun masyarakat dilakukan melalui
peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum.
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BAB 10

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI
BENTUK

Diskriminasi mencakup perilaku apa saja berdasarkan
perbedaan yang dibuat dan berdasarkan alamiah atau pengategorian
masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan
individu atau jasanya (definisi Diskriminasi oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa). Sebagai bangsa yang terdiri atas beragam budaya,
suku, etnik dan agama, peluang adanya diskriminasi tersebut dalam
penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan kehidupan sehari-hari
masyarakat sangatlah potensial menimbulkan permasalahan di
berbagai sektor, baik dilakukan oleh aparatur negara maupun
individu-individu di masyarakat.

Kemajemukan bangsa Indonesia dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan modal dasar yang perlu
diperhitungkan dalam setiap kebijakan pada sektor pembangunan.
Kemajemukan tidak berarti ditindaklanjuti dengan suatu perlakuan
diskriminatif sehingga perlu arah kebijakan dan arah politik yang
jelas melarang perlakuan diskriminatif terhadap seluruh warga
negara Indonesia dalam berbagai bentuk di tiap sektor pembangunan.
Negara, dalam hal ini, harus memberikan jaminan perlindungan hak
asasi manusia yang meliputi hak-hak dasar yang tidak dibatasi
bentuknya, kecuali pada kondisi tertentu.



I Permasalahan yang Dihadapi

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah, antara lain,
melalui proses legislasi yang arah kebijakannya berupaya
memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perlakuan
yang diskriminatif. Namun, dalam implementasinya langkah strategis
Pemerintah ini masih mencerminkan pada tahapan politik hak asasi
manusia di level legislasi saja. Tahapan politik yang dimaksud
adalah politik hak asasi manusia yang berupa proses penyusunan
legislasi, ratifikasi konvensi internasional dan penyusunan Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada tahapan implementasi
peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia, masih
banyak kasus hak asasi manusia yang proses hukumnya belum
terselesaikan, seperti pada kasus pelanggaran HAM berat Timor-
Timur dan kasus Tanjung Priok. Pada kasus itu, tersangka pelaku
banyak vyang lolos dari jerat hukum. Dalam tahapan ini,
keberpihakan dan masih adanya perbedaan persepsi terhadap hak
asasi manusia oleh penyelenggara negara masih menjadi titik
persoalan mendasar. Komitmen pimpinan negara yang menjamin
perlakuan yang tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan
masyarakat belum dapat ditindaklanjuti oleh pelaksana di lapangan.

Dalam perkembangannya proses legislasi di daerah, seperti
peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tanggerang dan
NAD masih bersifat diskriminatif yang berdampak kepada perlakuan
diskriminatif terhadap kaum perempuan seperti pengaturan tubuh,
perilaku, dan mobilitas perempuan. Upaya peninjauan hukum
(judicial review) terhadap peraturan tersebut ke Mahkamah Agung
telah dilakukan dengan alasan bahwa definisi kriminal yang
digunakan dalam Perda tersebut bertentangan dengan KUHP dan
prosedurnya bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil dan
asas praduga tak bersalah serta juga bertentangan dengan Konvensi
CEDAW dan HAM. Demikian juga Perda dari Nangroe Aceh
Darussalam/Qanun, yang melarang kedekatan fisik antara laki-laki
dan perempuan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dengan
ancaman hukuman cambuk. Qanun ini berdampak diskriminatif
kepada kedudukan perempuan, yang setelah pelaksanaan hukuman
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cambuk tersebut, perempuan-perempuan beserta anak-anaknya tidak
diterima selanjutnya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah
tangga masih banyak kasus yang belum dapat diselesaikan karena
masih minimnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak
hukum mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Tingkat
perceraian meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Dari 43
pengadilan agama mencapai angka 8.555 kasus yang juga merupakan
33,5% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat
ditangani. Kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang seharushya
berada di wilayah peradilan umum (kasus pidana) ternyata lebih
banyak terungkap dalam perkara gugat cerai yang diajukan ke
Pengadilan Agama. Dengan demikian, diperlukan lagi peningkatan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum
untuk lebih melindungi kedudukan perempuan dalam masyarakat.

Di bidang pelayanan umum, misalnya pelayanan kesehatan
terutama untuk masyarakat miskin, seperti pelaksanaan program
Askeskin atau Jamkesmas, masih belum memberikan pelayanan yang
maksimal dan masih harus terbentur pada masalah administrasi
pendataan warga miskin dan penetapan indikator kemiskinan yang
menyertainya. Pencatatan warga miskin belum mencakup jumlah
warga miskin yang kian hari makin bertambah dan pelayanan yang
diberikan masih dalam bentuk kuota saja. Mekanisme standar
pelayanan kesehatan dan mekanisme pembayaran kompensasi, baik
dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pelayanan
kesehatan juga belum dapat terkoordinasi dengan baik sehingga
pelayanan kepada masyarakat masih juga belum maksimal.

Dalam bidang perlindungan anak adanya eskalasi kriminalitas
terhadap anak belum banyak menunjukkan perlindungan yang
maksimal. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
menunjukkan selama tahun 2007 terdapat 455 kasus kekerasan
terhadap anak. Di samping itu, data dari Kejaksaan Agung selama
tahun 2006 terdapat 600 kasus kekerasan terhadap anak yang telah
diputus  oleh peradilan. Anak masih dijadikan objek sasaran
perlakuan yang tidak seharusnya atau menjurus ke bentuk
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kriminalitas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan
olen oknum pelaku anak. Hal itu banyak dipengaruhi oleh
lingkungan yang sarat dengan informasi dan teknologi, pornografi,
dan lain-lain memicu kegiatan yang bersifat kriminal, seperti
pencabulan, pelecehan seksual, perkosaan, perdagangan anak,
penganiayaan sampai dengan pembunuhan. Bentuk kekerasan lain
seperti perdagangan anak (trafficking), berdasarkan catatan Komnas
Perlindungan Anak, jumlah yang terperangkap dalam perdagangan
anak pada tahun 2006 adalah 42.771 orang meningkat menjadi
745.817 orang pada tahun 2007 dan pada akhir Juni 2008 jumlahnya
mencapai 400.000 orang. Di lingkungan pendidikan yang diharapkan
sebagai wadah mendidik anak sebagai tunas bangsa pun tidak
terlepas dari adanya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Sebagai
contoh, masih ada kekerasan di antara murid sekolah dalam bentuk
bullying atau dengan dalih orientasi masa pendidikan sekolah,
sampai kekerasan yang dilakukan oleh guru sekolah. Dalam bidang
hukum, perlindungan terhadap anak juga menjadi fokus penting
karena perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum
masih  kurang mendapatkan penanganan yang semestinya.
Perlindungan terhadap hak anak perlu dilakukan sejak tahap
penyelidikan, penuntutan, persidangan bahkan sampai proses
penghukuman. Bentuk penghukuman terhadap narapidana anak juga
harus dipertimbangkan dengan baik. Pengaruh lingkungan penjara
akan banyak memengaruhi perkembangan jiwa anak. Oleh karena
itu, hukuman dapat diganti, misalnya dalam bentuk kerja sosial dan
lain sebagainya. Di bidang kesehatan dan pendidikan, masih banyak
anak Indonesia yang belum mendapatkan hak tersebut. Negara masih
belum mampu memberikan layanan yang maksimal kepada anak,
termasuk anak di usia sekolah. Mengingat jumlah anak Indonesia
sebesar 30% dari 243 juta jiwa penduduk Indonesia, anak merupakan
potensi strategis dari sebuah bangsa yang perlu diberikan
perlindungan semestinya.
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Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia dalam upaya penghapusan diskriminasi antara
lain sebagai berikut. Dalam rangka memperkuat perlindungan kepada
masyarakat penyandang cacat, Pemerintah telah menandatangani
Konvensi Internasional mengenai Perlindungan dan Pemajuan
Hak-Hak dan Martabat Penyandang Cacat pada 30 Maret 2007.

Dalam upaya kerja sama Pemerintah dengan negara lain
mengenai penanggulangan  kejahatan  transnasional  dan
pengembalian aset hasil kejahatan, serta meningkatkan efektivitas
kerja sama aparat penegak hukum terkait dengan masalah pidana
Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis berupa
pengesahan UU Nomor 15 Tahun 2008 mengenai Pengesahan Treaty
on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang menguatkan UU
No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana.

Perdagangan warga negara Indonesia, terutama perempuan
dan anak-anak, masih sering terjadi terutama di wilayah konflik,
daerah yang terkena bencana, dan daerah perbatasan Indonesia
dengan negara lain karena alasan kondisi perekonomian maupun
merupakan tindak kriminal. Untuk melindungi dan menjamin
ketentraman hidup tiap warga negara Indonesia, Pemerintah telah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diikuti
dengan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Hal itu telah ditindaklanjuti, antara lain,
dengan pembahasan mengenai Raperda Provinsi Jawa Barat tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama
Perempuan dan Anak.

Dalam bidang perlindungan saksi dan korban juga telah
dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang beranggota
21 orang melalui seleksi yang dilakukan Departemen Hukum dan
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HAM di samping juga pengesahan Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan
kepada Saksi dan Korban.Terkait dengan pelaksanaan kegiatan
RAN-HAM, kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juni 2008
telah terbentuk panitia pelaksana provinsi RAN-HAM di 32 propinsi
dan di 317 kabupaten serta di 90 kotamadya.

Untuk menindaklanjuti masalah kewarganegaraan
sebagaimana UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan
PP Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh,
Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Indonesia. Terkait dengan pelayanan masyarakat,
Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Presiden No. 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil. Untuk menindaklanjuti UU No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(UU PKDRT), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja
sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk
menjamin perlindungan bagi perempuan dari tindakan kekerasan,
sejumlah lembaga pun didirikan di lingkungan pemerintahan agar
perempuan korban kekerasan dapat mengakses keadilan. Lembaga
tersebut antara lain ruang pelayanan khusus (RPK) yang sudah
dilembagakan dalam struktur Kepolisian, yaitu pada unit
pemberdayaan perempuan dan anak (UPPA) yang terdiri dari 129
unit RPK dan 36 unit pelayanan terpadu (UPT) yang ada di RS
Bhayangkara di seluruh Indonesia. Kementerian Pemberdayaan
Perempuan telah menyelenggarakan lembaga pemberi layanan sama
yang dimulai tahun 2002 oleh vyaitu pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan pada tingkat
pemerintah daerah. Sampai saat ini terdapat 23 unit P2TP2A di 19
provinsi. Selain yang dibentuk oleh Pemerintah, lembaga-lembaga
sosial kemasyarakatan dan keagamaan pun telah berinisiatif
mendirikan pusat-pusat pengadaan layanan bagi perempuan korban.
Setidaknya tercatat 41 lembaga layanan telah terbentuk di seluruh
Indonesia atas inisiatif masyarakat, baik melalui organisasi
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perempuan, organisasi kemasyarakatan, maupun keagamaan. Untuk
mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan, langkah
sosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan
dalam rumah tangga telah dilakukan oleh Komnas Perempuan
melalui pembuatan buku referensi yang memberikan informasi
kepada hakim di pengadilan agama. Upaya lain yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Banjarmasin terkait dengan pemajuan perempuan
adalah melalui penetapan APBD berbasis gender, yang diharapkan
dapat mendukung upaya pembangunan untuk seluruh lapisan
masyarakat. Di samping itu, pembentukan Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui
Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 juga berupaya mendukung
koordinasi upaya penghapusan, pencegahan, dan penanggulangan
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM
perempuan di Indonesia. Di samping itu, untuk melindungi
perempuan yang bermasalah dengan hukum, telah diupayakan
konsep sistem penangan peradilan pidana terpadu (SPPT) terkait
dengan penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dari
tingkat penyidikan sampai peradilan yang akan diintegrasikan ke
dalam amendemen KUHAP.

Dalam bidang pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan
upaya perbaikan kesehatan kaum perempuan, Pemerintah telah
melakukan pembahasan RUU Kesehatan di DPR yang diharapkan
akan dapat disahkan pada bulan Juli 2008. Peningkatan pelayanan
kesehatan berupa pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat juga
telah dilakukan di beberapa kabupaten/kota, seperti di Jembrana,
Sumedang, Purbalingga, Musi Banyuasin, Banjarmasin, dan
Sumbawa Barat. Pemerintah juga telah melakukan penanggulangan
penularan  penyakit HIV/AIDS di lingkungan lembaga
pemasyarakatan/rumah tahanan, yaitu melalui program layanan
informasi, penanganan kesehatan dan edukasi serta konseling yang
bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan BNN.

Dalam bidang pelayanan pendidikan, mulai tahun 2008
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan program
pendidikan gratis di 23 Kabupaten/Kota dari tingkat SD sampai SMP
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yang akan diperluas hingga tingkat SMA. Inisiatif serupa juga telah
diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
sejak tahun 2007. Bahkan pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo juga telah menerapkan pendidikan gratis untuk tingkat
SMA dan SMK Negeri.

Akses masyarakat yang masih minim dalam beberapa sektor
tertentu, antara lain, disinyalir dalam penelitian yang dilakukan oleh
kelompok kerja yang merupakan perwakilan unsur pemerintahan,
LSM, dan perguruan tinggi telah merumuskan permasalahan seperti
bidang perempuan dan hukum, tanah dan sumber daya alam, bantuan
hukum, tata kelola pemerintahan, reformasi hukum, ketenagakerjaan,
kelompok masyarakat miskin, masyarakat yang tidak diuntungkan
dan terpinggirkan (sebagai isu cross cutting) telah dipetakan dan
menjadi masukan dalam upaya penyusunan konsep akses kepada
keadilan (access to justice). Konsep akses terhadap keadilan pada
dasarnya mengacu pada sebuah keadaan dan proses. Pada proses itu,
warga negara mampu mencari dan memperoleh pemulihan haknya
melalui lembaga keadilan formal dan informal sesuai dengan standar
hak asasi manusia. Adapun konsep ini akan menjadi masukan dalam
rencana pembangunan jangka menengah nasional 5 tahun mendatang
(2010—2014).

Dalam bidang pelayanan lembaga peradilan, inisiatif
Pengadilan Agama Sleman patut mendapatkan apresiasi dalam hal
transparansi proses berperkara. Para pihak yang bersengketa saat ini
telah dapat mengakses perkembangan kasus melalui layanan internet.

I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia,
peningkatan pemahaman mengenai konsep hak asasi manusia yang
universal perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai
dari lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Sosialisasi
pemahaman tentang keberagaman budaya, suku, etnis, dan agama
melalui sektor pendidikan dan sektor penunjang lain juga penting
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dilakukan untuk mendukung pemahaman konsep hak asasi manusia
di Indonesia.

Sebagai langkah tindak lanjut yang konstruktif dan sistematis,
dalam bidang penegakan hak asasi manusia perlu dilakukan
mekanisme pembentukan, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan
perundangan tidak terbatas pada pembentukan legislasi saja. Namun,
hal yang terpentung adalah melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah
eksis tidak hanya dalam pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai
negara peserta konvensi internasional terkait dengan hak asasi
manusia saja, tetapi juga sebagai langkah-langkah implementatif
untuk mengakui dan melaksanakan hak asasi manusia secara
komprehensif di Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan
hukum, konsep pelanggaran hak asasi manusia harus ditekankan
sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan dan konstitusi.

Perbaikan layanan publik untuk selanjutnya harus diperhatikan
sebagai salah satu indikator keberhasilan upaya penghapusan
diskriminasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuk. Layanan
publik yang optimal dalam berbagai sektor seperti kepada layanan
dasar (pendidikan dan kesehatan) di dalam kondisi masyarakat
Indonesia yang semakin berat. Dampak perekonomian global dan
kebijakan nasional di Indonesia perlu ditingkatkan. Konsep
pendekatan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan sangat
penting dikedepankan sehingga seluruh warga negara, khususnya
yang miskin dan terpinggirkan, dapat terpenuhi dan terlayani dengan
baik oleh penyelenggara negara.
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BAB 11
PENGHORMATAN PENGAKUAN DAN PENEGAKAN ATAS
HUKUM DAN HAM

l. Permasalahan yang Dihadapi

Sebagaimana periode sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah
tahun 2008 menetapkan bahwa salah satu prioritas pembangunan
nasional adalah pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
Pemberantasan korupsi dilakukan melalui upaya, baik yang bersifat
pencegahan maupun yang bersifat penindakan hukum. Meskipun
upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, tidak dapat
dipungkiri bahwa masih banyak praktik korupsi di dalam
masyarakat, terutama yang terkait dengan layanan publik. Hal
tersebut, antara lain, dapat dilihat dengan menurunnya angka indeks
persepsi korupsi (IPK) sebesar 0,1 sehingga IPK untuk tahun 2007
adalah 2,3. Adanya penurunan IPK tersebut cukup memprihatinkan
karena angka IPK untuk periode sebelumnya naik. Pada tahun 2005
adalah 2.2 dan untuk tahun 2006 adalah 2.4. IPK yang dikeluarkan
oleh transparansi internasional ini pada dasarnya merupakan
gambaran dari kualitas layanan publik yang diberikan oleh aparat
negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Upaya untuk
melakukan perbaikan layanan publik melalui reformasi birokrasi dan



pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi terus dilakukan. Beberapa
kementerian/lembaga pemerintah pusat sudah menyusun rencana
aksi instansi pemberantasan korupsi. Beberapa daerah telah
menyusun peraturan daerah tentang rencana aksi daerah
pemberantasan korupsi (RAD PK) serta beberapa daerah telah
melakukan langkah penandatanganan MOU antarpemangku
kepentingan (stakeholders) dalam rangka pemberantasan korupsi di
wilayah masing-masing. Namun, tindak lanjut dari dokumen rencana
aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN PK) masih belum
mendapatkan  respon  yang cukup antusias justru  dari
kementerian/lembaga pemerintah pusat. Terkait dengan peraturan
perundang-undangan upaya pemberantasan  korupsi  belum
sepenuhnya dapat disesuaikan dengan Konvensi PBB United Nation
Convention Againts Corruption (UNCAC) vyang telah diratifikasi
oleh Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mendukung
upaya pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan
penyesuaian terhadap ketentuan konvensi, antara lain, melalui
perubahan atau revisi KUHP, KUHAP, dan RUU Pengadilan Tipikor
serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
pemberantasan korupsi. Akibatnya ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ada sekarang ini belum mampu menjerat secara
maksimal para pelaku tindak pidana korupsi.

Masalah yang cukup mendasar untuk pemberantasan korupsi
khususnya yang terkait dengan peraturan perundang-undangan
adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan
substansi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi termasuk juga putusan yang terkait dengan eksistensi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan perlindungan dan pengakuan HAM di
Indonesia, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah belum
berakhirnya penanganan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat
meskipun penyelidikannya telah lama diselesaikan oleh Komisi
Nasional HAM. Kasus tersebut, antara lain adalah kasus Trisakti
1998, kasus Wasior 2001—2002, dan kasus Wamena 2003. Di
sampingSelain belum selesainya penanganan hukum terhadap
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beberapa kasus pelanggaran HAM tersebut, beberapa permasalahan
HAM yang ada dalam masyarakat juga terjadi seperti adanya
kekerasaan antara kelompok masyarakat yang satu dan kelompok
masyarakat yang lain karena adanya perbedaan pandangan, baik
dalam hal keagamaan maupun keyakinan politik tertentu.

I1. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang
Dicapai

Dalam pemberian penghormatan, pengakuan, dan penegakan
atas hukum dan hak asasi manusia, arah pembangunan yang telah
ditetapkan adalah (1) melanjutkan upaya untuk penanganan perkara
untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan serta
penegakan HAM; (2) melanjutkan upaya pelaksanaan rencana aksi
nasional pemberantasan korupsi (RAN PK) dengan menitikberatkan
pada sektor yang memperoleh alokasi anggaran negara terbesar;

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sebagai instansi
yang Dberwenang melakukan pemberantasan korupsi telah
menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi. Pada tahun 2005 telah dilakukan penyelidikan
terhadap 31 kasus korupsi, sedangkan pada tahun 2006 dilakukan
penyelidikan terhadap 36 kasus. Sepanjang tahun 2007, KPK telah
melakukan penyidikan terhadap 29 perkara, sementara pada tahun
2008 sampai dengan bulan Mei 2008 KPK telah melakukan
penyidikan terhadap 23 perkara yang terdiri atas 7 perkara sisa tahun
2007 dan 16 perkara baru. Adapun penyidikan terhadap beberapa
perkara yang menarik perhatian masyarakat tersebut, antara lain,
adalah penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam kaitan
dengan pungutan dana sekretaris direktur jenderal di lingkungan
Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2002—2006, pengadaan
alat automatic fingerprint identification system (AFIS) di Ditjen
Administrasi Departemen Hukum dan HAM tahun 2004, perkara
pengelolaan dana PNBP dokumen keimigrasian di KBRI Kuala
Lumpur, pengadaan mobil pemadam kebakaran di beberapa
pemerintah provinsi dan kota, penyalahgunaan APBD Kabupaten
Kutai Kertanegara.
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Pada tahun 2005 KPK telah menuntut 10 perkara dan pada
tahun 2006 telah dilakukan penuntutan tindak pidana korupsi
sebanyak 10 perkara juga. Sementara itu, pada tahun 2007 telah
menuntut 24 perkara, 10 dari perkara tersebut merupakan sisa tahun
2006. Adapun perkara tersebut, antara lain, adalah perkara
pengadaan bus pada proyek busway pada APBD Provinsi DKI
Jakarta 2003—2004, perkara pelaksanaan Program Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit Sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti oleh
izin pemanfaatan kayu dan beberapa perkara korupsi yang telah
melalui tahap penyidikan selama tahun 2007. Sementara sampai
bulan Mei 2008, penuntutan telah dilakukan terhadap 16 perkara
yang terdiri atas 6 perkara sisa tahun 2007 dan 10 perkara tahun
2008. Penanganan tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh
Kejaksaan Agung. Lembaga itu, antara lain, telah selesai menuntut
662 perkara dari 712 perkara pada tahun 2007 dan sampai Maret
2008 telah selesai melakukan penuntutan sebanyak 420 perkara dari
463 perkara tindak pidana korupsi yang ada. Dari penanganan
perkara tersebut pada 2007 sampai dengan kuartal | tahun 2008,
Kejaksaan Agung telah berhasil menyelamatkan keuangan negara
sebesar Rp2.842.941.733.409,21 (dua triliun, delapan ratus empat
puluh dua miliar, sembilan ratus empat puluh satu juta, tujuh ratus
tiga puluh tiga ribu, empat ratus sembilan rupiah, dua puluh satu
sen). Di samping itu, Kejaksaan tinggi seluruh Indonesia juga telah
berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar
Rp54.703.810.517,42 (lima puluh empat miliar, tujuh ratus tiga juta,
delapan ratus sepuluh ribu, lima ratus tujuh belas rupiah, empat
puluh dua sen). Sebagai wujud upaya memperbaiki Kinerja kejaksaan
dalam penanganan kasus korupsi pada tanggal 6 Juni 2008 telah
dilantik 50 orang jaksa sebagai anggota Satuan khusus penanganan
perkara tindak pidana korupsi (Satsus PPTPK). Sebagai tindak
lanjut,di setiap kejaksaan tinggi akan dibentuk juga Satsus PPTPK.

Di samping upaya yang bersifat represif, KPK juga melakukan
kegiatan yang bersifat preventif seperti penyelenggaraan bimbingan
teknis pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN),
sosialisasi LHKPN di instansi pemerintah, dan pemanggilan pejabat
negara. Dari tahun ke tahun kesadaran wajib lapor LHKPN semakin
meningkat. Pada tahun 2005 dari 113.826 orang penyelenggara
negara yang telah melaporkan LHKPN adalah 56.274 orang,
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sementara pada tahun 2006 sebanyak 64.544 orang dari 116.649
orang penyelenggara negara. Pada tahun 2007 dari wajib lapor
LHKPN sebanyak 86.468 telah menyampaikan laporan sebanyak
76.455 (88,42%) terdiri atas eksekutif 85,25%, legislatif 95,59%,
yudikatif 90,57% dan BUMN/D 91,92%. Peningkatan kepatuhan
sebesar 32,31% dari tahun 2006 sebelumnya adalah 56,11%. Pada
tahun 2008 sampai dengan bulan Mei dari wajib lapor LHKPN
sebanyak 97.787 telah menyampaikan laporan sebanyak 82.222
(84,08%) terdiri atas eksekutif 84,31%, legislatif 95,69%, yudikatif
69,10% dan BUMN/D 92,35%.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang
bersifat represif, Bappenas bekerja sama dengan
kementerian/lembaga terkait telah melakukan sosialisasi RAN PK
dan penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD
PK). Pada tahun 2005 telah dilakukan konsultasi dan kampanye
publik ke enam propinsi. Baru pada tahun 2006 mulai dilakukan
kampanye publik dan penyusunan RAD PK pada 11 propinsi.
Sementara pada tahun 2007 dan 2008 kegiatan tersebut dilanjutkan
ke lima tempat yaitu pemda Provinsi Kalimantan Timur, Pemda
Provinsi Jawa Barat, Pemkot Magelang, Pemda Provinsi Jawa Timur
dan Pemda Provinsi Riau. Adapun isu-isu prioritas yang menjadi
bahasan adalah pengadaan barang dan jasa, perijinan bidang
kehutanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik serta
manajemen keuangan daerah. Untuk melihat seberapa jauh pengaruh
keberadaan dokumen RAD PK terhadap peningkatan layanan publik
pada beberapa pemerintah daerah, pada tahun 2008 sedang dilakukan
survey persepsi masyarakat dengan menggunakan metode citizen
report card (CRC). Survei itu dilakukan di beberapa tempat yaitu, di
Pemda Kota Magelang, Pemda Kabupaten Pemalang, Pemda Kota
Denpasar, Pemda Kabupaten Jembrana, dan Pemda Kabupaten
Indramayu.

Pada tingkat penanganan perkara di Mahkamah Agung tahun
2007 jumlah total perkara yang diterima termasuk di dalamnya
perkara korupsi adalah 9.516 perkara. Jumlah tersebut menurun
sebesar 0,09% jika dibandingkan dengan tahun 2006. Dari jumlah
perkara yang masuk tersebut ditambah dengan perkara pada periode
sebelumnya, Mahkamah Agung pada tahun 2007 telah memutus

11-5



sebanyak 10.714 perkara dan dari jumlah tersebut sejumlah 10.554
perkara dikembalikan kepada pengajunya. Perkara yang diterima
oleh Mahkamah Agung tersebut dikelompokkan ke dalam 7 jenis
perkara, yaitu perkara perdata umum sebanyak 3.162 perkara,
perdata agama sebanyak 570 perkara, perdata khusus sebanyak 1.034
perkara, pidana umum sebanyak 2.800 perkara, pidana khusus
sebesar 928 perkara, pidana militer sebanyak 130 perkara, dan tata
usaha negara sebanyak 892 perkara.

Masih dalam upaya pemberantasan korupsi Indonesia secara
aktif bekerja sama dengan negara lain dan termasuk organisasi
internasional dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi, antara
lain, melalui penyelenggaraan konferensi dan pertemuan IAACA
(the International Association of Anti-Corruption Authorities) kedua
di Bali. Di samping itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi
penyelenggaraan CoSP (Conference of the State Parties), United
Nations Conference Against Corruption (UNCAC)), dan
menandatangani perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan
Pemerintah Hong Kong.

Kejaksaan Agung sebagai instansi yang berwenang melakukan
penyidikan dan penuntutan atas adanya pelanggaran HAM berat,
sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 telah menyelesaikan 18
perkara pelanggaran HAM berat, di samping itu, saat ini Kejaksaan
Agung juga masih melakukan penanganan 4 kasus pelanggaran
HAM berat sebagai bagian dari upaya tindak lanjut penyelidikan
yang telah dilakukan oleh Komisi Nasional HAM.

Upaya pemberian landasan hukum yang lebih kuat dalam
pemberian perlindungan HAM terus dilakukan antara lain, dengan
adanya pengesahan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara
Dan Mekanisme Layanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di samping sebagai salah satu
negara anggota PBB dan penanda tangan beberapa konvensi
internasional yang terkait dengan perlindungan HAM, Indonesia
telah menyampaikan laporan kondisi penghormatan dan pelaksanaan
HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB pada bulan April
2008, di samping Indonesia pada bulan Mei 2008 juga telah
menyampaikan laporan pelaksanaan Convention Against Torture
(CAT).
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Dalam rangka mengungkap kebenaran dan penyebab
terjadinya pelanggaran berat HAM sebelum dan setelah penentuan
pendapat di Timor Leste pada September 1999, pada bulan Agustus
2005 telah dibentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau
Commission of Truth and Friendship Indonesia-Timor Leste. Komisi
itu dibentuk oleh kedua pemerintahan dengan anggota sejumlah 10
orang, 5 orang dari Indonesia dan 5 orang dari Timor Leste. Setelah
melaksanakan tugas hampir tiga tahun, Komisi itu pada tanggal 15
Juli 2008 telah menyerahkan temuannya, baik kepada Pemerintah
Indonesia maupun kepada Pemerintah Timor Leste. Meskipun hasil
temuan komisi ini tidak untuk suatu proses hukum, hasil temuan
komisi itu akan mendorong proses penyembuhan luka lama melalui
upaya rekonsiliasi sebagaimana digambarkan dalam moto laporan
akhir KKP, yaitu Per Memoriam ad Spem (melalui kenangan menuju
harapan).

Untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan aktivis
HAM, Munir, telah dibentuk tim pencari fakta (TPF) dengan anggota
dari LSM. Upaya yang dilakukan oleh TPF dalam melakukan
investigasi terhadap kasus pembunuhan itu juga berusaha untuk
mengungkap semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Temuan tim itu digunakan oleh kepolisian untuk melanjutkan
penyelidikan. Dalam mengungkap kasus itu secara tuntas saat ini
Kejaksaan telah mengajukan peninjauan kembali atas kasus Munir
dengan mengajukan adanya bukti baru (hovum).

Pelaksanaan rencana aksi nasional (RAN) HAM saat ini telah
terbentuk 436 komisi yang bertanggung jawab atas implementasi
RAN-HAM di tingkat provinsi dan kota. Untuk menunjang komisi
tersebut, Departemen Hukum dan HAM telah membentuk profil
HAM yang berisi implementasi norma dan standar HAM serta
program strategis RAN-HAM vyang dilaksanakan oleh seluruh
anggota kepanitiaan RAN-HAM. Di samping itu, sedang dibangun
mekanisme serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data HAM
dalam pembentukan data base HAM dengan memanfaatkan jejaring
yang ada pada kepanitiaan RAN HAM.
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Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk menunjang upaya penghormatan, pengakuan dan

penegakan hukum dan HAM, arah pembangunan adalah sebagai
berikut:

1.
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melanjutkan upaya preventif dan tindakan represif penanganan
perkara untuk meningkatkan penegakan hukum dan
perlindngan serta penegakan HAM;

melanjutkan upaya pelaksanaan RAN PK dan mendorong
pemerintah daerah untuk menyusun RAD PK;

melanjutkan upaya pelaksanaan RAN HAM;

memperbaiki sistem perekrutan, seleksi, promosi, pelatihan
aparat penegak hukum dan lembaga peradilan;

melakukan perbaikan sistem penggajian, dan jaminan sosial
bagi aparat penegak hukum;

meningkatkan profesionalisme, serta integritas dan kejujuran
dalam penegakan hukum.



BAB 12

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN
PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta
kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan bagian penting
dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai
bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan,
memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai
andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu,
pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak
asasi manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian
kesetaraan dan keadilan gender serta hak-hak anak yang tidak
terabaikan.

. Permasalahan yang Dihadapi

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan hak penduduk
perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan yang sama,
baik dalam hal mengakses, menerima manfaat, mengendalikan,
maupun berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan dari upaya
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia antara lain



ditunjukkan dengan meningkatnya akses dan partisipasi perempuan
dalam pembangunan, yang antara lain tercermin dalam angka
Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment
Measurement (GEM). Berdasarkan Human Development Report
(HDR) 2007-2008, angka GDI Indonesia adalah 0,721 dibandingkan
dengan angka GDI dalam HDR 2006 sebesar 0,704. Hasil tersebut
mengindikasikan adanya peningkatan akses perempuan terhadap
pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi. Namun, secara regional ASEAN, GDI Indonesia masih
termasuk dalam capaian terendah, hanya lebih tinggi dari Myanmar
dan Kamboja. Menurut data Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan (KNPP) bekerja sama dengan BPS, angka GEM
Indonesia pada tahun 2006 diperkirakan 0,618, yang juga telah
menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan angka GEM tahun
2004, yaitu 0,597. Angka-angka tersebut menunjukkan masih adanya
kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses
pendidikan, berpartisipasi di bidang politik, dalam menduduki
jabatan publik, dalam ketenagakerjaan, dan dalam pendapatan.

Kualitas perempuan di bidang pendidikan sudah menunjukkan
peningkatan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006
menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) penduduk
perempuan usia 7—12 tahun sudah mencapai 97,7 persen. Namun,
penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang buta aksara
mencapai 11,61 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya 5,44
persen. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih intensif
dan efektif bagi penduduk perempuan yang buta aksara.

Peningkatan kualitas hidup perempuan juga ditunjukkan
dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup penduduk
perempuan. Berdasarkan data BPS dan KNPP angka harapan hidup
perempuan meningkat dari 70,2 tahun (2005) menjadi 70,5 tahun
(2006). Namun, angka kematian ibu melahirkan (AKI), masih tinggi,
yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia Tahun 2002-2003). Sementara itu, angka SDKI
2007 masih dalam proses pengolahan. Sejumlah faktor yang
mempengaruhi masih tingginya AKI antara lain adalah rendahnya
derajat kesehatan ibu, termasuk status kesehatan reproduksinya;
rendahnya status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan dan tingkat

12-2



ekonomi keluarga; kurangnya dukungan para suami dan keluarga,
sulitnya kondisi geografis, dan rendahnya persalinan dibantu dengan
tenaga medis.

Peran perempuan di bidang ekonomi sudah menunjukkan
adanya perbaikan, walaupun bila dibandingkan dengan laki-laki
masih lebih rendah. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
perempuan mengalami sedikit peningkatan dari 48,6 persen
(Sakernas, Februari 2006) menjadi 49,5 persen (Sakernas, Februari
2007) dan 51,3 persen (Sakernas, Februari 2008), sedangkan laki-
laki 84,7 persen pada tahun 2006, 83,7 persen pada tahun 2007 serta
83,6 persen pada tahun 2008. Menurut data Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi per Agustus 2007, sekitar 79 persen dari
total tenaga kerja yang bekerja di luar negeri adalah perempuan.
Sebagian besar pekerja di sektor informal adalah juga perempuan.
Pekerja-pekerja tersebut umumnya tidak memiliki perlindungan
sosial sehingga menjadi sangat rentan terhadap tindak kekerasan,
eksploitasi, diskiriminasi, dan bahkan diperdagangkan. Upah pekerja
perempuan rata-rata masih 30 persen lebih rendah dibandingkan
dengan rata-rata upah pekerja laki-laki. Kondisi pekerja perempuan
di sektor pertanian lebih memprihatinkan, seringkali tidak
memperoleh upah karena dianggap sebagai pekerja keluarga. Akses
perempuan terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dan peluang
pasar juga masih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki.

Di bidang politik, keterwakilan perempuan mulai
menunjukkan adanya peningkatan. Hingga pertengahan tahun 2008,
telah ada 1 gubernur, 1 wakil gubernur, 7 bupati/walikota, dan 4
wakil bupati/walikota perempuan (data KNPP 2008). Namun,
persentase pegawai negeri sipil (PNS) perempuan yang menjabat
sebagai eselon I-V masih rendah, yaitu sekitar 20,2 persen (Badan
Kepegawaian Negara, 2007). Sementara itu, keterwakilan perempuan
dalam lembaga legislatif pada tahun 2007 di DPR-RI juga masih
rendah, yaitu sekitar 11,6 persen dan di DPD sekitar 19,8 persen.
Peran perempuan pada lembaga yudikatif juga masih rendah, yakni
hanya 20 persen hakim, 18 persen hakim agung, dan 27 persen jaksa
yang dijabat oleh perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan
dalam pembangunan politik, antara lain dihadapkan pada terbatasnya
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jumlah perempuan yang bersedia terjun di kancah politik dan
kurangnya pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan.

Perlindungan bagi perempuan dan anak semakin menjadi
perhatian pemerintah, termasuk dalam hal penanganan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan semakin
meningkatnya pemahaman masyarakat dalam melaporkan tindak
kekerasan di rumah tangga (KDRT), telah terjadi peningkatan
mekanisme pencatatan dan penanganan kasus KDRT. Data
kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Komnas
Perempuan sejak tahun 2001 hingga 2007 menunjukkan adanya
peningkatan pelaporan hingga 80 persen setiap tahunnya dan
mencapai lebih dari 25 ribu kasus pada tahun 2007. Dari jumlah
kasus tersebut, sebagian besar (82 persen) merupakan kasus KDRT
dan sekitar 45 persen korban adalah ibu rumah tangga. Namun,
dikhawatirkan bahwa angka ini sebenarnya jauh lebih kecil dari
jumlah kejadian sebenarnya karena bagi sebagian masyarakat, KDRT
masih dianggap aib dan tabu untuk dilaporkan. Selain itu, data
Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap
perempuan sebesar 3,1 persen dan terhadap anak sebesar 7,6 persen,
yang bisa diartikan bahwa sekitar 3—4 juta perempuan dan sekitar 4
juta anak mengalami kekerasan setiap tahun.

Dalam hal kesejahteraan anak, yang perlu diberikan perhatian
lebih adalah pengembangan anak usia dini (PAUD). Data tahun 2007
menunjukkan bahwa sekitar 20,4 juta anak belum mendapatkan
pendidikan usia dini. Orang tua dan keluarga yang mendapatkan
penyuluhan pengasuhan anak juga masih sangat rendah. Hal ini,
antara lain dapat dilihat dari jumlah keluarga yang menjadi anggota
Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif sampai dengan April 2008
hanya sekitar 1,5 juta keluarga. Jumlah keluarga anggota BKB yang
aktif ini sebenarnya terus menurun bila dibandingkan dengan data
tahun 2007 (1,66 juta keluarga) dan tahun 2006 (1,32 juta keluarga).
Kondisi ini terutama disebabkan oleh terjadinya penurunan jumlah
lembaga yang memberikan pelayanan PAUD dan belum
dipahaminya secara meluas tentang pentingnya pengembangan
optimal dan holistik bagi anak usia dini. Akses anak-anak dengan
kebutuhan khusus, baik secara fisik, emosional, maupun inteligensia
terhadap fasilitas dan layanan khusus juga masih sangat terbatas.
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Sementara itu, di bidang kesehatan anak, angka kematian bayi, angka
kematian balita, prevalensi gizi kurang pada anak balita, dan
prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium pada anak, terutama
anak SD, juga masih tinggi. Berdasarkan Susenas tahun 2005,
pemberian ASI ekslusif juga masih rendah, yaitu anak yang
mendapatkan ASI secara ekslusif saat baru lahir hingga 6 bulan
hanya sekitar 7,3 persen.

Perlindungan bagi anak telah diatur dengan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, berdasarkan
Sakernas 2006, persentase anak perempuan yang bekerja sekitar 2,06
persen dari jumlah perempuan usia 10-14 tahun, sedangkan anak
laki-laki sekitar 3,12 persen dari jumlah laki-laki usia yang sama.
Persentase tersebut menunjukkan kecenderungan yang meningkat
pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing sebesar 4,34 persen dan
4,40 persen untuk anak perempuan dan sebesar 6,73 persen dan 7,35
persen untuk anak laki-laki (Sakernas 2007 dan 2008). Selanjutnya,
hak anak terhadap identitas belum terpenuhi bagi sekitar 11 juta anak
Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran (data Komisi
Perlindungan Anak Indonesia tahun 2007). Salah satu penyebabnya
adalah belum diterapkannya peraturan bebas biaya pengurusan akta
kelahiran anak pada lebih dari separuh kabupaten/kota (hanya 219
kabupaten/kota yang sudah menerapkan dari sekitar 487
kabupaten/kota di seluruh Indonesia). Tidak dimilikinya akta
kelahiran menyebabkan ketidakjelasan identitas anak yang membawa
sejumlah implikasi antara lain: berpeluang besar mengalami
diskriminasi; tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar, seperti
pendidikan dan kesehatan; serta rentan untuk diperdagangkan dan
dieksploitasi. Masalah lain yang terkait dengan pemenuhan dan
perlindungan hak anak adalah bagi anak yang bermasalah dengan
hukum, yaitu tidak semua provinsi memiliki lapas dan rutan anak
dan keterbatasan kapasitas mengakibatkan penghuni lapas dewasa
terkadang dititipkan di lapas anak dan sebaliknya. Yang tidak kalah
pentingnya, pemahaman para penegak hukum mengenai UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Konvensi
Hak-Hak Anak (KHA) masih sangat rendah sehingga berdampak
pada terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, oleh aparat
penegak hukum sendiri. Contohnya, anak yang terbukti bersalah
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dipenjarakan menjadi satu dengan orang dewasa, Kkurang
memperhatikan ketentuan diskresi dan diversi.

Masalah lain yang masih perlu menjadi perhatian dalam
peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak adalah
banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias
gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak.
Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam
melindungi setiap individu, terutama dari tindak kekerasan dalam
rumah tangga dan eksploitasi. Peraturan perundang-undangan yang
ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan
melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan
perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan
eksploitasi. Selain itu, kelembagaan di daerah yang menangani
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga
masih lemah sehingga kurang menonjol dan belum menjadi prioritas.
Keterbatasan data gender dan anak, serta masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam mendukung pembangunan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak turut menghambat keberhasilan
pembangunan.

Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan
yang dihadapi serta mengupayakan pencapaian  sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan, langkah kebijakan yang
dilakukan adalah: (1) meningkatkan kualitas hidup perempuan,
terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peran
perempuan di bidang politik; (2) meningkatkan kampanye anti
kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota; (3) menyempurnakan perangkat hukum yang
melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan,
eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah
tangga; (4) meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak,
terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum; (5)
memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan
pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan (6) melanjutkan
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penyusunan data dan statistik gender di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.

Hasil pembangunan yang telah dicapai dalam upaya
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan antara
tahun 2005 sampai dengan 2008 antara lain adalah sebagai berikut.
Di bidang pendidikan, hasil yang dicapai adalah: (1) penyusunan
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan
(RAN-PBAP) berikut pedoman umum dan modulnya, serta
dilakukan sosialisasi di tingkat nasional dan 23 provinsi; (2)
sosialisasi  Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) di tingkat
pusat dan di 10 provinsi; dan (3) pendidikan kesetaraan dan keadilan
gender (KKG) dalam keluarga di 5 provinsi.

Di bidang kesehatan, hasil-hasil yang telah dicapai adalah: (1)
Gerakan Sayang Ibu (GSI), sejak tahun 2005 telah dilakukan secara
bertahap dan hingga tahun 2007 telah dilakukan sosialisasi di 29
provinsi dan revitalisasi GSI di 4 provinsi, serta pemberian dana
stimulan untuk bantuan operasional pelaksanaan GSI di tingkat
kabupaten/kota dan pembentukan kelompok kerja tetap (pokjatap)
tingkat nasional, tim asistensi GSI di daerah, dan satuan tugas
(satgas) GSI di tingkat desa; (2) pembentukan model Kecamatan
Sayang Ibu di 5 provinsi; (3) kampanye pemberian ASI eksklusif di
12 kabupaten/kota; dan (4) penyusunan naskah akademis pemenuhan
hak-hak reproduksi perempuan, termasuk sosialisasi pencegahan
penyalahgunaan NAPZA dan penyebaran HIVV/AIDS di 13 provinsi.

Di bidang ekonomi, hasil yang telah dicapai merupakan
kelanjutan dari berbagai upaya yang telah dirintis sejak tahun-tahun
sebelumnya, antara lain: (1) Peningkatan Produktivitas Ekonomi
Perempuan (PPEP) terus dilakukan sejak tahun 2004 dan penguatan
forum PPEP sebagai jejaring kerja dan sosialisasi kebijakan PPEP
pada instansi terkait, LSM, dan dunia usaha; (2) fasilitasi
pembentukan Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju
Mandiri), yang sejak tahun 2005 diadopsi oleh sejumlah
kementerian/lembaga sebagai penjabaran kebijakan PPEP dalam
menyinergikan berbagai program ekonomi dalam satu wilayah.
Hingga tahun 2007 Model Desa Prima telah diterapkan di 25
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provinsi, 67 kabupaten/kota, dan 80 desa; (3) revitalisasi program
Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
(P2WKSS), melalui pengaktifan kembali kegiatan-kegiatan
pemberdayaan perempuan di tingkat lokal di berbagai bidang
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan
keluarganya, terutama di daerah perdesaan; dan (4) pembentukan
Forum Peduli Perempuan Pengusaha Mikro (FP3MI) untuk
mendukung peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui
pengembangan keuangan mikro dan mempermudah akses perempuan
terhadap permodalan, sejak tahun 2007 mengawal partisipasi
perempuan dalam Program Nasional Pembangunan Masyarakat
(PNPM) Mandiri.

Di bidang hukum, hasil yang telah dicapai antara lain: (1)
penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan
dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi pedoman bagi
pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (PKDRT); (2) pengesahan UU No. 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(PTPPO), sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk
mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan perempuan dan
anak; (3) penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Presiden yang terkait dengan PTPPO; (4) penyusunan naskah RUU
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; (5) penyusunan bahan
masukan untuk revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri, khususnya yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja
perempuan; (6) penyusunan rancangan mekanisme penyelesaian
kasus tenaga kerja perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri;
dan (7) sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan perempuan dan anak, terutama bagi aparat penegak
hukum di daerah.

Di bidang sosial dan politik, hasil yang telah dicapai antara
lain: (1) melanjutkan penanganan masalah perempuan dan anak di
daerah pascabencana di Provinsi NAD, Kabupaten Nias, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan
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Kabupaten Sidoarjo; (2) penyusunan modul “Peran Perempuan
dalam Penanganan Konflik/Bencana Alam”; (3) sosialisasi dan
pelatihan pendidikan politik bagi organisasi perempuan di daerah; (4)
peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi
perempuan, dan institusi terkait dalam hal pendidikan politik bagi
perempuan; (5) penyusunan sistem data penanganan kekerasan
terhadap perempuan, penanganan perempuan lanjut usia, dan
penyandang cacat serta permasalahan spesifik perempuan di daerah
rawan konflik dan bencana; dan (6) pembentukan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 17
provinsi dan 76 kabupaten/kota, Pusat Krisis Terpadu (PKT) di 3
provinsi dan 5 kabupaten, dan Ruang Pelayanan Khusus di 26
kepolisian daerah, serta telah dilakukan fasilitasi bagi pengelola
sarana-sarana tersebut.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan
anak, hasil yang dicapai, antara lain adalah: (1) pelatihan untuk
pelatih (TOT) Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015
di seluruh provinsi; (2) penyusunan rancangan Rencana AKsi
Nasional (RAN) PNBAI 2015 yang diharapkan dapat diselesaikan
pada akhir tahun 2008; (3) pemberian akta kelahiran gratis bagi
sekitar 2,4 juta anak setiap tahun, yang diikuti dengan kampanye dan
sosialisasi melalui berbagai media di tingkat nasional dan daerah; (4)
penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang anak, seperti
Rancangan Peraturan Pemerintahan (RPP) tentang Pembuatan Akta
Kelahiran Gratis, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan
Kelahiran, RPP tentang Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, dan RPP tentang Syarat dan Tata Cara
Penunjukan Wali; (5) penyusunan panduan kebijakan Perlindungan
Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA); (6) pelatihan bagi para
pengelola program debarkasi/pusat transit dan pengelola program
embarkasi, serta pelaksanaan kampanye dan tayangan iklan layanan
masyarakat tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak,
serta penyusunan prosedur operasional standar pemulangan korban
perdagangan perempuan dan anak; (7) penyusunan  pedoman
perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi; (8) pembentukan jejaring kerja penegak hukum dalam
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum; (9)
pengembangan Telepon Sahabat Anak melalui nomor 129 (TESA
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129), yang merupakan sistem layanan bantuan dan perlindungan
yang dapat diakses oleh anak secara gratis. Hingga Juni 2007, TESA
129 telah dioperasionalkan di 5 kota, yaitu Surabaya, Makasar,
Banda Aceh, DKI Jakarta, dan Pontianak; (10) pembentukan Pusat
Advokasi dan Fasilitasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di 20
provinsi, serta Forum Konsultasi Anak di tingkat nasional dan di 14
provinsi; (11) penyusunan buku Panduan Pola Pengasuhan Anak
yang Berlandaskan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan
Anak, dan model Kota Layak Anak; dan 12) penguatan kelembagaan
anak di daerah, antara lain melalui pembentukan 16 Komisi
Perlindungan Anak Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota sebagai mitra kerja KPAI dalam penyelenggaraan
perlindungan anak di tingkat lokal.

Dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak, hasil yang telah dicapai antara lain adalah: (1)
sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender di 39
kementerian/lembaga, 33 provinsi dan 326 kabupaten/kota; (2)
penyusunan materi pengintegrasian isu perlindungan perempuan ke
dalam proses pengarusutamaan gender, bahan informasi kekerasan
dalam rumah tangga, dan pedoman penanganan bencana yang
responsif gender; (3) pembentukan kelembagaan struktural dan
kelembagaan fungsional pengarusutamaan gender dalam bentuk
kelompok kerja di provinsi dan kabupaten/kota; (4) pembinaan 33
Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) sebagai mitra kerja Pemerintah
untuk menyiapkan hasil penelitian sebagai bahan advokasi kebijakan
daerah yang responsif gender dan membantu meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia di daerah; (5) pelatihan untuk pelatih
pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender bagi 15
organisasi keagamaan dari 6 agama; (6) penyusunan rancangan
Peraturan  Presiden  mengenai  Rencana  Aksi  Nasional
Pengarusutamaan Gender (RAN-PUG); (7) penyusunan panduan
Standar Pelayanan Minimum Model Kesejahteraan dan Pelindungan
Anak; (8) penyusunan profil statistik gender di 250 kabupaten/kota;
(9) pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kepada
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sejak tahun 2005; (10)
kerja sama bilateral dengan Malaysia, Zimbabwe, Philipina, dan
Korea Selatan di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan,
peningkatan kerja sama penelitian dan peningkatan peran perempuan
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dalam politik serta perlindungan perempuan; dan 11) kerja sama
Asia-Afrika dalam tiga pilar utama, yaitu solidaritas politik (political
solidarity), kerja sama ekonomi (economic cooperation) dan
hubungan sosial budaya (social and cultural relations), dan kerja
sama APEC melalui pembentukan Gender Focal Point Network yang
terdiri atas Economy Gender Focal Point dan Fora Gender Focal
Point.

Hasil yang telah dicapai dalam upaya penyerasian kebijakan
pemberdayaan perempuan dan anak antara lain: (1) berbagai kajian
dan analisis strategis, antara lain pemberdayaan perempuan pada
organisasi masyarakat keagamaan, partisipasi perempuan di bidang
politik dan ekonomi, dan peningkatan perlindungan perempuan yang
bekerja di luar negeri; (2) penyusunan kebijakan dan program untuk
anak dalam situasi darurat; (3) sosialisasi PKDRT bagi penegak
hukum, para pengambil keputusan, swasta, tokoh masyarakat, tokoh
agama, dan LSM; (4) advokasi perlindungan anak dalam situasi
darurat, dan pembentukan forum koordinasi lembaga masyarakat
yang terdiri dari LSM, orsospol, organisasi profesi dan swasta, serta
institusi media massa; (5) penyusunan RPP Perlindungan Anak
dalam Situasi Darurat; dan (6) penyusunan panduan pelatihan
pembantu rumah tangga anak.

I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih akan
dihadapi di masa mendatang, langkah yang diperlukan adalah
melanjutkan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, yang
ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
politik dan pengambilan keputusan, khususnya di tingkat
kabupaten/kota; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan
anak di berbagai bidang pembangunan. Untuk meningkatkan angka
GDI, diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas hidup dan
peran perempuan, terutama melalui penyusunan kebijakan, program,
dan kegiatan afirmasi (affirmative actions) di bidang pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi, yang merupakan tiga komponen GDI.
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Tindak lanjut yang diperlukan antara lain meliputi: (1)
peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik
dan jabatan publik; (2) peningkatan akses perempuan dan anak
terhadap layanan pendidikan, kesehatan, hukum, dan bidang
pembangunan lainnya guna mempertinggi kualitas hidup perempuan
dan kesejahteraan anak; (3) peningkatan kampanye anti kekerasan,
diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak; (4)
penyempurnaan perangkat hukum pidana dalam melindungi setiap
individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan
diskriminasi, termasuk penghapusan perdagangan perempuan dan
anak; (5) peningkatan Kkesejahteraan dan perlindungan anak,
termasuk pengembangan anak usia dini; (6) penguatan kelembagaan,
koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender serta penguatan
strategi untuk mewujudkan Dunia yang Layak bagi Anak dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang,
termasuk pemenuhan komitmen internasional; (7) penyediaan data
dan statistik gender dan anak; dan (8) peningkatan partisipasi
masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pencapaian
kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak.
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BAB 13

REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI
DAN OTONOMI DAERAH

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai amanat
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijabarkan pada Perpres
(Peraturan Presiden) No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2004—2009 pada
Bab 13 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi
Daerah. Dalam bab tersebut telah diamanatkan beberapa program
yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, yaitu terkait (1) program
penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan
otonomi daerah; (2) program peningkatan kerja sama antar
pemerintah daerah; (3) program peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah; (4) program peningkatan profesionalisme aparat
pemerintah daerah; (5) program peningkatan kapasitas keuangan
pemerintah daerah; serta (6) program penataan daerah otonom baru
(DOB).



I Permasalahan yang Dihadapi

Di dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2004—2009 bidang
revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, terkait dengan
penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan
otonomi daerah, permasalahan yang masih dihadapi hingga akhir
semester 1 tahun 2008, di antaranya (1) masih terdapat beberapa
peraturan pelaksana UU No. 32 tahun 2004 yang belum tersusun,
yaitu 6 PP (Peraturan Pemerintah) dan 1 Perpres dari 27 PP, 2
Perpres dan 2 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang
diamanatkan; (2) masih terdapat 1 peraturan pelaksana UU No. 33
tahun 2004 yang belum diterbitkan, yaitu PP tentang Pengelolaan
Dana  Darurat; 3 munculnya  permasalahan  terkait
ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan sektoral
dan peraturan perundangan mengenai desentralisasi dan otonomi
daerah sehingga menyebabkan Kkesulitan dalam pelaksanaan
peraturan perundang-undangan oleh pemda; serta (4) masih belum
optimalnya pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah yang
memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena belum tersusun
dan tersosialisasikannya peraturan perundangan yang mengatur
pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah tersebut.

Permasalahan dalam  program peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah, di antaranya (1) penerapan standar
pelayanan minimal (SPM) sampai saat ini belum optimal karena
peraturan menteri tentang SPM yang ditetapkan oleh departemen
sektor sebagai acuan daerah dalam penerapan SPM, masih dalam
proses penyusunan; (2) belum disusunnya rencana aksi nasional
(RAN) di bidang pelayanan publik, khususnya bidang administrasi
kependudukan dan perizinan investasi; (3) pemda dalam
mengimplementasikan PP No. 41 Tahun 2007 dan menetapkan
organisasi perangkat daerah, menemukan kendala yang disebabkan
oleh adanya beberapa peraturan daerah (perda) yang sudah mengatur
pelaksanaan restrukturisasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah itu
sendiri; (4) masih adanya berbagai protes dan ketidakpuasan para
pendukung pasangan calon kepala daerah terhadap proses dan hasil
pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang disebabkan tidak
akuratnya penetapan data pemilih, persyaratan calon yang tidak
lengkap atau tidak memenuhi persyaratan (ijazah palsu/tidak punya
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ijazah), permasalahan internal partai politik (parpol) dalam hal
pengusulan pasangan calon, adanya dugaan komisi pemilihan umum
daerah (KPUD) tidak independen, adanya dugaan money politik,
pelanggaran kampanye, dan penghitungan suara yang dianggap tidak
akurat; (5) proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
belum dapat dilakukan secara optimal karena masih menungu
peraturan pelaksana PP No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diharapkan dapat
diselesaikan pada akhir tahun 2008; serta (6) belum optimalnya
koordinasi penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan oleh departemen sektor di daerah.

Permasalahan dalam program peningkatan profesionalisme
aparatur pemda, di antaranya (1) kemampuan aparat pemda yang
belum memadai, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa
di dalam bidang kependudukan, kesempatan kerja, strategi investasi,
keamanan dan ketertiban (tramtib), serta perlindungan masyarakat
(linmas); (2) belum tersusunnya norma, standar, prosedur, dan
pedoman sistem Kkarier, sistem cuti, sistem asuransi, Sistem
penghargaan, serta pengelolaan aparatur Pemerintah daerah; (3)
belum adanya standar kompetensi dalam pola karier dan mutasi;
serta (4) belum baiknya manajemen aparatur pemda, khususnya di
dalam penataan jabatan negeri dan negara serta jabatan fungsional
dan struktural berdasarkan kompetensi dan keahliannya.

Permasalahan dalam program peningkatan Kkerja sama
antarpemda adalah belum optimalnya kerja sama antarPemerintah
daerah, khususnya dalam penanganan kawasan perbatasan,
pengurangan kesenjangan antarwilayah dan penyediaan pelayanan
publik yang disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya (1) belum
tersosialisasinya dengan baik PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar-Daerah yang diharapkan menjadi
payung regulasi penting dalam mendorong sinergi dan integrasi
perda yang mengatur kebijakan pengembangan Kkerja sama
antardaerah; (2) belum ada model/format ideal dan instrumen Kkerja
sama yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik; (3) belum ada insentif yang terukur untuk
mendorong daerah dalam melakukan kerja sama; serta (4) secara
umum pemda belum optimal memberdayakan potensi sumber daya
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yang ada untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar, yang
dikelola secara bersama-sama antarpemda.

Permasalahan dalam program penataan DOB, di antaranya (1)
belum optimalnya peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
(DPOD) di dalam proses pembentukan daerah dan pembangunan
DOB, yang tidak dapat mengimbangi banyaknya keinginan beberapa
daerah untuk melakukan pemekaran tanpa analisis komprehensif
terhadap kelayakan teknis, administratif, politik, dan potensi daerah;
(2) banyak timbulnya konflik terkait pemekaran daerah, seperti
pengelolaan aset daerah, penyediaan aparatur pemerintah, dan batas
wilayah, yang berpengaruh pada Kkinerja pembangunannya; (3)
berdasarkan evaluasi sementara antara Depdagri, Bappenas-UNDP,
dan LAN pada Tahun 2007 menunjukkan bahwa sekitar 80% daerah
pemekaran yang sudah mekar selama 5 tahun menunjukkan kinerja
yang masih rendah, khususnya untuk aspek perekonomian daerah,
keuangan daerah, pelayanan publik, dan kapasitas aparatur dalam
memberikan pelayanan; (4) pembentukan DOB pada saat yang
bersamaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan Pemilu Tahun
2009 dikhawatirkan sangat potensial mengganggu pelaksanaan
Pemilu, khususnya terkait dengan proses pendataan para pemilih dan
penentuan daerah pemilihan; serta (5) pemberian insentif bagi daerah
untuk melakukan pemekaran.

Permasalahan dalam program peningkatan kapasitas keuangan
pemda selama 8 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal belum
terlaksana secara optimal karena beberapa faktor, di antaranya baru
diterbitkannya beberapa peraturan perundangan terkait pengelolaan
keuangan daerah serta masih belum mencukupinya kapasitas SDM
aparatur pemda di bidang tersebut. Sejalan dengan pemberian
kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi kewenangan untuk
memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur
dalam UU No. 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No. 34
Tahun 2000. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa daerah
yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah tanpa
memerhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut dan
bertentangan dengan kepentingan umum sehingga cenderung
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mendorong terjadinya ekonomi biaya tinggi dan mengganggu iklim
investasi di daerah.

Terkait proses penyusunan APBD di beberapa daerah yang
sering mengalami keterlambatan disebabkan oleh proses pembahasan
yang membutuhkan waktu yang panjang serta akibat adanya
multitafsir terhadap Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada akhirnya
mengakibatkan realisasi penyerapan APBD sangat rendah. Selain itu,
pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di beberapa daerah
juga dirasakan belum optimal dan efisien, sehingga banyak BUMD
yang belum dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dan bahkan membebani APBD. Hal itu terbukti ketika alokasi dana
APBD untuk pengelolaan BUMD jauh lebih besar dibandingkan
keuntungan yang diperoleh dari BUMD. Keberadaan BUMD juga
belum dipayungi dengan dasar hukum yang kuat.

Terkait aspek administrasi penatausahaan barang milik daerah
sampai awal tahun 2008, banyak daerah yang belum sepenuhnya
melakukan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah
yang sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. Masih rendahnya jumlah dan kualitas SDM yang
mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan termasuk
akuntansi dan juga keterbatasan dalam penguasaan teknologi
informasi menjadi kendala dalam proses peningkatan kapasitas
keuangan Pemerintah daerah. Hal tersebut terbukti dengan adanya
beberapa yang daerah masih melakukan pengelolaan keuangan
daerah secara manual dan belum memanfaatkan sistem informasi
yang terkomputerisasi hingga saat ini.

Terkait dana perimbangan, beberapa isu aktual yang muncul,
antara lain, (1) pemekaran daerah berimplikasi terhadap peningkatan
komponen dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum (DAU)
dan dana alokasi khusus (DAK) dan akan membebani APBN pada
setiap tahunnya; (2) penerimaan pegawai sebagai akibat dari proses
pemekaran daerah dan mutasi pegawai, menuntut adanya rekonsiliasi
dan verifikasi guna mendapatkan data pegawai negeri sipil daerah
(PNSD) yang akurat sebagai dasar perhitungan alokasi dasar DAU.
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Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Dalam program penataan peraturan perundang-undangan
terkait desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan yang ditempuh
oleh Pemerintah dan pemda, di antaranya (1) mengharmoniskan
berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan
perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah
melalui fasilitasi penyesuaian norma, standar, prosedur dan Kriteria
(NSPK) dari tiap-tiap sektor; serta (2) memantapkan kebijakan dan
regulasi otonomi daerah dan otonomi khusus seperti Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Papua dan Provinsi
Pupua Barat serta daerah berkarakter khusus, seperti Provinsi DKI
Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta.

Dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh, di antaranya (1)
mempercepat penyusunan RAN dalam pelayanan publik khususnya
bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi secara
konsisten; (2) meningkatkan kapasitas kelembagaan pemda melalui
penataan kelembagaan daerah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007,
termasuk di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter
khusus/istimewa, menyusun pedoman rencana pencapaian SPM
bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan analisa dan
kemampuan daerah, memfasilitasi penyusunan SPM untuk dijadikan
Perda, serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi
dan penyelenggaraan otonomi daerah; (3) meningkatkan keserasian
hubungan antara Pemerintah dan pemda melalui forum musyawarah
pimpinan daerah (Muspida) dalam upaya memantapkan sistem dan
tata cara penyelenggaraan kebijakan/program pemerintahan guna
mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional; serta (4)
meningkatkan hubungan koordinasi antarhierarkhi pemerintahan
dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan membina
keserasian hubungan antara Pemerintah dan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dan hubungan diantara pemerintahan daerah.

Dalam program peningkatan profesionalisme aparat
Pemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh diantaranya (1)
meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemda pada bidang
penanganan bencana dan pengurangan resiko  bencana,
penganalisisan kependudukan, perencanaan kesempatan Kerja,
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penyusunan strategi investasi, penanganan kententraman, ketertiban
dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), serta
penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta (2) meningkatkan etika
kepemimpinan daerah bagi kepala daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah (DPRD).

Dalam program peningkatan kerja sama antarpemerintah
daerah, kebijakan yang ditempuh, di antaranya (1) mendorong Kkerja
sama antarpemda termasuk peran pemerintah provinsi dalam rangka
peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui
sosialisasi regulasi dan kebijakan mengenai kerja sama antardaerah,
khususnya PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja sama Antar-Daerah; (2) meningkatkan peran Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan menyelesaikan
perselisihan antardaerah di wilayahnya; (3) mengoptimalkan dan
meningkatkan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah
(SIPD) untuk memperkuat kerja sama antarpemda dan dengan
Pemerintah Pusat; serta (4) mendorong dan memfasilitasi
pemerintahan daerah agar mampu berinisiatif mengelola potensi
yang ada di daerahnya melalui kerja sama antardaerah dan melalui
kerj asama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Dalam program penataan DOB, kebijakan yang ditempuh di
antaranya (1) melakukan evaluasi kebijakan pembentukan DOB
dengan memerhatikan pertimbangan: kelayakan teknis, administratif,
politis, dan potensi daerah dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) mengembangkan
suatu skema alternatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang di antaranya adalah melalui kerja sama antardaerah yang
mampu memberikan perubahan image bahwa tidak sepenuhnya
benar peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan hanya melalui
pemekaran daerah; serta (3) meningkatkan kinerja penataan dan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan DOB.

Dalam program peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah
daerah, kebijakan yang ditempuh di antaranya (1) meningkatkan
kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan mengarahkan
penggunaan dana perimbangan untuk menggali sumber-sumber
potensi daerah di dalam meningkatkan perekonomian dan
menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha, termasuk
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melaksanakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
(SIPKD) dan sisten informasi keuangan daerah (SIKD); (2)
Disahkannya PP No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, serta peraturan turunannya, yaitu Permendagri No. 13 Tahun
2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 58 Tahun 2008 tersebut
merupakan revisi PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari 3 paket Undang-
Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
(3) Disahkannya PP No. 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga
atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; (4) menyelesaikan Revisi
Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan  APBD; (5) menyelesaikan revisi  beberapa
Kepmendagri/Permendagri lainnya di bidang pengelolaan keuangan
daerah; (6) meyusun RUU BUMD sebagai revisi dari Undang-
Undang BUMD tahun 1962 yang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan saat ini; (7) menyusun Revisi UU No. 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (8) membangun dan
mengembangkan sistem informasi BAKD dan sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) di 171 daerah terpilih; (9)
menyusun  panduan/pedoman  pengembangan corporate plan
BUMD vyang partisipatif dengan menerapkan prinsip-prinsip
pengelolaan perusahaan yang sehat; serta (10) melakukan fasilitasi,
pembinaan, bimbingan teknis, asistensi, penyusunan kebijakan bagi
pemerintah daerah di bidang: administrasi anggaran daerah,
administrasi pendapatan dan investasi daerah, fasilitasi dana
perimbangan serta fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah.

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah, dalam rangka mengefektifkan implementasi UU No.
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32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah, Pemerintah  telah  menyusun dan
mengundangkan beberapa peraturan pelaksanaan undang-undang
tersebut berupa PP, Perpres, dan Permendagri. Dari 27 PP, 2 Perpres,
dan 2 Permendagri yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 untuk
diterbitkan, hingga saat ini perkembangannya adalah sebagai berikut.
Pertama, 21 PP sudah diterbitkan, yaitu 4 RPP yang sedang dalam
proses harmonisasi dan akan segera diajukan ke Dephumkam/Setneg
dan 2 draf RPP yang sedang difinalisasi di tingkat Departemen
Dalam Negeri. Kedua, 1 Perpres sudah diterbitkan, yaitu 1 (satu) draf
final rancangan perpres sudah disampaikan ke setkab. Ketiga, 2
permendagri yang telah diterbitkan. Perkembangan penyusunan
peraturan pelaksana dari UU No. 33 tahun 2004 telah disusun dan
diterbitkan sebanyak 6 PP dan 1 permendagri dari 7 PP dan 1
permendagri yang diamanatkan.

Terkait dengan proses fasilitasi penyusunan dan implementasi
Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Khusus di Provinsi NAD,
saat ini Menteri Dalam Negeri membentuk kelompok kerja (pokja)
melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 120.11-615 Tahun
2006. Dalam Perjalanannya, pokja telah menyelesaikan RPP tentang
partai politik lokal dengan diterbitkannya PP No. 20 Tahun 2007
tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Dalam hal penentuan kepastian dasar hukum pembentukan
Provinsi Papua Barat telah diterbitkan PP Pengganti UU No. 1 Tahun
2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai landasan hukum bagi
Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan operasional pemerintahan
daerahnya sesuai dengan Surat Ketua MK No. 018/KA.MK/V1/2005
tanggal 16 Juni 2005 perihal Penjelasan Putusan MK No. 018/PUU-
1/2003. Dalam Surat Ketua MK tersebut dijelaskan bahwa pada
intinya keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat sebagai subjek hukum
pemerintahan daerah adalah sah dan konstitusional sehingga MK
menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan keberadaan
payung hukum Provinsi Papua Barat lebih tepat dimasukkan dalam
revisi UU No. 21 tahun 2001 agar Provinsi tersebut dapat
melaksanakan otonomi khusus.
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Terkait proses fasilitasi penyusunan dan implementasi
penyelenggaraan Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia telah diterbitkan UU No. 29 tahun
2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai
Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan pada
tanggal 30 Juli 2007 sebagai pengganti Undang-Undang No. 34
tahun 1999 dengan memerhatikan perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di DKI Jakarta.

Dalam penentuan status keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan mempertimbangan masa jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2003—
2008 untuk masa jabatan kedua kalinya akan berakhir pada tanggal 9
Oktober 2008, sesuai Keputusan Presiden No. 179/M Tahun 2003
tanggal 8 Oktober 2003 dan tanggal pelantikannya, telah disusun draf
RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Draf
RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut
mengatur kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Adipati
Paku Alam IX dalam posisi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berakhirnya masa jabatan
periode tahun 2003 — 2008 yang terkait (1) penempatkan Sri Sultan
Hamengku Buwono X dan Adipati Paku Alam IX sebagai Parardhya
yang bertahta secara sah dengan kewenangan yang mencerminkan
kewenangan keistimewaan DIY serta (2) pengaturan mengenai
empat keistimewaan lainnya di bidang pertanahan, penataan ruang,
kebudayaan, dan keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi
No. 5/PUU-V/ telah diterbitkan perubahan terbatas UU No. 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 28 April 2008. Perubahan
terbatas tersebut terkait dengan (1) Keputusan Mahkamah Konstitusi
No. 5/PUU-V/2007 yang diputuskan pada tanggal 23 Juli 2007
dengan memasukkan calon perseorangan dalam pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah serta mekanisme pencalonan dari
calon perseorangan; (2) pengisian kekosongan jabatan wakil kepala
daerah yang menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia,
mengundurkan diri  (berhenti), atau tidak dapat melakukan
kewajibannya selama 6 bulan secara terus- menerus dalam masa
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jabatannya; (3) pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah
karena meninggal dunia, mengundurkan diri  (berhenti),
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6
bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya; (4) integrasi
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil
walikota dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur; serta (5)
penjadwalan kembali pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah.

Dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan pemda,
hasil-hasil yang telah dicapai di antaranya terkait dengan penyusunan
peraturan perundangan yang berupaya menata kelembagaan pemda
secara lebih efektif, efisien, transparansi, partisifatif, dan akuntabel,
yaitu (1) telah selesai dan diterbitkannya PP No. 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabuapten/Kota; (2) telah selesai disusun dan diterbitkannya PP No.
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (3) telah
selesai disusun dan diterbitkannya PP No. 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
masyarakat; (4) telah diselesaikannya rancangan Peraturan Presiden
tentang Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi  dan
Pemerintahan Daerah; (5) tersusunnya pedoman (Handbook)
penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2007 dan 2008; (6) telah
diterbitkan PP No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (7) telah diterbitkan PP No. 7
tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (8) telah
diterbitkan PP No 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah; serta (9) telah diterbitkan PP No. 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan.

Terkait dengan pelaksanaan pilkada sejak 1 Juni 2005 sampai
dengan 31 Juli 2008 sebagai bentuk implementasi nyata dari
semangat otonomi daerah terhadap proses peningkatan demokratisasi
lokal, hasil yang telah dicapai adalah telah dilaksanakan pemilihan
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kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 405 daerah yang
terdiri atas 29 provinsi, 305 kabupaten dan 71 kota. Khusus untuk
pelaksanaan pilkada pada tahun 2008, dari 160 kepala daerah/wakil
kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2008 sampai
dengan bulan Juli 2009 telah dilaksanakan Pilkada sebanyak 73
daerah terdiri atas 9 provinsi, 48 kabupaten dan 16 kota. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemungutan
suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan
bulan Juli 2009 diselenggarakan paling lama pada bulan Oktober
2008 yang terdiri dari 3 provinsi, 50 kabupaten dan 15 kota. Di
samping itu, pelaksanaan pilkada setelah tanggal tanggal 28 April
2008 mewajibkan bagi pasangan calon incumbent harus
mengundurkan diri terhitung pada saat pendaftaran dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Menteri
Dalam Negeri No. 188.2/1189/SJ tanggal 7 Mei 2008.

Terkait dengan pencapaian dalam penataan pembagian urusan
pemerintahan telah dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri No.
100/328/SJ tanggal 11 Februari 2008 perihal Penyusunan NSPK
yang ditujukan kepada Menteri/Kepala LPND Kabinet Indonesia
Bersatu dan Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada
gubernur, bupati/walikota, ketua DPRD provinsi dan ketua DPRD
kabupaten/kota seluruh Indonesia No. 100/344/SJ tanggal 12
Februari 2008 perihal Penetapan Perda tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah, sesuai dengan amanat PP No. 38
tahun 2007 untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan
pilihan oleh Menteri/Kepala LPND dalam menetapkan NSPK.

Terkait dengan proses pelaksanaan SPM, dengan mengacu
pada PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan SPM telah diterbitkan Permendagri No. 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM,
Permendagri No. 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian SPM, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi
Penyusunan SPM dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada
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Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan SPM di daerah.
Selain itu, Departemen Dalam Negeri telah memfasilitasi departemen
sektor dalam menyusun SPM, khususnya Departemen Kesehatan,
Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Departemen Pekerjaan Umum. Pada akhir tahun 2008
departemen tersebut diharapkan sudah dapat menerbitkan peraturan
menteri terkait dengan penerapan SPM. Departemen Dalam Negeri
juga telah melakukan sosialisasi PP No. 6 Tahun 2008 dan
penyampaian permintaan indikator kinerja kunci (IKK) evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tiap-tiap
departemen/LPND sebagai bahan penyusunan Permendagri tentang
Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam program pengelolaan aparatur, hasil-hasil yang telah
dicapai di antaranya: (1) telah diterbitkannya Permendagri No. 27
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana
dalam Penanggulangan Bencana; (2)  terselenggaranya
pengelenggaraan diklat sebanyak 900 orang dalam 30 angkatan yang
mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan
koordinasi dan kerja sama antar-lembaga diklat unggulan/prioritas
dan diklat teknis-fungsional; (3) terselenggaranya berbagai diklat
unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional; serta (4)
diperkirakan akan terealisasikan pada tahun 2008 PP mengenai
Pedoman Persyaratan Jabatan Perangkat Daerah, terselenggaranya
berbagai diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional,
seperti diklat kepemimpinan pemerintahan daerah sebanyak 210
orang dalam 7 kegiatan, dan berbagai diklat yang bertujuan untuk
menunjang penerapan manajemen SPM sebanyak 630 orang dalam
21 kegiatan.

Dalam program peningkatan kerja sama antardaerah, hasil-
hasil yang telah dicapai di antaranya (1) telah difasilitasi dan
dilakukan kerja sama antardaerah dengan kesepakatan kerja sama
antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat,
Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok,
Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota
Bekasi, dan Bupati Cianjur (Jabodetabekjur); kesepakatan kerja sama
antarkabupaten dan kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul
(Karmantul); kesepakatan kerja sama antara Banjarnegara,
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Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb);
kesepakatan kerja sama antara Kabupaten dan Kota Surakarta,
Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten
(Subosukawonostraten); serta kerja sama antara Kabupaten dan Kota
Makasar, Maros dan Sungguminasa, Kabupaten dan Kota Denpasar,
Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita); (2) telah difasilitasi dan dilakukan
penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama oleh lima
gubernur yang berbatasan di wilayah Sumatera (Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Riau) dalam rangka
peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian, pengembangan
jaringan ekonom regional, dan pengembangan daerah perbatasan;
serta (3) telah disusun dan diterbitkannya PP No. 50 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah yang diharapkan
menjadi dasar hukum yang lebih memantapkan hubungan dan
keterikatan antar daerah dalam kerangka NKRI.

Dalam program penataan DOB, hasil-hasil yang telah dicapai
lebih didasarkan kepada hasil pemekaran daerah. Meskipun
Pemerintah telah memiliki komitmen untuk menunda pembentukan
DOB dan melakukan evaluasi pemekaran daerah dan pembentukan
DOB, sampai bulan Juni 2008 telah terbentuk sebanyak 179 daerah
otonom yang terdiri atas 7 provinsi, 141 kabupaten, dan 31 kota,
(sebagaimana terlampir). Dengan demikian total daerah otonom saat
ini berjumlah 33 provinsi, 465 kabupaten/kota (374 kabupaten dan
91 kota), serta 5 kota administratif dan 1 Kabupaten administratif di
Provinsi DKI Jakarta.

Khusus periode tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2008
telah terbentuk 31 kabupaten/kota yang terdiri atas 27 kabupaten dan
4 kota. Selain itu masih terdapat usulan pembentukan daerah otonom
baru yang menjadi usul insiatif DPR-RI dan telah ditanggapi
Pemerintah Melalui Surat Presiden Republik Indonesia No.
R.68/Pres/12/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal 12 Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten/Kota, dan
RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 53 Tahun
1999. Ada pun Ke-12 RUU tersebut adalah tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara
(Provinsi Sumatera Utara); Kabupaten Bengkulu Tengah (Provinsi
Bengkulu); Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi); Kabupaten

13-14



Lombok Utara (Provinsi NTB); Kabupaten Sigi (Provinsi Sulawesi
Tengah); Kabupaten Toraja Utara (Provinsi Sulawesi Selatan);
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan (Provinsi Sulawesi Utara); Kabupaten Maluku
Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku); serta
Kabupaten Anambas (Provinsi Kepulauan Riau). Ke-12 Rancangan
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota berdasarkan
hasil rapat panja DPR-RI bersama Pemerintah disepakati tetap masih
mengacu kepada PP No. 129 Tahun 2000 dan Pemerintah telah
melakukan klarifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang
dilanjutkan dengan observasi dan pengkajian lapangan, untuk
menilai kelayakan kedua belas, kabupaten/kota calon daerah otonom
baru tersebut.

Selain itu, terhadap 15 RUU tentang pembentukan DOB
lainnya yang merupakan usul inisiatif DPR-RI juga telah ditanggapi
oleh Pemerintah melalui surat Presiden Rl No. R.04/Pres/02/2008
tanggal 1 Februari 2008. Ada pun Ke-15 RUU tersebut adalah
tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat,
Kota Gunungsitoli, dan Kota Berastagi (Provinsi Sumatera Utara);
Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten
Pringsewu (Provinsi Lampung); Kota Tangerang Selatan (Provinsi
Banten); Kabupaten Sabu Raijua (Provinsi NTT); Kabupaten
Morotai (Provinsi Maluku Utara); Kabupaten Maibrat dan
Kabupaten Tambrauw (Provinsi Papua Barat); Kabupaten Intan Jaya
dan Kabupaten Deiyai (Provinsi Papua); serta Provinsi Tapanuli.
Pemerintah akan melakukan klarifikasi dan observasi setelah ke-12
usulan pembentukan kabupaten/kota tersebut mendapat rekomendasi
dari DPOD.

Hasil pencapaian lain yang cukup berarti bagi proses penataan
DOB adalah telah diterbitkan PP No. 78 Tahun 2007 (revisi PP No.
129 Tahun 2000) tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah, yang diharapkan menjadi pedoman hukum
yang lebih baik bagi proses pemekaran dan penggabungan daerah ke
depan, sesuai dengan persyaratan administratif, teknis, dan fisik
kewilayahan. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
DOB telah dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana
kecamatan di 65 daerah kabupaten/kota hasil pemekaran yang
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meliputi fasilitas kantor, rumah dinas camat, dan aula dinas
kecamatan serta telah terselesaikannya beberapa masalah perebutan
aset daerah dan kasus batas administrasi daerah di daerah otonom

baru.

Dalam program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah
daerah, hasil yang telah dicapai di antaranya telah disusun dan
diterbitkan beberapa peraturan terbaru terkait dengan pelaksanaan
dan pengelolaan keuangan daerah sekaligus menampung implikasi
lahirnya peraturan perundang-undangan sebelumnya, diantaranya
adalah sebagai berikut.

1)  Peraturan Perundangan Bidang Administrasi Anggaran Daerah
meliputi

@)

)

©)

(4)

Q)

(6)

(")
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PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
PP No. 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Permendagri No. 32 tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun anggaran 2009;

Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas
Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri No 44 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

Permendagri No 30 tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun anggaran 2008;

Permendagri No. 16 tahun 2007 tentang Tatacara
Evaluasi Rancangan Perda tentan APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

Evaluasi Ranperda APBD Provinsi Tahun 2005, 2006,
2007, dan 2008;



2)

(8)

(9)

Asistensi Penyusunan APBD tahun 2005, 2006, 2007,
dan 2008; dan

Sosialisasi peraturan formal di bidang keuangan daerah.

Peraturan Perundangan Bidang Administrasi Pendapatan dan
Investasi Daerah meliputi

)

)

©)

(4)

®)

(6)

()

(8)

(9)

(10)

PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

Permendagri No. 23 Tahun 2008 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea
Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008;

Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;

Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK BLUD);

Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Permendagri No. 10 Tahun 2007 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea
Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2007;

Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;

Permendagri No. 2 tahun 2007 tentang Organisasi dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Draf Rancangan Undang-Undang tentang BUMD telah
disampaikan ke Departemen Hukum dan HAM,;

Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, masih dibahas di DPR;
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(11)

(12)
(13)

(14)
(15)

(16)

A7)

(18)

(19)

(20)
(21)
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Draf Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan tentang Kerja sama Pelayanan Pendaftaran
Kendaraan Bermotor Dalam Pemungutan Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Pemberian Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,
Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan melalui Sistem Administrasi
Manunggal Di bawah Satu Atap (SAMSAT);

Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah;

Fasilitasi Bimbingan teknis Pengelolaan Barang Daerah,
Penilaian Aset Daerah, kebijakan Perubahan Status
Hukum Barang Daerah, dan Penyerahan Barang dan
Utang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk;

Basis Data (Database) Badan Usaha Daerah;

sosialisasi pedoman penyusunan Corporate Plan
BUMD;

pemetaan (mapping) Lembaga Keuangan Mikro Milik
Pemerintah daerah;

petunjuk teknis tentang Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah;

Pedoman tentang Penyaluran Kredit Usaha Mikro yang
difasilitasi pemda, Bersumber dari bagian laba BUMN
(Program Kemitraan BUMN);

Evaluasi Penyaluran Kredit yang difasilitasi pemerintah
daerah untuk usaha mikro yang bersumber dari bagian
laba BUMN;

Kajian Tentang Model Inkubator Investasi Daerah; dan

Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan
Daerah bidang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



3)

4)

Bidang Fasilitasi Dana Perimbangan meliputi

)

)

®)

(4)

()

(6)

()
(8)

(9)

Rekonsiliasi dan pendataan ulang guna mendapatkan
data pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang akurat
sebagai dasar perhitungan alokasi dasar DAU tahun
2005, 2006, dan 2007,

Rekonsiliasi Data Dasar DAU dan DAK Daerah
Pemekaran tahun 2005, 2006, dan 2007;

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAU dan Monev
Program Dekonsentrasi tahun 2005 , 2006, dan 2007;

Asistensi Penyusunan RD bagi Daerah Penerima DAK
Dan Sosialisasi serta implementasi Juknis DAK;

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang
Prasarana pemerintahan;

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK tahun 2005,
2006, dan 2007

Fasilitasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil;

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Penerimaan DBH
Sumber Daya Alam dan Pajak; dan

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

Bidang  Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah meliputi

)

)

©)

(4)

Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

terlaksananya Asistensi Pedoman Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah;

Asistensi  Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Pedoman Kebijakan dan Teknis Akuntansi;
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(5) Sosialisasi Sistem Penatausahaan, Akuntansi dan
Pertanggungjawaban Keuangan daerah bagi Aparat
Pemerintah daerah;

(6) Sosialisasi Pedoman evaluasi Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

(7)  Sosialisasi Integrasi/Migrasi Data APBD;
(8) Data dasar APBD;

(9) Asistensi Penatausahaan dan Akuntasi Keuangan
Pemerintah daerah;

(10) Fasilitasi Implementasi Media Inkubator Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Daerah;

(11) Asistensi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

(12) Evaluasi Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD:; dan

(13) Penyusunan Kerangka Dasar Pengembangan Sistem
Basis Data dan Sistem komunikasi Keuangan Daerah.

Sampai dengan Mei 2008 telah dilakukan evaluasi terhadap
6.366 perda pajak dan retribusi daerah oleh Departemen Dalam
Negeri, Departemen Keuangan, dan departemen teknis terkait. Hasil
evaluasi terhadap perda tersebut adalah 4.434 perda layak untuk
tetap dilaksanakan dan 1.932 perda disarankan untuk
direvisi/dibatalkan. Dari 1.932 perda yang disarankan untuk
direvisi/dibatalkan, 968 Perda telah dibatalkan dengan Permendagri
dan 964 Perda masih dalam proses pembatalan. Alasan pembatalan
perda tersebut pada umumnya berkaitan dengan adanya ketentuan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan adanya kecenderungan untuk
menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pemerintah merespons isu keterlambatan penyusunan APBD
dengan telah melakukan beberapa kebijakan, di antaranya (1)
menerbitkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang memuat
penegasan atas materi yang menjadi multitafsir dan penyederhanaan
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proses penyusunan APBD sehingga penerbitan Perda APBD dapat
dipercepat; (2) melalui proses evaluasi Raperda APBD Provinsi telah
diingatkan agar penyertaan modal pada BUMD dinilai berdasarkan
manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan besaran modal yang
disertakan, sedangkan bagi BUMD yang tidak dapat menghasilkan
keuntungan dan dinilai kurang sehat disarankan untuk di merger atau
dialihkan kepemilikannya; (3) menyusun Participative Corporate
Plan bagi pengelola BUMD; (4) telah menyelesaikan draf RUU
BUMD. RUU dimaksud diharapkan pada tahun 2008 sudah dapat
dibahas dengan DPR RI; dan (7) telah dilakukan evaluasi terhadap
Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan
agar materi Permendagri 17/2007 yang tidak sejalan dengan PP
38/2008 dapat direvisi; serta (8) telah menyelesaikan Permendagri
No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD
Tahun 2009 terkait proses peningkatan efisiensi dan efektivitas
anggaran dalam penyusunan APBD.

Dalam rangka menyikapi permasalahan nasional sebagai
implikasi dari tekanan global terkait dengan kenaikan harga minyak
dunia, harga pangan dunia, dan masalah keuangan, Menteri Dalam
Negeri telah menerbitkan Surat Edaran No. 541/1264/SJ tanggal 15
Mei 2008, sebagai pedoman pemda guna menjaga stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan, serta stabilitas politik lokal yang
berisi antara lain (1) mendukung program pemerintah dalam
pemberian bantuan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat
(Jamkesmas) dan Raskin, pemberdayaan masyarakat melalui PNPM
Mandiri, dan bantuan Kredit Untuk Rakyat (KUR); (2) melakukan
efisiensi belanja daerah melalui penataan kembali program dan
kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada
masyarakat, dengan mengutamakan program/kegiatan pemberdayaan
masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
(3) secara khusus perlu pembatasan perjalanan dinas, kunjungan
kerja, studi banding, penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan
di luar kantor, dan mengurangi berbagai kegiatan workshop, seminar,
maupun lokakarya; serta (4) melakukan penghematan penggunaan
energi listrik dengan cara melakukan penghematan listrik di kantor-
kantor pemda dan bangunan yang dikelola oleh pemerintah daerah,
dan BUMD.
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I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa pencapaian dalam
upaya mempercepat revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi
daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, sebagai
berikut.

Terkait dengan upaya penataan peraturan perundang-undangan
mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, tindak lanjut yang
diperlukan, antara lain, adalah (1) sosialisasi dan implementasi
perundang-undangan, terutama terkait dengan  kebijakan
desentralisasi di daerah berkarakter khusus dan daerah istimewa; (2)
harmonisasi peraturan perundang-undangan lintas sektor dengan cara
penyesuaian NSPK tiap-tiap sektor, serta sinkronisasi perda dengan
peraturan di atasnya; serta (3) penyempurnaan regulasi bidang
otonomi daerah dan penyelesaian instrumen peraturan perundangan
pendukungnya.

Terkait dengan program kelambagaan, beberapa tindak lanjut
yang diperlukan, antara lain, adalah (1) mempercepat penyusunan
RAN dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi
kependudukan dan perijinan investasi; (2) meningkatkan kapasitas
kelembagaan pemda melalui penataan kelembagaan daerah sesuai
dengan PP No. 41 tahun 2007, termasuk di daerah otonomi khusus
dan daerah berkarakter khusus/istimewa; (3) menyusun pedoman
rencana pencapaian SPM bidang pendidikan dan kesehatan
berdasarkan analisis dan kemampuan daerah, fasilitasi penyusunan
SPM untuk dijadikan Perda; (4) memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah;
serta (5) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah secara langsung.

Terkait dengan program peningkatan profesionalisme aparat
Pemerintah daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara
lain, adalah (1) meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur
pemda pada bidang penanganan bencana dan pengurangan resiko
bencana, penganalisisan kependudukan, perencanaan kesempatan
kerja, penyusunan strategi investasi, penanganan kententraman,
penertiban dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), serta
penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta (2) meningkatkan etika
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kepemimpinan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
(DPRD).

Terkait dengan upaya peningkatan kerja sama antardaerah,
beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1)
meningkatkan inisiatif kerja sama antarpemda dalam usaha
optimalisasi potensi dan peningkatan pelayanan publik yang
dilakukan sejalan dengan prinsip: transparansi, akuntabilitas,
partisipatif, saling menguntungkan dan memajukan, berorientasi
kepentingan umum, keterkaitan yang dijalin atas dasar saling
membutuhkan keberadaan yang saling memperkuat, kepastian
hukum, serta tertib penyelenggaraan Pemerintah daerah; (2)
diseminasi model kerja sama antardaerah yang efektif guna
meningkatkan kemampuan daerah dalam mengatasi keterbatasan
yang dimilikinya; (3) fasilitasi kerja sama pembangunan regional dan
antardaerah melalui penguatan peran gubernur dalam rangka
pembinaan kerja sama wilayah; (4) meningkatkan peran gubernur
selaku wakil pemerintah dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan; (5) fasilitasi kebijakan program dekonsentrasi dan
tugas pembantuan dari kementerian/lembaga; (6) fasilitasi, asistensi
dan supervisi pelaksanaan kerja sama antardaerah serta evaluasi
pelaksanaan kerja sama daerah; (7) menyusun norma, standar,
pedoman dan manual tindak lanjut PP No. 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (8) melakukan sosialisasi
Permendagri tentang Kerja sama Pemerintah daerah dengan Pihak
Ketiga; serta (9) fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah kerja
sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Terkait dengan upaya penataan DOB, beberapa tindak lanjut
yang diperlukan, antara lain, adalah (1) menyiapkan kebijakan dan
peraturan batas wilayah administrasi untuk penyelesaian konflik
antardaerah induk dan DOB dengan regulasi penataan batas wilayah
dan  pengevaluasian  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan di DOB; (2) mempercepat pembangunan daerah
otonom baru (DOB) dengan upaya peningkatan iklim investasi,
peningkatan kapasitas keuangan pemda, pemberdayaan usaha skala
mikro, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur
pedesaan, kerja sama antardaerah, dukungan pembangunan sarana
dan prasarana pemerintahan kecamatan di DOB peningkatan
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pelayanan publik, penerapan good governance, penataan ruang yang
baik, serta peningkatan kinerja DOB melalui peran DPOD; (3)
menghentikan sementara pembentukan DOB sampai terlaksananya
evaluasi menyeluruh terhadap DOB dengan menerbitkan Moratorium
Pemerintah; serta (4) melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan di daerah otonom baru serta memfasilitasi dan
mengkaji usulan pembentukan daerah otonom baru.

Terkait dengan wupaya peningkatan kapasitas keuangan
Pemerintah daerah, tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan
penguatan kapasitas keuangan daerah, harmonisasi dan penataan
regulasi keuangan daerah, serta implementasi Rencana Aksi Nasional
Desentralisasi Fiskal (RANDF) di tingkat pusat, terutama terkait
dengan pengalihan sebagian dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan kepada DAK. Dalam upaya penataan regulasi di bidang
keuangan daerah, tindak lanjut yang dilakukan, antara lain, (1) di
bidang Administrasi Anggaran Daerah merevisi PP 109/2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah dan
menyusun permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun
2010; (2) di bidang Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah
melanjutan penyusunan RUU BUMD; permendagri tentang
pengelolaan bank pembangunan daerah; Revisi Permendagri tentang
organisasi dan kepegawaian PDAM; RUU pajak dan retribusi
daerah; (3) di bidang fasilitasi dana perimbangan: merancang
Permendagri tentang pengelolaan dana perimbangan dan dana
transfer; menyiapkan materi Revisi RUU No. 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah; serta (4) di  bidang fasilitasi  pengawasan
pertanggungjawaban keuangan daerah melaksanakan Permendagri
tentang pedoman teknis evaluasi Raperda pertanggungjawaban
APBD tahun 2009.

Dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah,
sumber-sumber penerimaan daerah, penataan regulasi bidang
keuangan, serta penyediaan sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah, tindak lanjut yang dilakukan, antara lain, (1) melaksanakan
fasilitasi rencana anggaran daerah dan evaluasi kinerja anggaran
daerah, fasilitasi penyusunan APBD, fasilitasi evaluasi APBD dan
rancangan perubahan APBD; (2) melaksanakan fasilitasi di bidang
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pajak daerah, retribusi, investasi dan aset daerah, lembaga keuangan
dan BUMD, pinjaman dan obligasi daerah, serta BLUD; (3)
melaksanakan review komprehensif terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana perimbangan
dan dana dekonsentrasi; (4) melaksanakan fasilitasi di bidang
penatausahaan dan akuntansi  serta  penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (5) melaksanakan kegiatan
penerapan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel; serta (6)
melaksanakan penyusunan regulasi tentang keuangan daerah.
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BAB 14

PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
tahun 2004-2009 menempatkan penciptaan tata pemerintahan yang
bersih dan berwibawa sebagai salah satu prioritas pembangunan di
dalam agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis.
Dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, pemerintah
memberikan prioritas pada pelaksanaan dan percepatan reformasi
birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang
baik, bersih, dan berwibawa yang tercermin melalui sosok dan
perilaku birokrasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, efisien,
dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan menjadi
pendorong yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan
pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh Kkarena itu,
Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya
yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.



. Permasalahan yang Dihadapi

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejak tahun
2005 sampai dengan tahun 2008 untuk bidang penciptaan tata
pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah menunjukkan
berbagai kemajuan yang ditandai dengan adanya perbaikan sistem
penyelenggaraan negara dan pemerintahan di pusat maupun daerah
yang lebih kreatif, dinamis dan responsif terhadap berbagai
permasalahan masyarakat. Namun, kondisi tersebut belum
sepenuhnya dalam keadaan ideal dan pemerintah masih dihadapkan
pada berbagai permasalahan dan kendala terkait dengan aspek: (a)
penerapan tata kepemerintahan yang baik (good public
governance/GPG); (b) sistem pengawasan dan akuntabilitas
pemerintah; (c) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi
pemerintah; (d) peningkatan kapasitas dan sistem manajemen
pengelolaan SDM aparatur; dan (e) kualitas pelayanan publik.

Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi
tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih,
demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip,
antara lain transparan, akuntabel, profesional, efisien dan efektif.
Upaya membangun tata kepemerintahan yang baik pada hakikatnya
merupakan upaya membangun sistem nilai penyelenggaraan
administrasi negara yang menyangkut seluruh aspek berbangsa dan
bernegara sehingga memerlukan waktu yang relatif lama. Salah satu
permasalahan utama yang dihadapi pemerintah dalam penerapan tata
kepemerintahan yang baik (GPG) adalah masih  perlu
ditingkatkannya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas pelaku
khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penerapan prinsip-
prinsip tata kepemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam aspek pengawasan, permasalahan utama yang dihadapi
adalah belum efektif dan efisiennya sistem pengawasan yang
dilaksanakan pemerintah yang menjadi salah satu penyebab masih
terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil survei
Transparency International tahun 2007, Indonesia masih menjadi
negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, yaitu berada pada
peringkat 144 dari 179 negara yang disurvei meskipun terjadi sedikit
peningkatan pada indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia yaitu
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dari 2,2 (tahun 2005) menjadi 2,4 (tahun 2006) dan 2,3 (tahun 2007).
Hal itu juga tergambar pada masih rendahnya Peringkat Kemudahan
Berbisnis (The Ease of Doing Bussiness) di Indonesia, yaitu
peringkat 123 dari 178 negara berdasarkan survei International
Finance Corporation tahun 2007, termasuk masih banyaknya opini
disclaimer yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga.

Permasalahan lain dalam aspek pengawasan adalah (a)
kompetensi SDM aparatur pengawasan yang belum merata; (b) hasil
pengawasan dan pemeriksaan belum sepenuhnya ditindaklanjuti; (c)
belum konsistennya penerapan sanksi baik administratif maupun
hukum kepada para pejabat dan pegawai yang terbukti secara hukum
melakukan penyalahgunaan kewenangan; (d) belum efektifnya
sistem pengendalian intern pemerintah; dan (e) belum memadainya
sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah. Terkait dengan
sistem pengendalian intern pemerintah, sampai saat ini Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (RPP SPIP) sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 belum
disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut akan
menjadi landasan hukum yang kuat dalam rangka meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
intern pemerintah, khususnya untuk memperjelas pembagian tugas
dan wewenang di antara institusi pengawas intern pemerintah, yaitu
inspektorat jenderal departemen, inspektorat utama LPND,
bawasda/inspektorat provinsi/kabupaten/kota  serta Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Demikian juga
halnya dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang masih menunggu
pengesahannya. Hal yang terkait dengan aspek akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, permasalahan utama yang dihadapi adalah
belum diterapkannya dengan baik manajemen berbasis kinerja secara
terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem
perbendaharaan, dan sistem pengendalian.

Sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah
juga masih perlu disempurnakan. Pembentukan lembaga struktural
dan lembaga non struktural baru (kuasi birokrasi) telah menyebabkan
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organisasi pemerintah menjadi lebih gemuk dan kurang efisien.
Demikian juga halnya dengan sistem manajemen dalam pelaksanaan
fungsi-fungsi  pemerintahan dan pengelolaan dokumen serta
kearsipan negara yang masih perlu disempurnakan dan
dikembangkan secara modern.

Dalam aspek sumber daya manusia aparatur, beberapa
permasalahan yang dihadapi di antaranya perlu ditingkatkannya
disiplin dan kinerja pegawai; perlu disempurnakannya sistem
remunerasi pegawai menuju sistem remunerasi yang berbasis kinerja
dan dapat mendorong peningkatan kinerja instansi; belum
sepenuhnya diterapkan sistem Kkarier berdasarkan Kkinerja; dan
penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya
berdasarkan pada kompetensi yang diperlukan. Selain itu, pendidikan
dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan
Kinerja.

Dalam aspek pelayanan publik, beberapa permasalahan yang
dihadapi di antaranya perlu ditingkatkannya kualitas dalam
pelayanan publik agar dapat memenuhi keinginan masyarakat akan
pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan, terutama di
bidang pertanahan, investasi dan perizinan, perpajakan dan
kepabeanan, pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik, dan
sistem administrasi kependudukan; belum meratanya penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (e-government) dalam
pemberian pelayanan publik di instansi pemerintah, baik di Pusat
maupun di daerah; belum adanya standar pelayanan minimal (SPM)
yang sudah disahkan sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah
No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
SPM; belum terintegrasinya sistem koneksi nomor induk
kependudukan (NIK) dengan sistem informasi kementerian/lembaga;
dan belum disahkannya RUU Pelayanan Publik menjadi UU yang
merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Il. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Berbagai kebijakan terkait reformasi birokrasi terus
diupayakan untuk disempurnakan dan ditingkatkan dalam rangka
menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal
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mendasar yang perlu segera diselesaikan karena akan sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi
ke depan adalah perlunya percepatan penyelesaian dan penetapan
beberapa RUU menjadi UU yang menjadi landasan hukum
pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain, RUU Pelayanan Publik,
RUU Kementerian Negara, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU
Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara, RUU Tata Hubungan
Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,
Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan RUU Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.

Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang tata
kepemerintahan yang baik (GPG) serta mendorong penerapannya
secara konsisten dan berkelanjutan, masih dirasakan perlu untuk
melakukan fasilitasi dan sosialisasi pedoman penerapan dan
indikator tata kepemerintahan yang baik. Fasilitasi diberikan pada
berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan tata
pemerintahan yang baik melalui penyediaan informasi yang
diperlukan, sedangkan kegiatan sosialisasi pedoman penerapan dan
indikator tata kepemerintahan yang baik dilaksanakan, antara lain,
melalui distribusi publikasi, modul, buku pedoman dan indikator
penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, serta melalui
pengelolaan website GPG secara rutin. Untuk memantau dan
mengukur Kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi
dilakukan penyusunan good governance index sebagai alat ukur bagi
pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan self assessment
terhadap penerapan tata kepemerintahan yang baik.

Sejalan dengan upaya mendorong penerapan tata
kepemerintahan yang baik, pelaksanaan pengawasan dan
akuntabilitas aparatur negara juga terus ditingkatkan melalui
kebijakan, antara lain (1) mempercepat penyelesaian dan pengesahan
RPP tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (2)
menyelesaikan penyusunan sistem pengawasan nasional; (3)
mempercepat penyelesaian dan pengesahan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah; dan (4) meningkatkan efektivitas
pengawasan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi antara

14 -5



pengawasan intern, pengawasan ekstern, dan pengawasan
masyarakat serta percepatan tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Dalam upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,
kebijakan yang ditempuh, antara lain, melalui (1) penyusunan
pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi
pemerintah; (2) penyusunan pedoman penataan kelembagaan kuasi
birokrasi dan kelembagaan birokrasi; dan (3) pengembangan serta
pemanfaatan e-government dan dokumen/arsip negara dalam
pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya aparatur diarahkan
untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS melalui langkah-
langkah kebijakan, antara lain (1) perbaikan sistem remunerasi PNS
menuju sistem remunerasi yang adil, layak, dan berbasis kinerja; (2)
penyempurnaan sistem penilaian kinerja PNS yang akuntabel untuk
menggantikan sistem penilaian melalui DP3; (3) penyempurnaan UU
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam
rangka penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih
profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
dititikberatkan pada terselenggaranya pelayanan publik yang cepat,
mudah, murah, dan transparan melalui, antara lain (1) perbaikan
standar pelayanan terpadu samsat; (2) penyederhanaan prosedur
perizinan, (3) perbaikan administrasi perpajakan serta administrasi
kepabeanan dan cukai, (4) penataan administrasi kependudukan, (5)
pemberlakuan sertifikasi bagi pengelola kegiatan pengadaan
barang/jasa publik, dan (6) peningkatan pelayanan di bidang
pertanahan.

Selama  tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 telah
dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan
dan  program-program yang mendukung penciptaan tata
pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009. Beberapa kegiatan
dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memperoleh hasil
yang maksimal, seperti penyusunan/penyelesaian  peraturan
perundang-undangan, perbaikan sistem dan manajemen Kkinerja,

14-6



peningkatan kompetensi SDM  Aparatur, perbaikan sistem
penyelenggaraan diklat aparatur, serta peningkatan pemahaman dan
keterlibatan aparatur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam
mendukung penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
(GPG).

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang
bersih dan berwibawa melalui penerapan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik telah dilakukan sosialisasi pedoman dan
indikator penerapan tata pemerintahan yang baik guna membangun
komitmen aparatur pemerintah dalam melaksanakan tata
pemerintahan yang baik. Sosialisasi tersebut dilakukan, antara lain,
melalui hal berikut:

1. dialog interaktif dan diskusi lintas pelaku dan sektor di media
elektronik dan dalam forum lainnya;

2. kampanye publik melalui distribusi publikasi pedoman dan
buku indikator penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan
yang baik kepada semua kementerian, lembaga pemerintahan
non-departemen (LPND), pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dan pihak lainnya yang terkait;

3. terlaksananya sosialisasi kebijakan koordinasi, monitoring dan
evaluasi (kormonev) atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional
Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi yang ditandai dengan peningkatan
pelaporan pelaksanaan Inpres tersebut baik dari instansi
Pemerintah Pusat maupun daerah. Sampai dengan saat ini,
laporan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang sudah
diterima berjumlah 239 laporan dari 574 laporan instansi pusat
dan daerah yang harus disampaikan;

4. penyusunan modul sosialisasi penerapan prinsip tata
pemerintahan yang baik;

5. dilaksanakannya pilot project penerapan model Island of
Integrity di beberapa daerah yang mempunyai komitmen tinggi
untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
dan
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6. apresiasi Good Governance dan melakukan evaluasi atas
pemahaman esensi Good Governance pejabat eselon I, llI,
dan IV.

Dalam aspek legalitas untuk mendukung penerapan tata
pemerintahan yang baik telah disusun Rancangan Undang-Undang
(RUU):

1. RUU Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum
reformasi birokrasi dan pedoman bagi setiap pejabat
administrasi pemerintahan dalam menetapkan keputusan,
menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, serta menjamin  akuntabilitas  pejabat
administrasi pemerintahan; dan

2. RUU Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara, yang pada
tahun 2007 telah dilakukan uji materi dan harmonisasi.
Urgensi RUU ini adalah sebagai landasan untuk membentuk,
memelihara, dan membangun karakter dan moralitas aparatur
negara melalui pengaturan rambu-rambu pola sikap, perilaku,
tindakan, dan ucapan penyelenggara negara dalam menunaikan
tugas, wewenang, dan peranannya.

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi yang telah
diawali oleh Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksanaan lebih
lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, Pemerintah
melalui koordinasi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara sedang melaksanakan pembahasan yang intensif dengan
berbagai instansi pemerintah terkait penyusunan Rencana Induk
Reformasi Birokrasi dan Pedoman Umum Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi sebagai pedoman instansi pemerintah untuk melaksanakan
reformasi birokrasi secara sistemik, komprehensif, lintas sektoral,
berkelanjutan, dan konsisten.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan
pedoman tersebut akan dibentuk pula Komite Nasional Reformasi
Birokrasi yang anggotanya berasal dari berbagai kementerian dan
lembaga. Tugas Komite ini adalah (a) menyusun penyempurnaan
grand design reformasi birokrasi; (b) menyusun pedoman
pelaksanaan/implementasi reformasi birokrasi; (c) menetapkan
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prioritas substansi dan instansi untuk dijadikan pilot project; (d)
membina, membimbing, dan memfasilitasi pelaksanaan reformasi
birokrasi pada instansi pemerintah; (e) menyelesaikan masalah yang
timbul sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi; (f)
melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi
pemerintah; dan (g) menetapkan besaran remunerasi (tunjangan
kinerja).

Kemudian, dalam pelaksanaan Rencana Induk Reformasi
Birokrasi tersebut, di tiap-tiap instansi akan dibentuk tim reformasi
birokrasi instansi (TRBI) yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi di
instansi yang bersangkutan. Pada saat ini, instansi yang telah
membentuk TRBI dan melaksanakan reformasi birokrasi tersebut
adalah MA, BPK, dan Depkeu.

Untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di
daerah (good local governance), beberapa pemerintah daerah telah
berhasil melakukan berbagai inovasi, antara lain:

1. penerapan kesepakatan Kinerja (performance agreement)
antara kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dan
pejabat eselon Il (dinas, badan, dan kantor);

2. penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang akan
dilantik untuk menduduki suatu jabatan; dan

3. digiatkannya pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa
pemerintah daerah (Pemda), seperti Pemprov Gorontalo,
Pemkab Solok, Pemkot Pare-Pare, Pemkot Balikpapan, dan
Pemkab Sragen. Hal itu diharapkan akan mendorong pemda
dan instansi lainnya untuk melaksanakan reformasi birokrasi
dan penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungannya
masing-masing.

Upaya untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas
aparatur negara merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
KKN, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20
Tahun 2001, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran yang
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ingin dicapai melalui Program Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur adalah semakin efektifnya sistem
pengawasan serta sistem akuntabilitas kinerja aparatur dalam
mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN
serta berfungsinya pengawasan melekat (waskat).

Sampai dengan Juni 2008, hasil penting yang dicapai dari
pelaksanaan berbagai kebijakan dan kegiatan dalam program
peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur di antaranya
adalah meningkatnya penerapan akuntabilitas aparatur dan instansi
pemerintah yang dapat terlihat dari hal berikut.

1. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang telah
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di
lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Untuk tahun 2007,
sebanyak 466 (86%) instansi pemerintah pusat dan daerah
telah menyampaikan LAKIP.

2. Penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan penguatan akuntabilitas dan peningkatan
kinerja pada instansi pemerintah, seperti:

(@) penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi
pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dan
kinerja instansi dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD;

(b) penerapan sistem akuntansi pemerintah (SAP) dalam
penyusunan laporan keuangan instansi pusat dan daerah,
meskipun masih banyak instansi yang mendapatkan
opini disclaimer dari BPK, tetapi penyusunan laporan
keuangan ini merupakan kemajuan yang signifikan dari
aspek akuntabilitas;

(c) pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan;
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(d) pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam  Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

(e) pelaksanaan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi  Pemerintah dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah. Untuk
tahun 2007, sebanyak 217 (40%) instansi pemerintah
pusat dan daerah telah menyampaikan dokumen
penetapan kinerja.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 20 Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, saat ini sedang disiapkan Peraturan Presiden
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP)
yang juga merupakan penyempurnaan atas Inpres No.7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Penyusunan Peraturan Presiden tersebut dimaksudkan dalam rangka
penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan mendukung
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Hasil lainnya yang saat ini masih dalam proses penyelesaian,
antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Nasional yang saat ini
dalam tahap penyelesaian naskah akademik. Urgensi RUU ini
adalah untuk mengubah peranan aparat pengawasan yang
selama ini berperan sebagai pemeriksa dan pelapor
penyimpangan ke peranan sebagai penjamin kualitas (quality
assurance) dan penjamin bagi pencapaian tujuan organisasi.
Selain itu, RUU ini diharapkan mampu menyerasikan dan
mensinergikan sistem pengawasan intern, pengawasan
fungsional, dan sistem pengawasan masyarakat.

2. Penyusunan naskah akademik RUU Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggara Negara sebagai upaya pengembangan dan
penerapan manajemen berbasis kinerja di lingkungan
pemerintah, dalam kerangka membangun good governance
dan result oriented governance. RUU ini diharapkan tidak
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hanya mengatur akuntabilitas kinerja penyelenggara negara di
lingkungan eksekutif, tetapi juga di lingkungan legislatif dan
yudikatif.

3. Penyempurnaan sistem pengawasan intern dengan penyusunan
RPP tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
yang telah sampai pada tahap finalisasi. RPP SPIP merupakan
payung hukum bagi pemerintah untuk lebih memberdayakan
fungsi pengawasan intern pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan akan suatu lembaga pemeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah diterbitkan
UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Sejalan dengan UU tersebut, pada 2007 BPK telah
menerbitkan peraturan tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN) sebagai pedoman bagi BPK untuk menjalankan
tugasnya sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan
profesional. Di samping itu, telah pula diterbitkan Peraturan BPK RI
No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI, yang dalam
penyusunannya sejalan dengan international best practices;
INTOSAI Code of Ethics and Auditing Standards, yang menekankan
perlunya integritas dan independensi bagi pemeriksa. Prosedur yang
terkait stakeholder juga diperbaiki dengan penandatanganan nota
kesepakatan bersama antara BPK dan DPR, DPD, DPRD, Kejaksaan
Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK sampai tahun 2007 didukung dengan SDM
aparatur sebanyak 3.222 tenaga auditor/akuntan yang terdiri atas
1.597 auditor di Pusat dan 1.627 auditor di daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK telah mendorong
Pemerintah  untuk  terus  melakukan  pengelolaan  dan
pertanggungjawaban keuangan negara dengan sebaik-baiknya.
Meskipun BPK memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan
pendapat) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
tahun 2004-2007, opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian
Lembaga (LKKL) tahun 2007 telah menunjukkan kemajuan yaitu
dengan meningkatnya jumlah laporan yang mendapat opini wajar
tanpa pengecualian (WTP) dari 9% menjadi 13%. Alasan utama BPK
memberikan opini disclaimer pada LKPP adalah karena terbatasnya
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akses BPK atas informasi tentang penerimaan dan piutang pajak
serta biaya perkara yang dipungut oleh Mahkamah Agung. Alasan
lainnya adalah karena adanya kelemahan dalam sistem akuntansi
keuangan negara dan sistem pengendalian intern pemerintah yang
belum sepenuhnya mampu melakukan tinjauan ulang atas kebenaran
laporan keuangan sebelum diperiksa oleh BPK, sedangkan
pemeriksaan yang dilakukan BPK pada semester Il tahun 2007
terhadap 97 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK
telah memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 44
LKPD, tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas 44 LKPD dan
tidak wajar (TW) atas 9 LKPD.

Upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh
aparat pengawasan intern pemerintah (Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan) dilakukan melalui tiga strategi pengawasan yaitu
preemtif, preventif, dan represif. Pengawasan preemptif, adalah
pengawasan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran
(awareness) untuk mencegah timbulnya moral hazards, mendorong
partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam
pemberantasan korupsi melalui sosialisasi program anti-korupsi
kepada publik, birokrat, dunia usaha, dan pejabat negara yang
bertujuan untuk memberikan pencerahan sekaligus menumbuhkan
kepedulian (public awareness) mengenai bahaya korupsi dan solusi
penanggulangannya. Di samping kegiatan tersebut, dilakukan
kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
dan kapabilitas penyelenggara pemerintahan termasuk pengelola
keuangan negara dan aparat pengawas intern pemerintah. Untuk
memberikan pemahaman dan membangun persepsi yang sama dalam
pembenahan manajemen pemerintahan, BPKP melakukan berbagai
macam sosialisasi di antaranya terkait dengan Good Corporate
Governance (GCG), Good Local Governance (GLG), Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

Pengawasan preventif, adalah pengawasan yang dilakukan
untuk mencegah dan mendeteksi secara dini permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya preventif dilakukan dalam merespons opini disclaimer oleh
BPK atas laporan keuangan pemerintah maupun upaya pencegahan
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terhadap korupsi. Bentuk strategi preventif dimaksud, antara lain,
melalui audit, evaluasi, pendampingan/bimbingan teknis dalam
rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar
Pelayanan Minimal (SPM), Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Daerah (SIMDA), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), Fraud Control Plan, dan Sistem Akuntansi Barang Milik
Negara/Daerah (SABMN/D). Pengawasan preventif juga dilakukan
di lingkungan manajemen BUMN/BUMD melalui
pendampingan/bimbingan teknis penerapan Good Corporate
Governance, penyusunan Key Performance Indicator (KPI),
penyusunan Corporate Plan, Sistem Informasi Akuntansi (SIA),
Teknologi Informasi, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian
Intern, dalam rangka peralihan status dari Perusahaan Jawatan
(Perjan) menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Pendampingan
penerapan GCG pada BUMN/BUMD telah meningkatkan kualitas
pengelolaan dan praktik bisnis yang lebih sehat dan beretika.

Pengawasan represif, adalah upaya pemberantasan korupsi
yang dilakukan melalui audit investigatif dan sinergi dengan aparat
penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasaan
Korupsi). Jumlah kasus yang telah diserahkan kepada penegak
hukum dalam periode tahun 2005 s.d. 2008 sebanyak 1.609 kasus
dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp7,87 triliun,
US$167,76juta, RM17,71 juta dan KIP 5,47 juta. Rincian lebih lanjut
tampak pada tabel berikut
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Tabel 14.1
Jumlah Kasus Korupsi Hasil Temuan Pengawasan
yang Diteruskan kepada Penegak Hukum
Tahun 2005—2008

Instansi Jumlah Kerugian Negara/ Daerah
No Penvidik Tahun Kasus Rp Us$ RM KIP
yidi L . . .
miliar juta juta | juta
2005 172 776,63 24,92 0,00 | 0,00
2006 248 955,93 28,63 0,00 | 0,00
A | Kejaksaan 2007 251 1.012,17 8,84 0,00 | 0,00
2008 *) 75 88,03 0,00 0,00 | 0,00
Sub jumlah A 746 2.832,78 62,39 0,00 | 0,00
2005 171 799,18 0,81 0,00 | 0,00
B | Kepolisian 2006 238 745,26 17,41 0,00 | 0,00
2007 241 626,50 68,56 0,10 | 547
2008 *) 67 51,18 11,70 0,00 | 0,00
Sub jumlah B 717 2.222,11 98,48 0,10 | 5,47
2005 33 293,73 6,84 0,00 | 0,00
C | KPK 2006 45 836,47 0,04 5,33 | 0,00
2007 51 403,13 0,00 | 12,28 | 0,00
2008 *) 17 1.295,26 0,00 0,00 | 0,00
Sub jumlah C 146 | 2.828,59 6,88 | 17,61 | 0,00
TOTAL 1.609 7.883,47 167,76 17,71 | 547

*): s.d Mei 2008

Sebagai upaya untuk mewujudkan sistem akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara yang komprehensif, saat ini BPKP
sedang mengembangkan Sistem Akuntabilitas Presiden (President
Accountability Systems/PASs) yang dirancang berbasis website,
online, dan real time sehingga mampu menampilkan informasi
secara utuh terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara baik pusat maupun daerah. PASs ini menjadi alat presiden
untuk memantau penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat
diantisipasi langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan
kinerja pemerintahan.

Dalam membantu optimalisasi penggunaan anggaran telah
dibentuk clearing house, vyaitu forum Kkonsultasi antara
kementerian/lembaga/pemda dengan BPKP dan aparat penegak
hukum. Fungsi clearing house untuk memberikan pertimbangan baik
secara teknis maupun hukum atas suatu masalah atau perkara dan
menghindari kegamangan/keraguan yang dihadapi oleh para
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pengelola keuangan negara dalam melaksanakan kegiatannya, di
antaranya melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang Kerja
Sama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan
Keuangan Negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk
dana non-budgeter pada tanggal 28 September 2007.

Dari hasil audit BPKP dalam sektor penerimaan negara,
terdapat temuan penerimaan negara yang berasal dari koreksi atas
perhitungan bagi hasil kontrak kerja sama bagi hasil dari tahun
2005—2007 sebesar Rp23,93 triliun. Jumlah yang telah
ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp14,99 triliun
(62,64%), sedangkan kewajiban setoran ke kas negara dari hasil
audit Optimalisasi Penerimaan Negara sampai dengan tahun 2007
sebesar Rp27,42 trilyun, US$692,5 juta dan Sin$0.63 juta. Dari
jumlah tesebut telah disetor ke kas negara sebesar Rp22,56 triliun
(82,3%), US$147.31 juta (21,27%) dan Sin$0.63 juta (100%).

Rincian kewajiban setoran ke kas negara per sektor sampai
dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut.

Satgas/ Wajib Setor Realisasi Setoran Belum Ditindaklanjuti
Sektor Rp US$ Sin$ Rp US$ Sin$ Rp Uss | sing
Miliar Juta Juta Miliar Juta Juta Miliar Juta Juta
Pajak 13.456,61 345,76 ) 12.078,38 - ) 1.378,23 345,76
Bea dan Cukai 68,64 - ) 37,51 - ) 31,13 -
Pertambangan 594,40 291,30 0.63 128,71 144,24 0.63 465,69 147,06
Kehutanan 13.295,35 55,01 10.321,99 2,59 2.973,36 52,42
Perikanan 2,47 - - - - - 2,47 -
Tenaga Kerja - 0,48 ) - 0,48 -
Imigrasi 3,57 - 3 - - 3 3,57

Jumlah 27.421,04 692.55 0.63 22.566,59 147,31 0.63 4.854,45 545,24

Sementara itu, program peningkatan pengawasan dan
akuntabilitas aparatur negara di berbagai kementerian/lembaga
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan audit intern
dan pengawasan masyarakat;

2. meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;
mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; dan

4.  melakukan audit khusus terkait dengan tugas pokok instansi.
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Sejalan dengan itu, peningkatan kapasitas SDM pengawasan

terus ditingkatkan, antara lain, dengan pemberian beasiswa sebanyak
677 aparat pengawasan intern pemerintah di inspektorat jenderal
departemen dan badan pengawasan daerah (bawasda) melalui
pendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2) Program Akuntansi
Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara di 36 perguruan tinggi
negeri (PTN) dan swasta (PTS) di dalam negeri.

Dalam upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,

hasil-hasil yang telah dicapai diantaranya adalah sebagai berikut.

1.

Tersusunnya RUU Tata Hubungan Kewenangan Antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara
Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. RUU ini diperlukan untuk mengeliminasi
terjadinya tumpang tindih kewenangan, tarik-menarik
kewenangan dan duplikasi kewenangan  pengaturan
antartingkatan  pemerintahan sehingga terwujud sistem
pembagian kekuasaan dan kewenangan yang proporsional
antara Pusat dan daerah.

Tersusunnya RUU Kementerian Negara hasil inisiatif DPR.
RUU ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintahan
yang terpilih dari hasil pemilu dalam penataan kelembagaan
kementerian negara yang proporsional sesuai dengan visi, misi,
dan strategi nasional yang hendak dicapai.

Tersusunnya RUU tentang Badan Layanan Nirlaba. RUU ini
dibutuhkan untuk mengondisikan unit pelayanan teknis (UPT)
dan badan layanan umum menjadi satu badan yang mandiri
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ditetapkannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah yang akan disosialisasikan dan diterapkan
secara bertahap di daerah agar tercipta persepsi yang sama
dalam upaya penataan kelembagaan organisasi satuan Kerja
perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien
serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata daerah.
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5. Tersusunnya pedoman desain organisasi  berbasis kinerja
sebagai instrumen bagi lembaga pemerintah di pusat dan
daerah untuk mendisain organisasinya secara proporsional dan
rasional dan pedoman tata kerja seluruh lembaga pemerintah,
baik kementerian dan LPND maupun lembaga nonstruktural.

6. Tersusunnya pedoman evaluasi kelembagaan sebagai
instrumen bagi instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi
organisasi secara self assesment.

7. Tersusunnya pedoman organisasi satuan kerja instansi
pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum.

Terkait dengan upaya mendukung optimalisasi pemanfaatan
dokumen/arsip negara dalam manajemen pemerintahan, telah
dilakukan berbagai kegiatan dengan hasil-hasil, antara lain, (1)
tersusunnya kearsipan tentang Citra Nusantara yang mengungkapkan
kembali perjalanan sejarah bangsa dalam mencapai dan mengisi
kemerdekaan; (2) tersusunnya kearsipan tentang Citra Daerah yang
menggambarkan perjalanan sejarah suatu daerah provinsi dalam
NKRI, yang sampai saat ini Arsip Nasional Rl telah menyerahkan
arsip Citra Daerah kepada 20 provinsi, sedangkan 13 provinsi
lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2009; dan (3)
terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen penting
di instansi pemerintah pusat dan daerah serta dari pihak lainnya,
antara lain yang berkaitan dengan:

1. dokumen Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah
(Kanwil) Provinsi NAD dan BPN Kota Banda Aceh pasca
gempa bumi dan tsunami di NAD sebanyak 84 m?;

2. dokumen kegiatan International Gathering on Tsunami and
Archives yang dihadiri lebih kurang 30 negara yang tergabung
dalam International Council on Archives (ICA);

3. dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan
Kabinet Persatuan Nasional;
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arsip Pemilu 2004 dan arsip pemilihan kepala daerah
(Pilkada);

penerimaan arsip darurat sipil dari Pemerintah Maluku;

terdokumentasikannya wawancara sejarah lisan dengan tema
kembalinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke pangkuan Ibu
Pertiwi; dan

terhimpunnya berkas-berkas tentang batas negara dan berkas-
berkas dalam rangka membantu penyelesaian sengketa
perbatasan antar provinsi dan antar kabupaten/kota.

Terkait dengan upaya meningkatkan sistem pengelolaan dan

kapasitas SDM aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan
dan pembangunan, telah dicapai hasil antara lain:

1.

tersusunnya naskah akademik RUU Kepegawaian Negara
yang meliputi manajemen kepegawaian pada tingkat eksekutif,
legislatif, dan yudikatif, serta penyelenggara negara lainnya,
yang merupakan payung hukum bagi pembangunan sistem
manajemen kepegawaian berbasis kinerja;

terlaksananya penyusunan dan penyempurnaan berbagai
peraturan perundang-undangan di bidang SDM aparatur, yaitu
penyusunan RPP tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai
pengganti PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan PNS; RPP tentang Peraturan Disiplin
PNS sebagai pengganti PP Nomor 30 Tahun 1980; RPP
tentang Pemberhentian PNS sebagai pengganti PP Nomor 32
Tahun 1979; Rancangan Perpres tentang Penilaian,
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dari dan
Dalam Jabatan Struktural; dan Rancangan Perpres tentang
Diklat Prajabatan bagi Calon PNS (CPNS);

perbaikan remunerasi yang adil dan layak bagi aparatur
negara, antara lain, dengan pemberian gaji ke-13 baik di
instansi pusat maupun di daerah, kenaikan gaji pokok pegawai
pada 2006 rata-rata 15 persen, kenaikan tunjangan struktural
rata-rata 22,2 persen, dan kenaikan tunjangan fungsional rata-
rata 32,2 persen;
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4. penataan kepegawaian dan peningkatan fungsi pelayanan
publik di NAD setelah tsunami;

5. terselenggaranya pusat penilaian PNS (assesment center) yang
telah diuji coba di Badan Kepegawaian Negara (BKN);

6. tersusunnya RPP tentang Cuti PNS yakni mengatur hak dan
kewajiban PNS dalam hal cuti untuk memberi penyegaran
kembali kepada PNS dalam bekerja;

7. tersusunnya pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan
struktural maupun fungsional PNS dan pedoman pelaksanaan
evaluasi jabatan dalam rangka penyusunan klasifikasi jabatan
nasional PNS, yang keduanya merupakan acuan bagi instansi
pusat dan daerah dalam menyusun standar kompetensi dan
evaluasi jabatan pada setiap instansi; dan

8. terselenggaranya diklat Fungsional Arsiparis di 32 Provinsi
melalui dana dekonsentrasi untuk meningkatkan kualitas SDM
di bidang kearsipan di tingkat pusat dan daerah. Peserta diklat
ini pada tahun 2004 berjumlah 350 orang, tahun 2005
berjumlah 944 orang, tahun 2006 berjumlah 799 orang, dan
tahun 2007 berjumlah 934 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang mendesak di
Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, BPK, dan
Departemen Keuangan serta untuk menuntaskan pengangkatan
tenaga honorer dan guru bantu telah dilakukan tambahan formasi
pengadaan CPNS nasional tahun 2006 sejumlah 275.000 orang.
Dalam rangka penyelesaian pengangkatan tenaga honorer dan guru
bantu menjadi CPNS, telah ditetapkan PP Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Upaya
penyempurnaan sistem rekruitmen pegawai dilakukan terus-menerus
untuk menjaga kualitas dan objektivitas pelaksanaan seleksi CPNS.
Pada tahun 2007 telah ditetapkan alokasi formasi pengadaan CPNS
nasional sejumlah 300.000 orang dengan rincian 245.000 untuk
alokasi tenaga honorer baik instansi pusat maupun daerah dan 55.000
untuk pelamar umum pusat dan daerah. Alokasi tersebut sudah
termasuk untuk menyelesaikan pengangkatan terhadap guru honorer
dan guru bantu. Terkait dengan rencana pengangkatan sekretaris desa
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sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45
tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi
PNS, telah ditetapkan sejumlah 21.083 formasi sebagai tahap awal
pengangkatan menjadi PNS golongan lla dari sejumlah 42.376
sekretaris desa yang memenuhi syarat peraturan perundang-
undangan hasil verifikasi Departemen Dalam Negeri dan
pengangkatan dilakukan secara bertahap selama tahun 2007-2009.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur telah
diselenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis,
fungsional, dan diklat pimpinan. Bersamaan dengan hal itu, juga
dilakukan berbagai pembinaan terkait dengan integritas moral dan
profesionalisme SDM aparatur. Terkait dengan penyelenggaraan
diklat untuk SDM aparatur telah dilakukan berbagai kegiatan untuk
meningkatkan kinerja organisasi. Salah satunya melalui pembenahan
sistem pendidikan dan pelatihan berdasarkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi (Competency Based Training) guna meningkatkan
kompetensi SDM aparatur.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang
cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif
telah dilakukan berbagai kegiatan dengan hasil capaian antara lain
sebagai berikut.

1. Tersusunnya RUU Pelayanan Publik yang diharapkan dapat
menjadi dasar hukum dalam meningkatkan pelayanan kepada
publik, yang pada tahun 2008 ini diharapkan dapat ditetapkan
menjadi UU Pelayanan Publik.

2. Didorong dan difasilitasinya penerapan OSS (One Stop
Service) dan 1SO-9001:2000 (Sistem Manajemen Mutu) pada
unit-unit pelayanan publik yang akan dikembangkan secara
terus-menerus di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan tahun
2008, jumlah unit pelayanan yang sudah membangun Sistem
Manajemen Mutu adalah sebanyak 93 unit pelayanan,
sedangkan yang sedang membangun Sistem Manajemen Mutu
adalah sebanyak 31 unit pelayanan.

3. Penyebaran kiat dan terobosan keberhasilan beberapa daerah
dalam meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan
pelayanan terpadu yang disusun dalam buku Pedoman
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Pelaksanaan Pelayanan Publik (best practices). Adapun jumlah
kabupaten/kota yang melaksanakan best practices hingga
tahun 2007 adalah sebanyak 60 kabupaten/kota.

4. Penyempurnaan pelayanan di bidang investasi, pertanahan, dan
perpajakan yang dilakukan melalui modernisasi perpajakan
dengan dibentuknya 2 kanwil modern, 1 large tax office
(LTO), dan 156 KPP pratama; modernisasi administrasi
kepabeanan dan cukai dengan dibentuknya 2 kantor pelayanan
utama (KPU) bea dan cukai di Jakarta dan Batam, serta
penerapan national single window (NSW).

5. Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah
secara elektronik (e-procurement) sebagai bagian dari
peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, sebagai
salah satu komitmen pemerintah dalam rangka mendorong
efektivitas dan efisiensi serta terciptanya good public
governance dalam proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah, pada tanggal 6 Desember 2007 yang lalu,
Pemerintah telah membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Penerapan PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
yang merupakan acuan bagi kementerian dan lembaga
pemerintah non-departemen dalam menyusun pedoman
pelayanan di bidangnya dan penerapannya oleh pemprov dan
pemkab/pemkot yang selanjutnya dioperasionalisasikan
melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

7. Peningkatan dalam jumlah unit pelayanan publik yang
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dilihat dari
indeks kepuasan masyarakat (IKM). Hasil survei tahun 2007
mencatat adanya peningkatan indeks kepuasan masyarakat
pada 152 unit pelayanan publik.
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8. Pemberian penghargaan Citra Pelayanan Prima kepada unit-
unit pelayanan yang berprestasi dalam meningkatkan Kinerja
pelayanan publik dan pemberian penghargaan Citra Bakti Abdi
Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki
komitmen tinggi dan berhasil dalam peningkatan kualitas
pelayanan publik di wilayahnya;

9. Penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik yang kemudian diikuti oleh Pelaksanaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang merupakan upaya untuk mempermudah pelayanan
perijinan dan meningkatkan investasi.

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan
informasi/arsip secara cepat dan tepat, telah dikembangkan sistem
kearsipan dengan strategi pengelolaan arsip berbasis teknologi
informasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik di bidang kearsipan. Sistem kearsipan yang telah
dikembangkan, meliputi Sistem Informasi Kearsipan Berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIPATI), Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional (JIKN), Jaringan Kearsipan Statis (JKS), dan
restorasi arsip konvensional.

Di lingkungan pemerintah daerah juga terdapat beberapa
capaian, antara lain, sebagai berikut.

1. Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan Tl (digital
government services—-DGS) untuk pendidikan, industri,
pedagangan, tenaga kerja, pariwisata dan kesehatan di
lingkungan Pemda Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta;

2. Penyelenggaraan semi e-procurement plus untuk wilayah DKI
Jakarta dan beberapa paket pekerjaan tertentu di berbagai
provinsi serta tindak lanjut terhadap sanggahan banding atas
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Terbangunnya unit pelayanan terpadu satu pintu di Pusat dan
di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang
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merupakan peningkatan kewenangan dari unit pelayanan satu
atap. Sampai dengan pertengahan tahun 2008 jumlah unit
pelayanan terpadu satu pintu adalah sebanyak 175 unit
pelayanan.

I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan
berwibawa sebagaimana harapan Kkita semua, langkah-langkah
kebijakan dan kegiatan yang mendukung keberhasilan reformasi
birokrasi akan terus dilanjutkan.

Upaya meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik
akan dilakukan melalui peningkatan kualitas penerapan prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang baik (good public governance) secara
berkelanjutan pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada
semua kegiatan serta melibatkan berbagai pihak termasuk peran
aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Di samping itu, upaya
yang berkesinambungan untuk terus mengembangkan sinergitas yang
solid dan mutualistis antara pemerintah selaku pilar utama
pembangunan dan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku
kepentingan lainnya terus ditingkatkan.

Dalam meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengawasan aparatur
pemerintah melalui (a) koordinasi dan sinergi pengawasan intern,
pengawasan ekstern, dan pengawasan masyarakat; (b) percepatan
pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan (c)
peningkatan budaya organisasi aparatur yang profesional, produktif,
atau berorientasi pada peningkatan kinerja dan bertanggung jawab.

Upaya pembenahan sistem manajemen pemerintahan meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja
kebijakan dan program pembangunan akan dilakukan melalui
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan agar lebih efisien dan
efektif dan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan, antara lain, melalui (a) penyempurnaan struktur
organisasi agar lebih ramping tetapi kaya fungsi; (b) perbaikan
sistem dan prosedur kerja yang jelas di lingkungan instansi
pemerintah; (c) pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada
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pelayanan; (d) penerapan indikator kinerja yang terukur di instansi
pemerintah. Di samping itu, pelaksanaan reformasi birokrasi yang
sudah dilaksanakan pada 3 instansi (Depkeu, BPK, dan MA) akan
diperluas pelaksanaannya.

Untuk pembenahan manajemen sumber daya manusia aparatur
atau kepegawaian akan dilakukan melalui (a) perbaikan sistem
remunerasi yang adil, layak, dan berbasis Kinerja; (b)
penyempurnaan sistem penilaian prestasi kerja sumber daya manusia
aparatur; (c) pembinaan karier pegawai dan audit kinerja pegawai
berbasis prestasi kerja; (d) penerapan sistem reward dan punishment
yang memadai dalam pembinaan pegawai; (e) penyempurnaan
sistem rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi; dan (f) mewujudkan sistem informasi manajemen
kepegawaian secara terpadu.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik akan dilakukan
melalui (a) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi  (e-services) dalam pelayanan publik termasuk
penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan e-procurement sesuai
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik; (b) memperbaiki, mengembangkan, dan
menyusun kebijakan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan
kualitas pelayanan; (c) meningkatkan kualitas pelayanan dan
menetapkan standar pelayanan publik sesuai dengan hasil indeks
kepuasan masyarakat dan hasil evaluasi transparansi dan
akuntabilitas aparatur; dan (d) pengembangan nomor induk
kependudukan (NIK) atau single identity number (SIN) serta
pembentukan/penataan sistem koneksi (inter-phase) tahap awal NIK
dengan sistem informasi di kementerian/lembaga terkait.
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BAB 15

PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI
YANG MAKIN KUKUH

Dalam upaya mewujudkan lembaga demokrasi yang makin
kukuh, kita memasuki tahap yang sangat krusial sejak kuartal
terakhir tahun 2007 dan semester pertama tahun 2008 yang berkaitan
dengan makin dekatnya waktu penyelenggaraan Pemilu 2009.
Melalui koordinasi dan kerja sama kelembagaan yang makin baik,
sejumlah langkah yang cukup penting telah berhasil dilaksanakan
Pemerintah dalam mengemban amanat rakyat untuk dapat
melaksanakan pemilu pada waktunya dan dengan hasil yang
diharapkan optimal. Semua upaya Pemerintah didasarkan pada
keyakinan bahwa pelembagaan demokrasi yang kukuh adalah kunci
bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara
berkelanjutan.

l. Permasalahan yang Dihadapi

Perhatian Pemerintah yang utama pada tahun 2007—2008
adalah pemenuhan jadwal penetapan perundang-undangan bidang
politik serta pemenuhan standar dan prosedur pelaksanaan teknis
berupa pemberian fasilitas penyelenggaraan kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dalam kaitannya dengan persiapan Pemilu



2009. Mengingat sumber daya yang terbatas, salah satu implikasinya
adalah menuntaskan berbagai hal yang harus selesai pada tahun 2008
agar tidak menjadi beban bagi Pemilu 2009, seperti penyelesaian
seluruh pelaksanaan pilkada.

Pemerintah bersama dengan KPU telah bertekad berkoordinasi
secara profesional mengatasi berbagai potensi masalah dan hambatan
yang mungkin timbul dalam proses persiapan penyelenggaraan
Pemilu 2009. Pertama, perlunya peningkatan kesadaran politik
masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal dalam pemilu.
Kedua, berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilu itu sendiri,
mencakup tata cara dan prosedur keikutsertaan, baik menjelang,
selama pemilu, maupun setelah pemilu berlangsung. Ketiga,
menyangkut aspek penegakan hukum apabila timbul persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu agar
segala sesuatunya dapat diselesaikan dalam koridor demokrasi dan
supremasi hukum dan perundang-undangan.

Proses pelembagaan demokrasi pada tingkat penyelenggaraan
negara, permasalahan utamanya tetap pada kualitas, kapasitas, dan
kredibilitas lembaga-lembaga penting penyelenggara negara.
Kualitas berkaitan dengan tingkat profesionalitas sumber daya
manusia dalam proses penyelenggaraan negara. Walaupun
Pemerintah sudah berusaha memperbaiki kinerja kelembagaan yang
berada dalam lingkup kerja kepemerintahan, hal ini tetap menjadi
masalah sehari-hari dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Kapasitas berkaitan dengan kemampuan aparatur penyelenggaraan
negara untuk bekerja dan berproduksi secara optimal sehingga dapat
menghilangkan keluhan-keluhan tentang kelambanan dalam proses
kerja lembaga-lembaga birokrasi Pemerintah.  Kredibilitas
berhubungan dengan tingkat kepercayaan terhadap kebersihan,
moralitas, dan kemampuan untuk bersikap transparan terhadap
publik. ~Semuanya berujung kepada kemampuan lembaga
penyelenggaraan negara untuk memberikan akuntabilitasnya kepada
publik atas kinerja masing-masing sesuai dengan peran dan fungsi
yang ditetapkan oleh konstitusi serta perundang-undangan yang
berlaku.

Akuntabilitas inilah yang masih menjadi permasalahan
bersama. Pemerintah prihatin karena masih tingginya tingkat
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penyelewengan dan korupsi di lembaga negara dan masih lemahnya
kemampuan pengawasan internal di tiap-tiap lembaga negara.
Hubungan kelembagaan pusat dan daerah juga masih belum optimal,
terutama berkaitan dengan implementasi otonomi daerah yang
pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah  permasalahan
sinkronisasi dan konsistensi peraturan antardaerah. Walaupun
demikian, Pemerintah juga gembira dengan tingginya Kinerja
sejumlah lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional
mereka. Pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh pada
pelaksanaan tugas lembaga bersangkutan karena telah memberikan
jasa yang besar dalam pelembagaan demokrasi melalui penegakan
hukum di Indonesia. Salah satu lembaga penting dengan kinerja yang
sangat baik dan bersifat koordinatif dengan Pemerintah adalah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga itu telah berhasil
mengungkap sejumlah skandal korupsi tingkat tinggi di sejumlah
lembaga penting negara. Tantangannya adalah bagaimana
memperkuat kapasitas kelembagaan KPK agar mampu meningkatkan
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan harapan
masyarakat luas dan sejalan dengan amanat perundang-undangan
yang menjadi dasar pembentukannya.

Di tengah-tengah masih terbatasnya sumber daya yang ada,
sejumlah KPUD juga telah menunjukkan kinerja yang baik, terbukti
dengan berhasilnya seluruh penyelenggaraan pilkada di daerah
selama tahun 2007—2008 ini. Permasalahannya adalah masih tetap
ada sejumlah pihak yang belum mampu menerima kekalahan dalam
pilkada secara lapang dada walaupun sudah ada penetapan hukum
dari lembaga pengadilan. Padahal, hasil pilkada seharusnya
diimplementasikan sesegera mungkin sehingga pemerintahan di
daerah dapat segera berjalan dengan kepemimpinan yang merupakan
hasil pilihan rakyat di daerah yang bersangkutan. Sengketa
berkepanjangan dalam penetapan hasil final pilihan rakyat akan
menjadi biaya sosial politik tersendiri yang harus ditanggung
masyarakat sehingga sedapat mungkin harus dihindari.

Pada sisi masyarakat, selain hal yang telah disinggung di atas,
persoalan krusial lain adalah masih lemahnya kemampuan
masyarakat sipil untuk mengorganisasi diri secara baik serta masih
lemahnya kemampuan untuk mengartikulasikan pendapat dan
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aspirasi politik rakyat. Masyarakat juga masih dapat dimanfaatkan
oleh pihak-pihak yang memiliki agenda politik tertentu yang justru
dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Kenyataan itu juga masih
tergambar dari masih adanya pengungkapan aspirasi yang bersifat
pesanan karena janji-janji materi oleh kelompok kepentingan
tertentu.

Seperti yang juga sudah dikemukakan oleh Pemerintah kepada
DPR pada tahun 2007 lalu, meskipun diakui adanya kemajuan pada
tingkat kedewasaan masyarakat secara umum dalam menyikapi
berbagai persoalan bangsa, pada saat yang sama tetap saja ada orang
atau kelompok yang tidak segan memanfaatkan ruang politik untuk
mengadu domba, memprovokasi kerusuhan sosial untuk memancing
di air keruh, serta menimbulkan potensi ekstrem dari kelompok
penganut ideologi terlarang dan kelompok yang berorientasi
separatis. Hal itu, tetap merupakan titik rawan bagi pemantapan
demokrasi.

Pemerintah tidak jarang juga melihat adanya sengketa internal
partai politik. Sebagai partai politik yang modern, tentunya
penyelesaian sengketa perlu dilakukan dengan cara-cara demokratis
dan sekaligus menjadi teladan dan pendidikan politik bagi para
simpatisan parpol yang bersangkutan dan bahkan masyarakat
Indonesia yang luas.

Terlihat jelas adanya potensi ancaman pada demokrasi karena
adanya sekelompok organisasi massa yang mengancam keberadaan
kelompok lain yang tidak sepaham melalui tindakan ancaman,
intimidasi, dan kekerasan, seperti pembakaran tempat ibadah serta
perusakan harta benda dan properti pribadi dari kelompok lain.
Pemerintah tidak mungkin akan membiarkan masalah pelanggaran
hukum seperti ini terus berlanjut karena tugas Pemerintah adalah
melindungi kepentingan umum dan anggota masyarakat tanpa
kecuali, baik dari kelompok mayoritas agama maupun minoritas
politik tertentu. Pemerintah juga tidak mungkin terlalu jauh
memasuki wilayah hukum dan pengadilan untuk mengadili sah atau
tidaknya keberadaan keyakinan agama atau sekte agama tententu.

Pemerintah menyadari bahwa suksesnya perwujudan lembaga
dan pelembagaan demokrasi yang kukuh tidak hanya bergantung
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pada peran negara, tetapi juga sangat bergantung kesadaran
masyarakat untuk berpihak pada konsensus bersama dan ketaatan
pada hukum, bukan pada tindakan pemaksaan kehendak melalui
ancaman dan intimidasi, apalagi melalui tindakan kekerasan yang
menyebabkan kerusakan sarana prasarana publik atau tindakan yang
lebih serius lagi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hal
itu jelas dapat menyebabkan pukulan balik (setback) bagi
perwujudan parpol yang Kkuat serta masyarakat sipil yang
terorganisasi secara baik untuk memperjuangkan kepentingan
bersama.

Pada bidang komunikasi dan informasi, permasalahan yang
ada masih belum banyak beranjak dari tahun-tahun sebelumnya,
yakni masih relatif rendahnya pemahaman semua pihak terhadap
makna kemerdekaan dan kebebasan dalam menyampaikan,
memberitakan dan menyiarkan informasi kepada publik. Hal itu
tidak hanya menyangkut peran kalangan pers, media massa dan
lembaga-lembaga penyiaran, tetapi juga berkaitan dengan masih
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan
informasi bagi sebuah masyarakat demokratis.

Di satu pihak, kemerdekaan pers dalam suatu masyarakat
terbuka menuntut adanya peningkatan kemampuan dan
profesionalisme secara terus menerus dari masyarakat pers. Di lain
pihak, masyarakat juga perlu secara cerdas menyaring dan memilah
informasi yang memiliki kredibilitas yang tinggi atau kurang
memiliki kredibilitas atau hanya kabar-kabar burung yang kurang
memiliki dasar pada kejadian yang sebenarnya. Apabila kedua hal di
atas bergerak maju secara konsisten, tentu akan tercipta masyarakat
sipil yang makin cerdas dan siap memperjuangkan hak-hak mereka
secara damai dan beradab di dalam sebuah masyarakat demokratis.

Hal lain yang masih menjadi masalah di dalam masyarakat
adalah masih belum meratanya perolehan informasi terhadap seluruh
anggota masyarakat di Indonesia karena masih terbatasnhya
infrastruktur informasi dan komunikasi yang ada. Walaupun
sekelompok masyarakat tertentu sudah mampu memperoleh
informasi  tertentu tentang persoalan pembangunan dan
penyelenggaraan Pemerintahan serta segala persoalan publik yang
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berkaitan dengan dirinya, informasi yang diperoleh oleh masyarakat
seringkali masih minim dan tidak menggambarkan keadaan yang
sesungguhnya tentang suatu permasalahan yang berkaitan. Apabila
masyarakat memperoleh informasi yang kurang lengkap tentang
suatu persoalan yang kompleks, keadaan ini tidak jarang akan
menimbulkan berbagai kesalah pahaman dan konflik yang tidak
perlu.

Il. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Pada akhir tahun 2007 dan tahun 2008 ini Pemerintah
berusaha melaksanakan berbagai kebijakan sebagai kesinambungan
langkah-langkah kebijakan yang memang sudah dilaksanakan pada
tahun sebelumnya berkaitan dengan konsolidasi demokrasi
Indonesia, terutama yang lebih terfokus pada persiapan
penyelenggaraan Pemilu 2009. Langkah-langkah kebijakan yang
telah diupayakan pencapaiannya secara optimal adalah: pertama,
mendorong percepatan penetapan peraturan dan perundangan-
undangan politik dan meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi proses
penyelenggaraan pemilu serta proses penyelenggaraan negara pada
umumnya; kedua, memperkuat dan mendorong peningkatan kualitas,
kapasitas, dan kredibilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara;
ketiga, meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kredibilitas
masyarakat sipil dan partai politik agar mampu ikut serta secara
optimal dalam proses perumusan kebijakan publik dan ikut secara
aktif mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.

Komitmen Pemerintah pada demokrasi tidak pernah
tergoyahkan pada kekuatan apa pun. Semua perumusan kebijakan
publik diupayakan transparan dan bersifat partisipatif dengan
melibatkan sebanyak mungkin kelompok kepentingan di dalam
masyarakat sipil. Semua ini diupayakan optimal tanpa harus
mengorbankan perlu proses pengambilan keputusan yang efektif,
tepat waktu, dan tepat sasaran. Pemerintah juga mengharapkan
semua pihak untuk memikul tanggung jawab yang sebesar-besarnya
terhadap nasib seluruh bangsa di atas kepentingan politik golongan.
Pelaksanaan demokrasi, selain menjamin hak berekspresi secara
bebas, jelas juga menuntut tanggung jawab untuk menjaga anggota
masyarakat yang berbeda pendapat dari ancaman kekerasan dan
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kewajiban memelihara sarana publik dari tindakan perusakan dan
vandalisme. Pemerintah mengingatkan, bahwa demokrasi yang benar
merupakan pelaksanaan hak-hak warga negara secara bertanggung
jawab berdasarkan hukum, bukan kebebasan yang semena-mena,
yang pada gilirannya justru dapat melanggar hak orang lain untuk
berbeda pendapat.

Masa kerja efektif Pemerintah dan DPR tinggal kurang lebih
satu tahun lagi. Pemerintah mengajak semua pihak untuk bekerja
secara optimal untuk mempersiapkan pemilu yang bertujuan
membentuk Pemerintahan dan perwakilan rakyat yang baru sesuai
dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan yang ada.
Walaupun demikian, semua pihak diharapkan tetap ingat tugas rutin
masing-masing dalam proses penyelenggaraan negara selama satu
tahun ke depan. Pemerintah mengimbau, hendaknya proses persiapan
penyelenggaraan pemilu berjalan seiring dengan keberlanjutan tugas-
tugas pembangunan nasional setahun ke depan. Persiapan pemilu
jangan sampai menjadi penghambat proses pembangunan nasional
seperti yang sudah digariskan bersama.

Kemajuan yang perlu dicatat dalam proses persiapan Pemilu
2009 adalah telah ditetapkannya dua perundang-undangan baru di
bidang politik. Pada awal 2008 telah diundangkan UU No. 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan, RUU
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta RUU Susunan dan
Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD segera akan
diselesaikan. Kedua undang-undang ini merupakan produk Kkerja
sama yang baik antara Pemerintah dan DPR serta merupakan bagian
dari pembelajaran politik penting bagi semua pihak untuk dapat
berkompromi secara optimal untuk kepentingan seluruh bangsa dan
konsolidasi demokrasi.

Hasil lain yang juga penting dalam pembangunan lembaga
demokrasi adalah bahwa sejak akhir tahun 2007 telah terbentuk
struktur dan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
baru. Sejak awal Pemerintah menyadari sepenuhnya, sebagaimana
halnya yang biasa terjadi pada masyarakat demokratis, proses seleksi
dan pengangkatan anggota KPU memang tidak luput dari kritik serta
polemik di kalangan masyarakat luas. Walaupun demikian,
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keanggotaan baru KPU saat ini sudah merupakan produk maksimal
dari pelaksanaan amanat perundang-undangan yang menjadi payung
pembentukannya, yakni UU No. 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu. Dengan penetapan kedua perundang-
undangan baru bidang politik pada awal 2008, KPU yang baru
dibentuk pun sudah dapat segera memulai pekerjaan penting mereka
dalam mempersiapkan Pemilu 2009, termasuk melakukan
pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2009. KPU
yang baru sudah memperlihatkan kinerja yang cukup optimal selama
beberapa bulan sejak pelantikan para anggotanya yang baru.

Fungsi dan wewenang KPU menurut UU No. 22 Tahun 2007
telah mengalami sejumlah penyempurnaan dan pembatasan sehingga
diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan pembagian
kerja yang lebih terfokus pada peningkatan kinerja kelembagaan
KPU secara keseluruhan. Adanya kritik masyarakat pada KPU
menunjukkan adanya perhatian dan harapan yang sangat besar
kepada lembaga demokrasi yang strategis ini mengingat tugas
mereka yang sangat penting bagi menyukseskan Pemilu 2009.
Pembagian tugas dan wewenang yang lebih jelas diharapkan dapat
mengatasi persoalan-persoalan penyediaan logistik secara lebih
terbuka, transparan, dan akuntabel dibandingkan dengan pemilu
2004. Distribusi logistik tepat waktu dan tepat lokasi adalah salah
satu tantangan utama yang diharapkan dapat diatasi pada Pemilu
2009.

Terkait dengan kelembagaan secara umum, apabila
dibandingkan dengan Pemilu 2004, dalam rangka peningkatan
kualitas proses dan hasilnya telah terjadi perubahan yang sangat
signifikan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2009, yakni, antara
lain, berupa masuknya rezim pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah menjadi rezim pemilu, berubahnya lembaga pengawas
pemilu yang sebelumnya bersifat ad-hoc di tingkat nasional menjadi
lembaga yang bersifat permanen, yaitu Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu); meluasnya pengawasan pemilu sampai dengan tingkat
desa/kelurahan sampai dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu
di luar negeri; dan meningkatnya pelayanan per TPS.

Pemerintah juga selalu siap secara proaktif memberikan
fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga KPU dalam
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menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu bentuk dukungan
Pemerintah kepada KPU ini adalah dengan mendeklarasikan gerakan
nasional sosialisasi pemilu pada bulan Juni 2008 lalu. Gerakan
sosialisasi ini bertujuan mengajak semua lapisan masyarakat dan
bangsa Indonesia untuk menyukseskan Pemilu 2009, baik pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu presiden dan wakil
presiden. Selain itu, sosialisasi Pemilu 2009 ini juga berkaitan
dengan upaya untuk memperkenalkan berbagai ketentuan dan
pedoman baru yang tercantum di UU No.10 Tahun 2008 tentang
Pemilu yang berbeda dengan ketentuan pada undang-undang
sebelumnya. Hal baru ini, antara lain, menyangkut masa kampanye
yang cukup panjang dan perubahan tata cara pencoblosan serta
proses verifikasi partai politik yang dijadwalkan pada awal tahapan
berbarengan dengan tahap pemutakhiran data pemilih.

Pemerintah berharap, melalui sosialisasi yang baik, akurasi
pemilih bisa ditingkatkan sehingga dapat mendorong pemilu yang
lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
Secara kuantitatif, jangkauan pendidikan dan sosialisasi akan
diperluas agar dapat menjangkau seluruh warga negara Indonesia di
luar negeri dan di dalam negeri serta dapat pula menjangkau
masyarakat di strata terbawah di level kecamatan dan
desa/kelurahan. Pengalaman Pemilu 2004 telah memberikan
pelajaran bahwa kurangnya sosialisasi dan koordinasi antarlembaga
telah menjadi sebab kekurangakuratan data pemilih, besarnya jumlah
pemilih fiktif (ghost voters), dan banyaknya jumlah penduduk yang
sudah memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar.

Dalam  mendukung  keseluruhan  proses  persiapan
penyelenggaraan pemilu 2009 dan akuntabilitas lembaga
penyelenggara pemilu, pengembangan kapasitas KPU, KPU
provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta penyediaan sarana dan
prasarana pendukung menjadi fokus pelaksanaan kegiatan pada
tahun 2008 dan tahun 2009 agar lembaga-lembaga tersebut dapat
bekerja secara professional, efisien, dan bersih.

Pemerintah perlu menyampaikan kegembiraan sehubungan
dengan penyelenggaraan sejumlah pilkada pada periode 2007-2008
yang berjalan dengan baik, ditinjau dari segi proses
penyelenggaraannya, partisipasi masyarakat, keanekaragaman
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peserta yang ikut pilkada, dan ditinjau dari hasil-hasil pilkada itu
sendiri. Pilkada yang sudah berlangsung sejak 2005 ini telah
meletakkan dasar-dasar tradisi berdemokrasi yang penting, berupa
pembelajaran cara berpolitik dan berdemokrasi secara baik, serta
kemampuan masyarakat untuk ikut serta mengawal seluruh proses
penyelenggaraan pilkada sampai selesai. Pemerintah mengharapkan
ini akan menjadi modal bagi konsolidasi demokrasi pada masa
mendatang, sejalan dengan makin menguatnya pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah.

Tahun 2008 merupakan tahun terakhir pelaksanaan pilkada
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pertama. Pada tahun 2009 bangsa
Indonesia akan melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden
serta pemilu legislatif secara demokratis, jujur, dan adil, yang akan
menjadi fokus perhatian seluruh komponen bangsa. Dalam hal
penyelenggaraan Pilkada secara langsung, sejak 1 Juni 2005 sampai
dengan 20 Juni 2008 telah dilaksanakan di 382 daerah, yakni terdiri
atas 24 provinsi, 292 kabupaten dan 66 kota. Pada tahun 2008, dari
160 kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya
berakhir tahun 2008 sampai dengan Juli 2009, telah dilaksanakan
pilkada sebanyak 73 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 48 kabupaten dan
16 kota. Perlu dikemukakan, walaupun tingkat rata-rata partisipasi
masyarakat dalam pilkada cukup tinggi, rentang tingkat partisipasi
tertinggi dan terendah di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada
masih sangat besar, terutama dalam pilkada bupati/wakil bupati dan
walikota/wakil walikota.

Perlu menjadi catatan bahwa beberapa pilkada, seperti di Jawa
Barat dan Jawa Tengah, menunjukkan tingkat partisipasi politik yang
cenderung menurun. Hal itu perlu diantisipasi terutama untuk
pelaksanaan pilkada di daerah lainnya yang tersisa hingga Desember
2008 dan khususnya Pemilu 2009. Kecenderungan yang menurun ini
menimbulkan kekhawatiran tingkat partisipasi politik pada pemilu
2009 lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu 2004, bahkan
sebelumnya.

Pada tahun 2008, Pemerintah memberikan dukungan yang
diperlukan bagi perbaikan mekanisme pelaksanaan pilkada dengan
melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap berbagai kelemahan
yang ada selama pelaksanaan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya.
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Pengalaman dari pilkada sepantasnya dapat dipelajari secara optimal
untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas Pemilu 2009, termasuk
kemampuan untuk mengembangkan budaya berkompetisi secara
sehat, dan siap menerima secara sportif apapun hasil dari pemilu.
Pilkada dan pemilu nasional diharapkan dapat saling memperkuat
dalam memberikan kontribusi bagi penguatan pelembagaan
demokrasi di Indonesia.

Berkaitan dengan pilkada, ada satu tonggak penting dalam hal
pelembagaan demokrasi yang perlu mendapatkan perhatian pada
tahun 2007, yang akan banyak mengubah wajah pilkada Indonesia
pada tahun-tahun mendatang. Tonggak penting tersebut adalah
dibolehkannya keikutsertaan calon independen nonparpol dalam
pilkada melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan
judicial review terhadap UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. Hal itu oleh sejumlah kalangan di dalam masyarakat
dianggap sebagai tonggak penting bagi perluasan ruang kebebasan
politik masyarakat luas dan peningkatan kualitas proses rekruitmen
kepemimpinan politik di Indonesia karena calon independen
diharapkan menjadi pemicu motivasi calon-calon dari parpol untuk
mempersiapkan diri secara lebih baik.

Berkenaan dengan akuntabilitas penyelenggaraan negara,
peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara
negara termasuk MPR, DPR, dan DPD merupakan fokus di dalam
konteks penguatan lembaga demokrasi yang akan mendorong proses
konsolidasi demokrasi ke depan secara berkelanjutan. Pada tahun
2007—2008 ini juga telah terjadi upaya percepatan dalam penguatan
kelembagaan demokrasi melalui peran KPK dalam pemberantasan
praktik-praktik korupsi yang memperlemah Kkinerja Pemerintah.
Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa negara dan birokrasi yang
bersin dan andal adalah modal terpenting dalam menyukseskan
program-program pembangunan untuk menyejahterakan dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah
memberikan dukungan sepenuhnya pada upaya KPK maupun
Kejaksaan ~ Agung beserta jajarannya dalam  melakukan
pemberantasan korupsi pada semua tingkat lembaga negara sesuai
dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan. Di samping itu, catatan penting yang perlu digarisbawahi
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adalah terciptanya hubungan komunikasi politik yang dinamis antara
Pemerintahan dan DPR-RI dan DPD-RI dalam rangka memelihara
checks and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat,
sejak tahun 2005 hingga saat ini Pemerintah melaksanakan program
pendidikan politik warga negara yang tujuannya tidak hanya
difokuskan pada hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi
sekaligus ditujukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan
cinta tanah air, bahkan melalui kerja sama dengan ormas, LSM dan
lembaga nirlaba lainnya, program ini sekaligus juga dapat
mengembangkan dan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil
tersebut. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 telah
dilaksanakan kerja sama program wawasan kebangsaan dan cinta
tanah air dengan 467 ormas, 180 ormas, dan 205 ormas masing-
masing untuk tahun 2005, 2006, dan 2007. Hal lain yang dilakukan
oleh Pemerintah adalah memperkuat ruang publik untuk berdialog
dan berkomunikasi secara efektif.

Berkenaan dengan fasilitasi bagi partai politik, Pemerintah
menerbitkan PP No. 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
Parpol. Bantuan keuangan tersebut sejak diterbitkan hingga saat ini
telah dan tetap dilaksanakan secara konsisten dan harapannya
bantuan keuangan tersebut dapat turut mendukung terwujudnya
kehidupan demokrasi di Indonesia.

Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai, adil dan
demokratis, serta sejahtera. Pemerintah berkomitmen untuk
melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara
konsisten. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta pelaksanaannya melalui PP
No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Provinsi dan  Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagai pengganti PP No.25 Tahun 2000. Untuk
Provinsi Aceh, Pemerintah sudah menerbitkan PP No. 20 tentang

15-12



Partai Politik Lokal di Aceh sebagai tindak lanjut dari penetapan UU
No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pemerintah  berusaha  sesegera  mungkin  melakukan
penyesuaian peraturan kalau memang diperlukan bagi pelaksanaan
hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan UU No. 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah bertekad untuk
mengamankan keputusan MK berkenaan dengan dikabulkannya
judicial review terhadap UU No. 32 Tahun 2004 karena Pemerintah
percaya terhadap pemahaman hakim-hakim konstitusi di lembaga
bersangkutan terhadap pesan dan semangat UUD 1945. Dengan
demikian, keikutsertaan calon independen ini dapat memperbanyak
pilihan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik.
Hanya saja penerapannya memerlukan sosialisasi yang baik dan sikap
yang bijaksana agar tidak menyebabkan kebingungan masyarakat
dalam menentukan pilihan politiknya.

Bidang komunikasi dan informasi mengalami kemajuan sangat
berarti pada tahun 2008 ini, yaitu dengan telah ditetapkannya UU
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-
undang itu sebuah produk penting untuk menjamin pelembagaan
lebih lanjut atas hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dari sumber yang
seluas-luasnya tentang proses politik dan penyelenggaraan negara
Republik Indonesia. Produk perundang-undangan ini sudah
menempuh waktu pembahasan yang cukup panjang dan melelahkan
di badan legislatif antara Pemerintah dan wakil rakyat di DPR hingga
akhirnya ditetapkan pada 30 April 2008. UU No 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik ini akan mulai berlaku pada
tahun 2010 (dua tahun setelah diundangkan). Dengan demikian,
selama masa transisi diharapkan sudah dapat dirampungkan PP,
juknis, infrastruktur, sarana/prasarana, serta ha-hal lain yang terkait
dengan pemberlakukan undang-undang dimaksud.

Pada kurun waktu yang tidak terlalu lama, sebelumnya
Pemerintah dan DPR juga sudah sepakat menetapkan UU No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu
tentu merupakan sebuah kemajuan yang tidak kecil dalam proses
mewujudkan lembaga-lembaga demokrasi yang makin kukuh di
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tanah air. Kedua perundangan bidang informasi di atas memberikan
batasan-batasan penting mengenai apa saja yang boleh dan tidak
boleh dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga
media massa swasta berkaitan dengan implikasi hak-hak masyarakat
untuk mendapatkan akses yang seluas mungkin atas sumber-sumber
informasi publik yang strategis.

Pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan sejumlah
fasilitas penyebaran informasi publik. Seperti yang sebelumnya juga
sudah disampaikan pada DPR pada tahun 2007, penyebaran
informasi publik sudah rutin dilakukan melalui penerbitan media
cetak, media elektronik (seperti Kominfo News Room), siaran radio
dan televisi daerah, forum dialog interaktif, forum publik, saresehan,
jajak pendapat, media luar ruang, forum pemberdayaan lembaga
komunikasi perdesaan, pemantau media, pemanfaatan media
tradisional dan pentas pertunjukan rakyat, dan penyelenggaraan Meet
the Press/Media Gathering dengan perwakilan asing. Penyebaran
informasi melalui berbagai media ini akan terus dilanjutkan dan
ditingkatkan kualitas, kuantitas, dan daya jangkaunya, sehingga
dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif dan efisien antara
negara dan masyarakat dalam dan luar negeri.

Selain itu, untuk mengatasi hambatan dan kendala penyebaran
informasi ke wilayah-wilayah yang terpencil serta meminimalkan
kendala akses terhadap informasi publik telah pula dilakukan
peningkatan koordinasi yang lebih erat dengan lembaga komunikasi
Pemerintah daerah yang memiliki otonomi di bidang komunikasi dan
informasi. Di pihak lain, Pemerintah tetap berusaha meningkatkan
pelayanan melalui mobil unit operasional kepada rakyat yang selama
ini belum terjangkau infrastruktur informasi minimal yang
diperlukan untuk ikut mengetahui dan mulai ikut serta berpartisipasi
dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

I11. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Pada tahun 2008 ini, dua paket undang-undang bidang politik
yang belum dapat diselesaikan pembahasannya adalah RUU Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan RUU Pemilu
Presiden dan Wapres, yang diharapkan dapat diselesaikan dan
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ditetapkan menjadi undang-undang sesegera mungkin. Dengan akan
diselesaikannya semua pembahasan dan ditetapkannya semua
undang-undang bidang politik, pada tahun 2008 semua peraturan
pelaksanaan/perunjuk  teknis  penyelenggaraan Pemilu 2009
diharapkan dapat diselesaikan penyusunannya. Penyelesaian semua
peraturan  perundang-undangan ini diharapkan dapat lebih
melancarkan seluruh proses penyempurnaan dan perbaikan data
pemilih; verifikasi peserta pemilu dan validasi calon anggota
legislatif dan calon presiden dan wakil presiden; penyediaan sarana
dan prasarana pendukung Pemilu 2009; proses kampanye pemilu;
penghitungan suara hasil pemilu, serta penyediaan logistik pemilu
2009 tepat pada waktunya tanpa ada penundaan hanya disebabkan
belum adanya aturan dan prosedur yang menjadi pedoman
pelaksanaannya.

Seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya, proses konsolidasi
demokrasi perlu terus ditingkatkan kualitasnya melalui perbaikan
yang tidak kenal lelah pada kualitas, kapasitas, dan kredibilitas di
semua lembaga-lembaga penyelenggara negara tanpa kecuali. Secara
kelembagaan, pada tahun 2008 diharapkan dapat dicapai peningkatan
yang cukup signifikan dalam hal kinerja, melalui peningkatan
kualitas, profesionalisme dan kompetensi aparatur Pemerintah dan
KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di pusat dan daerah.
Hal itu semua bertujuan meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan
masyarakat kepada semua lembaga Pemerintah dan lembaga
pengemban amanat demokrasi sesuai dengan pesan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2009, peningkatan
kapasitas lembaga penyelenggara pemilu masih tetap akan didukung
demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2009.

Pendidikan pemilih merupakan prioritas untuk mengantisipasi
menurunnya partisipasi politik pada beberapa pilkada terakhir ini.
Kerja sama dengan berbagai pihak harus menjadi langkah dan upaya
bersama untuk menyukseskan pemilu 2009. Keberhasilan proses
demokrasi ditandai, antara lain, dengan tingkat partisipasi politik
warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam
pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Upaya bersama untuk memberdayakan dan memperkuat
masyarakat sipil juga tetap perlu dilanjutkan, antara lain, melalui
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percepatan pembuatan RUU Keormasan yang baru sebagai pengganti
UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pemerintah memiliki komitmen yang jelas tentang keberadaan
masyarakat sipil sebagai salah satu prasyarat penting tercapainya
konsolidasi demokrasi di Indonesia. Penciptaan parpol modern perlu
didukung oleh semua pihak agar dapat melaksanakan peran dan
fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 tahun 2008
tentang Partai Politik. Pemerintah juga memiliki komitmen yang
jelas di bidang komunikasi dan informasi. Selain akan memberikan
akses yang lebih luas kepada masyarakat tentang proses
penyelengggaraan negara dan pembuatan kebijakan, Pemerintah juga
tetap akan menjamin kebebasan lembaga pers dan media massa serta
lembaga-lembaga penyiaran swasta sesuai perundang-undangan yang
berlaku.

Pada lain pihak, demokrasi juga menuntut penegakan
supremasi hukum tanpa kompromi dan tanpa pilih bulu karena
penegakan hukum hanya akan berhasil secara baik apabila semua
pihak di semua lembaga-lembaga negara dan masyarakat berada di
bawah hukum, tidak kebal hukum dan tidak berada di atas hukum
(above the law). Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah akan terus
bertekad meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung serta siap secara
proaktif untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen,
seperti KPK dalam hal pemberantasan korupsi, seperti yang sudah
berjalan selama ini. Pemerintah dan seluruh masyarakat memiliki
kepentingan agar permasalahan korupsi ini tidak lagi menjadi
penghambat dalam proses pembangunan bangsa dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, semua unsur negara
dan masyarakat harus bekerja sama secara kompak dan konsisten
untuk mengatasinya.

Khusus mengenai pilkada, perlu diperhatikan beberapa
catatan penting untuk penyempurnaan pilkada pada masa depan.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyempurnaan
Pilkada antara lain efisiensi penyelenggaraan pilkada mengingat
mahalnya biaya pelaksanaan pilkada termasuk biaya sosial yang
ditimbulkannya, dan hubungan antara pemerintahan pusat dengan
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
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Hal lain adalah perlunya dimunculkan persyaratan kompetensi
di samping popularitas. Kompetensi kepala daerah sangat diperlukan
dalam memimpin pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan di daerah.
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BAB 16
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor
yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara
lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap
barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.
Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 35,1
juta jiwa atau 15,97 persen. Kondisi ini memburuk, pada tahun 2006,
jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,3 juta jiwa atau
17,75 persen. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk
miskin pada tahun 2006 adalah tingginya tingkat inflasi akibat
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, berangsur-
angsur kondisi ini terus membaik. Jumlah penduduk miskin di
Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta atau 15,42
persen. Jumlah penduduk miskin tersebut sudah berkurang sebesar
2,21 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan
Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta atau 16,58 persen. Meskipun
secara persentase telah terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin
yang ada masih harus terus diturunkan. Sehubungan dengan itu,
diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang



menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi pemerintah pusat dan
daerah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya.

l. Permasalahan yang Dihadapi

Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan
permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut
penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam
menurunkan jumlah penduduk miskin. Faktor lain yang masih
memperlambat pencapaian penurunan kemiskinan sebagai berikut:

1. Belum meratanya program pembangunan, khususnya di
perdesaan, luar Pulau Jawa, daerah terpencil, dan daerah
perbatasan. Sekitar 63,5 persen penduduk miskin hidup di
daerah perdesaan. Secara persentase terhadap jumlah
penduduk di daerah tersebut, kemiskinan di luar Pulau Jawa
termasuk Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua juga lebih tinggi
dibandingkan di Pulau Jawa. Oleh Kkarena itu, upaya
penanganan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan di
daerah-daerah tersebut.

2. Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap
pelayanan dasar.

3. Masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh
miskin, baik karena guncangan ekonomi, bencana alam, dan
juga akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan
sosial. Hal ini menjadi permasalahan krusial yang harus
dihadapi dalam penanganan kemiskinan. Pada saat ini masih
terdapat 3,8 juta jiwa korban bencana alam, 2,5 juta jiwa orang
cacat, 2,8 juta anak terlantar, 145 ribu anak jalanan, 1,5 juta
penduduk lanjut usia, 64 ribu gelandangan dan pengemis, serta
66 ribu tuna susila yang membutuhkan bantuan dan jaminan
sosial.

4. Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga
kebutuhan pokok. Fluktuasi ini berdampak besar pada daya
beli masyarakat miskin. Sehubungan dengan itu, upaya
penanggulangan  kemiskinan melalui stabilisasi  harga
kebutuhan pokok harus dilakukan secara komprehensif dan
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terpadu. Hal ini bertujuan agar penanggulangan kemiskinan,
baik di perdesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara
efektif dan efisien.

Berbagai kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan

sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 senantiasa disempurnakan agar
pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai secara efektif.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dari tahun
2005—2008 adalah sebagai berikut:

1.

Tingginya inflasi pada tahun 2005 yang mencapai 17 persen
menyebabkan garis kemiskinan pada tahun 2006 naik secara
signifikan sehingga meningkatkan jumlah penduduk yang
berada di bawah garis kemiskinan pada tahun tersebut.

Naiknya harga minyak dunia yang cukup besar telah
mempersempit ruang gerak fiskal untuk melakukan ekspansi
program pengentasan kemiskinan.

Rangkaian bencana alam di beberapa daerah mengakibatkan
beralihnnya fokus pelaksanaan program pembangunan dan
pertumbuhan. Akibatnya, pelaksanaan program pengentasan
kemiskinan menjadi tidak optimal.

Banyaknya program multisektor dan regional yang ditujukan
untuk mengurangi kemiskinan, ternyata masih sangat sektoral
dan kurang terintegrasi sehingga mengakibatkan rendahnya
efektivitas dan efisiensi program tersebut.

Pemahaman dan kemampuan pemda untuk melakukan sinergi
terhadap program masih beragam dan belum optimal sehingga
penurunan kemiskinan belum signifikan.

Terbatasnya akses sumber pendanaan bagi masyarakat miskin
dan masih rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha
untuk memperluas kesempatan kerja dan terciptanya kegiatan
ekonomi bagi masyarakat/keluarga miskin.

Dari berbagai permasalahan tersebut, upaya penurunan tingkat

kemiskinan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pencapaian
pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pengurangan
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angka kemiskinan dapat tercapai, dibutuhkan sinergi dan koordinasi
program-program pembangunan di berbagai sektor, terutama
program yang menyumbang langsung pada penurunan kemiskinan.

Il.  Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Berbagai kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka
kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan
penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada
penciptaan  kesempatan usaha bagi masyarakat  miskin,
pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan
masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi
masyarakat miskin. Keempat fokus kebijakan pembangunan untuk
menanggulangi kemiskinan tersebut telah dilaksanakan pada tahun
2005—2007. Untuk tahun 2008 fokus kebijakan disempurnakan
menjadi 5 fokus meliputi (1) menjaga stabilitas harga bahan
kebutuhan pokok; (2) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada
rakyat miskin; (3) menyempurnakan dan memperluas cakupan
program pembangunan berbasis masyarakat; (4) meningkatkan akses
masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan (5) membangun dan
menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat
miskin.

A. Peningkatan Akses Masyarakat Miskin atas Pelayanan
Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar)

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pemerintah terus melanjutkan upaya perluasan akses dan
pemerataan pendidikan melalui berbagai kegiatan pembangunan
dengan memberikan perhatian lebih besar bagi masyarakat yang
kurang beruntung. Sejak tahun 2005 pemerintah menyediakan dana
bantuan operasional sekolah (BOS) dan sejumlah beasiswa untuk
mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun. Alokasi dana BOS sejak tahun 2005 sampai dengan tahun
2008 terus meningkat, yaitu Rp 5,1 triliun pada tahun 2005 menjadi
Rp 11,9 triliun pada tahun 2008.
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Pada tahun 2008 pemerintah menyediakan BOS bagi 41,9 juta
siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI,
SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan
pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan
dasar sembilan tahun, dengan total anggaran Rp 11,9 triliun. Jumlah
siswa penerima BOS pada tahun 2008 mengalami peningkatan dari
41,3 juta siswa dengan total anggaran sebesar Rp 11,6 trilun pada
tahun 2007. Penyediaan BOS ini ditujukan untuk membebaskan
biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi
siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang
lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar
Sembilan Tahun.

Untuk membantu siswa miskin dalam mengakses pendidikan,
pada tahun 2008 disediakan beasiswa bagi siswa miskin dari jenjang
pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Penyediaan
beasiswa ini dimaksudkan agar anak-anak yang berasal dari keluarga
miskin tetap dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang
paling tinggi. Jumlah beasiswa yang disediakan pada tahun 2008
diperuntukkan bagi 1,06 juta siswa untuk jenjang SD/MI, 679,3 ribu
siswa untuk jenjang SMP/MTs, 930,8 ribu siswa jenjang
SMA/SMK/MA, dan 214,0 ribu mahasiswa PT/PTA.

Pemerintah juga terus menyediakan BOS buku yang ditujukan
untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan memberikan
bantuan 